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Diterbitkan  oleh  CENTRE  FOR  STRATEGIC  AND  INTERNATIONAL  STUDIES 
(CSIS)  sebagai  jumal  berkala  untuk  menyajikan  tulisan-tulisan  tentang  berbagai  ma- 
salah  nasional  dan  internasional.  ANALISIS  CSIS  adalah  suatu  forum  terutama  untuk 
para  staf  peneliti  CSIS  sendiri.  Tetapi  sumbangan  tulisan  dari  luar  CSIS  akan  dipertim- 
bangkan  untuk  dimuat  sesuai  dengan  kebutuhan.  Isi  tulisan-tulisan  yang  dimuat  dalam 
ANALISIS  CSIS  sepenuhnya  menjadi  tanggung  jawab  pribadi  penulis  masing-masing. 


Mulai  tahun  1989  CSIS  menggunakan  logo  baru:  Nalar  Ajar 
Terusan  Budi.  Logo  berbentuk  sebuah  piringan  cekung  berukiran 
bola  dunia  yang  melatarbelakangi  gambaran  orang  tanpa  busana 
duduk  memangku  buku  terbuka  beralaskan  kain  lampin.  Tangan 
kiri  menunjuk  ke  buku  dan  tangan  kanan  menunjuk  ke  atas  meng- 
gambarkan  orang  yang  sedang  menguraikan  pengetahuan  yang 
ditimba  dari  buku.  Ketelanjangan  gam  bar  orang  di  tengah  piringan  melambangkan 
keterbukaan  budi  —  tiadanya  sikap  a  priori  —  pada  warga  CSIS,  seperti  pada  para  analis 
umumnya,  dalam  kegiatan  studinya.  Gambar  ini  menunjukkan  kegiatan  belajar  dan 
mengajar  atau  menguraikan  pikiran,  sebagaimana  para  analis  CSIS  melakukan  studi 
dan  menguraikan  pikiran  mereka  kepada  siapa  saja  yang  membutuhkannya.  Sedang- 
kan  bola  dunia  melambangkan  alam  jagad  raya  yang  menjadi  cakrawala  dan  lingkup 
CSIS  berada  dan  berkarya.  Kalimat  Nalar  Ajar  Terusan  Budi  yang  tertera  pada 
lingkaran  piringan  adalah  surya  sengkala:  cara  merangkai  kata  dalam  tradisi  Jawa 
untuk  menandai  suatu  tahun  penting  menurut  peredaran  matahari  dan  sekaligus 
mengemukakan  makna  yang  terkandung  dalam  peristiwa  yang  tahunnya  ditandai  itu. 
Nalar  menurut  tradisi  Jawa  itu  berwatak  1,  Ajar  berwatak  7,  Terusan  berwatak  9,  dan 
Budi  berwatak  1.  Sebagaimana  lazimnya  sengkala  dibaca  dalam  urutan  terbalik:  1971, 
tahun  CSIS  berdiri.  Nalar  Ajar  Terusan  Budi  juga  menggambarkan  alam  pikiran,  dan 
hakikat  kegiatan  CSIS.  CSIS  sebagai  lembaga  profesi  keilmuan,  yang  didukung  oleh 
kreativitas  individu,  pada  hakikatnya  mempunyai  kegiatan  intelektual  yang  bukan 
hanya  menganalisa  kebenaran  tetapi  juga  terpanggil  untuk  menunaikan  kewajiban 
sosialnya.  Makna  Nalar  Ajar  Terusan  Budi  adalah  bahwa  bagi  CSIS,  bernalar,  belajar 
serta  menguraikan  pikiran  adalah  kelanjutan  wajar  dari  budi  yang  arif.  Logo  ini  di- 
tuangkan  dalam  wujud  piringan  perunggu  oleh  G.  Sidharta. 
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Pengantar  Redaksi 


SAMPAI  saat  ini  Indonesia  belum  dapat  melepaskan  diri  sepenuhnya  dari  krisis  eko- 
nomi.  Dampak  krisis  itu  sendiri  telah  merambah  ke  berbagai  aspek  kehidupan  baik 
di  bidang  sosial  maupun  politik.  Terbitan  ANALISIS  CSIS  pada  akhir  tahun  ini 
akan  menyoroti  keterkaitan  antara  krisis  ekonomi  dengan  perubahan  lingkungan  interna- 
sional  khususnya  di  Asia  Pasifik.  Hasil  dari  bahasan  dan  diskusi  yang  disampaikan  dalam 
terbitan  ini  diharapkan  dapat  menjadi  masukan  dan  stimnlasi  dalam  proses  perumusan  ke- 
bijakan  di  bidang  hubungan  internasional. 

Tulisan  pertama  adalah  "Arsitektur  Keamanan  di  Asia  Pasifik  Sebelum  Krisis: 
Sebuah  Refleksi",  oleh  Bantarto  Bandoro,  membahas  timbulnya  kecenderungan-kecen- 
derungan  baru  dalam  hal  keamanan  regional  akibat  munculnya  krisis  ekonomi  dan  ber- 
akhirnya  era  Perang  Dingin.  Pilihan  bagi  penyelesaian  berbagai  konflik  maupun  sengketa 
akibat  munculnya  kecenderungan  baru  tersebut  haruslah  merupakan  suatu  upaya  regional 
yang  komprehensif  untuk  menciptakan  lingkungan  regional  yang  aman  dan  stabil.  Dam- 
pak krisis  ekonomi  terhadap  lingkungan  internasional  misalnya  juga  ditunjukkan  oleh 
kenyataan  bahwa  upaya  untuk  mengatasi  krisis  ekonomi  oleh  tiap-tiap  negara  di  Asia 
pada  akhirnya  akan  menentukan  tingkat  stabilitas  politik  dan  keamanan  regional.  Hal  ini 
disebabkan  bahwa  dalam  konteks  hubungan  antarnegara,  kondisi  domestik  suatu  nega- 
ra memiliki  implikasi  terhadap  negara  lain.  Masalah  ini  dibahas  oleh  J.  Soedjati  Djiwan- 
dono  dalam  tulisannya  yang  berjudul  "Implikasi  Krisis  Ekonomi  Bagi  Upaya  Mewujud- 
kan  Stabilitas  Politik  dan  Keamanan  Regional".  Dalam  kasus  ASEAN,  Ikrar  Nusa  Bhakti 
berpendapat  bahwa  selain  dampak  positif  yang  ditimbulkan  dalam  bentuk  dinamisasi 
kerja  sama  ekonomi,  krisis  ekonomi  telah  melahirkan  tantangan  baru  yang  menguji  fondasi 
dan  solidaritas  kepaduan  ASEAN  terutama  di  dalam  usaha-usaha  mengatasi  krisis.  Hal  ini 
dikemukakan  dalam  tulisannya  "Dampak  Krisis  Ekonomi  Terhadap  Keutuhan  ASEAN 
sebagai  Lembaga  Kerja  Sama  Regional". 

Bagi  Indonesia  yang  telah  kehilangan  kredibilitasnya  karena  dianggap  sebagai 
ancaman  stabilitas  kawasan  maupun  karena  krisis  ekonomi  yang  parah,  langkah  yang 
paling  penting  adalah  memperbaiki  iklim  politik  dalam  negeri  dengan  membentuk  peme- 
rintahan  yang  didukung  rakyat.  Dengan  cara  inilah  menurut  A.  Hasnan  Habib  dalam 
tulisannya  "Efek  Krisis  Ekonomi  Terhadap  Peran  dan  Tanggung  Jawab  Indonesia  Bagi 
Upaya  Mewujudkan  Stabilitas  Kawasan",  Indonesia  kembali  dapat  memainkan  perannya 
yang  penting  di  dalam  ASEAN.  Penekanan  terhadap  pentingnya  keseriusan  pemerintahan 
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Habibie  sebagai  pemerintah  transisi,  untuk  menciptakan  pemerintahan  yang  bersih,  trans- 
paran  serta  bersih  dari  KKN  untuk  dapat  membebaskan  Indonesia  dan  krisis  dibahas  oleh 
Zhang  Hao  dalam  tulisannya  yang  berjudul  "Indonesia  di  Masa  Transisi". 

Pada  bagian  lain,  Sutoro  Eko  Yunanto  melalui  tulisannya  "Mendobrak  Otoritarian- 
isme  Orde  Baru  di  Medan  Mahasiswa"  menyoroti  tentang  gerakan  mahasiswa  yang  selama 
ini  diabaikan  dalam  wacana  demokrasi  ternyata  mampu  menjadi  elemen  utama  yang  men- 
dorong  Indonesia  ke  transisi  awal  menuju  demokrasi.  Penerbitan  kali  ini  juga  menyertakan 
sebuah  laporan  penelitian  tentang  "Perspektif  Struktur  Kuasi  Organisasi  Sistem  Agribisnis 
Kakao:  Studi  Kasus  di  Sulawesi  Selatan"  oleh  Nizwar  Syafa'at  dan  Pantjar  Simatupang. 

Akhirnya  diskusi  dan  evaluasi  dari  "Tiga  Bulan  Pemerintahan  Habibie"  dipilih  oleh 
NT.  Budi  Harjanto  sebagai  fokus  Analisis  dan  Peristiwa  yang  disajikan  pada  bagian  akhir 
terbitan  ini. 
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Arsitektur  Keamanan 
di  Asia  Pasifik  Sebelum  Krisis: 
Sebuah  Refleksi 

Bantarto  Bandoro 

Berakhirnya  era  Perang  Dingin  dan  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  sebelum  krisis 
telah  melahirkan  kecenderungan-kecenderungan  baru  sekaligus  tantangan  di  bidang  ke- 
amanan di  kawasan  Asia  Pasifik.  Kecenderungan  tersebut  adalah  peran  politik  dan  keaman- 
an Cina  yang  semakin  besar,  tampilnya  ASEAN  sebagai  salah  satu  aktor  yang  konstruktif, 
modernisasi  kemampuan  militer  dan  kehadiran  AS  yang  semakin  kuat. 

Pilihan  yang  tepat  antara  penyelesaian  secara  mandiri,  bilateral  dan  multilateral  di- 
harapkan  dapat  meredam  berbagai  sengketa  maupun  konflik  di  tengah  lingkungan  keaman- 
an regional  yang  kompleks  dan  tidak  pasti.  Selain  itu  langkah  untuk  membangun  keperca- 
yaan,  diplomasi  preventif  dan  resolusi  konflik  merupakan  upaya  regional  yang  komprehen- 
sif  untuk  menciptakan  lingkungan  regional  yang  lebih  aman  dan  stabil. 


Pendahululuan 

DAPAT  dicatat  beberapa  kecende- 
rungan strategis  yang  terjadi  di 
kawasan  Asia  Pasifik  dalam  tiga- 
empat  tahun  terakhir,  yaitu  (1)  peran  politik 
dan  keamanan  Cina  yang  semakin  besar; 
(2)  tampilnya  ASEAN  sebagai  salah  satu 
aktor  yang  konstruktif;  (3)  modernisasi  ke- 
mampuan militer;  dan  (4)  kehadiran  Ame- 
rika  Serikat  yang  semakin  kuat.  Kecende- 
rungan demikian  muncul  pada  saat  kawasan 
Asia  Pasifik  sedang  mencari  mekanisme 
yang  terbaik  untuk  mengatasi  masalah-ma- 
salah  baru  akibat  berakhirnya  era  Perang 
Dingin.  Perubahan-perubahan  di  kawasan 
Asia  Pasifik,  yang  antara  lain  ditandai  oleh 
kecenderungan-kecenderungan  di  atas,  mem- 
punyai  arti  strategis  yang  sangat  penting. 
Signifikansi  strategis  ini,  di  mata  para  pem- 


buat  keputusan,  muncul  pada  saat  negara- 
negara  di  kawasan  sedang  menikmati  per- 
damaian  yang  lebih  besar  daripada  masa- 
masa  sebelumnya  dalam  abad  ini.  Signifi- 
kansi strategis  Asia  Pasifik  juga  muncul  pa- 
da saat  kekuatan  terbesar  di  kawasan,  yaitu 
Cina,  sedang  tumbuh  dan  menetapkan  per- 
tumbuhan ekonomi  sebagai  sasaran  utama 
strategi  nasionalnya.  Ini  hanyalah  satu  da- 
ri  sekian  banyak  faktor  yang  membuat  ka- 
wasan Asia  Pasifik  kini  menjadi  lebih  di- 
perhatikan  daripada  sebelumnya.  Kecende- 
rungan-kecenderungan di  atas  dalam  diri- 
nya  membawa  masalah  dan  tantangan-tan- 
tangan  baru,  sesuatu  yang  harus  dihadapi 
dan  bukan  dihindari  oleh  negara-negara  di 
kawasan  Asia  Pasifik.  Tulisan  singkat  ini 
mencoba  merenung  lebih  dalam  tentang 
masalah-masalah  keamanan,  khususnya  yang 
berkaitan  dengan  arsitektur  keamanan  baru 
Asia  Pasifik. 
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Arsitektur  Keamanan  Asia  Pasiflk 

Arsitektur  keamanan  Asia  Pasifik  mema- 
suki  proses  transformasi  yang  disebabkan 
oleh  dua  faktor,  yaitu  berakhirnya  era  Pe- 
rang  Dingin  dan  pertumbuhan  ekonomi  yang 
dinamis  di  Asia  Tenggara  dan  Asia  Timur 
beberapa  waktu  yang  lalu.  Faktor  ekonomi, 
utamanya  pertumbuhan  ekonomi  dan  tingkat 
ketergantungan  yang  tinggi,  telah  meng- 
ubah  struktur  hubungan  keamanan  dan  ke- 
cenderungan  sistemik  ke  arah  konflik  atau 
perdamaian  di  kawasan.  Faktor-faktor  eko- 
nomi juga  telah  memicu  timbulnya  masalah- 
masalah  keamanan.  Bagi  kebanyakan  nega- 
ra  di  Asia  Pasiflk,  vitalitas  ekonomi  sangat 
tergantung  pada  kerawanan-kerawanan  ja- 
lur-jalur  laut.  Pertumbuhan  ekonomi  yang 
luar  biasa  beberapa  waktu  yang  lalu  telah 
meningkatkan  sumber-sumber  yang  diper- 
lukan  untuk  mendukung  program  pertahan- 
an  dan  karenanya  memberi  prospek  bagi 
timbulnya  perlombaan  senjata.  Ada  kekha- 
watiran  bahwa  tingkat  ketergantungan  yang 
tinggi  dapat  menjadi  semacam  transmision 
belt  untuk  menyebarkan  masalah-masalah 
keamanan  melalui  kawasan,  khususnya  ke- 
tika  pertumbuhan  itu  sendiri  mengalami  ke- 
gagalan  akibat  krisis  yang  melanda  Asia  Ti- 
mur, dan  jika  ini  terjadi,  konflik  atau  friksi 
secara  cepat  akan  meracuni  kawasan. 

Berakhirnya  era  Perang  Dingin,  runtuh- 
nya  Uni  Soviet  dan  transformasi  fundamen- 
tal dalam  lingkungan  regional  dan  global 
umumnya  disambut  baik  oleh  kawasan  Asia 
Pasifik.  Namun  perkembangan  itu  telah  me- 
munculkan  isu-isu  keamanan  baru.  Ling- 
kungan keamanan  regional  sekarang  ini  le- 
bih  kompleks  dan  tidak  pasti.  Belum  lagi 
munculnya  berbagai  aktor,  seperti  Jepang, 
Cina  atau  untuk  jangka  panjang  India,  yang 


berpotensi  menimbulkan  stabilitas  sekali- 
gus  ketidakstabilan  kawasan.  Berbagai  seng- 
keta  seperti  klaim  tentorial  dan  tantangan 
terhadap  legitimasi  pemerintah  memiliki  po- 
tensi  untuk  berkembang  menjadi  konflik 
regional  yang  serius.  Untuk  menghadapi  si- 
tuasi  demikian,  berbagai  negara  di  kawasan 
meningkatkan  kemandirian  pertahanan  me- 
reka  agar  mereka  dapat  mengatasi  regional 
contingencies  berdasarkan  sumber-sumber 
yang  mereka  miliki  sendiri.  Lingkungan  ke- 
amanan yang  tidak  pasti  itu  juga  mendo- 
rong  negara-negara  di  kawasan  untuk  me- 
ningkatkan kemampuan  militer  mereka  de- 
ngan  pemilikan  sistem  senjata  (sista)  cang- 
gih  baik  untuk  mendukung  kekuatan  laut 
maupun  udara.  Untuk  kawasan  Asia  Teng- 
gara, kekuatan  pertahanan  semakin  dire- 
struktur  dari  kemampuan  melawan  pembe- 
rontakan  yang  cenderung  konvensional  ke 
kemampuan  modern  dengan  sista  yang  ber- 
teknologi  tinggi  dengan  titik  berat  pada 
angkatan  laut  dan  udara.  Hal  yang  sama 
juga  terjadi  di  kawasan  Asia  Timur  di  mana 
program  pembangunan  kekuatan  militer  ne- 
gara-negara Asia  Timur  dapat  menggang- 
gu  ketenteraman  kawasan.  Rencana  pemba- 
ngunan kekuatan  militer  yang  tidak  trans- 
paran  dapat  menimbulkan  kesalahpahaman 
dan  curiga,  dan  ini  merupakan  awal  dimulai- 
nya  konflik  baru. 

Kesalahpahaman,  atau  kecurigaan  dan  se- 
bagainya  hanya  mungkin  diatasi  melalui  ker- 
ja  sama  keamanan  multilateral.  Awal  1990- 
an  hampir  tidak  ditemukan  kerja  sama  ke- 
amanan di  kawasan  di  luar  hubungan-hu- 
bungan  aliansi  bilateral  yang  dibentuk  se- 
lama  era  Perang  Dingin.  Mekanisme  regional 
untuk  membicarakan  masalah-masalah  ke- 
amanan bukan  merupakan  pilihan  dan  ka- 
rena  itu  multilateralisme  dipandang  tidak 
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memberikan  prospek  yang  cerah.  Amerika 
Serikat  dan  sebagian  besar  negara  di  ka- 
wasan  lebih  memilih  untuk  mempertahan- 
kan  struktur  bilateral  daripada  memberi  ko- 
mitmen  kepada  multilateralisme  yang  di- 
anggap  tidak  sesuai  dengan  aspek  funda- 
mental dari  budaya  strategis  Asia  Pasifik, 
dan  bahkan  multilateralisme  bisa  merusak 
arsitektur  pengaturan-pengaturan  bilateral 
yang  selama  ini  dipandang  telah  memberi 
kontribusi  kepada  stabilitas  dan  keamanan 
kawasan. 

Untuk  mengatasi  dampak  dari  situasi  ke- 
amanan regional  yang  tidak  pasti,  diperlu- 
kan  mekamsme-mekanisme  regional.  Sejak 
pertengahan  1990-an,  kawasan  Asia  Pasifik 
menyaksikan  diplomasi  multilateral  untuk 
membangun  mekanisme  regional  yang  diha- 
rapkan  tidak  hanya  berfungsi  untuk  mera- 
bicarakan  masalah-masalah  keamanan  re- 
gional, tetapi  juga  untuk  jangka  panjang 
mampu  memberi  solusi  bagi  konflik-konflik 
regional.  Sasaran  tersebut  hanya  mungkin 
dicapai  melalui  kerja  sama  keamanan  multi- 
lateral, dan  kerja  sama  keamanan  yang  demi- 
kian  ini  harus  dilihat  sebagai  aspek  integral 
dari  evolusi  arsitektur  keamanan  regional. 
ASEAN  Regional  Forum  (ARF)  adalah  wu- 
jud  nyata  dari  upaya  negara-negara  kawasan 
untuk  membangun  mekanisme  dialog  ke- 
amanan regional  atau  Confidence  Building 
Measures  (CBM).  Selain  itu,  bcrbagai  lang- 
kah  untuk  membangun  keamanan  dan  sa- 
ling  percaya  juga  telah  dirintis  dan  keba- 
nyakan  dari  langkah-langkah  itu  bertujuan 
untuk  mcningkatkan  transparansi. 

Dalam  tahun-tahun  tcrakhir  ini  kawasan 
Asia  Pasifik  telah  menyaksikan  kemajuan- 
kemajuan  berarti  dalam  pclembagaan  lang- 
kah-langkah CBM,  tcrmasuk  kerja  sama  di 
antara  angkatan  bersenjata  negara-negara  di 
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kawasan,  baik  berupa  kunjungan  timbal-balik 
para  pejabat  pertahanan  maupun  latihan-la- 
tihan  bersama.  Konsep-konsep  dan  mekanis- 
me untuk  pengawasan  senjata  dan  mence- 
gah  konflik  kini  mendapat  perhatian  yang 
lebih  besar  daripada  sebelumnya.  Sasaran- 
nya  adalah  pelembagaan  pengaturan  reso- 
lusi  konflik  dan  diplomasi  preventif  dalam 
jangka  waktu  5-10  tahun  mendatang.  Lang- 
kah-langkah membangun  saling  percaya, 
diplomasi  preventif  dan  resolusi  konflik 
harus  dilihat  sebagai  upaya  regional  yang 
komprehensif  untuk  menciptakan  lingkung- 
an  regional  yang  lebih  aman  dan  stabil, 
dan  semuanya  ini  hanya  mungkin  dicapai 
melalui  dialog.  Perlu  dicatat  bahwa  dialog 
akan  membawa  apresiasi  yang  lebih  baik  me- 
ngenai  keprihatinan,  kepentingan  dan  per- 
sepsi  dari  negara-negara  peserta  dialog,  se- 
hingga  hal  itu  akan  mempertebal  saling  pe- 
ngertian  dan  kepercayaan  dan  mencegah 
kemungkinan  timbulnya  konflik.  Proses  dia- 
log ini  telah  memberi  kemajuan  berarti  da- 
lam bidang-bidang:  (1)  institusionalisasi  dia- 
log keamanan  regional;  (2)  diterimanya  ber- 
bagai  langkah  CBM,  khususnya  yang  ber- 
kaitan  dengan  langkah-langkah  transparan- 
si; (3)  kerja  sama  dalam  bidang  maritim;  dan 
(4)  kegiatan-kegiatan  kerja  sama  pertahan- 
an, misalnya  latihan  bersama  dan  program- 
program  pclatihan. 

Selain  pcrtumbuhan  ckonomi  dan  dia- 
log-dialog regional,  bagian  penting  lainnya 
dari  arsitektur  keamanan  Asia  Pasifik  ada- 
lah kchadiran  dan  pcran  keamanan  Cina  (fak- 
tor  Cina).  Pergeseran  dalam  pcrimbangan  kc- 
kuatan  dalam  era  pasca  Perang  Dingin  tcr- 
jadi  bcrsamaan  dengan  tampilnya  Cina  se- 
bagai kekuatan  politik  dan  militer.  Yang  di- 
khawatirkan  oleh  negara-negara  di  kawasan 
adalah  peran  strategis  Cina  di  masa  depan. 
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Meskipun  Cina  selalu  berkata  bahwa  ia  ha- 
nya  mempunyai  maksud-maksud  damai,  na- 
mun  tindakannya  sering  tidak  sesuai  de- 
ngan  retorikanya.  Yang  harus  dilakukan  oleh 
negara-negara  di  kawasan  adalah  melibatkan 
Cina  secara  lebih  jauh  dalam  urusan-urus- 
an  keamanan  kawasan  Asia  Pasifik.  Kare- 
na  taruhan-taruhan  strategis  dan  karena  se- 
tiap  penyelesaian  persoalan  di  kawasan  ha- 
rus melibatkan  kehadiran  Cina,  maka  Cina 
dipandang  sebagai  kekuatan  yang  memiliki 
suara  besar  dalam  pembangunan  sistem  ke- 
amanan Asia  Pasifik.  Sebagai  salah  satu 
negara  besar,  Cina  tidak  hanya  memainkan 
peran  penting  dalam  menentukan  pola-pola 
realiansi  di  kawasan,  tetapi  juga  memiliki 
insentif  kuat  untuk  memainkan  politik  per- 
imbangan  kekuatan  di  kawasan.  Karena 
pengamh  Cina  yang  demikian  besar  dan 
menentukan,  Cina  akan  tetap  dipandang  se- 
bagai kekuatan  yang  berarti  di  kawasan 
Asia  Pasifik. 

Betapapun  pentingnya  faktor  Cina,  peri- 
laku  dan  kebijakannya  di  masa  depan  akan 
sangat  ditentukan  oleh  faktor-faktor  eks- 
ternal  terutama  sikap  dan  kebijakan  Jepang 
dan  Amerika  Serikat,  baik  secara  individu 
maupun  gabungan.  Dengan  kata  lain,  Cina, 
seperti  juga  aktor-aktor  lainnya  dalam  per- 
caturan  politik,  bukanlah  sebuah  entitas 
yang  terkekang.  Dalam  kenyataannya,  seku- 
rang-kurangnya  sejak  akhir  1970-an,  Cina 
menyadari  bahwa  ia  tidak  dapat  lagi  mem- 
biarkan  dirinya  terus-menerus  dikekang  dan 
karenanya  memiliki  determinasi  untuk  men- 
jadi  bagian  dari  entitas  yang  lebih  besar. 
Setelah  1970-an,  banyak  orang  kemudian 
cenderung  menyebut  Cina  sebagai  interde- 
pendent international  society  atau  global- 
ized market.  Apa  pun  sebutannya,  sckarang 
ini  negara-negara  di  kawasan  Asia  Pasifik 


perlu  memberi  perhatian  yang  lebih  besar 
lagi  kepada  Cina  dan  harus  memiliki  gam- 
baran  yang  tepat  mengenai  tatanan  ke- 
amanan kawasan  di  masa  depan.  Tatanan 
keamanan  itu  harus  mengakomodasikan  ke- 
pentingan-kepentingan  Cina  melalui  cara- 
cara  yang  dapat  diterima  dan  bukannya  se- 
mata-mata  menebak  perilaku  internal  dan  eks- 
ternal  Cina  seolah-olah  ia  sebagai  variabel 
yang  independen. 

Sehubungan  dengan  faktor  Cina,  dapat 
dikatakan  bahwa  hubungan  segitiga  Ame- 
rika Serikat-Jepang-Cina  akan  menentukan 
lingkungan  politik,  keamanan  dan  ekonomi 
kawasan  Asia  Pasifik.  Ketiga  negara  ini  per- 
lu memperlihatkan  kemauan  politik  dan  ko- 
mitmen  mereka  untuk  secara  bersama-sama 
mengelola  masalah-masalah  keamanan  pasca 
Perang  Dingin  tanpa  harus  mencurigai  yang 
satu  terhadap  lainnya.  Namun  fakta  menun- 
jukkan  bahwa  Cina  adalah  pihak  yang  se- 
lalu merasa  dirugikan  oleh  kebijakan  Ame- 
rika Serikat-Jepang.  Ini  terlihat  ketika  Cina 
memberikan  reaksi  keras  terhadap  Amerika 
Serikat  dan  Jepang  yang  menandatangani 
Deklarasi  mengenai  Aliansi  Keamanan  untuk 
abad  ke-21.  Sampai  beberapa  tahun  yang 
lalu  Cina  memang  mendukung  ikatan-ikatan 
keamanan  Jepang  dengan  Amerika  Serikat 
dan  memandang  ikatan-ikatan  itu  sebagai 
alat  untuk  mengekang  bangkitnya  kekuat- 
an Jepang.  Selama  sasaran  dari  perjanjian 
itu  adalah  Rusia,  Cina  tidak  keberatan  ter- 
hadap ikatan  keamanan  itu.  Tetapi  karena 
akhir-akhir  ini  Cina  telah  menggantikan  Ru- 
sia sebagai  fokus  perhatian  internasional, 
Cina  mulai  merasa  gelisah  akibat  kebijakan- 
kebijakan  Amerika  Serikat-Jepang. 

Ada  dua  alasan  hipotetis  mengapa  Cina 
keberatan  terhadap  peningkatan  aliansi  Ame- 
rika Serikat-Jepang.  Pertama,  Cina  berpenda- 
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pat  bahwa  aliansi  itu  bersifat  anachronistic 
dan  seharusnya  lenyap  dengan  berakhirnya 
era  Perang  Dingin.  Untuk  memperkuat  argu- 
men  itu,  Cina  mendukung  rezim  keamanan 
multilateral  di  kawasan  Asia  Pasifik.  Argu- 
men  demikian  kelihatannya  berkaitan  de- 
ngan strategi  diplomatik  Cina  untuk  melu- 
luhkan  aliansi  Amerika  Serikat-Jepang  da- 
lam  ARF.  Kedua,  aliansi  Amerika  Serikat- 
Jepang  dipola  tidak  sebagai  alat  keamanan 
regional,  tetapi  untuk  keamanan  Jepang  sen- 
diri.  Argumen  demikian  tampaknya  tidak 
didukung  oleh  kenyataan  sejarah  mengi- 
ngat  fakta  bahwa  pasukan  Amerika  Serikat 
pernah  memainkan  peran  penting  di  Jepang, 
Korea  dan  Vietnam  selama  Perang  Dingin. 
Apa  pun  reaksi  Cina,  suatu  hal  yang  keli- 
hatannya sudah  jelas  adalah  bahwa  Cina 
mengevaluasi  aliansi  Amerika  Serikat-Jepang 
lebih  sebagai  alat  untuk  mengekang  Cina 
daripada  Jepang.  Tingkatan  dan  sifat  reaksi 
Cina  terhadap  aliansi  itu  selanjutnya  akan 
ditentukan  oleh  implikasi  aliansi  tersebut 
terhadap  masalah  Taiwan  dan  sampai  batas 
tertentu  sengketa  di  Laut  Cina  Selatan.  Na- 
mun,  karena  secara  umum  negara-negara  di 
Asia  Pasifik  mendukung  kemitraan  strate- 
gis  Amerika  Serikat-Jepang,  maka  Cina  ti- 
dak memiliki  pilihan  lain  kecuali  mengako- 
modasikan  dirinya  dalam  evolusi  lingkung- 
an  keamanan  Asia  Pasifik  dengan  aliansi 
Amerika  Serikat-Jepang  sebagai  motornya. 
Bagi  negara-negara  di  Asia  Pasifik  yang 
penting  adalah  stabilitas  hubungan  segi- 
tiga  tersebut  dan  implikasinya  untuk  kesi- 
nambungan  keamanan  kawasan.  Kerja  sama 
antara  ketiga  kekuatan  ini  adalah  prasya- 
rat  yang  esensial  bagi  manajemen  krisis  di 
kawasan  Asia  Pasifik. 

ASEAN  adalah  komponen  penting  lain 
dalam  arsitektur  keamanan  Asia  Pasifik. 
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ASEAN  sadar  bahwa  ia  tidak  dapat  meng- 
hindar  dari  akibat-akibat  perubahan  yang 
terjadi  di  lingkungan  strategisnya.  Oleh  ka- 
rena itu,  ASEAN  ditantang  untuk  mengam- 
bil  peran  yang  lebih  aktif  dan  konstruktif 
dalam  mengelola  masalah-masalah  baru  di 
kawasan.  Dapat  dicatat  beberapa  prakarsa 
penting  ASEAN,  yaitu  (1)  membentuk  ARF; 

(2)  memperluas  keanggotaan  ASEAN  yang 
tentu  saja  akan  meningkatkan  bobot  peran 
regional  ASEAN;  dan  (3)  menyatakan  selu- 
ruh  Asia  Tenggara  sebagai  Zona  Bebas  Sen- 
jata  Nuklir.  Sebagai  organisasi  keamanan 
regional  yang  indigenous,  ASEAN  adalah 
bagian  penting  dari  pembangunan  sistem 
keamanan  Asia  Pasifik.  Prakarsa-prakarsa 
regional  ASEAN  harus  dipandang  sebagai 
langkah  strategis  ASEAN  untuk  mengatur 
hubungan  internasional  baru  di  kawasan, 
utamanya  adalah  hubungan  antara  negara- 
negara  besar.  Tantangan  ASEAN  dalam 
menghadapi  lingkungan  regional  yang  se- 
makin  kompleks  di  kemudian  hari  adalah: 
(1)  ASEAN  harus  mengadopsi  lebih  ba- 
nyak  lagi  kebijakan  regional,  di  mana  kebi- 
jakan  itu  harus  mampu  mengangkat  repu- 
tasi  dan  prestise  ASEAN  sebagai  sebuah  or- 
ganisasi regional  yang  handal;  (2)  ASEAN 
harus  mampu  menempatkan  dirinya  dalam 
konfigurasi  kekuatan  baru  di  kawasan  sede- 
mikian  rupa  sehingga  ia  dipandang  sebagai 
faktor  penting  dalam  perimbangan  kekuatan 
di  kawasan  Asia  Pasifik  secara  keseluruhan; 

(3)  ASEAN  harus  mampu  mengatasi  pergo- 
lakan-pergolakan  polilik  di  negara-negara 
anggotanya;  dan  (4)  ASEAN  harus  mampu 
membentuk  dan  mempengaruhi  agenda  ke- 
amanan Asia  Pasifik. 

Apa  pun  masalah  dan  tantangan  yang 
dihadapi  ASEAN,  keterlibatan  ASEAN  da- 
lam mencari  penyelesaian  atau  setidak-tidak- 
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nya  membicarakan  konflik-konflik  regional 
tetap  diperlukan.  Peran  sentral  ASEAN  da- 
lam  ARF  hams  ditingkatkan,  tetapi  ASEAN 
perlu  menyadari  bahwa  ARF  memiliki  berba- 
gai  keterbatasan  dalam  memainkan  peran  re- 
gionalnya.  Oleh  karena  itu,  sekalipun  banyak 
yang  ragu  akan  prospek  ARF  di  masa  de- 
pan,  ASEAN  tetap  perlu  mempertahankan 
proses  dialog  sebagai  bagian  dari  langkah 
strategis  ASEAN  untuk  mendukung  proses 
multilateralisme  keamanan  di  Asia  Pasifik. 
Dengan  kata  lain,  sekalipun  ASEAN  mung- 
kin  tidak  menjadi  inti  dari  multilateralisme 
itu,  prakarsa-prakarsa  yang  telah  diambil 
oleh  ASEAN  selama  ini  setidak-tidaknya 
mampu  menggerakkan  kecenderungan  ka- 
wasan  ke  arah  kerja  sama  yang  lebih  kon- 
struktif.  Prakarsa-prakarsa  ASEAN  harus 
menjadi  dasar  terbentuknya  lembaga-lem- 
baga  formal  yang  dapat  membantu  mence- 
gah  ataupun  meredam  kemungkinan  terjadi- 
nya  goncangan-goncangan  di  kawasan. 

Dari  sekian  banyak  faktor,  kehadiran 
Amerika  Serikat  mungkin  adalah  faktor  ter- 
penting  dalam  arsitektur  keamanan  Asia 
Pasifik.  Meskipun  kepentingan  ekonomi  dan 
politik  Amerika  Serikat  di  kawasan  mening- 
kat,  kekuatan  militernya  cenderung  menu- 
run.  Kehadiran  militer  Amerika  Serikat  di 
kawasan  pada  era  pasca  Perang  Dingin  ti- 
dak sama  dengan  kehadirannya  pada  masa 
Perang  Dingin,  karena  alasan  untuk  mem- 
pertahankan kehadirannya  seperti  pada  ma- 
sa Perang  Dingin  tidak  ditemukan  lagi.  Ka- 
rena itu  perlu  dicari  alasan  lain  agar  Ame- 
rika Serikat  tetap  hadir  di  kawasan.  Salah 
satu  alasan  adalah  masalah  ancaman  nuklir 
Korea  Utara.  Yang  jelas,  kehadiran  militer 
Amerika  Serikat  akan  semakin  kuat  dan  ke- 
hadirannya itu  harus  dilihat  sebagai  upa- 
ya  untuk  mempertahankan  keseimbangan 


yang  sehat  antara  negara-negara  besar  dan 
mencegah  kekuatan  hegemoni  mendominasi 
kawasan.  Setidaknya  untuk  sisa  waktu  da- 
lam abad  ini  Amerika  Serikat  akan  tetap 
memiliki  leverage  ekonomi  dan  strategis  di 
kawasan  Asia  Pasifik.  Singkatnya,  kehadiran 
Amerika  Serikat  di  kawasan  tetap  dibutuhkan 
justru  pada  saat  kawasan  sedang  memasuki 
masa  transisi  yang  penuh  ketidakpastian. 

Amerika  Serikat  adalah  satu-satunya  ne- 
gara  adidaya  yang  masih  disegani  dan  pa- 
ling mendapat  kepercayaan,  karena  ia  me- 
miliki kombinasi  kekuatan  militer,  ekonomi 
dan  politik  yang  mampu  mempengaruhi 
perangai  negara-negara  lain  di  dunia.  Dalam 
konteks  demikian,  banyak  pengamat  ber- 
pendapat  bahwa  kompetisi  antara  kekuatan- 
kekuatan  besar  regional  dapat  dicegah  ha- 
nya  jika  Amerika  Serikat  memainkan  peran 
sebagai  pengimbang  kawasan  (regional 
balancer).  Ini  tentu  saja  menurut  peran  se- 
perti yang  pernah  diperlihatkan  oleh  Ing- 
gris  dalam  abad  ke-19  sebagai  Europe's  re- 
gional balancer.  Negara-negara  Asia  Pasifik 
umumnya  setuju  bahwa  Amerika  Serikat 
adalah  satu-satunya  kekuatan  yang  mam- 
pu menangkal  kemungkinan  tampilnya  ke- 
kuatan lain.  Tetapi  peran  Amerika  Serikat 
sebagai  pengimbang  kawasan  ditandai  oleh 
beberapa  kendala  dan  ketidakpastian,  antara 
lain  ketidakpastian  militer-strategis  yang 
berkaitan  dengan  kehadiran  militer  Amerika 
Serikat,  sesuatu  yang  menimbulkan  keragu- 
an  mengenai  kredibilitas  Amerika  Serikat; 
dan  masalah  diplomatik-politik  yang  ber- 
kaitan dengan  kebijakan  Amerika  Serikat 
mengenai  hak  azasi  dan  demokratisasi.  Yang 
discbut  tcrakhir  ini  dapat  mengganggu  hu- 
bungan  Amerika  Serikat  dengan  beberapa 
negara  sekutunya  di  kawasan.  Amerika  Seri- 
kat harus  mampu  mengatasi  masalah-masa- 
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lah  ini  jika  ingin  tetap  diperhitungkan  seba- 
gai  bagian  penting  dari  perimbangan  kekuat- 
an  dalam  struktur  keamanan  di  Asia  Pasifik. 

Kemandirian,  Bilateralisme  dan 
Multilateralisme 

Berakhirnya  era  Perang  Dingin  membawa 
perubahan-perubahan  mendasar  dalam  struk- 
tur hubungan  antara  negara  di  Asia  Pasifik, 
yaitu  dari  bipolar  ke  multipolar,  meskipun 
yang  disebut  terakhir  ini  bentuknya  juga 
belum  jelas.  Hingga  kirn  masih  banyak  pe- 
ngamat  yang  memperdebatkan  struktur  hu- 
bungan di  Asia  Pasifik,  apakah  bipolar  atau 
multipolar.  Dasar  munculnya  perdebatan  ini 
adalah  karena  keraguan  mengenai  sumbang- 
an-sumbangan  keamanan  yang  dapat  dibe- 
rikan  oleh  struktur  yang  diperdebatkan  itu. 
Artinya,  komunitas  Asia  Pasifik  masih  mem- 
pertanyakan  struktur  mana  yang  menjanji- 
kan  stabilitas  kawasan  untuk  jangka  pan- 
jang,  apakah  struktur  yang  bipolar  atau  mul- 
tipolar, atau  bahkan  unipolar.  Tentu  masih 
ada  negara-negara  yang  tidak  begitu  yakin 
akan  kontribusi  struktur-struktur  di  atas, 
dan  jika  memang  demikian  negara-negara 
ini  mungkin  akan  memilih  untuk  lebih  man- 
diri,  misalnya  dengan  membangun  kemandi- 
rian pertahanannya,  daripada  hams  bergan- 
tung  pada  salah  satu  dari  struktur  di  atas. 
Ini  berarti  bahwa  arsitektur  keamanan  re- 
gional akan  diwarnai  oleh  ketidakseimbang- 
an  antara  struktur-struktur  tersebut,  yaitu 
kemandirian,  bilateralisme  dan  multilateral- 
isme. 

Berakhirnya  era  Perang  Dingin  memberi 
peluang  bagi  munculnya  kctidakpastian  dan 
kekhawatiran  akan  ketidakstabilan  baru  di 
Asia  Pasifik.  Ketidakpastian  ini  antara  lain 
mcnyangkut  intensi  dan  perilaku  negara- 
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negara  besar.  Jadi,  sekalipun  lingkungan  ka- 
wasan Asia  Pasifik  secara  umum  stabil,  ter- 
dapat  persepsi  bahwa  kawasan  tersebut  ki- 
ni  sedang  mengalami  masa  transisi  menuju 
tatanan  regional  baru  yang  bentuknya  ma- 
sih belum  jelas.  Persoalan  yang  ini  diha- 
dapi  oleh  kawasan  Asia  Pasifik  adalah  ba- 
gaimana  mengatur  situasi  yang  penuh  ke- 
tidakpastian ini.  Dalam  menghadapi  situasi 
dan  lingkungan  semacam  itu,  berbagai  cara 
ditempuh  oleh  negara-negara  di  kawasan 
untuk  menjamin  keamanan  mereka,  misal- 
nya memanfaatkan  kemajuan  ekonomi  un- 
tuk memodernisasi  kemampuan  pertahan- 
an  mereka  sehingga  memungkinkan  mereka 
mengatasi  secara  lebih  baik  keadaan  daru- 
rat  di  kawasan  atas  dasar  sumber-sumber 
yang  mereka  miliki  sendiri.  Jadi  kemandiri- 
an pertahanan  {defense  self-reliance)  adalah 
salah  satu  pilihan  yang  tersedia  bagi  negara- 
negara  di  kawasan  untuk  menghadapi  ke- 
tidakpastian. 

Cara  lain  adalah  mengembangkan  kebia- 
saan  dialog  secara  multilateral  dan  ini  me- 
rupakan  cara  yang  paling  banyak  ditempuh 
oleh  negara-negara  di  kawasan.  Melalui  dia- 
log paling  tidak  negara  yang  satu  dapat 
memahami  lebih  jauh  sikap  dan  persepsi 
negara  lainnya  mengenai  masalah  keaman- 
an baik  yang  berhubungan  langsung  mau- 
pun  tidak  langsung  dengan  kepentingan 
mereka.  Cara  demikian  juga  membantu  men- 
ciptakan  rasa  saling  percaya  dan  menghi- 
langkan  kecurigaan  terutama  di  antara  ne- 
gara-negara yang  sedang  menghadapi  kon- 
flik.  Sejak  akhir  1980-an  negara-negara  di 
Asia  Pasifik  mulai  memberi  perhatian  kepa- 
da  mekanisme  multilateral  untuk  membica- 
rakan  masalah-masalah  politik  dan  keaman- 
an kawasan.  Upaya-upaya  awal  Uni  Soviet, 
Kanada  dan  Australia  untuk  melansir  dan 
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menerapkan  model  CSCE  Eropa  di  kawasan 
Asia  Pasifik  tidak  memperoleh  dukungan 
luas,  tetapi  upaya-upaya  itu  telah  menstimu- 
lir  perdebatan  mengenai  peran  sebuah  lem- 
baga  untuk  menjamin  lingkungan  yang  le- 
bih  aman  dan  stabil.  Pada  tahun  1993  dan 
sebagai  respons  terhadap  perubahan  ling- 
kungan keamanan  di  Asia  Pasifik,  ASEAN 
mengambil  prakarsa  untuk  membentuk 
ASEAN  Regional  Forum  sebagai  forum  mul- 
tilateral pertama  di  Asia  Pasifik  untuk  mem- 
bicarakan  masalah-masalah  keamanan. 

Tetapi  isu-isu  keamanan  di  Asia  Pasifik 
kelihatannya  terlalu  luas  dan  beragam  un- 
tuk ditangani  hanya  oleh  satu  kerangka  re- 
gional, seperti  ARF.  Forum  demikian  di- 
anggap  kurang  memadai  sebagai  forum  un- 
tuk mengatasi  masalah-masalah  seperti  Se- 
menanjung  Korea,  perlombaan  senjata  atau 
masalah  Taiwan.  Sementara  ASEAN  telah 
mengembangkan  tradisi  multilateralisme 
yang  kuat  di  Asia  Tenggara,  kebanyakan 
negara  di  Asia  Timur  terutama  Cina  tidak 
memiliki  pengalaman  sejarah  berarti  dalam 
kerja  sama  keamanan  multilateral. 

Salah  satu  faktor  yang  mempersulit  mul- 
tilateralisme keamanan  di  Asia  Pasifik  ada- 
lah  sikap  dua  negara  besar,  Amerika  Serikat 
dan  Cina.  Negara-negara  besar  lebih  meng- 
hendaki  hubungan  bilateral  daripada  rezim 
keamanan  multilateral  dengan  negara-nega- 
ra yang  lebih  lemah  atau  kecil.  Sebab  mela- 
lui  mekanisme  yang  pertama  (bilateral),  ne- 
gara-negara besar  lebih  mudah  mempenga- 
ruhi  dan  mendominasi  hubungan,  semen- 
tara rezim  yang  disebut  terakhir  dapat  dipa- 
kai  sebagai  arena  negara-negara  lemah  un- 
tuk gang  up  menghadapi  kepentingan  ne- 
gara-negara besar.  Ini  adalah  sebagian  dari 
alasan  Amerika  Serikat  memilih  bilateral- 
isme  keamanan  setplah  Perang  Dunia  II. 


Meskipun  pada  awalnya  menolak  pendekat- 
an  bilateral  dalam  masalah-masalah  keaman- 
an, Amerika  Serikat  kemudian  menyambut 
baik  pembentukan  ARF.  Tetapi  AS  tetap 
menegaskan  bahwa  multilateralisme  sebagai 
dasar  dari  struktur  keamanan  regional  tidak 
mengorbankan  aliansi-aliansi  bilateral  yang 
telah  ada.  Ini  menunjukkan  bahwa  Amerika 
Serikat  masih  memandang  bilateralisme  se- 
bagai bagian  penting  dalam  pendekatan- 
pendekatan  keamanan  pasca  Perang  Dingin. 

Sementara  itu,  kebijakan  melibatkan  Ci- 
na dalam  dialog-dialog  multilateral  dipan- 
dang  sebagai  pilihan  yang  tepat  untuk  me- 
ngekang  kemungkinan  perilaku  Cina  yang 
arogan.  Namun  melibatkan  Cina  dalam 
mekanisme  multilateral  bukanlah  pekerjaan 
yang  mudah.  Banyak  analis  dan  pembuat 
kebijakan  di  Cina  memandang  multilateral- 
isme sebagai  sesuatu  yang  tidak  relevan 
atau,  lebih  buruk  lagi,  sesuatu  yang  me- 
rongrong  upaya-upaya  untuk  mencari  pe- 
nyelesaian  atas  isu-isu  keamanan  regional, 
dan  bahkan  mungkin  akan  merongrong  ke- 
pentingan nasional  Cina.  Cina  tidak  berse- 
dia  mendiskusikan  isu-isu  substantif  me- 
ngenai Laut  Cina  Selatan  atau  Taiwan,  yang 
oleh  Cina  dianggap  sebagai  masalah-masa- 
lah intern  Cina,  dan  menolak  partisipasi  Tai- 
wan dalam  forum  keamanan  multilateral. 
Transparansi  yang  substansial  sulit  diteri- 
ma  oleh  Cina.  Oleh  karena  itu  para  pemim- 
pin  dan  perencana  keamanan  Cina  harus  di- 
bujuk  bahwa  eliminasi  kekhawatiran  re- 
gional mengenai  program  akuisisi  dan  kebi- 
jakan pertahanan  Cina  melalui  dialog  mul- 
tilateral, transparansi  dan  kegiatan  koopera- 
tif,  akan  meningkatkan  kepentingan-kepen- 
tingan  keamanannya  untuk  jangka  panjang. 

Ada  semacam  kesepakatan  di  antara  ne- 
gara-negara di  kawasan  Asia  Pasifik  bahwa 
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cara  terbaik  untuk  melibatkan  Cina  adalah 
melalui  proses  dialog  multilateral.  Pendekat- 
an  demikian  ini  memang  diinginkan,  teta- 
pi  mengingat  oposisi  Cina  terhadap  pende- 
katan  multilateral,  maka  aspirasi  "multila- 
teralis"  untuk  membendung  Cina  dengan 
cara-cara  lain  dianggap  tidak  realistis.  Ba- 
gi  negara-negara  di  kawasan,  mengimbangi 
Cina  melalui  cara-cara  unilateral  atau  aliansi 
bilateral  dan  multilateral  tetap  merupakan 
pilihan  keamanan  yang  terbuka. 

Analisis  di  atas  menunjukkan  bahwa  ke- 
mandirian, bilateralisme  dan  multilateralis- 
me  akan  tetap  merupakan  karakteristik  arsi- 
tektur  keamanan  Asia  Pasifik.  Untuk  meng- 
hadapi  ketidakpastian  yang  masih  berlan- 
jut,  negara-negara  di  kawasan  mungkin  akan 
meningkatkan  kemandirian  nasional  mereka. 
Tetapi  kemandirian  semacam  ini  tentu  de- 
ngan sendirinya  tidak  akan  menghapuskan 
ikatan-ikatan  bilateral  mereka.  Sementara  itu, 
munculnya  multiteralisme  juga  tidak  sepe- 
nuhnya  mencegah  perilaku  tertentu  dari  ne- 
gara-negara di  kawasan,  seperti  Cina  seba- 
gaimana  dicontohkan  di  atas.  Meskipun  de- 
mikian multilateralisme  tetap  menjadi  pilih- 
an yang  terbuka  dan  bisa  diterima  oleh  se- 
bagian  besar  negara  di  kawasan. 

Fenomena  itu  semakin  terbukti  apabila 
kita  membandingkan  kondisi  di  Asia  Teng- 
gara  dan  Asia  Timur.  Di  kawasan  yang  di- 
sebut  terakhir,  dialog  yang  melembaga,  apa- 
lagi  secara  multilateral,  sejauh  ini  belum  bisa 
diterima  sebagai  mekamsme  untuk  membi- 
carakan  masalah-masalah  keamanan,  misal- 
nya  masalah  pengawasan  senjata.  Negara-ne- 
gara di  kawasan  tersebut  kelihatannya  ma- 
sih mengutamakan  proses  bilateral.  Se- 
dangkan  di  kawasan  Asia  Tenggara  dialog- 
dialog  secara  multilateral  telah  diterima  se- 
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bagai  mekanisme  untuk  membicarakan  ma- 
salah-masalah keamanan  kawasan;  ARF  ada- 
lah contohnya.  Pada  satu  tingkatan,  ARF,  se- 
bagai proses  multilateral,  dapat  memberi 
kontribusi  pada  pengembangan  norma-norma 
perilaku  hubungan  antarnegara,  sementara 
pada  tingkatan  lain,  ada  kebutuhan  dari  ne- 
gara-negara besar  di  kawasan  untuk  menga- 
tur  interaksi  di  antara  mereka  sendiri  baik 
di  dalam  maupun  di  luar  kerangka  ARF. 

Secara  singkat  dapat  dikatakan  bahwa 
arsitektur  keamanan  Asia  Pasifik  akan  terus 
diwarnai  oleh  ketidakseimbangan  antara 
kemandirian  nasional,  bilateralisme  dan  mul- 
tilateralisme karena  dua  alasan,  yaitu  (1)  pe- 
ran  multilateralisme,  dibandingkan  dengan 
kemandirian,  dalam  arsitektur  keamanan  re- 
gional akan  bersifat  marjinal;  dan  (2)  ada- 
nya  ketidakharmonisan  (discordance)  sub- 
regional  yang  disebabkan  oleh  tiadanya 
kerja  sama  keamanan  di  Asia  Timur,  sesua- 
tu  yang  sangat  fundamental  bagi  arsitek- 
tur keamanan  di  Asia  Pasifik  secara  keselu- 
ruhan.  Peningkatan  kerja  sama  keamanan 
di  Asia  Timur  adalah  pertimbangan  yang 
paling  penting  dalam  menentukan  struktur 
dan  modalitas  arsitektur  keamanan  di  Asia 
Pasifik. 
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Implikasi  Krisis  Ekonomi  Bagi 
Upaya  Mewujudkan  Stabilitas  Politik 
dan  Keamanan  Regional 

J.  Soedjati  Djiwandono 

Meskipun  krisis  yang  kini  melanda  kawasan  Asia  Tenggara  dan  Asia  Timur  pada 
hakikatnya  merupakan  krisis  ekonomi,  pengaruhnya  bagi  seluruh  kawasan  ternyata  juga 
bersifat  politik  dan  keamanan.  Dalam  dunia  yang  semakin  terbuka  dan  saling  tergantung 
satu  soma  lain,  pengaruh  tersebut  jelas  semakin  kuat.  Berkaitan  dengan  itulah,  upaya  pem- 
binaan  dan  pemeliharaan  stabilitas  politik  dan  keamanan  regional  akan  tergantung  pada 
keberhasilan  masing-masing  negara  dalam  mengurus  rumah  tangganya  sendiri.  Bagi  Indo- 
nesia, untuk  dapat  berperan  dalam  menciptakan  dan  memelihara  stabilitas  politik  dan 
keamanan  regional,  tantangan  yang  harus  segera  diatasi  adalah  bagaimana  memfungsi- 
kan  kembali  sistem  politiknya  agar  sesuai  dengan  semangat  reformasi  serta  mencipta- 
kan mekanisme  kontrol  yang  efektif  berdasarkan  pendekatan  bottom  up.  Dalam  konteks 
ASEAN,  masalah  good  governance  dan  pembentukan  civil  society  perlu  segera  diwujudkan 
oleh  seluruh  negara  anggotanya  agar  dapat  meningkatkan  kredibilitas  dan  respectability- 
nya  di  mata  dunia  internasional. 


Pendahuluan 

POKOK  masalah  untuk  tulisan  ini 
semula  telah  dirumuskan  dalam 
Kerangka  Acuan  untuk  Dialog  V 
tentang  Politik  dan  keamanan  Regional  da- 
lam Era  Pasca  Perang  Dingin  dengan  tema 
utama  Dampak  Krisis  Ekonomi  bagi  Sta- 
bilitas dan  Keamanan  Kawasan  Asia  Pasi- 
fik,  yaitu  di  bawah  judul  "Pengaruhnya  ter- 
hadap  Upaya  Mewujudkan  Stabilitas  Politik 
dan  Keamanan  Regional  di  Kawasan  Asia 
Timur  dan  Asia  Tenggara".  Tetapi  kawasan 
Asia  Pasifik  begitu  luas  dan  terdiri  atas  be- 
berapa  subkawasan,  di  antaranya  adalah  ka- 
wasan Asia  Timur,  atau  lebih  tepat  Asia  Ti- 
mur Laut  dan  Asia  Tenggara. 


Jangankan  pembahasan  tentang  selu- 
ruh kawasan  Asia  Pasifik  yang  begitu  be- 
ragam  dalam  begitu  banyak  seginya,  bah- 
kan  membahas  dua  subkawasan  Asia  Teng- 
gara dan  Asia  Timur  (Timur  Laut)  sekali- 
gus  dapat  dikatakan  terlalu  kompleks  dan 
ambisius.  Kendati  terdapat  beberapa  persa- 
maan,  di  antara  kedua  subkawasan  itu  ter- 
dapat pula  beberapa  perbedaan  yang  men- 
dasar  sifatnya,  sehingga  ciri  hubungan 
antarnegara  di  kedua  subkawasan  itu  juga 
sangat  berbeda.  Demikian  pula,  apa  yang 
telah  dapat  diusahakan  oleh  negara-negara 
Asia  Tenggara  dalam  kerangka  kerja  sama 
regional  di  Asia  Tenggara  dalam  bentuk 
ASEAN  belum  mungkin  dilakukan  oleh  ne- 
gara-negara subkawasan  Asia  Timur  Laut 
untuk  jangka  waktu  yang  masih  panjang 
(Djiwandono,  1996). 
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Oleh  sebab  itu,  pendekatan  subregional 
agaknya  lebih  realistis  dan  lebih  feasible, 
dan  akan  mengurangi  kecenderungan  over- 
simplification karena  kompleksnya  kedua 
subkawasan,  apalagi  bila  dikaitkan  dengan 
seluruh  kawasan  Asia  Pasifik.  Dan  oleh  se- 
bab itu  pula,  kawasan  Asia  Tenggara,  khu- 
susnya  dalam  konteks  ASEAN,  akan  men- 
jadi  perhatian  utama  pembahasan  di  bawah 
ini.  Hal  ini  tidak  dimaksudkan  untuk  me- 
nyangkal  adanya  kaitan  yang  erat  antara 
krisis  ekonomi  yang  melanda  negara-ne- 
gara  Asia  Tenggara  dan  yang  melanda  ne- 
gara-negara  Asia  Timur.  Demikian  pula  hal- 
nya  bila  dilihat  dari  segi  politik  dan  ke- 
amanan.  Tetapi  ini  akan  memerlukan  pemba- 
hasan tersendiri. 

Hakikat  Krisis 

Sejak  tahun  1997  lalu,  krisis  ekonomi, 
yang  diawali  oleh  krisis  moneter,  telah  me- 
landa negara-negara  di  kawasan  Asia  Ti- 
mur dan  Asia  Tenggara.  Meskipun  bukan 
negara  yang  pertama  dilanda  krisis  itu,  pe- 
ngalaman  Indonesia  adalah  yang  paling 
parah,  lebih  parah  daripada  Korea  Selatan, 
Thailand,  atau  Malaysia.  Bahkan  sebelum 
krisis  moneter,  Indonesia  telah  mengalami 
krisis  lingkungan  hidup  dalam  bentuk  ke- 
bakaran  dan  pembakaran  hutan  yang  pa- 
ling parah  yang  pernah  terjadi  selama  ini, 
antara  lain  juga  oleh  karena  musim  kering 
yang  paling  lama  dan  paling  buruk  selama 
puluhan  tahun. 

Menilai  hakikat  krisis  secara  tcpat,  meski- 
pun disebut  terutama  scbagai  krisis  moneter 
dan  krisis  ekonomi,  pcrlu  dilakukan  agar  da- 
pat  ditentukan  kebijakan  dan  prioritas  kebi- 
jakan  untuk  mcnanganinya.  Telah  dikata- 
kan,  misalnya,  bahwa: 


"Semakin  parahnya  kondisi  perekonomian 
ini  telah  membawa  instabilitas  politik  di  In- 
donesia. Bermula  dengan  maraknya  aksi-aksi 
mahasiswa  yang  menuntut  konsistensi  dan 
keseriusan  pemerintah  dalam  menangani  kri- 
sis, sampai  akhirnya  menuntut  turunnya  Pre- 
siden  Soeharto.  Ketika  kemudian  tuntutan  ini 
dipenuhi  dan  Wakil  Presiden  Habibie  meng- 
ambil  alih  jabatan  Presiden,  permasalahan  po- 
litik temyata  belum  selesai.  Kerusuhan  yang 
terjadi  di  beberapa  kota,  yang  umumnya  me- 
nimpa  WNI  keturunan  mengakibatkan  terja- 
dinya  eksodus  golongan  masyarakat  ini  ke 
luar  negeri.  Investasi  asing  yang  diharapkan 
akan  dapat  membantu  memulihkan  ekonomi 
Indonesia,  banyak  yang  ditarik  kembali  atau 

dibatalkan".1 

Penilaian  semacam  itu  tentang  krisis  di 
Indonesia  jelas  sangat  meleset.  Pertama,  ka- 
rena penilaian  itu  memberi  kesan  seakan- 
akan  krisis  ekonomi  telah  menimbulkan  in- 
stabilitas politik  yang  dicerminkan  oleh  ma- 
raknya gerakan  reformasi  mahasiswa  dan  ke- 
rusuhan yang  terjadi  di  Jakarta  dan  bebera- 
pa kota  lainnya,  yang  umumnya  menimpa 
WNI  keturunan  Tionghoa  sehingga  banyak 
di  antaranya  lari  ke  luar  negeri.  Peristiwa  ke- 
rusuhan harus  dipisahkan  dari  gerakan  ma- 
hasiswa, karena  ada  petunjuk-petunjuk  kuat 
bahwa  serangkaian  kerusuhan  itu  justru  di- 
sulut  secara  berencana  dan  terorganisir  oleh 
kekuatan-kekuatan  yang  menentang  refor- 
masi untuk  mencemarkan  dan  mendiskredit- 
kan  gerakan  mahasiswa  yang  menuntut  re- 
formasi total. 

Kedua,  krisis  moneter  dan  krisis  ekonomi 
di  Indonesia  menjadi  begitu  parah,  mclcbihi 
negara-negara  lain  di  Asia  Tenggara  maupun 


'Lihat  Kcrangka  Acuan  (TOR)  Forum  Dialog  V 
tentang  Politik  dan  Kcamanan  Regional  dalam  I'.ra 
Pasca  Pcrang  Dingin  dengan  tenia  Darnpak  Knsis 
Ekonomi  bagi  Stabilitas  dan  Kcamanan  Kawasan  Asia 
Pasifik,  him.  2. 
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Asia  Timur,  terutama  karena  sistem  politik 
di  Indonesia  sudah  beku  dan  tidak  berfung- 
si  secara  wajar.  Hal  ini  adalah  karena  terja- 
dinya  manipulasi  oleh  mereka  yang  berkua- 
sa,  terutama  oleh  Orde  Bam.  Kehidupan  per- 
ekonomian  yang  ditandai  oleh  korupsi,  ko- 
lusi,  dan  nepotisme  (KKN)  yang  telah  me- 
mungkinkan  dominasi  monopoli  dan  oligo- 
poly perbankan  yang  tidak  sehat  tetapi  di- 
biarkan  terus  beroperasi,  utang  luar  negeri 
yang  begitu  tinggi  baik  oleh  pemerintah 
maupun  swasta,  ekonomi  biaya  tinggi  (high- 
cost  economy)  ~  semua  itu  adalah  akibat  ti- 
dak berfungsinya  sistem  politik,  atau  lebih 
khusus  lagi  tidak  adanya  mekanisme  kon- 
trol  yang  efektif.  Semakin  menumpuk  dan 
terpusatnya  kekuasaan  di  tangan  Presiden 
Soeharto  telah  menjadikan  sistem  politik  di 
Indonesia  praktis  menjadi  suatu  one  man 
rule  dengan  seluruh  kelembagaan  negara, 
baik  cabang  legislatif,  eksekutif,  maupun 
yudikatif.  Bahkan  ABRI,  akhirnya  berkem- 
bang  menjadi  sekadar  alat  kekuasaan  ekse- 
kutif, khususnya  Presiden. 

Di  Thailand,  krisis  ekonomi  telah  beraki- 
bat  bergantinya  pemerintahan,  karena  sis- 
tem politiknya  berfungsi.  Di  Korea  Selatan, 
kebetulan  baru  saja  terpilih  seorang  presi- 
den baru  melalui  pemilihan  yang  jauh  le- 
bih bebas  dan  jujur  daripada  di  Indonesia, 
sehingga  terpilihlah  seorang  calon  dari  pi- 
hak  oposisi  yang  sudah  lama  berjuang  dan 
keluar-masuk  tahanan.  Sistem  politik  yang 
lebih  sehat  di  kedua  negara  tersebut  me- 
mungkinkan  hal  itu  terjadi. 

Sebaliknya,  di  Indonesia  bahkan  sense 
of  crisis  dan  sense  of  urgency  tidak  tcrlihat 
pada  pemerintahan  Soeharto.  Kcscpakatan 
dengan  IMF  dalam  rangka  mcngatasi  kri- 
sis ekonomi  dan  telah  beberapa  kali  dire- 
visi  ternyata  tidak  dipenuhi.  Mcskipun  dc- 
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mikian,  dengan  segala  macam  rekayasa,  ter- 
masuk  rekayasa  pemilu,  orpol-orpol,  dan  de- 
ngan demikian  juga  pembentukan  DPR  dan 
MPR,  Soeharto  bahkan  dipilih  kembali  un- 
tuk  ketujuh  kalinya  berturut-turut  secara 
"aklamasi"  sebagai  calon  tunggal.  Begitu 
pula  halnya  dengan  Wakil  Presiden  Ha- 
bibie. 

Pada  pemerintahan  Habibie  yang  seka- 
rang  menggantikannya  ternyata  juga  tidak 
terlihat  adanya  sense  of  crisis  dan  sense  of 
urgency.  Namun,  hal  ini  tidaklah  mengheran- 
kan  bila  mengingat  bahwa  pemerintahan 
Habibie  tidak  lebih  dari  suatu  perpanjang- 
an  dari  Orde  Baru  Soeharto,  karena  peng- 
angkatan  Habibie  sebagai  Wakil  Presiden 
sebelumnya  juga  telah  merupakan  hasil  re- 
kayasa Orde  Baru  oleh  MPR  yang  pada  gi- 
lirannya  juga  merupakan  hasil  rekayasa 
Orde  Baru  (Djiwandono,  1998a).  Inilah  yang 
menjadi  sebab  mengapa  "permasalahan  po- 
litik ternyata  belum  selesai".  Dan  selama 
krisis  politik  tidak  teratasi,  sulit  diramalkan 
bagaimana  krisis  ekonomi  dapat  diatasi.  Re- 
formasi  dalam  bidang  ekonomi  menuntut  re- 
formasi  politik. 

Memang,  mungkin  banyak  orang  tidak 
menyadari  sebelumnya  bahwa  sistem  po- 
litik Indonesia  sudah  tidak  berfungsi  de- 
ngan baik.  Rakyat  sudah  dibodohi  selama 
tiga  dasawarsa  era  Orde  Baru.  Kalaupun  me- 
nyadari, tidak  banyak  orang  yang  berani 
menyatakan  pendapat  dan  mcngungkapkan 
kritik-kritiknya  tanpa  mcnghadapi  risiko  di- 
tuduh  makar,  anti-Pancasila  dan  UUD  1945. 
kena  pengaruh  komunis,  tidak  sesuai  de- 
ngan nilai-nilai  budaya  bangsa,  mcnghina 
Kepala  Negara,  dan  scbagainya. 

Tetapi  krisis  ekonomi  tidak  saja  telah 
mcnyadarkan  masyarakat,  melainkan  juga 
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telah  membangkitkan  keberanian  untuk 
menuntut  perbaikan  hidup  dan  untuk  itu 
menuntut  reformasi  total  dan  menyeluruh 
atas  sistem  kehidupan  politik  Orde  Baru. 
Oleh  sebab  itu  persoalan  tersebut  tidak 
cukup  diatasi  hanya  dengan  turunnya  Pre- 
siden  Soeharto  dan  diganti  oleh  Presiden 
Habibie.  Seluruh  sistem  pemerintahan,  lem- 
baga-lembaga  perwakilan  dan  lembaga- 
lembaga  negara  lainnya,  sistem  kepartaian, 
serta  sistem  pemilu  juga  harus  direforma- 
si  dan  dirombak  total. 

Implikasi  Politik  dan  Keamanan 
Regional 

Krisis  yang  melanda  salah  satu  atau  be- 
berapa  negara  sekaligus,  cenderung  mempu- 
nyai  pengaruh  atau  implikasi  terhadap  sta- 
bilitas  politik,  ekonomi,  maupun  keamanan 
negara-negara  lain  baik  secara  individu  mau- 
pun dalam  arti  bilateral  dan  multilateral  da- 
lam  konteks  hubungan  antarnegara  itu.  Da- 
lam dunia  yang  semakin  terbuka  dan  sema- 
kin  interdependen  atau  saling  tergantung 
satu  sama  lain  karena  kemajuan  teknologi 
komunikasi,  apalagi  karena  kedekatan  geo- 
grafis  dalam  suatu  kawasan,  kecenderung- 
an  itu  akan  semakin  kuat.  Pengaruh  atau  im- 
plikasi itu  dapat  bersifat  positif  dan  dapat 
pula  bersifat  negatif. 

Pengaruh  krisis  dapat  bersifat  positif  da- 
lam hubungan  politik  dan  keamanan  jika 
krisis  itu  mendorong  hubungan  dan  kerja 
sama  yang  lebih  erat  untuk  saling  memban- 
tu  mengatasi  krisis  itu,  baik  antara  negara- 
negara  yang  masing-masing  mengalami  kri- 
sis ataupun  antara  yang  mengalami  krisis 
dan  yang  tidak  mengalami  krisis.  Sudah  ba- 
rang  tentu  saling  mcmbantu  itu  didorong 
oleh  kepentingan  masing-masing,  sckurang- 


kurangnya  dalam  jangka  panjang,  bahkan 
pada  pihak  negara-negara  yang  tidak  me- 
ngalami krisis,  atau  sekurang-kurangnya  ti- 
dak mengalami  krisis  yang  sama  parahnya. 
Dalam  pengertian  itu  bantuan  mengandung 
unsur  saling  menguntungkan. 

Jelas,  bantuan  atau  kerja  sama  antarne- 
gara itu  tidak  didorong  oleh  kebaikan  atau 
kemurahan  hati.  Oleh  sebab  itu,  mengecam 
negara  tetangga  sebagai  "bukan  sahabat  se- 
jati"  karena  bantuannya  dinilai  terlalu  kecil 
atau  terlalu  lambat  hanya  menunjukkan  ku- 
rang  pemahaman  tentang  sifat  hubungan 
antarnegara.  Meskipun  sedikit,  Singapura 
sudah  menawarkan  dan  memberikan  bantu- 
an kepada  Indonesia  dalam  mengatasi  kri- 
sis pangan  dan  obat-obatan.  Vietnam  juga 
memberikan  bantuan  pangan. 

Selama  masa  krisis  ini  beberapa  waktu 
yang  lalu,  misalnya,  juga  telah  terjadi  kese- 
pakatan  antarnegara  ASEAN  untuk  meng- 
gunakan  mata  uang  masing-masing  dalam 
hubungan  perdagangannya.  Bagaimana  hal 
itu  dilakukan  dan  sampai  berapa  jauh,  ser- 
ta apakah  hal  itu  menguntungkan  dan  mem- 
bantu  mengatasi  krisis  moneter  dan  ekono- 
mi masing-masing,  selama  ini  belum  kita 
dengar  perkembangannya. 

Di  balik  bantuan  atau  kerja  sama  dalam 
menanggulangi  krisis  adalah  kepentingan 
agar  krisis  di  satu  negara  tidak  mempunyai 
pengaruh,  dampak  atau  akibat  negatif  yang 
merugikan,  yang  mungkin  akan  mengancam 
stabilitas  atau  keamanan  nasional  sendiri, 
baik  dalam  bidang  sosial,  politik,  maupun 
ekonomi.  "Stabilitas"  dan  "keamanan"  di 
sini  harus  dipahami  dalam  pengertiannya 
yang  luas  atau  komprehensif. 

Kckhawatiran  akan  pengaruh  negatif 
yang  mengancam  stabilitas  negara  tctang- 
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ga  akibat  adanya  krisis  sangat  mudah  di- 
mengerti.  Sekarang  saja  sudah  banyak  war- 
ga  negara  Indonesia  keturunan  Tionghoa 
yang  lari  ke  Singapura  dan  Malaysia  akibat 
serangkaian  kerusuhan  di  Jakarta  dan  kota- 
kota  lain.  Belum  dapat  dinilai,  apakah  hal 
itu  menguntungkan  Singapura  dan  Malay- 
sia sendiri  secara  ekonomis,  misalnya  kare- 
na  keberadaan  mereka  di  sana  umumnya  ma- 
sih  bersifat  konsumtif.  Dalam  jangka  pan- 
jang  hal  itu  tampaknya  dapat  merugikan,  ka- 
lau  keberaddaan  mereka  lebih  lama  lagi  dan 
mereka  mulai  mencari  kesempatan  kerja. 
Jangankan  dalam  masa  krisis,  selama  ini 
banyak  orang  Indonesia  pergi  ke  Malaysia 
untuk  mendapatkan  pekerjaaan,  baik  seca- 
ra resmi  maupun  tidak  resmi.  Sebelum  kri- 
sis, hal  ini  sudah  sedikit  mengganggu  hu- 
bungan  antara  Malaysia  dan  Indonesia.  Da- 
lam masa  krisis  ekonomi  sekarang  ini,  da- 
pat diduga  bahwa  masalah  itu  akan  menja- 
di  lebih  serius. 

Sebenarnya,  bahkan  sebelum  krisis  me- 
landa  kawasan  ini,  di  Indonesia  sudah  ter- 
jadi  krisis  lingkungan  seperti  sudah  dising- 
gung  di  atas.  Asap  yang  terbawa  angin  me- 
luas  ke  negara  tetangga,  khususnya  Si- 
ngapura dan  Malaysia,  telah  mengganggu 
penerbangan  dan  sedikit  mengganggu  ke- 
sehatan  penduduk  Kuala  Lumpur.  Kerugi- 
an  dalam  arti  ekonomi  atas  kejadian  itu 
tentu  dapat  diperhitungkan. 

Bentuk  ancaman  baik  dalam  arti  ekono- 
mi, politik  maupun  keamanan  masih  mung- 
kin  terjadi  selama  krisis  ekonomi,  terutama 
di  Indonesia,  semakin  memburuk.  Kemung- 
kinan  ini  sangat  nyata.  Bukan  mustahil  bah- 
wa kedua  negara  tetangga  itu  akan  khawa- 
tir  dengan  kemungkinan  mengalirnya  boat 
people  dari  Indonesia  dalam  upaya  bukan 
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saja  untuk  mencari  tempat  berlindung,  tetapi 
lebih  penting  lagi  untuk  mencari  hidup  se- 
bagaimana  telah  terjadi  di  masa  lampau  de- 
ngan para  pengungsi  dari  Vietnam  dengan 
segala  konsekuensinya  bukan  saja  bagi  ne- 
gara-negara  kawasan  ini,  tetapi  juga  nega- 
ra-negara  lain  di  Eropa  dan  Amerika  yang 
menyediakan  tempat-tempat  penampungan. 

Meskipun  krisis  moneter  dan  ekonomi 
yang  melanda  negara-negara  Asia  Tengga- 
ra  dan  Asia  Timur  berawal  dari  menurun- 
nya  nilai  mata  uang  negara-negara  itu  ter- 
hadap  dolar  Amerika  Serikat,  dan  untuk 
sementara  kelihatan  menguntungkan  AS  de- 
ngan ekonominya  yang  booming,  sesung- 
guhnya  dalam  jangka  panjang  hal  itu  da- 
pat merupakan  backlash  bagi  AS  karena 
ekspor  AS  akan  menjadi  sangat  mahal.  Te- 
tapi masalah  itu  berada  di  luar  ruang  ling- 
kup  bahasan  dalam  tulisan  ini  sehingga  ti- 
dak akan  diuraikan  lebih  lanjut. 

Upaya  Stabilitas  Politik  dan  Ke- 
amanan: Dimensi  Nasional 

Asumsi  dasar  yang  melandasi  pemben- 
tukan  ASEAN  lebih  dari  tiga  puluh  tahun 
yang  lampau  yang  menolak  campur  tangan 
pihak  luar  pada  hakikatnya  adalah  bahwa 
negara-negara  Asia  Tenggara  hendak  me- 
nata  rumah  tangganya  masing-masing  (to 
put  their  own  houses  in  order).  Ini  dapat 
disimpulkan  dari  Deklarasi  Bangkok.  Oleh 
sebab  itu,  upaya  pembinaan  dan  pemeliha- 
raan  stabilitas  politik  dan  keamanan  regio- 
nal akan  tergantung  pada  keberhasilan  ma- 
sing-masing negara  dalam  mengurus  rumah 
tangganya  masing-masing  dan  mengusaha- 
kan  stabilitas  sosial,  politik,  ekonomi,  budaya 
dan  keamanan  dalam  negeri  masing-masing. 
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Sepanjang  hal  itu  menyangkut  Indone- 
sia, seperti  sudah  dibahas  sebelumnya,  kri- 
sis  moneter  dan  ekonomi  yang  semakin  pa- 
rah,  bahkan  krisis  lingkungan  sebelumnya 
yang  berlarut-larut,  disebabkan  oleh  tidak 
berfungsinya  sistem  politik.  Dengan  demi- 
kian,  pemecahan  krisis  ekonomi  di  Indone- 
sia menuntut  reformasi  politik.  Tetapi  ke- 
adaannya  sekarang  nampaknya  terbalik.  Aki- 
bat  lambat  atau  bahkan  mandeg-nya  proses 
reformasi  politik,  seluruh  kehidupan  politik 
negeri  ini  akan  collapse  karena  situasi  eko- 
nomi, terutama  krisis  kekurangan  pangan 
akan  semakin  parah.  Kebijakan  pemerintah- 
an  Habibie  dalam  mengatasi  krisis  ekono- 

2 

mi  lebih  bersifat  populist,  yang  nampak- 
nya ditujukan  untuk  mencari  popularitas, 
dan  bukan  kredibilitas.  Dengan  kata  lain, 
kebijakan  itu  lebih  ditujukan  untuk  mem- 
perkuat  kekuasaannya  atau  legitimasi  ke- 
kuasaannya,  daripada  untuk  menghidupkan 
perekonomian  secara  mendasar.  Kebijakan 
seperti  itu  lebih  bersifat  politis,  tetapi  ti- 
dak mendasar,  dan  bukan  merupakan  ba- 
gian  dari  proses  reformasi. 

Pada  dasarnya  keputusan  untuk  menga- 
dakan  Sidang  Istimewa  MPR  dan  menca- 
nangkan  Pemilu  lebih  awal  dari  rencana  se- 
mula  sudah  merupakan  langkah  tepat  un- 
tuk mengatasi  krisis  politik  dan  dengan  de- 
mikian  juga  krisis  ekonomi  di  Indonesia.  Te- 
tapi apakah  hasil  SI  MPR  dan  Pemilu  akan 
benar-benar  menghasilkan  reformasi  yang 
menjadi  tuntutan  masyarakat,  tergantung  pa- 
da  persiapannya.  MPR  yang  terutama  ber- 
anggotakan  wakil-wakil  dari  ketiga  orpol 
harus  direformasi  lebih  dulu.  Tetapi  ketiga 
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orpol  tidak  kelihatan  melakukannya,  terma- 
suk  Golkar  yang  merupakan  orpol  paling  be- 
sar  (Djiwandono,  1998b).  Perundang-undang- 
an  yang  relevan  harus  dirombak  sesuai  de- 
ngan tuntutan  reformasi.  Tetapi  ini  pun  be- 
lum  kelihatan.  Patut  dikhawatirkan,  bahwa 
SI  MPR  hanya  akan  melestarikan  pemerin- 
tahan  Habibie,  dan  dengan  demikian  meles- 
tarikan sistem  Orde  Baru  Soeharto. 

Sementara  itu,  telah  timbul  begitu  banyak 
partai  politik  baru,  yang  mencerminkan  se- 
mangat  rakyat  untuk  menikmati  kebebas- 
an  yang  lahir  dari  gerakan  reformasi.  Partai- 
partai  ini  hendak  menyuarakan  aspirasi  rak- 
yat yang  hingga  kini  tidak  tertampung  dan 
tersalurkan  melalui  sistem  yang  ada.  Tetapi 
seberapa  jauh  partai-partai  baru  ini  akan 
mempunyai  pengaruh  atas  jalannya  SI  MPR 
dan  Pemilu  untuk  meneruskan  gerakan  re- 
formasi ke  arah  kehidupan  politik  yang  le- 
bih sehat,  dan  dengan  demikian  mengatasi 
krisis  politik  dan  ekonomi  sehingga  dapat 
membangun  masyarakat  baru  yang  lebih  se- 
jahtera  dan  lebih  adil,  masih  harus  kita  li- 
hat perkembangannya.  Tetapi  jelas,  refor- 
masi pada  hakikatnya  menuntut  dikembali- 
kannya  kedaulatan  kepada  rakyat,  yang  se- 
lama  lebih  dari  tiga  puluh  tahun  telah  di- 
rampas  oleh  kekuasaan  Orde  Baru  yang 
otoriter  dan  semakin  mutlak,  serta  semakin 
tidak  menghormati  martabat  dan  hak-hak 
asasi  manusia  serta  tidak  mengabdi  pada  ke- 
benaran  dan  keadilan. 

Sidang  Istimewa  MPR  dan  Pemilu  ha- 
rus dapat  menciptakan  mekanisme  kontrol 
yang  efektif.  Kontrol  itu  adalah  kontrol  atas 
penggunaan  kekuasaan,  jadi  kontrol  dari 
bawah,  oleh  rakyat  dan  melalui  wakil-wakil- 
nya,  bukan  kontrol  dari  atas  seperti  dalam 
sistem  Orde  Baru.  Tetapi  sebagian  dari  apa 
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yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintahan 
Habibie  yang  seharusnya  mempersiapkan 
SI  MPR,  mulai  dengan  peraturan  (Perpu  No. 
2/1998)  yang  melakukan  kontrol  atas  hak 
berbicara  dan  menyatakan  pendapat  meru- 
pakan  kontrol  dari  atas. 

Masalah  utama  yang  kini  dihadapi  oleh 
pemerintahan  Habibie  adalah  bagaimana 
memulihkan  kepercayaan  di  dalam  maupun 
di  luar  negeri.  Turunnya  Presiden  Soeharto 
dan  digantikan  oleh  pemerintahan  Habibie 
belum  memulihkan  kepercayaan  itu.  Ini 
terlihat  dari  pasar  bebas  yang  tidak  dapat 
dibohongi.  Nilai  rupiah  tetap  terpuruk  ter- 
hadap  dolar  AS.  Bantuan  luar  negeri,  khu- 
susnya  melalui  IMF,  lamban  dan  terkesan 
enggan  dan  pelit.  Investasi  asing  belum 
juga  mengalir. 

Untuk  memulihkan  kepercayaan  itu  di- 
tuntut  tindakan  politik  yang  drastis  ke 
arah  reformasi.  Pemerintah  dituntut  pula 
untuk  mampu  menciptakan  keamanan  di 
dalam  negeri.  Kenyataan  bahwa  telah  ter- 
jadi  berbagai  kerusuhan  di  berbagai  tem- 
pat  yang  memakan  banyak  korban  jiwa  dan 
harta  benda,  dan  banyaknya  warga  ketu- 
runan  Tionghoa  yang  lari  ke  luar  negeri  ka- 
rena  ketakutan,  menunjukkan  bahwa  peme- 
rintah tidak  mampu  memberi  perlindungan 
keamanan  bagi  warga  negaranya  sendiri. 
Oleh  sebab  itu,  meskipun  merupakan  nega- 
ra  terbesar  di  Asia  Tenggara,  dan  terbesar 
keempat  di  dunia,  Indonesia  tidak  akan  ber- 
ada  dalam  posisi  untuk  memainkan  peran 
yang  berarti  dalam  menciptakan  dan  meme- 
lihara  stabilitas  politik  dan  keamanan  regio- 
nal, apalagi  internasional.  Indonesia  tidak 
akan  mampu  dan  tidak  memiliki  kredibilitas 
yang  diperlukan. 
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Upaya  Stabilisasi  Politik  dan  Ke- 
amanan: Dimensi  Regional 

Dari  uraian  singkat  di  atas  menjadi  je- 
las,  bahwa  krisis  moneter  dan  ekonomi  te- 
lah menunjukkan  betapa  negara-negara  Asia 
Tenggara  semakin  terbuka  satu  sama  lain, 
semakin  peka  terhadap  apa  yang  terjadi  di 
masing-masing  negara.  Meskipun  krisis  yang 
melanda  negara-negara  di  kawasan  ini  pada 
dasarnya  adalah  krisis  ekonomi,  implikasi 
bagi  seluruh  kawasan  ini  juga  bersifat  poli- 
tik dan  keamanan  dalam  arti  luas  atau  kom- 
prehensif. 

Tetapi  menarik,  kalaupun  dalam  arti 
aneh,  bahwa  justru  karena  itu  prinsip  tidak 
campur  tangan  (non-intervention)  terhadap 
masalah-masalah  dalam  negeri  masing-ma- 
sing telah  dipegang  erat  sebagai  suatu  car- 
dinal principle  atau  suatu  article  of  faith 
di  antara  negara-negara  ASEAN.  Meskipun 
demikian,  ketika  terjadi  krisis  politik  yang 
memuncak  di  Kamboja  beberapa  waktu  si- 
lam,  dan  meskipun  negara  itu  belum  lagi 
menjadi  anggota  ASEAN  sampai  sekarang, 
negara-negara  ASEAN  sibuk  mengembang- 
kan  dan  membahas  kemungkinan  dilaksana- 
kannya  constructive  engagement  atau  con- 
structive involvement.  Bahkan  Anwar  Ibra- 
him dari  Malaysia  menyarankan  dilakukan- 
nya  constructive  intervention  (Djiwandono, 
1997b). 

Kini  pada  saat  beberapa  negara  ASEAN 
mengalami  krisis  ekonomi,  dan  di  Indone- 
sia bahkan  krisis  politik,  negara-negara 
ASEAN  justru  kembali  menekankan  perlu- 
nya  kebijakan  non-intervention.  Ini  menun- 
jukkan ketidakkonsistenan,  lebih-lebih  pada 
pihak  negara-negara  anggota  termasuk  In- 
donesia, yang  menolak  gagasan  Thailand 
(yang  didukung  Filipina)  tentang  flexible 
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engagement  pada  pertemuan  menlu-menlu 
ASEAN  (AMN)  tahun  1998  di  Manila.  Akhir- 
nya  disepakati  rumusan  kompromi  enhanced 
interaction  (Kompas,  26  Juli  1998). 

Sebenarnya,  dalam  konteks  comprehens- 
ive security,  dan  mengingat  bahwa  perma- 
salahan  yang  ada  bukan  saja  merupakan 
persoalan  ekonomi  tetapi  juga  sosial-politik 
~  khususnya  yang  menyangkut  masalah 
good  governance  dan  pembentukan  suatu 
civil  society  yang  ditandai  oleh  pluralisme 
demokrasi,  persamaan  dan  keadilan  bagi  se- 
mua  orang,  serta  penghormatan  kepada  hak- 
hak  asasi  manusia  ~  yang  sering  berkaitan 
dengan  masalah  stabilitas  atau  instabilitas 
dalam  negeri,  merupakan  masalah  bersama 
di  antara  negara-negara  Asia  Tenggara.  Per- 
hatian  atas  masalah-masalah  bersama  itu  da- 
pat  diterjemahkan  ke  dalam  kebijakan  ber- 
sama atau  sekurang-kurangnya  terkoordi- 
nasikan  dan  menjadi  bagian  dari  kerja  sama 
dalam  bidang  keamanan,  baik  atas  dasar 
bilateral  ataupun  multilateral.  Sekurang-ku- 
rangnya dapat  dibina  tukar-menukar  infor- 
masi,  pengalaman  dan  pikiran  dalam  masa- 
lah-masalah seperti  itu. 

Baik  secara  sendiri-sendiri  maupun  se- 
cara  kolektif,  khususnya  dalam  masa  krisis 
sekarang  ini,  ASEAN  perlu  memperkuat  sta- 


bilitas politik  dan  keamanan  regional  serta 
meningkatkan  kredibilitas  dan  respectab- 
ility-nya.  di  mata  dunia  internasional.  Ini  da- 
pat  dilakukan  dengan  menunjukkan  good 
faith  dan  komitmennya  pada  nilai-nilai  uni- 
versal demi  kepentingan  kemanusiaan  dan 
dengan  mentaati  certain  standards  and 
norms  of  behavior  yang  semakin  diterima 
secara  universal  (Djiwandono,  1997a). 
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Dampak  Krisis  Ekonomi  Terhadap 
Keutuhan  ASEAN  Sebagai 
Lembaga  Kerja  Sama  Regional* 

Ikrar  Nusa  Bhakti 

Krisis  yang  kini  melanda  beberapa  negara  di  Asia  Timur,  khususnya  ASEAN,  tentu  ber- 
dampak  negatif  terhadap  intensitas  kerja  sama  ASEAN.  Beberapa  persoalan  baru  yang 
muncul  sehubungan  dengan  krisis  tersebut  dapat  menjadi  tantangan  berat  dalam  memper- 
tahankan  keterpaduan  dan  solidaritas  ASEAN.  Akan  tetapi,  hal  itu  bukan  berarti  kiamat 
bagi  forum  kerja  sama  regional  ASEAN.  Negara-negara  anggota  ASEAN  dapat  mencari 
"peluang-peluang  baru"  guna  mendinamisasi  kerja  sama  di  antara  mereka,  di  samping  seba- 
gai sarana  perekat  guna  menjaga  keutuhan  ASEAN.  Langkah  beberapa  negara  anggota 
ASEAN  untuk  mengubah  cara  pandangnya  mengenai  prinsip-prinsip  yang  mendasari  kerja 
sama  ASEAN  pun  sudah  tepat.  Hanya  saja,  negara-negara  ASEAN  juga  perlu  mengubah 
fokus  mereka  tentang  "keamanan",  yakni  bukan  lagi  menonjolkan  aspek  "keamanan  na- 
sional"  dan/atau  "keamanan  regional",  melainkan  lebih  kepada  "keamanan  manusia".  Me- 
lalui  langkah  itu,  niscaya  ASEAN  akan  menemukan  kembali  momentumnya  dan  diperhi- 
tungkan  sebagai  asosiasi  kerja  sama  regional  yang  terpadu. 


Pendahuluan 

KRISIS  ekonomi  di  Asia  Timur 
yang  bermula  dari  krisis  mata 
uang  dan  finansial  Thailand  pada 
Juli  1997  dan  menyebar  ke  Indonesia,  Fili- 
pina,  Malaysia,  Korea  Selatan,  dan  Hong- 
kong, memberi  dampak  yang  sangat  besar 
bagi  stabilitas  keamanan  domestik  masing- 
masing  negara  dan  kawasan.  Hanya  dalam 
kurun  waktu  8  bulan,  Juli  1997  sampai  de- 
ngan Februari  1998,  mata  uang  negara-ne- 


Makalah  disampaikan  pada  Forum  Dialog  V 
Tentang  Politik  dan  Keamanan  Regional  dalam  Era 
Pasca  Perang  Dingin  dengan  tcma  "Dampak  Krisis 
Ekonomi  Bagi  Stabilitas  dan  Keamanan  Kawasan 
Asia  Tenggara",  diselenggarakan  oleh  Badan  Lit- 
bang  Departemen  Luar  Negeri  Republik  Indonesia, 
Bandung,  27-28  Agustus  1998. 


gara  ASEAN  turun  secara  drastis.  Mata 
uang  baht  Thailand  terdepresiasi  sebesar 
45  persen  terhadap  mata  uang  dolar  AS, 
rupiah  Indonesia  75  persen,  ringgit  Malay- 
sia 33  persen,  peso  Filipina  35  persen,  dan 
dolar  Singapura  14  persen,  sedangkan  ma- 
ta uang  dua  negara  Asia  Timur  Laut  Korea 
Selatan  dan  Taiwan  masing-masing  terde- 
presiasi sebesar  47  persen  dan  15  persen 
(Ichikawa,  1998). 

Apa  yang  terjadi  di  Thailand  dan  bebe- 
rapa negara  ASEAN  lainnya,  ditambah  de- 
ngan Korea  Selatan,  menunjukkan  betapa 
lemahnya  sistem  ekonomi  dan  keuangan  ne- 
gara-negara tersebut  yang  sangat  tergan- 
tung  pada  modal  asing  untuk  mencapai 
pertumbuhan  ekonomi  yang  sangat  tinggi, 
melalui  ekonomi  yang  berorientasi  ekspor 
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dan  ditopang  oleh  "uang  panas"  (modal 
asing  jangka  pendek  yang  secara  cepat 
dapat  terbang  kembali  ke  luar  negeri). 

Krisis  ekonomi  dan  keuangan  tersebut 
bukan  saja  berdampak  negatif  pada  ke- 
amanan  ekonomi  (economic  security),  ke- 
amanan  negara  (state  security),  keamanan 
nasional  (national  security),  keamanan  ma- 
syarakat  (societal  security)  di  dalam  nega- 
ra, tetapi  juga  pada  keamanan  regional  (re- 
gional security),  stabilitas  regional  dan  ker- 
ja  sama  keamanan  regional  (regional  secur- 
ity cooperation).  Namun  demikian,  krisis  eko- 
nomi tersebut  juga  membawa  dampak  po- 
sitif,  baik  bagi  negara-negara  yang  terkena 
krisis  maupun  bagi  negara-negara  lain,  da- 
lam bentuk  mencari  "peluang-peluang  ba- 
ru".  Dengan  kata  lain,  krisis  ekonomi  bu- 
kan berarti  kiamat  bagi  negara-negara  Asia 
Tenggara.  Krisis  ekonomi  bukan  pula  ber- 
arti berakhirnya  kerja  sama  regional  di  an- 
tara  negara-negara  di  kawasan  Asia  Teng- 
gara dalam  wadah  ASEAN.  Meski  dilanda 
krisis  ekonomi,  jumlah  negara-negara  Asia 
Tenggara  yang  bergabung  di  dalam  ASEAN 
tetap  bertambah,  dari  lima  negara  pada  saat 
berdirinya  ASEAN  tanggal  8  Agustus  1967 
(Indonesia,  Malaysia,  Filipina,  Singapura 
dan  Thailand),  menjadi  enam  negara  pada 
1984  (ditambah  Brunei  Darussalam),  tujuh 
negara  pada  1995  (ditambah  Vietnam)  dan 
sembilan  negara  pada  Agustus  1997  (di- 
tambah Laos  dan  Myanmar). 

Berbagai  alternatif  kebijakan  dapat  di- 
temukan  untuk  menjaga  keutuhan  atau  bah- 
kan  mendinamisasikan  ASEAN.  Adalah  sua- 
tu  kenyataan  bahwa  krisis  ekonomi  mem- 
buat  kerja  sama  ASEAN  menjadi  tergang- 
gu.  Sebagai  contoh,  jika  sebelum  krisis  eko- 
nomi negara-negara  ASEAN  melakukan  per- 


temuan  sedikitnya  200  kali  dalam  setahun, 
maka  setelah  krisis  hal  itu  sulit  untuk  di- 
penuhi.  Contoh  lainnya  adalah  dalam  hal 
kerja  sama  pertahanan,  bilateral  ataupun  tri- 
lateral. Adanya  krisis  ekonomi  tentunya  akan 
mengurangi  jumlah  latihan  militer  bersama 
antara  dua  atau  tiga  negara  ASEAN.  Kri- 
sis ekonomi  juga  berpengaruh  besar  terha- 
dap  bentuk-bentuk  kerja  sama  ASEAN  lain- 
nya, baik  kerja  sama  sosial-budaya  mau- 
pun ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Bah- 
kan,  krisis  ekonomi  dapat  pula  menjadi  batu 
ujian  bagi  ASEAN  dalam  mempertahankan 
solidaritas  di  antara  anggotaya,  yaitu  sa- 
ling  bantu  antara  negara-negara  yang  ku- 
rang  terkena  krisis  terhddap  negara-negara 
yang  mengalami  krisis  amat  parah. 

Krisis  yang  M enimbulkan  Peluang 

Di  tengah  krisis  ekonomi  yang  masih 
berlangsung,  negara-negara  di  kawasan  Asia 
Tenggara  berupaya  mencari  peluang  baru. 
Dari  sisi  kebijakan  ekonomi,  misalnya,  mun- 
cul  pemikiran  untuk  melaksanakan  program 
alternatif.  Paling  sedikit  ada  lima  tema  alter- 
natif program  yang  menjadi  tema  kunci  di 
negara-negara  Asia  Tenggara  (Bello,  n.d.). 

Pertama,  salah  satu  penyebab  utama  dari 
krisis  ekonomi  yang  terjadi  saat  ini  ialah  in- 
discriminate globalization  of  financial  mar- 
kets. Kontrol  pemerintah  atas  arus  keluar 
masuk  modal  sangat  dibutuhkan  karena  ter- 
bukti  arus  tersebut  sangat  mendestabilisasi 
negara-negara/ekonomi  yang  sedang  berkem- 
bang.  Kontrol  negara  ini  dibutuhkan  bukan 
saja  untuk  menstabilkan  ekonomi,  tetapi  ju- 
ga untuk  mengelola  proses  pembangunan  ke 
arah  yang  lebih  sehat,  antara  lain  sebagai 
cara  untuk  mencegah  masuknya  modal-mo- 
dal yang  bersifat  spekulatif. 
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Kedua,  meskipun  investasi  asing  sung- 
guh-sungguh  dibutuhkan,  pertumbuhan  eko- 
nomi  terutama  harus  dibiayai  melalui  tabung- 
an  dan  investasi  dalam  negeri.  Dengan  demi- 
kian,  sistem-sistem  pajak  progresif  perlu  le- 
bih  ditingkatkan  daripada  sekadar  pajak  re- 
gresif  yang  selama  ini  berlaku  di  sebagian 
besar  negara  Asia  Tenggara. 

Ketiga,  meski  pasar-pasar  ekspor  tetap 
penting,  pembangunan  harus  direorientasi- 
kan  pada  pentingnya  pasar  domestik  sebagai 
stimulus  utama  pembangunan.  Program  ini 
diikuti  oleh  agenda  ekonomi  yang  berke- 
adilan  sosial,  termasuk  dalam  hal  ini  refor- 
masi  di  bidang  penguasaan  tanah  dan  aset 
ekonomi,  khususnya  di  wilayah  pinggiran/ 
pedalaman.  Reformasi  ini  bukan  saja  mem- 
bawa  masyarakat  pinggiran  ke  pasar,  tetapi 
juga  memberdayakan  mereka  secara  ekonomi 
dan  politik,  dan  akan  menciptakan  kondisi- 
kondisi  bagi  stabilitas  sosial  dan  politik. 

Keempat,  meski  negara  dan  swasta  tetap 
penting  dalam  hal  produksi,  distribusi  dan 
pertukaran  barang  dan  jasa,  namun  perlu  di- 
cari  "cara  ketiga"  yang  berkaitan  dengan 
semakin  pentingnya  lembaga-lembaga  swa- 
daya  masyarakat  (LSM/NGO).  Meski  tidak 
dapat  dipungkiri  bahwa  pasar  dan  negara 
dapat  memainkan  peran  penting  dalam  hal 
alokasi  sumber  daya,  muncul  pandangan 
bahwa  mekanisme  ekonomi  yang  fundamen- 
tal harus  melalui  pengambilan  keputusan 
yang  demokratis  oleh  masyarakat,  organisa- 
si-organisasi  masyarakat,  dan  gerakan-ge- 
rakan  rakyat.  Tantangannya  adalah  bagai- 
mana  mengoperasionalkan  institusi-institu- 
si  ekonomi  yang  demokratis  tersebut,  agar 
terjadi  sistem,  checks  and  balances  antara 
pemerintah,  swasta  dan  masyarakat. 


ANALISIS  CSIS,  Tahun  XXVII/1998,  No.  4 

Selain  keempat  tema  tersebut,  tema  lain 
yang  cukup  populer  di  kawasan  Asia  Teng- 
gara dan  bersifat  universal  adalah  sustain- 
able development.  Model  pertumbuhan  eko- 
nomi yang  cepat  dibiayai  oleh  modal  asing 
telah  berdampak  negatif  pada  ekologi.  Oleh 
karena  itu,  perlu  dipikirkan  suatu  model  pem- 
bangunan yang  bersifat  ramah  lingkungan. 

Dari  sisi  kebijakan  perdagangan  antar- 
negara  ASEAN,  muncul  pula  alternatif  ga- 
gasan  untuk  meningkatkan  perdagangan 
intra-ASEAN.  Gagasan  yang  paling  populer 
dikemukakan  oleh  Perdana  Menteri  Malay- 
sia, Mahathir  Mohammad,  yaitu  agar  nega- 
ra-negara  ASEAN  melakukan  transaksi  per- 
dagangan dengan  menggunakan  mata  uang 
regional  yang  tidak  terkait  dengan  dolar 
AS.  Implementasinya  ialah,  jika  Malaysia 
membeli  barang  dari  Indonesia,  maka  Ma- 
laysia akan  membayarnya  dalam  rupiah.  Se- 
baliknya  jika  Indonesia  mengimpor  barang 
dari  Malaysia,  maka  akan  dibayar  dalam 
ringgit.  Satu  hal  yang  tak  terpikirkan  ialah, 
bagaimana  menentukan  kurs  rupiah  terha- 
dap  ringgit,  apakah  hal  itu  dapat  bebas  dari 
perhitungan  melalui  dolar  AS  atau  tidak. 
Tawaran  gagasan  Mahathir  ini  bukan  saja 
terhadap  Indonesia  tetapi  juga  terhadap  ne- 
gara-negara  ASEAN  lainnya,  seperti  Thai- 
land dan  Filipina. 

ASEAN  Sebagai  Stabilisator  vs. 
Dinamisator 

ASEAN  yang  didirikan  pada  8  Agustus 
1967  melalui  Deklarasi  Bangkok,  awalnya 
merupakan  wadah  kerja  sama  ekonomi  dan 
sosial  budaya  antarnegara  Asia  Tenggara. 
Secara  umum  dipercaya  bahwa  tujuan  uta- 
ma asosiasi  ini  ialah  membangun  suatu  pe- 
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rasaan  solidaritas  regional  antartetangga  de- 
ngan  maksud  menciptakan  perdamaian  dan 
stabilitas  regional.  Dengan  kata  lain,  pen- 
dirian  ASEAN  terutama  didorong  oleh  mo- 
tif politik  (political-driven)  (Soesastro, 
1996;  Irvine,  1982).  Meski  kerja  sama  eko- 
nomi  merupakan  fokus  yang  ditonjolkan 
pada  Deklarasi  Bangkok,  kenyataannya  mo- 
tif politik  untuk  mengembangkan  ASEAN 
sebagai  conflict  defuser  and  peace  maker 
(Luhulima,  1994)  atau  sebagai  stabilisator 
kawasan  justru  lebih  menonjol  dalam  reali- 
tas  kerja  sama  ASEAN  ketimbang  ASEAN 
sebagai  dinamisator  pertumbuhan  ekono- 
mi.  Motif  tersebut  semakin  kuat  dengan  di- 
munculkannya  Deklarasi  Kuala  Lumpur  27 
November  1971  yang  melahirkan  konsep 
Asia  Tenggara  sebagai  Zona  Damai,  Be- 
bas  dan  Netral  (ZOPFAN  ~  Zone  of  Peace, 
Freedom  and  Neutrality),  ditandatangani- 
nya  Treaty  of  Amity  and  Cooperation  in 
South  East  Asia  (TAC)  pada  24  Februari 
1976  dan  Singapore  Declaration  of  1992 
yang  memberi  ancang-ancang  bagi  pem- 
bentukan  ASEAN  Regional  Forum  (ARF) 
pada  Agustus  1994  (Bhakti,  n.d.). 

Kerja  sama  ekonomi  baru  mendapatkan 
acuan  sejak  ASEAN  Summit  Meeting  I  (KTT 
I)  di  Bali  1976  yang  melahirkan  The  Declara- 
tion of  ASEAN  Concord  atau  Deklarasi  Ke- 
sepakatan  ASEAN  pada  24  Februari  1976 
disusul  oleh  Persetujuan  mengenai  Common 
Effective  Preferential  Tariff  (CEPT)  untuk 
ASEAN  Free  Trade  Area  (AFT A)  pada  KTT 
IV  ASEAN  1992  di  Singapura. 

Hingga  1992,  para  pendiri  ASEAN  ber- 
ulang  kali  menyatakan  bahwa  integrasi  eko- 
nomi regional  bukanlah  tujuan  dari  pcm- 
bentukan  ASEAN.  Pembentukan  AFTA  sen- 
diri  bukanlah  ditujukan  untuk  integrasi  eko- 


nomi, melainkan  hanya  sebagai  langkah  awal 
ASEAN  untuk  terjun  ke  liberalisasi  ekono- 
mi internasional.  Evolusi  kerja  sama  ekono- 
mi ASEAN  dilakukan  untuk  menjaga  kepa- 
duan  ASEAN,  memperkuat  hubungan  eko- 
nomi Asia  Tenggara  dengan  dunia  luar  dan 
mempersiapkan  anggotanya  untuk  masuk 
ke  dalam  liberalisasi  perdagangan  dan  in- 
vestasi  dalam  kerangka  kerja  sama  ekono- 
mi Asia  Pasifik  (APEC)  dan  Organisasi  Per- 
dagangan Internasional  (WTO)  (Elek  and 
Soesastro,  1997).  Selain  itu,  berbagai  inisia- 
tif  kerja  sama  ekonomi  ASEAN,  seperti  pem- 
bentukan kawasan  Segitiga  Pertumbuhan 
Ekonomi  ASEAN  (ASEAN  Economic  Growth 
Triangle),  didasari  oleh  pemikiran  bahwa  di 
satu  pihak  ASEAN  terlalu  besar  karena  ter- 
dapatnya  perbedaan  tingkat  pembangunan 
ekonomi  antarnegara  ASEAN,  dan  di  lain  pi- 
hak ASEAN  terlalu  kecil  untuk  melakukan 
diplomasi  ekonomi  di  tengah  ekonomi  du- 
nia yang  tidak  menentu. 

Krisis  ekonomi  yang  berlangsung  saat 
ini  semakin  menimbulkan  rasa  pesimis  di 
kalangan  anggota  ASEAN  tentang  apakah 
AFTA  dapat  tercapai  pada  2003  dan  libe- 
ralisasi ekonomi  APEC  untuk  negara-negara 
berkembang  dapat  tercapai  pada  2020.  Ba- 
tas  akhir  pembentukan  AFTA  dan  liberali- 
sasi ekonomi  APEC  tersebut  didasari  oleh 
asumsi-asumsi  bahwa  pertumbuhan  ekonomi 
negara-negara  ASEAN  akan  tetap  tinggi  dan 
ditunjang  oleh  investasi  dari  dalam  dan  luar 
negeri.  Namun  dengan  adanya  krisis  eko- 
nomi, di  mana  pertumbuhan  ekonomi  men- 
jadi  negatif,  maka  menjadi  pcrtanyaan  be- 
sar apakah  pencapaian  batas  akhir  tersebut 
akan  tercapai. 

Seperti  telah  disebutkan  di  atas,  krisis 
ekonomi  menimbulkan  peluang-peluang  ba- 
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ru  untuk  mencari  alternatif-altematif  pemba- 
ngunan  ekonomi.  Di  tengah  krisis  tersebut, 
adalah  suatu  kenyataan  bahwa  barang-ba- 
rang  dari  Indonesia,  khususnya  produk  per- 
tanian  dan  bahan  pangan  lainnya,  mengalir 
deras  ke  beberapa  negara  ASEAN  baik  me- 
lalui  jalur  ekspor  resmi  maupun  melalui  pe- 
nyelundupan.  Meski  di  satu  pihak  hal  itu 
bersifat  positif,  namun  di  lain  pihak  dapat 
mengganggu  keamanan  ekonomi  Indonesia 
sendiri  dan  negara-negara  ASEAN  lainnya. 
Di  sini  konsep-konsep  kerja  sama  ASEAN 
yang  didasari  oleh  keterbukaan,  saling  meng- 
hormati,  saling  menguntungkan  dan  konsen- 
sus  mendapatkan  tantangan  bam. 

Konsep  Baru  Keamanan  dan  Mo- 
difikasi  Prinsip  Kerja  Sama  ASEAN 

Di  dalam  ASEAN  selama  ini  berlaku  kon- 
sep ketahanan  nasional  dan  ketahanan  re- 
gional yang  mirip  dengan  keamanan  kom- 
prehensif.  Dalam  kaitan  itu,  keamanan  men- 
cakup  dimensi-dimensi  militer,  politik,  eko- 
nomi, sosial,  budaya  dan  ideologi.  Kerja 
sama  keamanan  dalam  ASEAN  (ASEAN  Co- 
operative Security)  selama  ini  juga  dituju- 
kan  untuk  menjaga  keamanan  dan  stabili- 
tas  regional.  Kerja  sama  tersebut  dilakukan 
baik  secara  bilateral,  trilateral  atau  bahkan 
multilateral,  seperti  dalam  forum  dialog 
ASEAN  (ARF).  Namun  akhir-akhir  ini  mun- 
cul  berbagai  pertanyaan:  Pertama,  siapa 
yang  menjadi  objek  keamanan,  keamanan 
itu  untuk  siapa,  apakah  individu,  kelompok, 
bangsa,  negara,  kawasan  atau  dunia?  Ke- 
dua,  apa  yang  menjadi  instrumen  keaman- 
an atau  dengan  cara-cara  bagaimana  keaman- 
an dapat  dicapai?  Apakah  melalui  militer, 
nuklir,  politik,  diplomatik,  ekonomi?  Ke- 
tiga,  apa  yang  menjadi  biaya  keamanan  ~ 
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atas  biaya  apa  dari  segi  ekonomi,  sosial  dan 
nilai-nilai  politik  keamanan  dapat  dicapai? 

Ada  beberapa  konsep  keamanan  yang  di- 
kenal  selama  ini.  Pertama,  keamanan  mili- 
ter yang  diartikan  sebagai  mempertahankan 
warga,  wilayah  dan  sumber  daya  suatu  ne- 
gara terhadap  musuh-musuh  luar.  "Keaman- 
an politik"  mencakup  upaya  melindungi  sta- 
bilitas  organisasional  negara,  sistem-sistem 
pemerintahan,  dan  ideologi -ideologi  yang 
melegitimasinya.  "Keamanan  ekonomi"  men- 
cakup upaya  mempertahankan  tingkat-ting- 
kat  tertentu  kemakmuran  dan  kekuatan  ne- 
gara melalui  akses  pada  sumber  daya  alam 
dan  manusia,  keuangan  dan  pasar.  "Keaman- 
an masyarakat"  mencakup  upaya  memper- 
tahankan pola-pola  tradisional  atas  bahasa, 
budaya,  agama,  tata  sosial  dan  identitas  ko- 
munal  dalam  konteks  perubahan  evolusio- 
ner.  "Keamanan  lingkungan"  berarti  men- 
jaga ekosistem  alam.  Jika  selama  ini  fokus 
keamanan  adalah  keamanan  nasional,  maka 
kini  berkembang  suatu  konsep  yang  mem- 
fokuskan  pada  "keamanan  manusia"  ( hu- 
man security).  Keamanan  manusia  memiliki 
dua  aspek.  Secara  negatif,  keamanan  manu- 
sia merujuk  pada  rasa  bebas  dari  ketakutan, 
kelaparan,  penyerangan,  kekejaman,  pemen- 
jaraan  tanpa  pengadilan  yang  adil  dan  be- 
bas, diskriminasi  atas  berbagai  dasar  (aga- 
ma, etnik,  ras)  dan  sebagainya.  Secara  po- 
sitif, keamanan  manusia  berarti  kebebasan 
untuk  mencapai  kapasitas  dan  peluang  se- 
hingga  setiap  manusia  dapat  menikmati  hi- 
dupnya  pada  tingkatan  tertinggi  tanpa  me- 
nimbulkan  kendala  pada  manusia  lainnya 
untuk  mendapatkan  keamanan  yang  sama. 
Jika  digabungkan,  "keamanan  manusia"  me- 
rujuk pada  kualitas  hidup  rakyat  di  dalam 
masyarakat  atau  polity.  Segala  apa  yang 
mengurangi  kualitas  hidup  —  tekanan  de- 
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mografis,  pengurangan  akses  pada  sumber 
daya  dan  sebagainya  —  merupakan  ancaman 
terhadap  keamanan  (Thakur,  n.d.). 

Tampaknya  sudah  saatnya  negara-ne- 
gara  ASEAN  juga  mengubah  fokus  mereka 
tentang  "keamanan",  bukan  lagi  pada  "ke- 
amanan nasional"  dan/atau  "keamanan  re- 
gional", tetapi  lebih  menonjolkan  aspek 
"keamanan  manusia".  Sejalan  dengan  itu, 
kerja  sama  ASEAN  di  bidang  keamanan  da- 
lam  arti  luas,  termasuk  keamanan  militer,  ke- 
amanan negara,  keamanan  ekonomi,  keaman- 
an politik  dan  sebagainya  lebih  ditujukan 
pada  peningkatan  kualitas  hidup  warga  ne- 
gara dari  semua  negara  anggota  ASEAN. 

Perubahan  masa  menuju  millemum  keti- 
ga  juga  telah  mengubah  cara  pandang  bebe- 
rapa  negara  ASEAN  mengenai  prinsip-prin- 
sip  yang  menjadi  dasar  kerja  sama  ASEAN. 
Pertama,  prinsip  konsensus  yang  menjadi 
dasar  dari  the  ASEAN  Way.  Tanpa  mengu- 
rangi  arti  penting  dari  prinsip-prinsip  open- 
ness, mutual  respect,  mutual  benefit  and 
shared  interests,  tampaknya  dalam  proses 
pengambilan  keputusan  sudah  waktunya 
prinsip  konsensus  sedikit  demi  sedikit  di- 
tinggalkan  dan  diganti  dengan  voting.  Ini 
sesuai  dengan  perkembangan  keanggotaan 
ASEAN  yang  sudah  menjadi  sembilan  dan 
akan  menjadi  10  negara.  Jika  prinsip  kon- 
sensus tetap  dipakai,  tampaknya  akan  sulit 
terjadi  dinamisasi  dalam  kerja  sama  ASEAN 
karena  sulitnya  tercapai  konsensus.  Selain 
itu,  negara-negara  ASEAN,  khususnya  kc- 
lima  negara  pendiri,  dipimpin  oleh  kepala 
negara/kepala  pemerintahan  yang  bukan  la- 
gi dari  the  Founding  Fathers.  Oleh  karena 
itu,  demokratisasi  dalam  proses  pengambil- 
an keputusan  di  ASEAN  perlu  scmakin  di- 
tingkatkan. 


Kedua,  prinsip  non-interference  terha- 
dap masalah  domestik  anggotanya.  Prinsip 
ini  sebenarnya  mulai  ditinggalkan  pada 
1997  menjelang  masuknya  Myanmar,  Laos 
dan  Kamboja  ke  dalam  ASEAN.  Deputi  Per- 
dana  Menteri  Malaysia  saat  itu  mengajukan 
prinsip  positive  engagement,  yang  membo- 
lehkan  negara-negara  ASEAN  ikut  "mem- 
ben  masukan"  kepada  rezim  militer  Myan- 
mar dalam  hal  penyelesaian  masalah  politik- 
nya  dengan  para  pendukung  Aung  San  Su 
Kyi  dan  kepada  Kamboja  dalam  konflik  an- 
tara  PM  I  Norodom  Ranaridh  dan  PM  II 
Hun  Sen.  Pada  ASEAN  Ministerial  Meeting 
ke-31  di  Manila,  kembali  prinsip  non-inter- 
vensi  ini  ditantang.  Thailand,  didukung  Fili- 
pina,  mengusulkan  kebijakan  flexible  en- 
gagement (Shambazy,  1998a  dan'1998b).  Alas- 
an  yang  dikemukakan  Thailand  adalah  bah- 
wa  masalah  domestik  anggota  ASEAN  bu- 
kan lagi  melulu  masalah  dalam  negeri,  teta- 
pi sudah  berdampak  regional.  Sebagai  con- 
toh,  jika  terjadi  ketegangan  politik  di  Myan- 
mar, maka  akan  terjadi  arus  pengungsi  da- 
ri Myanmar  ke  Thailand.  Oleh  karena  itu, 
Thailand  merasa  berhak  meminta  rezim  mi- 
liter Myanmar  untuk  menahan  diri  atau  ber- 
damai  dengan  pihak  oposisi.  Permintaan 
atau  pernyataan  diplomatik  Thailand  itu  da- 
pat  dikategorikan  sebagai  flexible  engage- 
ment. Demikian  pula  dengan  masalah  keba- 
karan  hutan  di  Indonesia  yang  berdampak 
pada  kawasan  Asia  Tenggara,  atau  masalah 
di  Aceh  yang  berdampak  pada  Malaysia. 

Untuk  sementara  waktu  gagasan  Indo- 
nesia yang  didukung  oleh  Malaysia  ten- 
tang "Peningkatan  Interaksi"  atau  enhanced 
interaction,  yaitu  diplomasi  mclalui  dialog 
terbuka  antara  dua  menteri  luar  negeri  atau 
kepala  pemerintahan  tentang  suatu  kasus 
domestik  di  salah  satu  negara  ASEAN,  da- 
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pat  menjadi  jembatan  menuju  flexible  en- 
gagement. Penerapan  flexible  engagement 
sendiri  perlu  pengaturan  yang  jelas,  misal- 
nya,  jangan  sampai  pernyataan  politik  PM 
Thailand  mengenai  Myanmar  dilakukan  se- 
cara  tidak  langsung  {Megaphone  Diplomacy 
melalui  media  massa).  Pernyataan  politik  ter- 
sebut  sebaiknya  dinyatakan  secara  langsung, 
terbuka  dan  terus  terang  kepada  mitranya 
dari  Myanmar.  Dengan  demikian,  flexible  en- 
gagement ini  merupakan  penguatan  dari 
enhanced  interaction. 

Penutup 

Krisis  ekonomi  yang  melanda  bebera- 
pa  negara  Asia  Timur,  khususnya  negara 
ASEAN,  tentunya  memiliki  dampak  negatif 
bagi  intensitas  kerja  sama  ASEAN.  Namun 
demikian,  krisis  ini  dapat  pula  menjadi  sua- 
tu  peluang  yang  baik  bagi  negara-negara 
ASEAN  untnk  mendinamisasi  kerja  sama 
ekonomi  ASEAN,  baik  dalam  bentuk  pe- 
ningkatan  perdagangan  dan  investasi  antar- 
negara  ASEAN,  maupun  dalam  meningkat- 
kan  diplomasi  ekonomi  terhadap  negara-ne- 
gara di  luar  ASEAN.  Selain  itu,  kerja  sama  di 
bidang  pengembangan  pertanian  dan  agro- 
industri  dapat  pula  memainkan  peran  pen- 
ting  dalam  membantu  negara-negara  ASEAN 
yang  sedang  dilanda  krisis  ekonomi. 

Tantangan  terberat  pertama  bagi  Indone- 
sia adalah  bagaimana  mengubah  citra  dari 
negara  pemersatu  ASEAN,  menjadi  negara 
yang  menjadi  beban  ASEAN  karena  krisis 
ekonomi  dan  politik  yang  sedang  dialami- 
nya.  Pada  pertengahan  1960-an,  Indonesia 
pernah  dianggap  sebagai  "sumber"  ketidak- 
stabilan  politik  di  Asia  Tenggara,  dan  se- 
jak  akhir  1960-an  sampai  akhir  1997  Indone- 
sia dipandang  sebagai  peace  maker  di 
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ASEAN.  Kini,  tampaknya,  Indonesia  dipan- 
dang sebagai  raksasa  Asia  Tenggara  yang 
sedang  lumpuh  dan  terluka  parah,  sehing- 
ga  perlu  dibantu  oleh  negara-negara  Barat 
dan  ASEAN  agar  dapat  sembuh  dan  bang- 
kit  kembali. 

Tantangan  terberat  kedua  bagi  Indone- 
sia khususnya  dan  negara-negara  ASEAN 
umumnya  adalah  bagaimana  mencegah  Si- 
ngapura  mengail  di  air  keruh,  yaitu  dengan 
menerima  pelarian  modal/tabungan  dari  In- 
donesia ke  negara  tersebut  tanpa  memperha- 
tikan  prinsip  mutual  respect,  mutual  benefit 
dan  shared  interests  dengan  Indonesia.  Pe- 
larian modal  dan  tabungan  itu  bukanlah  ba- 
gian  dari  investasi  intra-ASEAN,  melainkan 
benar-benar  capital  flight  dari  negara  yang 
sedang  dilanda  krisis  ekonomi  kepada  ne- 
gara yang  lebih  makmur.  Ini  memang  bu- 
kan  kesalahan  Singapura.  Indonesia  juga 
harus  berintrospeksi  apakah  selama  ini  te- 
lah  dapat  menjaga  "keamanan  manusia"  war- 
ga  negaranya,  atau,  dengan  dalih  stabilitas 
dan  keamanan  nasional,  lebih  menonjolkan 
"keamanan  rezim  penguasa"  sehingga  "ke- 
amanan politik",  "keamanan  ekonomi"  dan 
"keamanan  masyarakat"-nya  terancam. 

Terlepas  dari  berbagai  kesimpulan  di 
atas,  krisis  ekonomi  ini  akan  semakin  berat 
dirasakan  oleh  ASEAN  pada  1999-2000,  ke- 
tika  bantuan  asing  sudah  sulit  mengalir  dan 
ekonomi  regional  masih  terpuruk.  Itu  me- 
rupakan periode  terberat  dalam  memperta- 
hankan  kepaduan  dan  solidaritas  ASEAN. 
Meski  begitu,  sulit  dipercaya  bahwa  ASEAN 
akan  bubar,  karena  setelah  fondasi  solidari- 
tas dan  kepaduannya  dibangun  di  atas  re- 
runtuhan  konfrontasi,  secara  lambat  tetapi 
pasti  ASEAN  akan  bergerak  ke  arah  yang 
positif. 
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ASEAN  perlu  waktu  untuk  mendinami- 
sasi  kembali  bentuk  keija  samanya.  Jika  da- 
lam  lima  tahun  mendatang  badai  krisis  eko- 
nomi  ini  berlalu,  dan  generasi  baru  pemim- 
pin  ASEAN  lebih  terbuka  dan  demokratis, 
ASEAN  tampaknya  akan  menemukan  mo- 
mentumnya  kembali  untuk  tetap  berjaya 
serta  diperhitungkan  sebagai  asosiasi  kerja 
sama  regional  antarnegara  berkembang  di 
Asia  Tenggara  yang  terpadu. 
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Efek  Krisis  Ekonomi  Terhadap 
Peran  dan  Tanggung  Jawab  Indonesia 
Bagi  Upaya  Mewujudkan 
Stabilitas  Kawasan* 

A.  Hasnan  Habib 

Krisis  yang  melanda  kawasan  Asia  Pasifik  akhir-akhir  ini  bukan  saja  membuat  Indone- 
sia menderita  paling  parah  dibandingkan  dengan  negara-negara  lain  di  kawasan,  melain- 
kan  juga  telah  merusak  citra  negara  ini  baik  di  mata  dunia  internasional  maupun  di  ma- 
syarakatnya  sendiri.  Ironisnya,  Indonesia  yang  dulu  merupakan  pelopor  bagi  terbentuknya 
ASEAN  dan  telah  diakui  berperan  sangat  penting  dalam  mewujudkan  stabilitas  di  kawasan, 
kini  justru  menjadi  ancaman  utama  terhadap  stabilitas  di  kawasan.  Untuk  mengangkat  kem- 
bali  citranya  yang  terlanjur  merosot  itu  tidaklah  mudah.  Yang  dapat  dilakukan  Indonesia 
guna  memelihara  stabilitas  kawasan  adalah  berupaya  mencegah  agar  negara  ini  tidak  be- 
nar-benar  menjadi  faktor  perusak  stabilitas,  yaitu  dengan  mengatasi  krisis  yang  sedang  di- 
alaminya.  Ini  hanya  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  yang  memiliki  legitimasi  dan  kre- 
dibilitas,  baik  di  dalam  negeri  maupun  di  dunia  internasional.  Sebab,  bangsa  yang  sedang 
sakit  keras  dan  memerlukan  bantuan  untuk  sembuh  jelas  tidak  mungkin  berperan  proaktif 
di  arena  politik  luar  negeri. 


PERUBAHAN  lingkungan  strategis 
global  sejak  berakhirnya  Perang  Di- 
ngin  tidak  saja  membawa  kepada 
paling  tidak  empat  perkembangan  konstela- 
si  dunia  seperti  yang  diungkapkan  dalam 
Kerangka  Acuan  dari  Forum  Dialog  V  Deplu 
1998.  Lebih  mendasar  lagi,  perubahan  ling- 
kungan strategis  global  juga  telah  mengu- 
bah  konsep  keamanan  yang  melandasi  pe- 
rubahan itu  sendiri  dengan  empat  perkem- 
bangan konstelasi  dunia  itu.  Perubahan  itu 


Makalah  pada  Forum  Dialog  V  Dcplu  tcntang 
Politik  dan  Keamanan  Regional  dalam  Era  Pasca 
Perang  Dingin  dengan  Dampak  Krisis  Ekonomi 
bagi  Stabilitas  dan  Keamanan  Kawasan  Asia  Pasifik, 
Bandung,  27-28  Agustus  1998. 


belum  menemukan  bentuk  finalnya  dan  ma- 
sih  banyak  didiskusikan,  diuraikan  dan  di- 
bahas  cara-cara  dan  bentuk-bentuk  kemung- 
kinan  digabungkan  ke  dalam  kerja  sama  bi- 
lateral, regional,  antarkawasan  dan  bahkan. 
global.  Kegiatan-kegiatan  intelektual  itu  ter- 
utama  menonjol  di  pertemuan-pertemuan 
mutilateral,  khususnya  pertemuan-pertemu- 
an "Jalur  Dua"  di  kawasan  Asia  Pasifik. 

Masalah  keamanan  dan  strategi  keaman- 
an dewasa  ini  sudah  tidak  lagi  relevan  di- 
tinjau  dari  sudut  suatu  negara  menyerang 
negara  lain,  meskipun  di  beberapa  subka- 
wasan  Dunia  Ketiga  pertimbangan  "serang- 
mcnyerang"  itu  masih  merupakan  masalah 
keamanan  yang  utama.  Masalah  keamanan 
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sudah  jauh  lebih  kompleks  dan  luas  dari- 
pada  itu.  Masalah  ancaman  dan  strategi  me- 
ngatasi  ancaman  tidak  lagi  terbatas  dalam 
dimensi  militer;  dimensi  militer  itu  sendi- 
ri  sudah  semakin  kurang  relevan  bahkan 
mungkin  sama  sekali  tidak  efektif  dalam 
menghadapi  1001  macam  ancaman  keaman- 
an  yang  sudah  sangat  multi -dimensional. 
Perubahan  konsep  keamanan  tidak  atau  ku- 
rang terlihat  dalam  Kerangka  Acuan  yang 
telah  dipersiapkan  bagi  Forum  Dialog  V  ter- 
sebut. 

Tulisan  ini  menggunakan  konsep  ke- 
amanan yang  sudah  berubah  itu.  Berturut- 
turut  akan  dicoba  dijelaskan  secara  ringkas 
tentang  pokok-pokok  dari  konsep  keaman- 
an yang  baru,  situasi  keamanan  kawasan 
Asia  Pasifik  baik  ditinjau  dari  dimensi  eko- 
nomi  yang  sedang  mengalami  krisis  tera- 
mat  berat  maupun  dari  dimensi  militer-poli- 
tik,  serta  krisis  sistermk  yang  sedang  me- 
landa  Indonesia.  Atas  dasar  itu  semua  tu- 
lisan ini  mencoba  secara  realistis  meninjau 
peran  Indonesia  dalam  upaya  "mewujud- 
kan"  stabilitas  kawasan  (Asia  Pasifik). 

Pengertian  Dasar  dari  "Keamanan 
KomprehensiP' 

Perlu asan  Arti  dan  Cakupan  "Ke- 
amanan*^ 

Seperti  telah  dikatakan  di  atas,  konsep 
"keamanan"  telah  berubah  secara  menda- 
sar.  Apabila  sebelumnya  konsep  itu  menga- 
cu  kepada  ancaman  terhadap  keamanan  ne- 
gara,  yaitu  terhadap  kedaulatan  dan  inte- 
gritas  wilayah  nasional  {keamanan  tentorial, 
atau  pertahanan),  sekarang  konsep  kcaman- 

1  Konsep  ini  secara  scpintas  telah  disinggung  da- 
lam Habib  (1997). 


an  juga  mencakup  ancaman  terhadap  keten- 
teraman  dan  keamanan  hidup  manusia  se- 
hari-hari  (keamanan  manusia),  seperti  kela- 
paran,  kemiskinan,  kebodohan,  penyakit  me- 
nular  (AIDS),  pengangguran,  penyalahgu- 
naan  kekuasaan  oleh  penguasa  (pemerintah) 
dan  alat-alat  negara,  diskriminasi  politik-eko- 
nomi-sosial,  migrasi  besar-besaran  (pelarian/ 
pengungsian),  degradasi  lingkungan,  polusi 
udara/air,  kejahatan  terorganisir,  obat  bius, 
konflik-konflik  SAPvA,  terorisme,  perang  sau- 
dara,  disintegrasi  sosial,  kehidupan  sosial- 
ekonomi  yang  memburuk,  hukum  rimba,  ma- 
sa  depan  yang  tidak  menentu,  dan  sebagai- 
nya.  Pengertian  keamanan  menjadi  sangat 
luas,  yaitu  menjadi  keamanan  komprehensif 
atau  multi  dimensi. 

Berbeda  dengan  keamanan  tentorial  yang 
tertuju  terhadap  wilayah  (teritori)  dan  ke- 
daulatan —  oleh  karenanya  tidak  langsung 
tertuju  kepada  manusia  —  1001  macam  an- 
caman kategori  kedua  itu  tertuju  langsung 
kepada  manusia,  dan  merupakan  ancaman 
non-militer  yang  terletak  dalam  dimensi-di- 
mensi  ekonomi,  sosial,  kemanusiaan,  dan 
ekologi  (United  Nations,  1992).  Dengan  de- 
mikian,  konsep  keamanan  komprehensif  me- 
liputi  dimensi  militer  (pertahanan)  dan  di- 
mensi non-militer.  Apabila  dalam  konsep  ke- 
amanan tentorial  atau  pertahanan,  sarana 
utama  dalam  menghadapi  ancaman  itu  ada- 
lah  kekuatan  militer  dan  kekuatan  senjata 
yang  dikerahkan  di  medan  perang  (front 
militer),  dalam  konsep  keamanan  manusia 
"perang"  berlangsung  di  front  ekonomi,  so- 
sial dan  lingkungan  hidup.  Dunia  tidak  akan 
pernah  aman  selama  manusia,  pria  dan  wa- 
nita,  tidak  merasa  aman  dan  tenteram  da- 
lam kchidupannya  sebagai  individu,  dalam 
masyarakat,  dalam  negaranya  sendiri  dan  da- 
lam pcrgaulan  antarnegara. 
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Mencuat  pentingnya  konsep  keaman- 
an  manusia  tidak  berarti,  bahwa  dalam  era 
pasca  Perang  Dingin,  konsep  keamanan  te- 
ritorial  atau  dimensi  militer  sudah  kehi- 
langan  relevansinya  sama  sekali.  Usainya 
Perang  Dingin  hanya  menghilangkan  an- 
caman  perang  nuklir,  tanpa  menghapus  sen- 
jata  nuklir  itu  sendiri.  Persetujuan-persetuju- 
an  SALT,  INF  dan  START  hanya  mengurangi 
senjata  nuklir  dari  dua  mantan  adidaya  saja. 
Arsenal  senjata  nuklir  negara-negara  lain 
(Inggris,  Perancis,  Cina)  sama  sekali  tidak 
disentuh  oleh  persetujuan-persetujuan  itu. 
Persetujuan-persetujuan  NPT  dan  CTBT  ha- 
nya melarang  proliferasi  serta  uji  coba  sen- 
jata nuklir,  tetapi  tidak  menguranginya,  apa- 
lagi  memusnahkannya.  Beberapa  negara  di- 
ketahui  atau  diduga  keras  masih  berambisi 
membuat  senjata  nuklir.  Dilakukannya  perco- 
baan-percobaan  peledakan  nuklir  oleh  India 
yang  segera  disusul  oleh  Pakistan  beberapa 
bulan  yang  lalu  mengkonfirmasikan  duga- 
an  itu.  Selain  itu  senjata  pemusnah  massa 
lainnya,  seperti  senjata  kimia,  juga  masih 
ada  meskipun  sudah  ada  Konvensi  Senjata 
Kimia  yang  baru  mulai  berlaku  tahun  1997. 
Demikian  pula  pengadaan  dan  peningkatan 
teknologi  senjata  konvensional  masih  tetap 
berlanjut.  Bahkan  beberapa  negara  berkem- 
bang  telah  pula  menjadi  pemasok  senjata 
konvensional  produksi  sendiri  untuk  nega- 
ra-negara berkembang  yang  lebih  miskin. 
Mereka  bersaing  dengan  negara-negara  pe- 
masok tradisional  ~  negara-negara  industri 
maju  dan  mantan  negara-negara  blok  komu- 
nis  —  yang  menjual  senjata-senjata  surplus- 
nya  dengan  harga  miring,  bahkan  adakala- 
nya  juga  dengan  sistem  imbal-beli.  Ancam- 
an  agresi  dari  luar  dengan  senjata  konven- 
sional masih  mungkin  terjadi,  kendati  da- 
lam bentuk  "konflik  tingkat  rendah"  (low 
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level  conflict),  terutama  antarnegara  berkem- 
bang di  beberapa  subkawasan  tertentu. 


Keamanan  Bersama  dan  Keamanan 
Koperatif 

Berbeda  dari  era  Perang  Dingin  yang  pa- 
da  tingkat  global  hanya  ada  satu  ancaman 
utama,  yaitu  perang  nuklir,  dan  dengan  de- 
mikian respons  terhadapnya  relatif  lebih  se- 
derhana,  dunia  pasca  Perang  Dingin  sarat  de- 
ngan beraneka  ragam  ancaman  dan  masa- 
lah  seperti  telah  disinggung  di  atas,  yang 
sering  tidak  jelas  hubungan  dan  kaitannya 
satu  sama  lain.  Oleh  karena  itu  jawabannya 
jauh  dari  sederhana,  dan  tidak  mungkin  di- 
selesaikan  secara  sendirian.  Bentuk  ancaman 
dalam  dimensi  militer  yang  paling  mencuat 
pada  era  pasca  Perang  Dingin  sekarang  ini 
ialah  sengketa  bersenjata  di  dalam  wilayah 
nasional  sendiri,  yaitu  sengketa  antaretnis, 
antarsuku,  pemberontakan,  dan  perang  sau- 
dara.  Sejak  Perang  Dingin  II  berakhir,  lebih 
dari  20  juta  jiwa  telah  hilang,  sebagian  be- 
sar  karena  konflik  bersenjata  di  dalam  ne- 
geri.  Dalam  tahun  1992  saja,  29  dari  30  seng- 
keta bersenjata  di  dunia  berlangsung  dalam 
dimensi  domestik.  Di  bekas  Uni  Soviet  lebih 
dari  20  konflik  bersenjata  telah  merenggut 
ratusan  ribuan  jiwa  dan  lebih  dari  satu  ju- 
ta orang  telah  menjadi  pengungsi  (Evans, 
1994:  3-5).  Sengketa  bcrdarah  dalam  negeri 
dengan  berbagai  intensitas  masih  tctap  ter- 
dapat  di  banyak  negara,  seperti  di  Irlandia 
Utara,  Kosovo,  Albania,  Cechnya,  Liberia, 
Kongo,  Rwanda,  Somalia,  Zaire,  Aljazair, 
El  Salvador,  Kolombia,  Peru,  Nikaragua, 
Mexico,  Afghanistan,  Sri  Lanka,  Kashmir, 
Myanmar,  Kamboja,  Filipina,  Indonesia,  dan 
lain-lain. 
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Ancaman  agresi  militer  dari  luar  sudah 
sangat  kecil  kemungkinannya,  karena  bebe- 
rapa  alasan: 

•  Tumbuh  dan  berkembangnya  norma-nor- 
ma  universal  yang  semakin  melandasi  hu- 
kum  internasional  yang  menentang  se- 
tiap  agersi  militer. 

•  Ekonomi  nasional  yang  kuat,  efisien  dan 
mampu  bersaing  semakin  menjadi  sarana 
yang  efektif  untuk  meraih  berbagai  tu- 
juan,  serta  melindungi  dan  memajukan 
kepentingan-kepentingan  nasional  dalam 
hubungan  internasional. 

•  Kekuatan  militer  semakin  tidak  efektif 
dan  relevan  dalam  menyejahterakan  dan 
menjayakan  negara  dan  bangsa. 

•  Negara-negara  dan  bangsa-bangsa  sema- 
kin saling  terkait  dalam  hubungan  inter- 
dependensi  yang  semakin  kompleks.  Agar 
interdependensi  itu  dapat  berlangsung 
lebih  bermanfaat  dan  adil,  diperlukan 
kerja  sama  yang  didasarkan  atas  kesadar- 
an,  bahwa  hanya  dengan  bekerja  sama 
maka  kesejahteraan  dan  keamanan  ber- 
sama  dapat  diraih.  Dalam  konteks  ini  me- 
nyerang  dan  menduduki  wilayah  negara 
lain  tidak  ada  gunanya,  jika  negara  itu 
kemudian  tidak  mau  atau  mampu  me- 
nguasai  dan  memanfaatkan  wilayah  yang 
didudukinya  itu.  Mantan  Uni  Soviet  te- 
lah  mengalaminya  sendiri  di  Afghanis- 
tan, Israel  di  Libanon,  dan  Amerika  Se- 
rikat  di  Vietnam. 

•  Gelombang  demokratisasi  yang  semakin 
luas  meliputi  dunia.  Pada  1979,  12  dari  19 
negara  Amerika  Latin  adalah  negara  oto- 
riter.  Dalam  dasawarsa  1990-an  scmua  ne- 
gara itu,  kccuali  Kuba,  mempunyai  Prcsi- 
den  yang  dipilih  rakyat,  mcskipun  sc- 


jumlah  negara  hanya  memiliki  demokra- 
si  nominal.  Juga  di  Afrika  sub-Sahara  pa- 
da  tahun  1991,  hampir  3/4  dari  47  negara 
berada  dalam  proses  liberalisasi  politik. 
Di  Asia,  Korea  Selatan,  Taiwan,  Thailand 
dan  Filipina  juga  telah  mengalami  pro- 
ses demokratisasi.  Sejarah  mencatat,  bah- 
wa negara-negara  demokrasi  tidak  per- 
nah  berperang  satu  sama  lain.  Yang  ber- 
perang  adalah  antarnegara  otoriter  atau 
antara  negara  otoriter  dan  negara  demo- 
krasi. 

•  Berkembangnya  lembaga-lembaga  multi- 
nasional,  seperti  PBB,  IMF,  Bank  Dunia, 
Bank -Bank  Regional,  dan  organisasi-or- 
ganisasi  kerja  sama  regional  telah  mem- 
bantu  mendorong  berbagai  macam  kerja 
sama  internasional. 

Piagam  PBB  membenarkan  pertahanan 
kolektif  terhadap  agresi  atau  ancaman  agre- 
si. Manfaat  utama  dati  konsep  pertahanan 
kolektif  ialah  penangkalan  (deterrence).  Na- 
mun  karena  adanya  sistem  veto  dalam  De- 
wan  Keamanan  PBB,  pertahanan  kolektif 
itu  selama  Perang  Dingin  ~  kecuali  di  Korea 
~  tidak  pernah  berjalan.  Sejak  dasawarsa 
terakhir  mulai  berkembang  suatu  pendekat- 
an  baru,  yaitu  pendekatan  preventif  yang 
menggantikan  pendekatan  penangkalan  de- 
ngan berkembangnya  konsep  keamanan  ber- 
sama  (common  security).  Konsep  itu  ber- 
makna  "menegakkan  keamanan  bersama- 
sama  dengan  negara-negara  lain  ~  tcrutama 
dengan  negara-negara  tetangga  —  bukan 
terhadap  mereka".  Keamanan  negara-negara 
lain  juga  adalah  keamanan  bagi  diri  sen- 
diri, dan  sebaliknya.  Konsep  ini  menjadi 
lebih  penting  lagi,  bahkan  merupakan  suatu 
kcharusan,  dalam  konsep  keamanan  kompre- 
hensif  seperti  telah  dijelaskan  terdahulu. 
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Dalam  menegakkan  keamanan  bersama  itu 
upaya  mencegah  jauh  lebih  penting  ketim- 
bang  menanggulanginya  setelah  terjadi. 
Pendekatan  preventif  dilakukan  oleh  para 
diplomat  melalui  diplomasi  preventif  (pre- 
ventive diplomacy).  Dengan  demikian,  poli- 
tik  luar  negeri  benar-benar  merupakan  garis 
pertahanan  yang  terdepan. 

Common  security  dihasilkan  melalui  ker- 
ja  sama  keamanan,  atau  keamanan  koopera- 
tif  (cooperative  security).  Konsep  itu  men- 
cerminkan  semangat  konstruktif  dan  keter- 
bukaan  dalam  kebijakan  keamanan.  Intinya 
ialah  mendahulukan  konsultasi  ketimbang 
konfrontasi,  menentramkan  ketimbang  me- 
nangkal,  transparansi  ketimbang  pengraha- 
siaan,  pencegahan  ketimbang  penanggu- 
langan,  dan  interdependensi  dan  multila- 
teralisme  ketimbang  unilateralisme. 

Dari  konsep-konsep  comprehensive  se- 
curity, common  security  dan  cooperative 
security  itu  berkembang  pemikiran  menge- 
nai  langkah-langkah  pelaksanaannya  secara 
bertahap.  Langkah-langkah  itu  merupakan 
"upaya  membangun  semangat  saling  per- 
caya-mempercayai",  atau  confidence  build- 
ing measures  (CBM),  yang  merupakan  ba- 
lok-balok  bangunan  (building-blocs)  dari  ke- 
amanan bersama.  Semangat  saling  percaya 
ini  lebih-lebih  diperlukan  dalam  dimensi  mi- 
liter,  yang  dapat  diupayakan  melalui  pener- 
bitan  "buku  putih  pertahanan"  setiap  tahun- 
nya  "Buku  putih"  itu  memuat  keterangan- 
keterangan  mengenai  politik  dan  strategi 
pertahanan  nasional,  struktur  dan  jumlah  ke- 
kuatan,  pengadaan  sistem  senjata,  dan  lain 
sebagainya,  disertai  dengan  tujuan-tujuan 
dan  alasan-alasan  strategisnya.  Dengan  mem- 
beberkan  hal-hal  itu,  rasa  saling  curiga  ter- 
hadap  maksud-maksud  tersembunyi  dari  ke- 
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giatan-kegiatan  yang  dilakukan  dalam  di- 
mensi militer,  dapat  sangat  diperkecil,  dan 
bahkan  dapat  mendorong  negara-negara  un- 
tuk  melakukan  kerja  sama  dalam  kegiatan- 
kegiatan  itu,  yang  pada  gilirannya  akan  da- 
pat pula  semakin  meninggalkan  politik  mi- 
liter  "keseimbangan  kekuatan"  yang  sela- 
ma  ini  mengambil  bentuk  aliansi-aliansi  mi- 
liter  atau  pakta-pakta  militer. 

Perubahan  Situasi  Keamanan  di 
Asia  Pasifik 

Ekonomi:  Dari  K aw  as  an  "Mukjizat" 
Menjadi  Kawasan  Terpuruk 

Asia  Pasifik:  Dinamo  Ekonomi  Dunia 

Dominasi  negara-negara  Barat  dalam  eko- 
nomi dunia  yang  telah  berlangsung  lebih 
dari  150  tahun  telah  melemah  sejak  de- 
kade  1980.-  Pusat  gravitas  ekonomi  beralih 
dari  Barat  (Eropa  dan  Amerika  Serikat)  ke 
Timur  (Asia).  Beberapa  negara  industri  ba- 
ru  (NIB)  di  Asia  Timur,  dikenal  dengan  ju- 
lukan  "4  macan  Asia"  melejit  muncul  mem- 
perkecil  ketinggalannya  dari  negara-nega- 
ra maju  Barat,  disusul  tak  jauh  di  belakang 
oleh  beberapa  negara  calon  NIB  Asia  lain- 
nya.  Seperti  diketahui,  sejak  akhir  dasawarsa 
1980  kawasan  Asia  Pasifik  merupakan  ka- 
wasan pertumbuhan  dengan  dinamika  eko- 
nomi tertinggi  di  dunia,  yang  menjanjikan 
abad  ke-21  sebagai  "Abad  Asia  Pasifik".  Be- 
tapa  menonjolnya  dinamika  dan  pertumbuh- 
an ekonomi  di  Asia  itu  dapat  dilihat  pada 
Tabel  I. 

Selama  Perang  Dingin,  di  Asia  Pasifik  ti- 
dak  terdapat  kerja  sama  multilateral  ekonomi 
kawasan.  Bahkan  ide  atau  gagasan  untuk  itu 
pun  tidak  ada.  Baru  pada  paro  kedua  dasa- 
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Tabel  1 

PERTUMBUHAN  PDB  RIIL 
(%  rata-rata/tahun) 


1974-1993  1994-2003 


liL/Uulu  iiiuujii  i  iviaj  u 

2.9 

2,7 

Negara  Berkembang 

3,0 

4,8 

di  antaranya: 

•  Asia  Timur 

7,5 

7,6 

•  Asia  Selatan 

4,8 

5,3 

•  Amerika  Latin 

2,6 

3,4 

•  Eropa  Timur  dan 

mantan  Uni  Soviet 

1,0 

2,7 

•  Afrika  Sub-Sahara 

2,0 

3,9 

•  Timur  Tengah  dan 

Afrika  Utara 

1,2 

3,8 

Sumber.  World  Bank. 


warsa  1960-an  muncul  berbagai  pikiran  dan 
penjajagan  kemungkinan  kerja  sama  yang 
akan  meningkatkan  kesejahteraan  dan  ke- 
makmuran  bangsa-bangsa  di  kawasan  ini. 
Pikiran  dan  gagasan  itu  untuk  pertama  kali- 
nya  dicetuskan  di  Jepang  dan  segera  men- 
dapat  sambutan  di  Australia,  Amerika  Seri- 
kat  dan  Korea  Selatan.  Para  pengusaha  Je- 
pang dan  Australia  pulalah  yang  pertama 
kali  membentuk  lembaga  kerja  sama  bisnis, 
the  Pacific  Business  Co-operation  Commit- 
tee (PBEC)  pada  tahun  1967  dengan  lima 
Komite  Nasional  (Amerika  Serikat,  Austra- 
lia, Kanada,  Jepang,  Selandia  Baru).  Pada  ta- 
hun yang  sama  juga  lahir  the  Association 
of  South  East  Asian  Nations  (ASEAN), 
suatu  orgasisasi  subregional  Asia  Tengga- 
ra  yang  benar-benar  lahir  atas  inisiatif  ne- 
gara-negara  Asia  Tenggara  itu  sendiri,  bu- 
kan  atas  sponsor  negara  luar  mana  pun.  Te- 
tapi  kelahiran  ASEAN,  meskipun  secara  de- 
klaratoris  bertujuan  untuk  kerja  sama  eko- 
nomi,  sosial  dan  kultural,  namun  dilandasi 
oleh  hasrat  yang  besar  untuk  menciptakan 
stabilitas,  keamanan  dan  perdamaian  di 
subkawasan  Asia  Tenggara.  Dengan  kata 


lain,  stabilitas-keamanan-perdamaian  regio- 
nal hendak  dicapai  melalui  kerja  sama  di 
bidang  ekonomi,  sosial  dan  kebudayaan. 
Suatu  pikiran  yang  jauh  mendahului  wak- 
tunya,  yang  sudah  memasuki  alam  pikiran 
konsep  keamanan  komprehensif,  atau  multi- 
dimensi,  dengan  menciptakan  keamanan  (dan 
kesejahteraan)  bersama  melalui  kerja  sama 
keamanan  (keamanan  koperatif).  Pandangan 
jauh  ke  depan  itu  nota  bene  lahir  dalam 
era  Perang  Dingin  yang  sedang  berkecamuk 
di  mana  bagian  terbesar  dunia  masih  berpi- 
kir  dalam  kerangka  kekuatan  militer. 

Pemikiran-pemikiran  dan  langkah-lang- 
kah  untuk  merealisasikan  kerja  sama  eko- 
nomi yang  meliputi  kawasan  Asia  Pasifik 
keseluruhan  yang  dipelopori  oleh  para 
pengusaha,  kemudian  juga  melibatkan  para 
cendekiawan  dan  para  pejabat  pemerintah  ~ 
masing-masing  dalam  kapasitas  pribadi  ~ 
menghasilkan  terbentuknya  the  Pacific  Eco- 
nomic Co-operation  Conference  (PECC)  pa- 
da tahun  1988,  suatu  badan  non-pemerin- 
tah  atas  prakarsa  PM  Ohira  dari  Jepang  dan 
PM  Fraser  dari  Australia.  PECC  diharapkan 
akan  menjadi  mekanisme  regional  untuk 
memajukan  kerja  sama  ekonomi  dan  inte- 
grasi  ekonomi  berdasarkan  prinsip  pasar. 

Berkat  kegigihan  PM  Hawke  dari  Aus- 
tralia dengan  dukungan  kuat  dari  Jepang 
dan  aktivitas  PECC,  maka  kendati  pada  per- 
mulaannya  ASEAN,  termasuk  Indonesia  ti- 
dak  terlalu  antusias  terbentuklah  forum  Ker- 
ja Sama  Ekonomi  Asia  Pasifik  {Asia  Pacific 
Economic  Co-operation/ APEC).  Forum  ini 
merupakan  forum  kerja  sama  antarpeme- 
rintah,  karena  tujuan-tujuan  seperti  dica- 
nangkan  semula  oleh  pencctus-pencetus  ga- 
gasan PECC  hanya  akan  bcrhasil  optimal, 
jika  pemerintah  negara-negara  Asia  Pasifik 
juga  dilibatkan  dalam  upaya  kerja  sama  cko- 
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nomi  itu.  APEC  segera  disusul  dengan  ter- 
bentuknya  pula  Forum  Bisnis  Pasifik  (the 
Pacific  Business  ForumfPEF,  sekarang  men- 
jadi  APEC  Business  Advisory  Council 
(ABAC)  sebagai  mitra  dan  pelaksana  kebi- 
jakan  APEC  di  lapangan.  Dengan  demikian 
sekarang  terdapat  3  badan  kerja  sama  eko- 
nomi  yang  meliputi  seluruh  kawasan  Asia 
Pasifik: 

•  PECC  (non-Pemerintah:  Track  II)  dengan 
anggota-anggota  bersifat  "tripartit"  (pa- 
kar/akademisi,  pengusaha,  pejabat  pe- 
merintah  dalam  kapasitas  pribadi),  yang 
berfungsi  memberi  masukan  kepada 
APEC  mengenai  perkiraan-perkiraan  eko- 
nomi  kawasan,  pembuatan  konsepsi-kon- 
sepsi,  perumusan-perumusan  kebijakan, 
dan  sebagainya.  Jadi,  PECC  merupakan 
semacam  think-thank  dari  APEC.  PECC 
sekarang  sudah  mempunyai  22  Komite 
Nasional  (Amerika  Serikat,  Australia,  Bru- 
nei Darussalam,  Kanada,  Chile,  Cina, 
Cina  Taipei,  Kolombia,  Hongkong,  In- 
donesia, Jepang,  Korea  Selatan,  Malaysia, 
Mexico,  Negara-negara  Kepulauan  Forum 
Pasifik  Selatan,  Selandia  Baru,  Peru,  Fili- 
pina,  Rusia,  Singapura,  Thailand,  Viet- 
nam). 

•  APEC  (Pemerintah:  Track  I)  beranggota- 
kan  18  ekonomi  (6  ASEAN  +  6  mitra  dia- 
log ASEAN;  dan  negara-negara  pendiri 
lainnya:  Chile,  Hongkong,  Mexico,  RRC, 
Taiwan,  PNG). 

•  ABAC,  badan-badan  usaha  pelaksana  da- 
lam mencapai  tujuan-tujuan  kebijakan 
APEC. 

Di  samping  itu  terdapat  pula  ASEAN 
yang  telah  sepakat  merealisasikan  gagas- 
an  Kawasan  Perdagangan  Bebas  ASEAN 
(ASEAN  Free  Trade  Area:  AFTA)  pada 
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akhir  tahun  2003.  Peran  ASEAN  dengan  mi- 
tra bisnisnya,  ASEAN  CCI  (ASEAN  Cham- 
bers of  Commerce  and  Industry),  adalah  sa- 
ngat  penting  dan  bahkan  menentukan  da- 
lam konteks  APEC  dan  PBF.  Semuanya  itu 
memberi  prospek  kepada  meningkatnya  ker- 
ja sama  dan  saling  ketergantungan  ekono- 
mi negara-negara  Asia  Pasifik  yang  saling 
berbeda  hampir  di  segala  bidang,  namun  se- 
makin  terintegrasi  secara  ekonomi,  khusus- 
nya  dalam  perdagangan  dan  investasi. 

Kerawanan-kerawanan  Akibat  Pertum- 
buhan  dan  Dinamika  Ekonomi  yang  Tinggi 

Pertumbuhan  dan  kinerja  ekonomi  yang 
terus  meningkat  tinggi  itu  pada  saat  yang 
bersamaan  menimbulkan  berbagai  kerawan- 
an,  yang  dapat  menjelma  menjadi  ancaman 
terhadap  keamanan  ekonomi,  lingkungan,  dan 
sosial,  jika  tidak  segera  diatasi.  Di  antara- 
nya  dapat  disebut  hal-hal  sebagai  berikut: 

•  Masalah  defisit  energi.  Kawasan  Asia 
diproyeksikan  akan  menjadi  kawasan  de- 
fisit energi,  dalam  2-3  dasawarsa  menda- 
tang,  sehingga  akan  dapat  mempertajam 
persaingan  antarnegara  Asia  Pasifik  sen- 
diri  dalam  memenuhi  kebutuhan  energi- 
nya  masing-masing  di  samping  mening- 
katkan  ketergantungan  Asia  kepada  sum- 
ber-sumber  energi  tak  terperbarui  itu  da- 
ri kawasan  Timur  Tengah,  yaitu  subka- 
wasan  Teluk.  Bagi  Asia  ketergantungan 
ini  meningkat  2  kali  lipat  setiap  12  ta- 
hun, dibandingkan  dengan  dunia  yang 
meningkat  2  kali  lipat  setiap  28  tahun. 
Peningkatan  konsumsi  terbesar  ialah  pa- 
da minyak  bumi. 


2Lihat  selanjutnya  Habib  (1997). 
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•  Masalah  peningkatan  permintaan  pa- 
ngan.  Peningkatan  permintaan  pangan  di- 
sebabkan  oleh  meningkatnya  taraf  hi- 
dup  rakyat  banyak,  di  samping  pertum- 
buhan  jumlah  penduduk. 

•  Meningkatnya  masalah  urbanisasi.  Ur- 
banisasi  akan  meningkat  cepat,  dengan 
segala  problema  yang  terkait,  seperti  ke- 
jahatan  yang  semakin  meluas  dan  ma- 
salah polusi  yang  semakin  berat  (ber- 
dasarkan  perkiraan,  di  Asia  sudah  terda- 
pat  13  dari  55  kota  di  dimia  yang  terma- 
suk  kategori  paling  berpolusi). 

•  Dislokasi  komunitas-komunitas  dan  po- 
la-pola  tatanan  sosial.  Mobilitas  pendu- 
duk yang  meningkat  tidak  hanya  intra- 
negara  tetapi  juga  antarnegara  dalam 
suatu  kawasan,  akan  mempunyai  efek  ne- 
gatif  berupa  meningkatnya  kejahatan  dan 
ketidakstabilan. 

•  Berkurangnya  wilayah-wilayah  hutan 
dan  persediaan  ikan.  Dengan  pertum- 
buhan  ekonomi  dunia  tercepat  di  Asia 
selama  20-25  tahun  terakhir,  wilayah  hu- 
tan di  Asia  diperkirakan  telah  berku- 
rang  dengan  50  persen  —  terparah  ialah 
di  Asia  Tenggara  yang  telah  menimbul- 
kan  degradasi  ~  demikian  pula  stok  ikan 
yang  juga  diperkirakan  telah  berkurang 
dengan  persentase  sama  (Clad  and  Me- 
dina, 1996:  52-71).  Persaingan  mempero- 
leh  akses  ke  sumber-sumber  daya  alami 
ini  akan  menajam,  terutama  mengenai 
sumber-sumber  daya  laut  {marine  re- 
sources). Kecuali  jika  berhasil  dilakukan 
perubahan-perubahan  pola  penggunaan 
energi  (kayu  adalah  sumber  daya  energi 
utama  bagi  penduduk  di  daerah-daerah 
pedalaman),  tingkat  degradasi  lingkung- 
an  akan  semakin  parah. 


Dari  beberapa  contoh  di  atas  jelaslah, 
bahwa  masalah  keamanan  sekarang  ini  se- 
makin bergeser  ke  dimensi-dimensi  non-mi- 
liter,  yang  dalam  masa-masa  mendatang  akan 
menjadi  lebih  serius  lagi,  jika  tidak  ditemu- 
kan  jawaban  bersama  yang  memadai.  Sifat 
transnasional  dari  masalah-masalah  keaman- 
an itu  telah  semakin  menanamkan  kesadaran 
di  kalangan  negara-negara  di  kawasan  ini, 
terutama  di  Asia  Tenggara  tetapi  juga  di  Je- 
pang  dan  RRC  untuk  meninjau  keamanan  re- 
gional tidak  hanya  secara  tradisional  dari  di- 
mensi  militer,  melainkan  juga  harus  malahan 
lebih  penting  lagi  mencakup  dimensi-dimensi 
non-militer,  terutama  dimensi-dimensi  ekono- 
mi, lingkungan,  sosial,  dan  lain-lain 

Asia  Pasifik:  Kawasan  Ekonomi  Terpuruk, 
Krisis  Sosial,  Gejolak  Politik,  Kekuasaan 
IMF 

Sejak  pertengahan  1997  lalu,  Asia  Pa- 
sifik seperti  dilontarkan  kembali  30  tahun 
ke  belakang,  sewaktu  kawasan  ini  menjadi 
kawasan  krisis  dunia.  Hanya  dalam  waktu 
satu  tahun  saja,  kawasan  yang  permula- 
an  tahun  lalu  masih  merupakan  dinamo 
ekonomi  dunia  itu  jatuh  terpuruk  begitu 
dalamnya.  Tabel  2  memberi  gambaran  pros- 
pek  pertumbuhan  ekonomi  Asia  jangka 
pendek. 

Apa  yang  telah  terjadi?  Mengapa  eko- 
nomi-ekonomi  di  kawasan  ini  yang  tadinya 
terlihat  demikian  tegar  dan  cemerlang  ter- 
nyata  begitu  rapuh?  Para  ahli  masih  men- 
coba  meneliti  secara  lebih  terinci  apa  se- 
benarnya  yang  telah  memporakporandakan 
ekonomi  Asia  Pasifik.  Untuk  sementara  pen- 
dapat  umum  menunjuk  kepada  hal-hal  bcr- 
ikut: 
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•  crony  capitalism  (KKN)  sebagai  biang  ke- 
ladinya;  bersamaan  dengan 

•  tidak  adanya  transparansi  lembaga-lem- 
baga  keuangan; 

•  kolusi  pemerintah-bisnis; 

•  korapsi;  dan 

•  tidak  hanya  accountability  dari  para 
penguasa  politik  dan  ekonomi. 

Rupanya  semua  faktor  negatif  di  atas 
merupakan  praktik-praktik  di  hampir  selu- 
ruh  kawasan  Asia.  Bahkan  Indonesia  diper- 
sepsikan  sebagai  salah  satu  negara  yang 
terberat  mengidap  penyakit  itu  di  seluruh 
dunia.  Tetapi  faktor-faktor  tersebut  saja  ti- 
dak cukup  kuat  untuk  menghempaskan  se- 
luruh kawasan  ini  ke  dalam  jurang  keter- 
purukan  yang  begitu  dalam,  karena  penya- 
kit-penyakit  serupa  juga  sudah  ada  selama 
dasawarsa-dasawarsa  sewaktu  kawasan  ini 
merupakan  kawasan  "mukjizat". 


Tabel  2 

PROYEKSI  PERTUMBUHAN  EKONOMI  ASIA 
(dalam  persen) 


Negara/Kawasan 

1997 

1998 

1999 

Asia  Timur 

RRC 

8,8 

7,3 

7,6 

Hongkong 

5,3 

-1.3 

1,0 

Jepang 

0,9 

-0,5 

0,9 

Korea  Selatan 

5,5 

-3,8 

1,4 

Taiwan 

6,8 

5,3 

5,7 

Asia  Tenggara 

'  Thailand 

-0,3 

-6,4 

-0,2 

Vietnam 

8,5 

7,5 

7,5 

Malaysia 

7,8 

-1,7 

0,5 

Indonesia 

4,6 

-13,4 

-0,2 

Singapura 

7,8 

1,2 

2,0 

Filipina 

5,1 

-1,7 

3,5 

Asia  Pasifik 

2,5 

-0,1 

1,8 

Amerika  Latin 

5,1 

3,2 

4,2 

Eropa  Timur 

3,0 

2,9 

3,4 

Sumber.  Consensus  Economics/AWJS/Rtr. 
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Kendati  terdapat  pembenaran  faktor  KKN 
sebagai  faktor  yang  merontokkan  ekonomi 
Asia,  banyak  analis  berkesimpulan  bahwa 
perang  lebih  besar  dimainkan  oleh  arus  mo- 
dal global  tanpa  kendali.  Seperti  halnya 
krisis  keuangan  di  Mexico  tahun  1994,  kri- 
sis  Asia  ini  pada  dasarnya  juga  akibat  dari 
menjagatnya  pasar-pasar  uang  dan  modal. 

Analisis  mendalam  menyimpulkan,  bah- 
wa peran  sentral  dalam  proses  pembangun- 
an  di  Asia  —  terutama  di  Asia  Tenggara  — 
tidaklah  terutama  dipikul  oleh  tabungan 
domestik  melainkan  oleh  infus  modal  asing 
dalam  jumlah  sangat  besar.  Dalam  tahun- 
tahun  akhir  1980-an,  pertumbuhan  kawasan 
ini  sangat  bergantung  pada  investsi  lang- 
sung  Jepang.  Pada  waktu  aliran  modal  Je- 
pang mulai  menurun  pada  tahun-tahun 
permulaan  1990-an,  para  elit  dan  teknokrat 
mencari  sumber-sumber  modal  asing  lain- 
nya.  Mereka  menemukannya  pada  para  in- 
vestor portfolio  dan  bank-bank  besar  in- 
ternasional  yang  sedang  menjajagi  kesem- 
patan-kesempatan  di  selutuh  dunia  dengan 
mencari  alternatif-alternatif  bagi  tingkat  su- 
ku  bunga  dan  tingkat  ROI  yang  rendah  di 
pasar  saham  di  New  York,  London,  dan 
Tokyo  (Bello,  1998).  IMF  berperan  penting 
dalam  hal  ini  dengan  mendesak  para  pe- 
megang  kebijakan  (pemerintah)  untuk  me- 
liberalisasi  capital  account  dan  membuka  le- 
bih besar  lagi  sektor  finansial  bagi  partisi- 
pasi  asing.  Dengan  meninggikan  tingkat  bu- 
nga dan  menjalankan  kebijakan  nilai  tukar 
tetap  {fixed  exchange  rate)  antara  mata  uang 
lokal  dan  dolar  AS,  investor  asing  mempero- 
leh  jaminan  terhadap  risiko  devaluasi  yang 
akan  merugikan  investasi  mereka. 

Resep  ini  berhasil  besar  dalam  memasuk- 
kan  arus  modal.  Menurut  Institute  of  Inter- 
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national  Finance  di  Washington,  net  pri- 
vate capital  flows  ke  Indonesia,  Malaysia, 
Filipina,  Thailand  dan  Korea  melonjak  dari 
US$40,5  milyar  pada  tahun  1994  menjadi 
US$77,4  milyar  tahun  1995  dan  US$93  mil- 
yar tahun  1996.  Masalahnya  ialah,  bahwa 
bagian  terbesar  dari  dana  ini  adalah  modal 
spekulatif  dan  berjangka  pendek  yang  men- 
cari  keuntungan  sebanyak  mungkin  dalam 
waktu  secepat  mungkin.  Dengan  pemerin- 
tah  yang  tidak/sangat  kurang  mengawasi 
arus  modal  itu  dan  sangat  kurangnya  pe- 
ngalaman  dalam  mengendalikan  arus  mo- 
dal masuk  yang  demikian  besarnya,  modal 
asing  itu  tidak  masuk  ke  dalam  sektor-sek- 
tor  produktif  dari  ekonomi  seperti  pertani- 
an  dan  manufaktur,  tetapi  ke  pasar  modal 
dan  saham,  consumer  financing,  dan  ter- 
masuk  sekali,  ke  real  estate. 

Semuanya  itu  menimbulkan  akibat-aki- 
bat  negatif,  seperti  jatuhnya  sektor  proper- 
ti,  meningkatnya  non-performing  loans. 
Gempa  keuangan  bermula  di  Bangkok;  mo- 
dal asing  mulai  lari  ke  luar  pada  tahun 
1997,  pada  mulanya  situasi  relatif  masih  cu- 
kup  tenang.  Tetapi  kemudian  terjadi  stam- 
pede dengan  akibat  berupa  bencana  besar, 
karena  ulah  para  spekulan  uang  yang  me- 
lempar  mata  uang  baht  dalam  jumlah  luar 
biasa  besarnya  berdasarkan  perkiraan,  bah- 
wa baht  pasti  akan  didevaluasi.  Inilah  yang 
mencetuskan  currency  crash  dan  krisis  mo- 
neter.  Polanya  pada  dasarnya  serupa  de- 
ngan yang  terjadi  di  Jakarta,  Manila  dan 
Kuala  Lumpur.  Seluruh  kawasan  menga- 
lami  destabilisasi  hebat.  Jatuhnya  nilai 
mata  uang  lokal  berkisar  antara  30-80  per- 
son. Skala  destabilisasi  yang  disebabkan 
oleh  kepanikan  itu  tercermin  pada  angka- 
angka  berikut:  dari  net  inflow  sebesar  US$93 
milyar  tahun  1996  modal  swasta  ke  lima 


negara  Asia  yang  paling  menderita  krisis 
berubah  menjadi  net  outflow  sebesar  US$12 
milyar  tahun  1997. 

Krisis  moneter  yang  melanda  kawasan 
seperti  air  bah,  memerlukan  kepemimpinan 
yang  mampu  merencanakan  dan  mengim- 
plementasikan  respons  strategis  yang  kom- 
prehensif.  Tetapi  justru  yang  terlihat  ia- 
lah kegagalan  kepemimpinan.  Dengan  ke- 
pemimpinan yang  tidak  efisien,  krisis  me- 
nimbulkan gejolak-gejolak  sosial  dan  poli- 
tik,  dan  di  Indonesia  bahkan  sampai  meng- 
gulingkan  Presiden  Soeharto  yang  telah 
berkuasa  selama  32  tahun  tanpa  ada  satu 
kekuatan  pun  yang  sebelumnya  mampu  me- 
nantangnya.  Kelemahan  kepemimpinan  itu 
pula  yang  memaksa  semua  pemerintah  ke- 
cuali  Malaysia  meminta  pertolongan  dan 
bantuan  IMF  dalam  mengatasi  kesulitan 
moneter  dan  ekonomi.  Badan  internasional 
ini  segera  menghimpun  paket-paket  perto- 
longan sejumlah  US$120  milyar  untuk  Ko- 
rea, Indonesia  dan  Thailand  dan  sejak  itu 
IMF  memainkan  peran  sangat  menentukan 
dalam  upaya  membantu  Asia  keluar  dari 
krisis,  di  bawah  kritik-kritik  tajam  dari  pi- 
hak-pihak  yang  anti  IMF,  tidak  saja  dari 
dalam  kawasan  tetapi  juga  dari  banyak  pe- 
ngamat  dunia  maju  sendiri. 

Hanya  satu  pemerintah  saja  yang  ber- 
tindak  tepat  dan  bertanggung  jawab,  yaitu 
RRC.  Negara  ini  bahkan  menyumbang  ke- 
pada  dana-dana  penyelamat  untuk  Thai- 
land, Indonesia  dan  Korea.  Ia  juga  menyata- 
kan  kesediaannya  menggunakan  dana-dana 
dari  cadangan  devisanya  untuk  mendukung 
gagasan  mendirikan  Asian  Monetary  Fund 
(yang  belum  terlaksana).  Negara  ini  juga 
menahan  diri  untuk  tidak  mendevaluasi  ma- 
ta uangnya,  renmimbi,  agar  tidak  mengham- 
bat  pemulihan  negara-negara  tetangganya 
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melalui  pendekatan  ekspor  {export-led  re- 
covery). 

Dengan  semua  kelemahan  dan  kega- 
galan  tersebut  sehingga  telah  menciptakan 
krisis  sistemik  yang  belum  ada  preseden- 
nya  dalam  sejarah,  maka  krisis  ekonomi 
(sebagian  dari  krisis  sistemik)  yang  sudah 
memasuki  tahun  kedua,  kelihatannya  mung- 
kin  akan  memburuk  menjadi  depresi  regio- 
nal setelah  ekonomi  Jepang  berhenti  ber- 
fungsi  sebagai  lokomotif  ekonomi  Asia.  Se- 
perti  Amerika  Latin  dalam  dasawarsa  1980, 
Asia  menghadapi  suatu  bencana  yang 
mungkin  juga  akan  berlangsung  satu  dasa- 
warsa, bahkan  mungkin  lebih  lama. 

"Mukjizat"  Asia  sudah  berakhir.  Peker- 
jaan  rumah  sangat  berat  menunggu,  tidak 
saja  dalam  negara-negara  Asia  itu  sendiri, 
tetapi  juga  bagi  lembaga-lembaga  kerja  sa- 
ma  ekonomi  yang  ada,  seperti  ASEAN, 
APEC,  dan  AFTA.  Lembaga-lembaga  multi- 
lateral ini  menghadapi  ujian  terberat  yang 
akan  menentukan  relevan/tidaknya  badan- 
badan  kerja  sama  itu,  yang  pada  giliran- 
nya  akan  menentukan  masa  depan  kawasan 
Asia  Pasifik.  Semua  kerawanan  dari  "ke- 
mukjizatan  Asia"  sebelumnya  sekarang  men- 
jelma  menjadi  ancaman  terhadap  keamanan 
kawasan  dimensi  non-militer . 

Keamanan  Militer-Politik  Kawasan 
Asia  Pasifik 

Situasi  Umum  Keamanan  Militer-Politik 

Berakhirnya  Perang  Dingin  mengubah  ke- 
seimbangan  kekuatan  dari  negara-negara 
besar  di  Asia  Pasifik  secara  mendasar.  De- 
ngan hilangnya  Uni  Soviet  dan  dengan  "ter- 
benamnya"  Rusia  dalam  masalah-masalah 
politik,  sosial  dan  ekonominya  sendiri  pa- 
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ling  tidak  untuk  masa  10-15  tahun  menda- 
tang  kalau  tidak  lebih  lama  —  dan  de- 
ngan semakin  berkurangnya  kehadiran  fi- 
sik  militer  Amerika  Serikat  di  kawasan  yang 
luas  ini,  perubahan  keseimbangan  kekuat- 
an membuat  sosok  RRC  menjadi  "sesuatu 
yang  menggelisahkan".  Dengan  pertum- 
buhan  ekonominya  yang  menakjubkan  se- 
lama  kira-kira  dua  windu,  bahkan  masih  te- 
tap  tumbuh  dalam  krisis  yang  melanda  se- 
luruh  Asia,  sehingga  semakin  memperbesar 
peluang  keberhasilan  program  modernisasi 
Angkatan  Perangnya,  ditambah  dengan  ke- 
mampuan  nuklir  serta  hak  vetonya  di  DK- 
PBB  -  satu-satunya  negara  Asia  —  maka 
ia  berada  pada  jalur  menuju  status  negara 
adikuasa  tiga-dimensi,  seperti  Amerika  Se- 
rikat. Keadaan  ini  menimbulkan  "kecemas- 
an"  di  banyak  negara  di  kawasan,  bahwa  rak- 
sasa  komunis  itu  akan  memanfaatkan  ke- 
adaan untuk  menjalankan  politik  keamanan 
yang  hegemonistik  di  kawasan.  Kekhawa- 
tiran  itu  timbul  melihat  sikapnya  dalam  ma- 
salah  Taiwan,  klaimnya  mengenai  gugusan 
Kepulauan  Senkaku  di  Laut  Cina  Timur, 
Kepulauan  Spratly  dan  Paracel  serta  hampir 
seluruh  Laut  Cina  Selatan,  sehingga  me- 
nimbulkan ketegangan  dalam  hubungannya 
dengan  Jepang  dan  hampir  semua  negara 
ASEAN. 

Masih  berlanjutnya  serangkaian  aliansi 
militer  bilateral  di  kawasan  serta  multilate- 
ral FPDA  dari  masa  Perang  Dingin  -  yang 
semuanya  adalah  sistem  aliansi  "Barat" 
dalam  kerangka  sistem  hub  and  spokes  da- 
ri Amerika  Serikat  -  barangkali  dapat  di- 
pandang  sebagai  wujud  "keprihatinan"  ne- 
gara-negara itu  terhadap  ketidakpastian  po- 
litik-militer-keamanan  Cina  dalam  masa 
mendatang  setelah  menjadi  negara  adidaya 
tiga-dimensi.  Pada  sisi  lain  juga  terjadi  per- 
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baikan  hubungan  signifikan  antara  Cina 
dengan  Amerika  Serikat,  Rusia  Jepang, 
ASEAN  dan  Uni  Eropa,  terutama  sejak  ta- 
hun  1997  lalu.  Demikian  pula  Cina  bersama 
Kazakhstan,  Kyrgyzstan,  Rusia  dan  Tajikis- 
tan melakukan  pertemuan  dan  mengeluar- 
kan  perayataan  bersama  yang  menjanjikan 
suatu  pendekatan  baru  bagi  stabilitas  dan 
keamanan  di  daerah-daerah  perbatasan  ber- 
sama negara-negara  itu. 

Di  samping  "titik-titik  panas"  tradisio- 
nal  yang  masih  tetap  belum  berhasil  didi- 
nginkan  (Semenanjung  Korea,  RRC -Taiwan, 
Kepulauan  Spratly)  dan  pertikaian  perba- 
tasan yang  juga  merupakan  permasalahan 
"tradisional"  (Cina  dan  India,  Jepang  dan 
Cina,  Jepang  dan  Rusia,  Cina  dan  Vietnam, 
dan  juga  antara  beberapa  negara  ASEAN), 
terdapat  beberapa  problem  yang  berpoten- 
si  membawa  dampak  negatif  terhadap  sta- 
bilitas dan  keamanan  kawasan.  Di  antara- 
nya  ialah  "promosi"  India  dan  Pakistan  men- 
jadi  negara-negara  nuklir  baru;  "Kambodja 
pasca  Pemilu";  Myanmar  yang  mengalami 
sengketa  antara  Pemerintah  Militer  dan  NLD 
{National  League  for  Democracy)  yang  te- 
lah  memenangkan  Pemilu  1990  dengan  sa- 
ngat  meyakinkan,  namun  tetap  ditindas  dan 
tidak  diberi  haknya  oleh  pemerintah;  se- 
makin  menimbulkan  keadaan  yang  mengan- 
cam  daerah  Thailand  yang  berbatasan  di 
samping  berpotensi  mencetuskan  ledakan 
sosial.  Kecuali  hal-hal  itu,  pada  dasarnya 
suasana  relatif  stabil  dan  terkendali. 

Lahimya  ASEAN  Regional  Forum  (ARF) 

ASEAN  yang  terbentuk  pada  tahun 
1967,  meskipun  pertimbangan  utamanya  ia- 
lah faktor  keamanan  ~  yaitu  stabilitas,  per- 
damaian  dan  keamanan  di  Asia  Tenggara 


—  namun  secara  resmi  bertujuan  memaju- 
kan  kerja  sama  ekonomi,  sosial  dan  buda- 
ya.  ASEAN  tidak  merupakan  lembaga  kerja 
sama  politik,  apalagi  pertahanan  keaman- 
an, meskipun  sejak  pertemuan  KKT  ASEAN 
di  Singapura  tahun  1992,  ASEAN  mengam- 
bil  keputusan  penting  untuk  juga  melaku- 
kan kerja  sama  politik  dan  keamanan,  tidak 
saja  intern  antarnegara  anggota  ASEAN,  te- 
tapi  juga  dengan  negara-negara  mitra  dia- 
log dengan  memanfaatkan  forum  A  SEAN- 
PMC. 

Pendekatan  Ketahanan  Nasional  dan  Ke- 
tahanan  Regional  ASEAN,  informalitas  in- 
teraksi  antarnegara  ASEAN  dan  solidari- 
tas  ASEAN  yang  tumbuh  berkat  frekuen- 
si  interaksi  yang  semakin  tinggi  dalam  se- 
gala  bidang  —  termasuk  pertahanan  keaman- 
an, walaupun  sebelumnya  bersifat  bilateral 
dan  "di  luar  payung  ASEAN"  —  dan  suk- 
ses  "intervensi"  ASEAN  dalam  sengketa 
Kambodja,  membuat  ASEAN  berhasil  me- 
melihara  stabilitas  dan  perdamaian  dalam 
lingkungan/subkawasannya  sendiri.  Keber- 
hasilan  itu  meningkatkan  gengsi  ASEAN 
di  arena  internasional.  ASEAN  membukti- 
kan,  bahwa  dengan  "cara  ASEAN",  enam 
negara  berkembang  berhasil  membangun 
suatu  komunitas  bangsa  di  sebagian  subka- 
wasan  Asia  Tenggara  yang  mungkin  dapat 
disebut  komunitas  keamanan  {security  com- 
munity) sesuai  pengertian  Karl  Deutsch.3 


Pengertian  inti  dari  suatu  "komunitas  keaman- 
an" itu  ialah  suatu  komunitas  negara-negara  yang 
satu  sama  lin  sudah  mcrasa  sangat  dekat  sckali,  ka- 
rena  mempunyai  kepentingan  bersama  dan  saling 
ketergantungan  mcliputi  scluruh  spektrum  dan  di- 
mensi  keamanan  dalam  arti  luas,  schingga  tidak  la- 
gi  dapat  dibayangkan  negara-negara  itu  mcngguna- 
kan  kckcrasan  dalam  menyelesaikan  perbedaan  pen- 
dapat  antara  mcrcka  masing-masing.  I,ihat  Deutsch 
ct.  al.  (1957). 
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Perkembangan  perubahan  keseimbang- 
an  kekuatan  yang  mendasar  seperti  telah 
dijelaskan  di  atas  serta  ketidakpastian  si- 
tuasi  kawasan  pada  umumnya,  memaksa 
ASEAN  menoleh  ke  luar  kawasannya  sen- 
diri  -  Asia  Tenggara  ~  ke  kawasan  Asia  Pa- 
sifik  keselumhan.  Sebab  Asia  Tenggara  me- 
rupakan  bagian  yang  tidak  dapat  dipisah- 
kan  dari  Asia  Pasifik  keselumhan,  khusus- 
nya  dari  subkawasan  Asia  Timur  Laut  de- 
ngan  situasi  keamanan  yang  lebih  gawat 
ketimbang  Asia  Tenggara,  sedangkan  di 
subkawasan  itu  tidak  ada  lembaga  seperti 
ASEAN.  Australia,  negara  tetangga  terde- 
kat  Indonesia,  juga  sangat  berkepentingan 
dengan  kawasan  Asia  Pasifik  yang  stabil, 
aman  dan  damai,  dan  secara  realistis  meni- 
lai  bahwa  sistem-sistem  keamanan  yang  ada 
jauh  dari  memadai.  Pada  tahun  1990  nega- 
ra itu  mengajukan  saran  pembentukan  sua- 
tu  forum  dialog  Asia  Pasifik  menurut  mo- 
del CSCE  {Conference  on  Security  and  Co- 
operation in  Europe),  yang  sekarang  te- 
lah menjadi  OSCE  {Organization  for  Security 
and  Co-operation  in  Europe),  yaitu  CSCA 
{Conference  on  Security  and  Co-operation 
in  Asia).  Gagasan  itu  langsung  ditolak  oleh 
ASEAN  atas  dasar  pertimbangan,  bahwa 
masalah-masalah  keamanan  di  Asia  jauh 
berbeda  daripada  di  Eropa  dan  oleh  ka- 
rena  itu  model  Eropa  tidak  cocok  untuk 
kawasan  ini. 

Namun,  ASEAN  sendiri  ingin  "memba- 
gi"  pengalamannya  dengan  negara-negara 
lain  di  kawasan  Asia  Pasifik.  Pada  tahun 
1991  ASEAN  mengambil  langkah  memper- 
luas  cakupan  dialog  regionalnya  (ASEAN- 
PMC)  dengan  mengundang  Rusia,  Viet- 
nam dan  Cina  untuk  menghadiri  forum  dia- 
log tahunan  sebagai  peninjau.  Rapat  tahun- 
an para  Menlu  ASEAN  tahun  1993  berse- 
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pakat  untuk  membentuk  suatu  Forum  Asia 
Pasifik,  yang  dinamakan  ARF  {the  ASEAN 
Regional  Forum)  sebagai  implementasi  dari 
keputusan  KTT  ASEAN  di  Singapura  ta- 
hun 1992.  Rapat  pertama  ARF  berlangsung 
di  Bangkok  pada  tahun  1994.  Keanggota- 
an  ARF  berkembang  menjadi  21  negara 
(10  negara  Asia  Tenggara,  Amerika  Seri- 
kat,  Australia,  Kanada,  Uni  Eropa,  India,  Je- 
pang,  Korea  Selatan,  Selandia  Baru,  PNG, 
RRC,  Rusia).  Pada  pertemuan  ARF  ke-5  di 
Manila,  27  Juli  1998,  Mongolia  menjadi  ang- 
gota  terbaru  ARF  sehingga  keanggotaan 
forum  kerja  sama  ini  menjadi  22  negara. 

ASEAN  memegang  kendali  forum  itu 
dan  dengan  memanfaatkan  pengalamannya 
sendiri  selama  ini,  mencoba  memberlaku- 
kan  "gaya  ASEAN"  dalam  kegiatan-kegiat- 
an  ARF.  Untuk  pertama  kalinya  dalam  se- 
jarah  dunia,  sekumpulan  negara  lemah/ke- 
cil/berkembang  memegang  kendali  kerja 
sama  politik-keamanan  secara  informal,  da- 
lam suatu  kawasan  yang  terdiri  dari  empat 
pusat  kekuasan  global  —  Amerika  Serikat, 
Uni  Eropa,  Rusia,  RRC  -  dan  tiga  negara 
maju  non-Asia  (Kanada,  Australia,  Selan- 
dia Baru).  Yang  sangat  menarik  ialah,  bah- 
wa masih  ada  saja  permintaan  untuk  men- 
jadi anggota  ARF  dari  negara-negara  yang 
tidak  berada  dalam  kawasan  ini,  yaitu  Pe- 
rancis  dan  Inggris,  karena  kedua  negara  me- 
rasa  tidak/kurang  terwakili  oleh  hanya  satu 
wakil  dari  Uni  Eropa. 

ARF  bukan  merupakan  organisasi  dan 
mekanisme  penyelesaian  sengketa,  melain- 
kan  tujuannya  ialah  menciptakan  suatu 
lingkungan  suasana  saling  percaya  dan 
dengan  demikian  mengurangi  kemungkin- 
an  terjadinya  sengketa  bersenjata.  Ia  lebih 
merupakan  forum  dan  sarana  diplomasi  (di- 
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plomasi  preventif)  yang  mencoba  menangani 
masalah  power  yang  merupakan  faktor  sa- 
ngat  penting  dalam  sistem  internasional 
yang  anarkis  tanpa  ada  pikiran  untuk  mem- 
bentuk  pertahanan  maupun  keamanan  ko- 
lektif.  Apakah  ASEAN  sendiri  dengan  "ga- 
ya  ASEAN"  itu  akan  berhasil  dalam  eks- 
perimen  ini,  akan  sangat  tergantung  dari 
konsistensi  negara-negara  ASEAN  sendiri 
dengan  "gaya  ASEAN"  itu  yang  dalam 
lingkungannya  sendiri  telah  membuahkan 
hasil. 

Sementara  itu  —  seperti  dalam  kerja  sa- 
ma  bidang  ekonomi  ~  pemikiran  dan  ga- 
gasan  kerja  sama  regional  bidang  keaman- 
an juga  dicetuskan  oleh  badan-badan  non- 
pemerintah,  khususnya  oleh  think-tanks  da- 
ri lingkungan  ASEAN,  dikenal  dengan 
ASEAN-ISIS  {ASEAN  Institutes  for  Stra- 
tegic and  International  Studies),  bersama 
dengan  beberapa  badan  pemikir  serupa  da- 
ri negara-negara  maju  seperti  Australia,  Se- 
landia  Baru,  Amerika  Serikat,  Korea  Selatan, 
dan  Jepang.  Sadar  akan  pentingnya  kerja 
sama  di  bidang  keamanan  (pertahanan),  dan 
tidak  cukup  hanya  kerja  sama  di  bidang 
ekonomi,  ASEAN-ISIS  dan  badan-badan 
sejenis  non-ASEAN  seperti  disebut  di  atas, 
mengambil  prakarsa  membentuk  suatu  "De- 
wan  Kerja  Sama  Keamanan  di  Asia  Pasi- 
fik",  atau  CSCAP  {Council  for  Security  Co- 
operation in  Asia  Pacific).  Maka,  seperti 
di  bidang  kerja  sama  ekonomi  di  mana  ter- 
dapat  dua  lembaga,  satu  resmi  (Pemerin- 
tah),  satu  tidak  resmi  ("swasta"),  di  bidang 
kerja  sama  keamanan  (pertahanan)  pun  ter- 
dapat  dua  lembaga,  satu  resmi  (ARF:  Track 
I),  satu  tidak  resmi  (CSCAP:  Track  II). 


Gangguan  Keamanan  Politik-Militer  di 
Asia  Tenggara/ASEAN 

Kendati  perkembangan  yang  cukup 
membesarkan  hati  di  atas,  namun  menje- 
lang  dan  dalam  era  krisis  sistemik  yang  se- 
dang  berkecamuk  di  kawasan  ini,  khusus- 
nya di  Asia  Tenggara,  terjadi  peristiwa-pe- 
ristiwa  yang  mengganggu  —  dan  berpo- 
tensi  ~  mengancam  stabilitas  di  subka- 
wasan,  atau  paling  tidak  mengancam  ke- 
langsungan  solidaritas  ASEAN  serta  lebih 
memantapkan  terbentuknya  "komunitas  ke- 
amanan" Asia  Tenggara/ASEAN.  Terpen- 
ting  di  antara  peristiwa-peristiwa  tersebut 
adalah: 

•  Kebakaran  hutan  di  Kalimantan  tahun 
1976  yang  sangat  mengganggu  kese- 
hatan  penduduk  di  Malaysia,  Singa- 
pura,  Filipina.  Bantuan  dalam  berbagai 
bentuk  berdatangan  dari  negara-nega- 
ra tetangga,  terutama  Malaysia,  Singa- 
pura,  Australia,  tetapi  juga  dari  negara- 
negara  jauh,  seperti  Amerika  Serikat,  Je- 
pang, dan  lain-lain.  Berulangnya  kem- 
bah  kebakaran  hutan  itu  tahun  1997  lalu 
memberi  kesan  negatif  bahwa  pemerin- 
tah  tidak  menunjukkan  rasa  tanggung 
jawabnya  terhadap  kewajibannya  meles- 
tarikan  hutan  hujan  tropis  yang  meru- 
pakan paru-paru  dunia.  Demikian  pula 
pemerintah  dianggap  seolah-olah  tidak 
peduli  akan  kepentingan  penduduk  ne- 
gara-negara tetangga,  dan  menganggap 
masalah  itu  termasuk  "kedaulatan  na- 
sional"  kita  sendiri,  dan  tidak  mentolerir 
"intervensi"  dari  luar. 

•  Berlanjutnya  penindasan  demokrasi  di 
Myanmar  yang  berdampak  semakin  ba- 
nyaknya  pengungsian  ke  wilayah  per- 
batasan  Thailand  sehingga  mengancam 
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kehidupan  bertetangga  di  antara  kedua 
negara  anggota  ASEAN  itu;  dalam  hal 
ini  pun,  upaya  Thailand  untuk  melaku- 
kan  sesuatu  yang  perlu  demi  kepen- 
tingan  bersama  kedua  negara  bertetang- 
ga itu  dan  -  dalam  hubungan  lebih  luas 
—  demi  kepentingan  ASEAN  keseluruh- 
an,  ditolak  oleh  negara-negara  ASEAN 
lainnya  ~  kecuali  Filipina  ~  sekali  lagi  de- 
ngan  alasan  "intervensi". 

Mendinginnya  —  untuk  tidak  dikatakan 
memburuknya  —  hubungan  antara  Ma- 
laysia-Singapura  dan  Singapura-Indo- 
nesia.  Mendinginnya  hubungan  Malay- 
sia-Singapura  dipicu  oleh  soal  "kecil" 
dipindahkannya  pos  imigrasi  Singapura 
yang  tadinya  bersama  pos  imigrasi  Ma- 
laysia berada  di  stasiun  Tanjong  Pagar 
ke  fasilitas  modern  lebih  dekat  ke  per- 
batasan  Malaysia.  Sedangkan  hubungan 
Singapura-Indonesia  mendingin  karena 
kurangnya  kepekaan  Lee  Kuan  Yew  se- 
waktu  Habibie  disebut-sebut  akan  jadi 
Wakil  Presiden;  juga  karena  "terlambat- 
nya"  realisasi  bantuan  keuangan  Singa- 
pura sebagaimana  yang  dijanjikan  oleh 
Goh  Chok  Tong  kepada  mantan  Presi- 
den Soeharto  langsung  setelah  Indone- 
sia kena  krisis  moneter,  tetapi  setelah 
Habibie  jadi  Presiden  janji  bantuan  itu 
ternyata  tidak  ada  kelanjutannya.  Habi- 
bie merasa  sangat  tersinggung  dengan 
hal-hal  tersebut. 

Beberapa  peristiwa  penting  di  Indone- 
sia, seperti  semakin  parahnya  krisis  mo- 
neter yang  telah  berkembang  menjadi 
krisis  total  (krisis  sistemik)  dengan  se- 
gala  kemungkinan  yang  dapat  terjadi 
— •  termasuk  "meledaknya"  tatanan  sosial 
dan  politik  -  di  negara  terbesar  di  Asia 
Tenggara  itu  yang  dipandang  sebagai 


ancaman  terbesar  sekarang  ini  terhadap 
stabilitas  Asia  Tenggara.  Indonesia  me- 
miliki  citra  terjelek  dewasa  ini  yang  ti- 
dak pernah  dialami  sebelumnya.  Hal 
itu  ditimbulkan  oleh  peristiwa-peristiwa 
traumatik  pertengahan  Mei  1998  sete- 
lah sebelumnya  terjadi  berbagai  le- 
dakan  sosial  di  berbagai  daerah.  Dalam 
peristiwa-peristiwa  tersebut  pemerintah 
dipandang  tidak  mampu  memelihara  sta- 
bilitas, sedangkan  ABRI  dituding  seba- 
gai biang  keladi  dalam  terjadinya  tin- 
dakan-tindakan  brutal  berbau  SARA  dan 
pelecehan  hak-hak  asasi  manusia,  khu- 
susnya  terhadap  golongan  etnis  ketu- 
runan  Cina.  Khusus  pelecehan  HAM  ter- 
hadap golongan  etnis  keturunan  Cina 
ini  telah  memicu  demonstrasi-demons- 
trasi  di  AS,  Kanada,  RRC,  Hongkong, 
Taiwan,  dan  lain-lain  terhadap  perwa- 
kilan-perwakilan  RI  setempat.  Bahkan, 
Taiwan  telah  menangguhkan  rencana  ban- 
tuan 200.000  ton  beras  untuk  Indonesia 
(Suara  Pembaruan,  23  Agustus  1998). 

•  Pergantian  kepemimpinan  nasional  di 
Indonesia,  Filipina  dan  sebentar  lagi  di 
Kambodja  yang  belum  diketahui  ting- 
kat  komitmen  mereka  terhadap  ASEAN. 

Indonesia  dalam  Krisis  Sistemik 

Gambaran  Umum 

Krisis  yang  semula  merupakan  efek  pc- 
nularan  {contagion  effect)  dari  krisis  mone- 
ter mata  uang  baht  dan  ditanggapi  sangat 
rileks  oleh  pemerintah,  termasuk  otoritas 
moneter,  segera  meluas  menjadi  krisis  di 
berbagai  bidang,  bahkan  krisis  total,  atau 
krisis  sistemik.  Sebenarnya  jauh  sebelum- 
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nya  sudah  kelihatan  tanda-tanda,  bahwa 
bencana  terbesar  dalam  sejarah  bangsa  dan 
negara  akan  menimpa  Indonesia,  jika  pro- 
ses membusuknya  mental/moral/etik  bang- 
sa ~  justru  dipelopori  oleh  pucuk  pimpinan 
elite  politik  yang  dengan  cepatnya  me- 
nulari  seluruh  lapisan  pimpinan  negara, 
bangsa  dan  masyarakat  —  dibiarkan  terus 
berlangsung.  Berkali-kali  beberapa  pemim- 
pin  yang  arif  mencanangkan  peringatan- 
peringatan,  antara  lain  aim.  Bung  Hatta 
yang  pernah  mengatakan  bahwa  "korupsi 
sudah  menjadi  budaya  bangsa".  Namun 
segala  peringatan  itu  diabaikan  secara 
congkaknya  oleh  penguasa.  Korupsi  me- 
luas  menjadi  KKN  yang  sekarang  ditun- 
tut  masyarakat  untuk  dikikis  habis.  Di 
luar  negeri  Indonesia  dipandang  sebagai 
salah  satu  negara  paling  korup  dan  kotor 
di  dunia,  namun  selalu  ditepis  oleh  para 
pejabat  negara  ketimbang  memperhatikan- 
nya  dengan  serius  dan  mengambil  lang- 
kah-langkah  untuk  mengoreksi  atau  paling 
tidak  menguranginya. 

Krisis  yang  kita  alami  sekarang  adalah 
krisis  menyeluruh,  krisis  sistemik,  bukan 
hanya  krisis  moneter,  ekonomi,  politik  dan 
hukum  saja.  Yang  justru  terparah  ialah  kri- 
sis moral/mental/etik:  kemunafikan  hampir 
di  semua  lapisan  dan  jajaran,  mental  ABS, 
mental  minta  petunjuk,  KKN,  kebiadaban 
(penjarahan,  pemerkosaan,  penculikan,  pem- 
bunuhan  sadis),  keangkuhan  penguasa, 
pelecehan  HAM,  penipuan,  dan  sebagai- 
nya.  Krisis  sistemik  demikian  itu  tidak  da- 
pat  diatasi  dalam  waktu  singkat  hanya  de- 
ngan perbaikan  dan  penyempurnaan  di 
sana-sini,  sepotong-sepotong.  Ia  memcrlu- 
kan  reformasi  total,  menyeluruh,  rcformasi 
sistemik,  reformasi  mendasar  meliputi  se- 
luruh bidang  kchidupan  bangsa  dan  ne- 


gara. Fokusnya  ialah  pada  penyelengga- 
raan  kekuasaan  dan  pemerintahan  negara. 
Jelas  reformasi  sistemik  itu  akan  memakan 
waktu  yang  lama. 

Betapa  parahnya  krisis  itu  dilukiskan 
oleh  The  World  Bank  Group  dalam  Exec- 
utive Summary  of  the  1998  Country  Eco- 
nomic Memorandum,  16  Juli  1998,  sebagai 
berikut: 

"No  country  in  recent  history,  let  alone  one 
the  size  of  Indonesia,  has  ever  suffered  such 
a  dramatic  reversal  of  fortune.  The  next  years 
will  be  difficult  and  uncertain.  The  economy 
is  expected  to  contract  this  year  by  10-15  per 
cent  (perkiraan  lain  malah  20  persen,  Pen.), 
inflation  could  exceed  80  per  cent,  and  the 
number  of  poor  could  well  double  (sekarang 
sudah  ada  yang  menaksir  sekitar  80  juta, 
Pen.).  Will  Indonesia  be  able  to  pull  through 
without  irreversible  economic  damage?  It 
must.  Too  much  is  at  stake  for  Indonesia 
and  the  world.  Indonesia,  after  all,  is  the 
world's  fourth  largest  country,  an  important 
anchor  of  stability  in  East  Asia,  and  with 
an  impressive  record  of  development  and  so- 
cial progress". 

"Recovering  from  this  desperate  situation 
will  be  slow  and  difficult  (ada  pendapat  pa- 
ling tidak  7  (tujuh)  tahun,  jika  dimulai  seka- 
rang, Pen.).  Much  will  depend  on  whether  the 
nation  can  achieve  the  necessary  political  sta- 
bility for  implementing  a  difficult  and  complex 
agenda  of  economic  reforms,  and  whether 
it  will  receive  the  necessary  financial  sup- 
port from  the  international  community.  Etc., 
etc  ". 

Dari  deskripsi  tersebut  dapat  kita  lihat, 
bahwa  syarat-syarat  utama  bagi  keluarnya 
RI  dari  krisis  itu  ialah:  (1)  adanya  stabili- 
tas  politik;  dan  (2)  bantuan  kcuangan  dari 
dunia  internasional.  Pada  gilirannya  stabili- 
tas  politik  ditcntukan  oleh  adanya  kepcrca- 
yaan  rakyat  bahwa  pimpinan  nasional  da- 
lam hal  ini  pemcrintah: 
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•  tahu  dan  mengerti  permasalahan-perma- 
salahan  pokok  yang  dihadapi; 

•  tahu  dan  mengerti  apa  yang  hams  dila- 
kukan; 

•  mampu  memimpin  bangsa  ini  menjalan- 
kan  apa  yang  harus  dilakukan. 

Namun,  dalam  suasana  dan  semangat  re- 
formasi  total  yang  meliputi  masyarakat  de- 
wasa  ini,  kepercayaan  terhadap  kepemim- 
pinan  nasional,  dalam  hal  ini  pemerintah, 
hanya  timbul  jika  rakyat  tidak  meragukan 
legitimasi  dari  pemerintah  Habibie.  Dalam 
pada  itu  datangnya  bantuan  keuangan  da- 
ri dunia  internasional  akan  sangat  tergan- 
tung  kepada  kepercayaan  dunia  intemasio- 
nal, bahwa  pemerintah  sekarang  ini: 

•  sungguh-sungguh  menjalankan  semua 
program  yang  telah  disepakati  dengan 
IMF; 

•  mampu  mengatasi  hambatan-hambatan 
besar  dan  kecil  dengan  keteguhan  hati 
dalam  menjalankan  langkah-langkah 
yang  diperlukan; 

•  mampu  menjamin  keamanan  fisik  dan  ke- 
pastian  berusaha  dari  para  investor  dan 
perusahaan-perusahaan  asing  di  negara 
ini; 

•  memelihara  konsistensi  dalam  kebijakan- 
kebijakan  ekonomi  dan  transparansi  da- 
lam pengambilan-pengambilan  keputusan; 

•  dipercaya  oleh  rakyat. 

Prospek  Stabilitas  dalam  Jangka 
Pendek 

Masalah  Legitimasi 

Setelah  tiga  bulan  pemerintah  Habibie 
berjalan,  dan  kendari  sudah  ada  keputusan- 
keputusan  yang  diambilnya  yang  berbeda 
dengan  rezim  Soeharto,  namun  kabinet  Ha- 


bibie masih  saja  tidak  memperoleh  legitima- 
si rakyat.  Dengan  legitimasi  di  sini  diarti- 
kan  "umum  menerima  dan  memandang  pe- 
merintah Habibie  berhak  memerintah".  Ten- 
tu  ada  pihak-pihak  yang  menerimanya,  na- 
mun jumlahnya  tidak  berarti.  Tidak  ada- 
nya  legitimasi  ini  disebabkan  oleh  hal -hal 
berikut: 

•  Habibie  selama  ini  dikenal  sebagai  pem- 
bantu  dan  pengikut  mantan  Presiden 
Soeharto  yang  paling  dekat  dan  loyal. 
Sejak  kembali  dari  Jerman  sekitar  tahun 
1974,  Habibie  telah  mengabdikan  dirinya 
sepenuhnya  kepada  Soeharto.  Ia  meru- 
pakan  protege  Soeharto  dan  di-groom 
untuk  menggantikannya  suatu  ketika 
kelak.  Habibie  juga  sangat  mengagumi 
Soeharto,  baik  mengenai  kearifannya 
maupun  kepemimpinannya,  bahkan  me- 
ngatakan  bahwa  mantan  Presiden  Soe- 
harto adalah  "guru  besarnya"  dalam  po- 
litik.  Di  mana-mana  Habibie  selalu  me- 
nyatakan,  bahwa  apa  yang  dikerjakan- 
nya  sebagai  Menristek,  maupun  dalam 
puluhan  jabatan  lain  yang  dipangkunya, 
semuanya  adalah  merupakan  pelaksa- 
naan  perintah  dari  Soeharto  yang  dico- 
ba  dilaksanakan  sebaik-baiknya.  Berbe- 
da dengan  menteri-menteri  lainnya,  Ha- 
bibie punya  akses  setiap  saat  kepada 
Soeharto.  Hampir  semua  usulnya  dite- 
rima,  proyek-proyeknya  disetujui  dan 
dibiayai,  jika  perlu  dengan  dana-dana 
"non-budjeter"  yang  menyimpang  dari 
peraturan  dan  ketentuan  yang  ada.  Hu- 
bungan  yang  demikian  intimnya  itu  me- 
nimbulkan  citra  bahwa  Habibie  adalah 
alter  ego  dari  Soeharto. 

•  Kepresidenan  Habibie  diragukan  konsti- 
tusionalitasnya.  Ada  yang  berpendapat 
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sah  secara  konstitusi,  tetapi  banyak  pula 
yang  menganggap  tidak  konstitusional. 
Silang  pendapat  itu  tidak  saja  terdapat 
di  kalangan  umurn,  tetapi  juga  di  antara 
para  ahli  hukum  konstitusi  sendiri,  ma- 
sing-masing  dengan  argumentasi  argu- 
mentasinya  sendiri.  Mengingat  dalam 
UUD  1945  tidak  terdapat  ketentuan  atau 
lembaga  yang  berwenang  menyelesaikan 
masalah-masalah  pertikaian  konstitusio- 
nal kecuali  hanya  MPR,  maka  kontrover- 
si  absah/tidaknya  kepresidenan  Habibie 
hanya  dapat  diselesaikan  oleh  MPR.  Un- 
tuk  itulah  mengapa  banyak  kalangan  me- 
minta  diadakannya  Sidang  Istimewa  atau- 
pun  Sidang  Umum  MPR,  yang  semula  ti- 
dak dikehendaki  oleh  Habibie  maupun 
oleh  pimpinan  DPR.  Demikian  pula  pe- 
letakan  jabatan  sepihak  oleh  mantan  Pre- 
siden  Soeharto,  tanpa  menunggu  perse- 
tujuan  lembaga  yang  mengangkat/memi- 
lihnya,  yaitu  MPR.  Pernyataan  berhenti 
sepihak  dari  Soeharto  dapat  dianalogikan 
dengan  seorang  menteri  yang  menyata- 
kan  sendiri,  bahwa  "mulai  hari  ini  saya 
meletakkan  jabatan",  tanpa  minta  ber- 
henti dan  tanpa  menunggu  keputusan 
dari  yang  mengangkatnya  jadi  menteri, 
yaitu  Presiden. 

•  Reformasi  juga  menuntut  dikikis  habis- 
nya  KKN.  Karakteristik  pemerintah  Orde 
Baru  ialah  KKN  yang  merupakan  salah 
satu  penyebab  utama  dari  keruntuhan- 
nya.  Pemerintah  Habibie  menerima  wa- 
risan  KKN  pemerintah  Orde  Baru,  mulai 
dari  Presiden  Habibie  sendiri  beserta  se- 
bagian  besar  menteri  kabinet  yang  di- 
ambil  opernya  dari  mantan  Presiden  Soe- 
harto. Demikian  pula  beberapa  menteri 
baru  yang  diangkatnya  tidak  bebas  dari 
KKN. 


•  Berdasarkan  hal-hal  tersebut,  maka  peme- 
rintah "reformasi  pembangunan"  dipan- 
dang  sebagai  kelanjutan  rezim  Soeharto 
tanpa  Soeharto.  Padahal  fokus  tuntutan 
reformasi  total  adalah  justru  rezim  Soe- 
harto itu,  dan  bukan  hanya  pribadi  Pre- 
siden Soeharto. 

•  Kesimpulan  dari  semua  itu,  pemerintah 
Habibie  belum  memperoleh  legitimasi  po- 
litik  yang  diperlukan  untuk  memperoleh 
kepercayaan  rakyat. 

Untuk  memperoleh  legitimasi  ada  dua 
hal  sangat  penting  yang  harus  dilakukan 
Habibie,  yaitu:  (1)  menghapus  citranya  se- 
bagai protege  dan  alter  ego  dari  mantan 
Presiden  Soeharto;  dan  (2)  membersihkan  ka- 
binetnya  dari  citra  KKN.  Keharusan  (1)  da- 
pat diperoleh  dengan  memutus  sama  se- 
kali  kaitan  apa  pun  juga  dengan  rezim  Or- 
de Baru,  termasuk  kebijakan  dan  praktik- 
praktik  Orde  Baru.  Sedangkan  keharusan  (2) 
dimulai  dari  dirinya  sendiri  dengan  secara 
terbuka  menyatakan  kekayaannya  serta  ja- 
ringan  bisnis  keluarganya  dalam  puluhan 
penis ahaan  di  mana  beberapa  di  antaranya 
juga  ada  yang  bermitra  dengan  berbagai 
bisnis  putera-puteri  mantan  Presiden  Soe- 
harto. Ia  juga  harus  bersedia  untuk  diperik- 
sa/diaudit  oleh  auditor  independen.  Ia  tidak 
dapat  mengelak  dengan  mengatakan,  bah- 
wa anak-anaknya  berpendidikan  tinggi  dan 
pintar  berbisnis  dan  mempersilahkan  umum 
untuk  membuktikan  tuduhan-tuduhan  keter- 
libatan  diri  dan  keluarganya  dalam  bisnis- 
bisnis  berbau  KKN.  Berdiam  diri  dan  bcrla- 
ku  seperti  tak  ada  apa-apa  adalah  sikap  yang 
sangat  merugikan  citranya. 

Tetapi  agaknya  kedua  hal  yang  harus  di- 
lakukan itu  terlalu  bcrat  dan  berada  di  luar 
kemampuannya.  Dengan  demikian,  prospek 
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kabinet  Habibie  untuk  memperoleh  letigi- 
masi  rakyat  dalam  jangka  pendek  ini  adalah 
minim  sekali. 

Masalah  Kepercayaan 

Minimnya  prospek  legitimasi  itu  meng- 
hilangkan  suatu  faktor  penting  untuk  mem- 
peroleh kepercayaan/kredibilitas.  Namun  fak- 
ta  keberadaan  pemerintah  Habibie  ~  kendati 
bersifat  sementara  atau  transisional  ~  tetap 
memberi  peluang  baginya  untuk  mencoba 
mendapatkan  kepercayaan  itu.  Seperti  telah 
disinggung  di  atas,  minimal  tiga  syarat  ha- 
rus  dipenuhinya,  yaitu:  (1)  tahu  dan  me- 
ngerti  apa  masalah-masalah  dasar  yang  se- 
karang  sedang  dihadapi;  (2)  tahu  dan  me- 
ngerti  apa  yang  harus  dikerjakan  untuk  me- 
ngatasi  masalah-masalah  itu;  dan  (3)  mam- 
pu  memimpin  rakyat  menjalankan  segala  se- 
suatu  yang  diperlukan  —  betapapun  pahit 
dan  beratnya  ~  untuk  keluar  dari  krisis.  Sa- 
yang,  sampai  sekarang,  belum  kehhatan  satu 
pun  dari  syarat-syarat  itu  sudah  dipenuhi- 
nya, meskipun  kabinet  ini  sudah  mengambil 
berbagai  keputusan  di  bidang  politik,  ke- 
amanan  dan  ekonomi.  Namun  keputusan- 
keputusan  itu  merupakan  hasil  tekanan  dan 
tuntutan  masyarakat;  pemerintah  merasa  tak 
ada  jalan  lain  kecuali  memenuhi  tuntutan  itu, 
jika  tidak  mau  jatuh.  Keputusan-keputusan 
itu  tidak  merupakan  langkah-langkah  pe- 
laksanaan  dari  suatu  visi/konsepsi  menye- 
luruh  yang  dituangkan  dalam  suatu  pro- 
gram yang  coherent.  Semua  tindakan  ka- 
binet "reformasi  pembangunan"  ini  membe- 
ri kesan  ad  hocism,  sepotong-sepotong,  ti- 
dak terkoordinasi,  tidak  menunjukkan  skala 
prioritas;  tidak  mempunyai  fokus.  Yang  se- 
lalu  ditekankan  ialah  masalah  sembako,  dan 
penyelesaiannya  pun  tidak  menggambarkan 
adanya  konsep  kecuali  terus-menerus  mem- 
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beri  subsidi  tanpa  peduli  keterbatasan  ang- 
garan.  Defisit  yang  membesar  sebagai  kon- 
sekuensi  subsidi  tanpa  batas  itu  diselesai- 
kan  dengan  cara  yang  dianggap  paling  mu- 
dah,  yaitu  cari  utang  luar  negeri.  Nama  yang 
diberikan  Habibie  kepada  kabinetnya  ~  yang 
diakuinya  sendiri  sebagai  kabinet  sementa- 
ra —  yakni  "kabinet  reformasi  pembangun- 
an" menggambarkan  "kerancuan"  jalan  pi- 
kiran.  Dalam  keadaan  ekonomi  demikian  ter- 
puruknya,  Habibie  masih  berilusi  menerus- 
kan  pembangunan.  Padahal  untuk  anggar- 
an  rutin  dari  APBN  saja,  sudah  harus  di- 
gunakan  dana-dana  pinjaman  luar  negeri 
yang  selama  ini  hanya  untuk  proyek-pro- 
yek  pembangunan.  Jika  cara  penyelesaian 
masalah  sembako,  dan  sebagainya  itu  terus 
berlanjut  dengan  hanya  memberi  subsidi, 
dengan  motivasi  utama  agar  terlihat  "me- 
rakyat",  atau  "populis",  maka  negara  dan 
bangsa  akan  betul-betul  bangkrut,  dan  ter- 
lilit  utang  bertumpuk  yang  akan  menjadi 
beban  generasi-generasi  yang  akan  datang. 

Di  bidang  politik  dan  keamanan  berba- 
gai masalah  masih  tetap  pending.  Misalnya 
kasus  orang-orang  hilang,  penculikan,  ma- 
salah Trisakti,  pembakaran,  penjarahan,  per- 
kosaan  pertengahan  Mei  1998  yang  lalu,  ke- 
rusuhan-kerusuhan  yang  masih  terjadi  sam- 
pai saat  ini,  seperti  mengamuknya  massa  di 
Jember  pada  16  Juli  1998  terhadap  sejumlah 
pengusaha  WNI  etnis  Tionghoa,  perusakan 
ribuan  pohon  coklat  (dan  menjarah  buah- 
nya)  milik  PTPN  XII,  Kabupaten  Malang 
oleh  lebih  dari  seribu  massa,  unjuk  rasa  le- 
pas  kendali  di  mana-mana,  "eksodus"  dari 
Timor  Timur,  pemaksaan  kehendak,  penja- 
rahan tambak  udang,  masalah  konsolidasi 
intern  ABRI,  pelanggaran  hukum,  masalah 
unsur  ABRI  yang  diduga  terlibat  di  bela- 
kang  kekacauan/penjarahan/penculikan,  ma- 
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salah  dwtfungsi  ABRI,  masalah  eksodus  war- 
ga  etnis  Tionghoa  yang  menyelamatkan  di- 
ri  dan  modalnya  ke  luar  negeri,  dan  seba- 
gainya.  Pemerintah  tidak  berwibawa,  tidak 
mampu  menegakkan  hukum,  dan  memberi 
perlindungan  keamanan  bagi  rakyat  yang 
memerlukan. 

Seolah-olah  semua  itu  masih  belum  cu- 
kup,  pcrsoalan-persoalan  lama  semakin  ba- 
nyak  diungkit  dan  dituntut  untuk  dibong- 
kar  kembali.  Beberapa  di  antaranya  adalah 
masalah  Tanjung  Priok,  kasus  Marsinah, 
Udin,  masalah  pembantaian  rakyat  Aceh, 
masalah  Irian  Jaya,  Timor  Timur,  dan  lain- 
lain  sebagainya.  Juga  ada  suara-suara  yang 
menginginkan  diubahnya  Negara  Kesatuan 
Republik  Indonesia  menjadi  Negara  Federal, 
bahkan  ada  yang  ingin  keluar  dari  Republik 
dan  membentuk  negara  sendiri.  Semuanya 
mencerminkan  rasa  diberlakukan  tidak  adil 
oleh  pemerintah  pusat  Orde  Baru  yang  se- 
lama  ini  terpaksa  dipendam  saja. 

Seluruh  gambaran  di  atas  menunjukkan, 
bahwa  kepemimpinan  Habibie  dan  kabinet- 
nya  sama  sekali  tidak  meyakinkan,  lemah, 
ragu-ragu,  oportunistik,  tidak  inspiring,  ti- 
dak menampakkan  percaya  diri,  dan  dalam 
berbagai  hal  masih  melanjutkan  praktek- 
praktek  rezim  Soeharto.  Jelas  sekali  bahwa 
pemerintah  ini  hanya  bersifat  sementara. 

Semuanya  itu  memberi  ketidakpastian 
yang  besar  di  bidang  ekonomi,  politik,  dan 
keamanan.  Dalam  keadaan  demikian,  tidak 
dapat  diharapkan  pemerintah  Habibie  mem- 
peroleh  kredibilitas  yang  diperlukan  dalam 
waktu  dekat  ini.  Tampaknya,  Habibie  meng- 
gantungkan  harapan  memperoleh  legitimasi 
dan  kepercayaan  itu  dari  Pcmilu  yang  diren- 
canakan  penyelenggaraannya  pada  pertc- 
ngahan  tahun  depan  (Mei  1999)  disusul  de- 
ngan  pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presi- 


den  oleh  MPR  hasil  Pemilu  1999  pada  akhir 
tahun  1999,  didahului  dengan  menggelar 
Sidang  Istimewa  MPR  pada  bulan  Novem- 
ber 1998  dengan  satu-satunya  acara  ~  menu- 
rut  keinginan  Habibie  ~  untuk  menggeser 
Pemilu  dari  tahun  2002  sesuai  TAP  MPR 
tahun  1997  ke  bulan  Mei  1999. 

Kesimpulan  mengenai  prospek  stabilitas 
politik  jangka  pendek:  Berdasarkan  skena- 
rio  Habibie  stabilitas  politik,  dalam  arti  ada- 
nya  legitimasi,  baru  dapat  diharapkan  pa- 
da permulaan  tahun  2000,  yaitu  setelah  SU 
MPR  yang  telah  direformasi.  Karena  baru- 
lah  pada  permulaan  tahun  2000  itu,  terben- 
tuknya  suatu  pemerintah  yang  konstitusio- 
nal  absah,  bebas  KKN,  sehingga  memiliki  le- 
gitimasi politik  yang  diharapkan  juga  mem- 
peroleh kredibilitas.  Ada  skenario  alterna- 
tif,  namun  mungkin  tidak  tepat  untuk  di- 
uraikan  pada  kesempatan  ini. 

Prospek  Stabilitas  Politik  Jangka 
Panjang 

Stabilitas  politik  jangka  panjang  hanya 
dapat  dijamin  jika  sistem  politik  bangsa 
Indonesia  berhasil  membentuk  suatu  peme- 
rintahan  yang  baik  (good  governance).  Ber- 
bagai masalah  kronis  dalam  segala  bidang 
kehidupan  bangsa  dan  negara  sekarang  ini, 
disebabkan  tidak  dijalankannya  kepemim- 
pinan nasional  dan  pemerintahan  yang  baik. 
Istilah  good  governance  lahir  beberapa  wak- 
tu berselang  dan  menjadi  kata  bersayap,  ti- 
dak saja  di  negeri  kita,  melainkan  di  seluruh 
dunia.  Hampir  semua  negara  mengucapkan- 
nya,  tetapi  pelaksanaannya  di  kalangan  ne- 
gara-negara  berkembang,  jauh  panggang  dari 
api. 

Sccara  sederhana  good  governance  bisa 
diartikan  sebagai  "pemerintahan  yasg  bcr- 
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wibawa  dan  bersih".  Pemerintahan  yang  de- 
mikian  bersifat  netral,  tidak  memihak  dan  ti- 
dak  memiliki  kepentingan/motif  keuntung- 
an  material.  Pemerintah  Orde  Baru  beserta 
aparaturnya,  baik  aparatur  sipil  maupun  mi- 
liter,  malah  menjadi  aktor  dalam  bisnis,  se- 
hingga  kepentingan  bisnisnya  {corporate 
interest)  dapat  sering  bertentangan  dengan 
kepentingan  publik  {conflict  of  interest). 
Konflik  kepentingan  bisnis  keluarga/kelom- 
pok/golongan  dengan  kepentingan  umum 
inilah  yang  sudah  merusak  ekonomi  mikro 
dan  makro  bangsa.  Fenomena  monopoli,  oli- 
gopoly konglomerasi,  kolusi,  korupsi,  nepo- 
tisme,  merambah  dan  mengalahkan  kepen- 
tingan umum. 

Aparatur  negara  juga  tidak  boleh  dibe- 
bani  politik  praktis  atau  disuruh  berpihak 
kepada  salah  satu  golongan  politik.  Sejak 
masa  pemerintahan  Orde  Baru,  aparatur  ne- 
gara sipil  dan  militer  berpihak  terang-terang- 
an  kepada  orsospol  terbesar.  Keberpihakan 
yang  menonjol  ini  membuat  aparatur  ne- 
gara tidak  bisa  lagi  memisahkan  "fungsi  po- 
litik" yang  harus  dijalankan  dan  "fungsi  pe- 
layanan  masyarakat"  {public  service).  Ke- 
rancuan  yang  diakibatkannya  membuat 
aparatur  sering  berlaku  diskriminatif  terha- 
dap  anggota  masyarakat  yang  tidak  sego- 
longan  dengannya. 

Good  governance  juga  menuntut  ke- 
terbukaan  (transparansi)  dari  keputusan- 
keputusan  pemerintah,  terutama  yang  me- 
nyangkut  kepentingan  orang  banyak.  Pro- 
ses pengambilan  keputusan  itu  harus  ter- 
buka  bagi  pengawasan  dan  kontrol  dari 
rakyat  lewat  lembaga-lembaga  perwakilan 
maupun  lembaga-lembaga  masyarakat  lain- 
nya.  Dalam  era  reformasi  sekarang  ini  ma- 
sih  saja  ada  keputusan-keputusan  "miste- 
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rius"  yang  diambil  oleh  pengambil  kepu- 
tusan, seperti  yang  terjadi  dalam  masalah 
pembinaan  dan  pengendalian  BUMN.  Pada 
tingkat  lebih  rendah,  keputusan  Gubernur 
DKI  Jaya  soal  becak  merupakan  petunjuk 
yang  sangat  jelas,  betapa  parahnya  keada- 
an  pemerintahan  kita.  Pengambilan  kepu- 
tusan dilakukan  secara  acak,  sendirian  tan- 
pa  konsultasi  dengan  siapa  pun  juga,  dan 
setelah  keadaannya  jadi  parah,  anak  buah- 
lah  yang  disuruh  menyelesaikannya! 

Agar  pemerintah  yang  baik  dan  bersih 
itu  tidak  hanya  menjadi  slogan,  diperlukan 
kepedulian  bersama  dari  pemimpin-pemim- 
pin  pemerintahan,  birokrasi  dan  masyarakat 
terhadap  pelayanan  aparatur  negara  yang 
semakin  baik.  Proses  menciptakan  good 
governance  tidak  boleh  berhenti,  tetapi  ha- 
rus berjalan  terus,  dalam  arti  harus  selalu 
diperbaiki,  disempurnakan,  disesuaikan  de- 
ngan perubahan  zaman  yang  menimbulkan 
syarat-syarat  dan  tuntutan-tuntutan  baru 
yang  berbeda  dan  jelas  lebih  rumit  dan  cang- 
gih  dari  sebelumnya.  Implisit  dalam  istilah 
"kepedulian  masyarakat"  ialah  bahwa  lem- 
baga-lembaga masyarakat  (LSM)  dan  aso- 
siasi-asosiasi  profesi  perlu  ikut  dilibatkan, 
dan  memiliki  akses  kepada  aparatur  negara 
terkait,  bukan  dijauhi  seperti  selama  ini, 
atau  lebih  jelek  lagi,  dimusuhi.  Media  pers 
juga  dapat  sangat  berperan  dan  efektif,  de- 
ngan malaporkan  dan  menyoroti  penyim- 
pangan-penyimpangan  dari  prinsip-prinsip 
good  governance. 

Peran  dan  Tanggung  Jawab  Indo- 
nesia Bagi  Upaya  Mewujudkan 
Stabilitas  Kawasan 

Dari  seluruh  uraian  berturut-turut  mulai 
dari  perubahan  konsep  keamanan,  situasi 
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keamanan  kawasan  Asia  Pasifik  yang  me- 
nyoroti  krisis  ekonomi  dan  keamanan  mili- 
ter-politik  dan  krisis  sistemik  yang  sedang 
melanda  Indonesia,  langsung  dapat  ditarik 
tiga  kesimpulan  sangat  penting,  yaitu: 

•  bahwa  semua  negara  di  kawasan  hams 
menyesuaikan  konsep-konsep  keamanan- 
nya  masing-masing  yang  secara  tradisio- 
nal  telah  dianutnya  dengan  konsep  ke- 
amanan komprehensif  yang  multidimen- 
si  mencakup  dimensi  militer  dan  dimensi 
non-militer; 

•  bahwa  kawasan  Asia  Pasifik  sedang  ber- 
ada  dalam  krisis  ekonomi  yang  belum 
ada  presedennya  dalam  sejarah  dan  akan 
memakan  waktu  yang  cukup  lama  untuk 
mengatasinya; 

•  bahwa  dari  semua  negara  yang  ditimpa 
krisis,  Indonesia  adalah  yang  terparah, 
dan  sedang  bergulat  untuk  survive. 

Indonesia  tidak  hanya  menghadapi  ma- 
salah  survival.  Ia  sekaligus  juga  mengha- 
dapi masalah  citranya  yang  parah,  tidak  ha- 
nya di  mata  masyarakat  dunia,  tetapi  juga 
di  mata  rakyatnya  sendiri:  KKN,  menginjak- 
injak  HAM,  rasialisme,  arogansi  pemerin- 
tahan,  ABRI  yang  terlibat  dalam  terorisme. 
Dalam  keadaan  demikian  lemah  di  segala 
bidang,  tak  ada  yang  dapat  diharapkan  dari 
Indonesia  untuk  berperan  dalam  mewujud- 
kan  stabilitas  kawasan.  Bahkan  Indonesia 
sekarang  merupakan  ancaman  utama  terha- 
dap  stabilitas  kawasan  Asia  Tcnggara. 

Jangankan  memainkan  peran  untuk  me- 
melihara  dan  mewujudkan  stabilitas  di  ka- 
wasan, upaya  untuk  mewujudkan  stabilitas 
dalam  negeri  sendiri  pun  akan  menghisap 
seluruh  tenaga  dan  kemampuannya.  ABRI 
yang  demikian  berpengaruhnya  selama  Orde 


Baru,  tidak  mampu  menjamin  keamanan,  se- 
perti  telah  terbukti  dalam  kerusuhan-keru- 
suhan  pertengahan  bulan  Mei  1998  lalu  di 
Jakarta,  Solo,  dan  di  berbagai  tempat  lain- 
nya.  Inilah  pula  sebabnya,  mengapa  para  in- 
vestor asing,  maupun  investor  nasional  ke- 
turunan  etnis  Cina  sampai  sekarang  belum 
berani  kembali.  Mereka  tidak  percaya  akan 
kemampuan  pemerintah  dan  ABRI  dalam 
menjamin  keamanan  diri  dan  investaninya. 

Keadaan  Indonesia  sekarang  berbeda 
hampir  seperti  siang  dan  malam.  Sebelum 
krisis  melanda,  Indonesia  memainkan  peran 
yang  cukup  penting  —  jika  tidak  hendak  di- 
katakan  terpenting  dalam  mewujudkan  sta- 
bilitas di  lingkungan  sekitarnya,  Asia  Teng- 
gara.  Lahirnya  ASEAN  yang  kemudian  ter- 
nyata  akan  memainkan  peran  sangat  pen- 
ting dalam  penyelesaian  masalah  konflik 
Kamboja- Vietnam  di  mana  Indonesia  diper- 
caya  sebagai  interlocutor  ASEAN  dengan 
Vietnam  dan  kemudian  duduk  sebagai  Co- 
Chairman  dari  Konferensi  Perancis,  dimung- 
kinkan  karena  Indonesia  menghentikan  kon- 
frontasinya  dengan  Malaysia;  konstribusi- 
nya  yang  besar  dalam  meletakkan  landas- 
an-landasan  kerja  sama  dan  prinsip-prinsip 
penyelesaian  sengketa  antarnegara  di  ka- 
wasan melalui  Declaration  of  ASEAN  Con- 
cord dan  Treaty  of  Amity  and  Cooperation 
in  Southeast  Asia,  keduanya  hasil  Pertemu- 
an  Puncak  Pertama  di  Bali  tahun  1976;  pe- 
rannya  sebagai  penengah  dalam  penyelesai- 
an konflik  Pemerintah  Filipina  dengan  pi- 
hak  pemberontak  Moro;  upayanya  untuk 
menjadikan  konsep-konsep  Ketahanan  Na- 
sional dan  Ketahanan  Regional  sebagai  ke- 
rangka  upaya  bersama  dalam  menegakkan 
pcrdamaian  dan  stabilitas  di  Asia  Tenggara; 
perannya  dalam  melahirkan  ASEAN  Regio- 
nal Forum,  diplomasi  preventif  yang  per- 
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tama  kali  di  kalangan  ASEAN  yang  dijalan- 
kannya  dalam  mengadakan  serangkaian  per- 
temuan  mencegah  sengketa  terbuka  antara 
beberapa  negara  ASEAN  dengan  RRC  dan 
Taiwan  dalam  memperebutkan  Kepulauan 
Spratly  di  Laut  Cina  Selatan;  dan  sebagai- 
nya.  Bahwa  pengungkapan  hal-hal  di  atas 
bukan  hanya  isapan  jempol  belaka,  tetapi 
diakui  oleh  dunia,  kembali  terbukti  dalam 
statement  Menteri  Luar  Negeri  Amerika  Se- 
rikat  Madeleine  K.  Albright  dan  sidang  pie- 
no  ARF  di  Manila,  27  Juli  1998.  Dalam  per- 
nyataannya  itu  Menlu  AS  antara  lain  ber- 
kata:  "...  We  value  Indonesia's  contributions 
to  the  stability  and  prosperity  of  this  re- 
gion. Had  Indonesia  not  been  both  a  leader 
and  a  good  neighbor  in  this  region,  I  do 
not  think  there  would  be  an  ASEAN  or  an 
ARF  today.  I  do  not  think  there  would  be 
peace  in  Cambodia.  I  do  not  think  we  would 
have  an  APEC  commitment  to  open  and 
free  trade  in  Asia  and  the  Pacific".  Oleh 
karena  itulah  AS  mengharapkan  Indonesia 
segera  keluar  dari  krisis  dan  kembali  jadi 
kuat  seperti  sebelumnya  disertai  komitmen 
kepada  demokrasi  yang  diperlukannya  agar 
tetap  kuat  dan  sejahtera  dalam  tahun-tahun 
selanjutnya.  Itulah  juga  sebabnya,  menga- 
pa  AS  mendukung  tambahan  bantuan  IMF 
untuk  Indonesia,  di  samping  AS  memberi 
bantuan  makanan  dan  obat-obatan  senilai 
US$100  juta  dan  malanjutkan  program-pro- 
gram bantuannya  sejumlah  US$550  juta. 

Akhirnya,  apa  yang  dapat  dilakukan  In- 
donesia dalam  upaya  memelihara  stabilitas 
kawasan  ialah  berupaya  mencegah  Indone- 
sia betul-betul  menjadi  faktor  perusak  sta- 
bilitas dengan  mengatasi  krisis  yang  sedang 
melanda  dirinya  sendiri.  Ini  hanya  bisa  dila- 
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kukan  oleh  pemerintah  yang  memiliki  legi- 
timasi  dan  kredibilitas,  dipercaya  oleh  rak- 
yat  dan  masyarakat  internasional,  terutama 
masyarakat  bisnis  internasional.  Untuk  be- 
berapa tahun  ke  depan,  tak  ada  yang  dapat 
dilakukan  oleh  Indonesia  selain  tetap  beru- 
saha:  (1)  memelihara  hubungan  persahabatan 
dengan  semua  negara  kawasan;  (2)  memulih- 
kan  keretakan  hubungannya  dengan  Singa- 
pura,  dan  tetap  melanjutkan  partisipasinya 
dalam  program-program  ARF  sesuai  kemam- 
puannya  yang  sudah  sangat  berkurang.  Ja- 
ngan  berpikir  bahwa  suatu  bangsa  yang  se- 
dang sakit  keras  yang  memerlukan  bantuan 
untuk  sembuh,  akan  dapat  berperan  proaktif 
di  arena  politik  luar  negeri. 
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Indonesia  di  Masa  Transisi 


Zhang  Hao 

Sungguh  merupakan  hal  yang  mengejutkan  bahwa  Indonesia  yang  beberapa  waktu 
lalu  termasuk  di  dalam  negara-negara  yang  mengalami  Asian  Miracle,  temyata  harus  ter- 
puruk  akibat  /crisis  yang  melanda  di  kawasan  sejak  1997  lalu.  Krisis  itu  bahkan  merontok- 
kan  rezim  Soeharto  yang  telah  memerintah  dengan  tangan  besi  selama  32  tahun.  Akan  te- 
tapi,  mundurnya  Soeharto  dari  tampuk  kekuasaan  belum  merupakan  klimaks  dari  persoal- 
an  yang  dihadapi  Indonesia,  karena  pemerintahan  Habibie  yang  menggantikannya  ter- 
nyata  tidak  kunjung  mendapatkan  legitimasi  baik  dari  masyarakat  dalam  negeri  maupun  in- 
temasional.  Beberapa  persoalan  yang  berkembang,  baik  di  bidang  ekonomi  maupun  politik, 
menandai  masuknya  Indonesia  ke  dalam  masa  transisi.  Kapan  Indonesia  bisa  keluar  dari 
masa  transisi  ini  akan  sangat  tergantung  kepada  keseriusan  pemerintahan  Habibie  dalam 
merespons  tuntutan  masyarakat.  Namun  demikian,  prospeknya  sulit  diduga.  Kita  masih  ha- 
rus bersabar  menunggu  hingga  usai  Sidang  Istimewa  MPR  bulan  November  1998  dan  Pe- 
milu  tahun  1999. 


Pendahuluan 

BEBERAPA  peristiwa  politik  yang 
terjadi  mendadak  di  Indonesia 
sejak  bulan  Mei  lalu  telah  mem- 
berikan  kesan  bahwa  perkembangan  situa- 
si  di  Indonesia  semakin  tidak  menentu.  Ke- 
adaan  ekonomi  negara  itu  yang  sangat  ter- 
pukul  oleh  krisis  yang  melanda  kawasan 
Asia  Timur  tampaknya  belum  menunjuk- 
kan  titik  terang.  Indonesia  telah  memasuki 
masa  transisi. 

Sungguh  merupakan  hal  yang  menge- 
jutkan bahwa  pada  akhirnya  Soeharto,  to- 
koh  yang  terkenal  dengan  kekuasaan  ta- 
ngan besi,  bersedia  mundur  dari  jabatan- 
nya  sebagai  presiden  yang  telah  diduduki- 
nya  selama  32  tahun  karena  desakan  rak- 
yat.  Ini  berarti  berakhir  sudah  zaman  Orde 
Baru  (Orba)  yang  pada  awalnya  membawa 
Indonesia  "tinggal  landas"  dengan  pres- 
tasi  yang  cukup  menakjubkan,  tetapi  lalu 
menjatuhkannya  dalam  sekejap  mata.  Se- 


mua  ketidakberesan  yang  ditinggalkan  Soe- 
harto kini  diletakkan  pada  pundak  mantan 
Wakil  Presiden  B.J.  Habibie,  yang  dinilai 
tidak  kenal  betul  dengan  liku-liku  politik 
dan  menanjak  terus  berkat  hubungannya 
yang  erat  dengan  keluarga  Soeharto.  Mes- 
kipun  pemerintahan  Presiden  Habibie  se- 
cara  lisan  mendapat  dukungan  dari  Ang- 
katan  Bersenjata  Republik  Indonesia  (ABRI) 
yang  terbukti  telah  memainkan  peran  pen- 
ting  dalam  pengalihan  kekuasaan  itu,  na- 
mun kepercayaan  penuh  dari  masyarakat  da- 
lam negeri  maupun  internasional  rupanya 
belum  bisa  pulih.  Suara  demonstrasi  me- 
nuntut  reformasi  di  bidang  politik,  ekonomi 
dan  hukum  masih  nyaring  di  telinga,  nilai 
tukar  mata  uang  rupiah  terhadap  dolar  AS 
terus  terombang-ambing,  dana  dalam  nege- 
ri tak  henti-hentinya  dilarikan  ke  luar  nege- 
ri, kegiatan  ekonomi  mengalami  stagnasi  to- 
tal, dan  kehidupan  rakyat  semakin  susah. 

Tantangan-tantangan  berat  di  bidang 
politik  bagi  pemerintah  dan  sederetan  ma- 
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salah  aktual  di  bidang  ekonomi  yang  me- 
warnai  era  pasca-Soeharto  ini,  boleh  dipan- 
dang  sebagai  ciri-ciri  masa  transisi  yang 
sedang  dialami  Indonesia.  Wajar  saja  ka- 
lau  pemerintahan  Indonesia  yang  semen- 
tara  dipimpin  Presiden  B.J.  Habibie  diang- 
gap  sebagai  pemerintahan  peralihan  atau 
transisi.  Masa  transisi  dalam  arti  ekonomi 
maupun  politik  ini  merupakan  masa  pen- 
ting  yang  akan  menentukan  ke  mana  sebe- 
narnya  dan  dengan  wajah  apa  Indonesia 
akan  dibawa  menyongsong  abad  ke-21. 

Tulisan  ini  dimaksudkan  untuk  mengu- 
raikan  permasalahan  yang  sedang  dihadapi 
pemerintah  Indonesia,  khususnya  yang  me- 
nyangkut  masalah  politik  dan  ekonomi,  ser- 
ta  mencoba  menjawab  pertanyaan  "apa  se- 
benarnya  yang  sedang  terjadi  di  Indonesia" 
dalam  arti  yang  luas. 


Politik  di  Masa  Transisi 

Sudah  merupakan  pengetahuan  umum 
bahwa  pada  hakikatnya  krisis  yang  terja- 
di Indonesia,  baik  di  bidang  politik  mau- 
pun ekonomi,  adalah  krisis  kepercayaan. 
Pada  mulanya,  rezim  Soeharto  tidak  diper- 
caya  lagi  saat  taraf  kehidupan  rakyat  terus 
menurun,  dan  KKN  (korupsi,  kolusi  dan 
nepotisme)  yang  merugikan  rakyat  sangat 
marak.  Selanjutnya,  pemerintah  Habibie  ju- 
ga  tidak  dipercaya  karena  dinilai  tidak  se- 
rius  dalam  memecahkan  krisis  (Merdeka, 
3  Juli  1998).  Untuk  menunjukkan  kesung- 
guhan  dalam  melaksanakan  reformasi  dan 
memasyarakatkan  demokratisasi,  serta  me- 
mulihkan  kepercayaan  dalam  dan  luar  ne- 
geri,  pemerintah  Habibie  telah  banyak  me- 
lakukan  manuver  politik  yang  cukup  me- 


nyenangkan  hati  para  aktivis  pro  demokra- 
si  dan  negara-negara  Barat.  Manuver-manu- 
ver  tersebut  antara  lain  mengeluarkan  pe- 
rintah  untuk  menghapuskan  KKN,  pemi- 
sahan  dirinya  dari  keluarga  Soeharto  de- 
ngan menjatuhkan/mengeluarkan  anak-anak 
Soeharto  dari  jabatan  penting,1  perancang- 
an  kembali  undang-undang  mengenai  pe- 
milihan  umum  serta  struktur  MPR,  DPR 
dan  DPRD  serta  beberapa  undang-undang 
lainnya,  pencabutan  Surat  Keputusan  Men- 
teri  Penerangan  No.  1/1981  yang  menyang- 
kut  pembatasan  oleh  pemerintah  terhadap 
liputan  pers,  pembebasan  napol  dan  tapol, 
penarikan/pengurangan  pasukan  ABRI  di 
Timor  Timur  dan  Aceh,  serta  perbaikan  ke- 
bijakan  terhadap  etnis  Tionghoa  yang  se- 
lama  ini  selalu  menjadi  sasaran  massa  da- 
lam setiap  kerusuhan. 

Tindakan-tindakan  tersebut  memang  me- 
rupakan satu  aspek  kebijakan  politik  peme- 
rintah untuk  menciptakan  ruang  politik 
yang  andal  pada  era  reformasi  dan  demo- 
kratisasi ini.  Namun,  semua  itu  belum  bisa 
mencerminkan  keadaan  sebenarnya  jika  ti- 
dak mengikuti  perkembangan  kekuatan-ke- 
kuatan  politik  di  Indonesia  yang  menjadi 
komponen  penting  kehidupan  politik  di  In- 
donesia. Pada  zaman  Orba,  perkembangan 
kehidupan  partai  di  Indonesia  sangat  di- 
tekan  oleh  pemerintah.  Adalah  hal  yang 
pasti  terjadi  bahwa  begitu  dilepaskan  dari 
tekanan  itu,  kekuatan-kekuatan  sosial  po- 
litik akan  mengembangkan  diri  dengan  ber- 
bagai  bentuk  dalam  suasana  politik  do- 
mestik  yang  relatif  bebas. 


'Antara  lain  pcmindahan  jabatan  Letjcn  Pra- 
bowo  Subianto  dari  Pangkostrad  ke  Komandan  Ses- 
ko  (Dansesko)  ABRI,  dan  mengeluarkan  enam  anak 
Soeharto  dari  MPR. 
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Perkembangan  Berbagdi  Kekuatan 
Sosial-Politik 

Masa  Orde  Baru  adalah  masa  yang  pa- 
ling gemilang  bagi  Golkar.  Terlepas  dari  se- 
nang  dan  tidak  senang,  keberadaan  Golkar 
di  tengah  pentas  politik  Indonesia  pada 
waktu  itu  sangat  dominan  setidaknya  dari 
besarnya  massa  simpatisan  yang  dimiliki- 
nya.  Beragam  kalangan  berhasil  diraihnya, 
meliputi  hampir  semua  golongan  yang  ada 
dalam  masyarakat.  Kenyataan  ini  memberi- 
kan  sumbangan  yang  tidak  kecil  bagi  kebe- 
saran  Golkar  sebagai  pemenang  dalam  se- 
tiap  pemilu  yang  telah  diadakan  pada  masa 
Orde  Baru  (Padiangan,  1996). 

Sebagai  suatu  functional  group  yang 
terbentuk  dengan  dukungan  utama  dari 
Angkatan  Bersenjata  Republik  Indonesia 
(ABRI)  pada  tahun  1964,  untuk  mengim- 
bangi  kekuatan  Partai  Komunis  Indonesia 
(PKI)  yang  sangat  kuat  pada  saat  itu,  dan 
selama  lebih  dari  tiga  dasawarsa  di  bawah 
DPP  yang  dikendalikan  oleh  Presiden  Soe- 
harto,  Golkar  telah  menjalankan  rungsinya 
sebagai  sebuah  partai  politik  yang  berkua- 
sa.  Sementara  itu,  Golkar  juga  menjadi  in- 
strumen  untuk  memenangkan  pemilu  dan 
merupakan  infrastruktur  politik  bagi  ABRI 
dalam  melakukan  dwifungsinya  dalam  bi- 
dang  politik  (Seda,  1996).  Di  satu  sisi,  Gol- 
kar meraih  suara  untuk  memberi  legitimasi 
kepada  pemerintah,  di  sisi  lain  memperoleh 
hak-hak  istimewa  dari  pemerintah  dan  men- 
jadi satu  kekuatan  mayoritas  mutlak  yang 
bersifat  perpanjangan  tangan  dari  pusat- 
pusat  kekuasaan  di  luar  dirinya  {Kompas, 
17  Oktober  1993),  sehingga  bisa  menentu- 
kan  secara  absolut  setiap  langkah  regulasi 
politik  tanpa  kemungkinan  terancam  boikot 
oleh  kekuatan  mana  pun  (Karim,  1998). 


Kemandirian  Golkar  sering  dipertanya- 
kan  mengingat  hubungannya  dengan  ABRI. 
Sepanjang  perkembangan  Golkar,  unsur- 
unsur  militer  dan  birokrasi  telah  banyak 
terserap,  sehingga  kemandiriannya  sebagai 
suatu  organisasi  sosial  politik  sangat  ter- 
batas.  Sebelum  tahun  1993,  Golkar  selalu  di- 
kuasai  militer  secara  langsung  atau  tidak 

2 

langsung  melalui  jabatan  Ketua  Umum. 
Ungkapan  dari  Kepala  Staf  Angkatan  Da- 
rat  (KSAD)  Jenderal  Hartono,  bahwa  ABRI 
berada  di  belakang  Golkar,  secara  historis 
ABRI  tidak  pernah  terpisah  darinya,  dan 
bahwa  setiap  anggota  ABRI  adalah  kader 
Golkar  {Kompas,  18  Maret  1996),  merupakan 
refleksi  dari  dominasi  dan/atau  besarnya 
pengaruh  ABRI  di  Golkar. 

Mundurnya  Soeharto  dari  jabatan  pre- 
siden dan  Harmoko  dari  posisi  Ketua  Umum 
Golkar  serta  diselenggarakannya  Musyawa- 
rah  Nasional  Luar  Biasa  (Munaslub)  pada 
bulan  Juli  lalu  ternyata  telah  memberikan 
peluang  besar  bagi  revitalisasi  Golkar  dalam 
menghapus  citra  konservatif,  penyesuaian 
diri  dengan  tuntutan  jaman  yang  baru,  pe- 
wujudan  otonomi  dan  keterbukaan,  sehing- 
ga berjalan  lebih  seperti  satu  partai  politik. 
Dalam  Munaslub  tersebut,  untuk  pertama  ka- 
linya  Ketua  Umum  Golkar  dipilih  melalui 
cara  voting  yang  sempat  menimbulkan  per- 

.  3 

saingan  sengit.  Hasilnya  pihak  Akbar  Tan- 
djung  menang,  Dewan  Pembina  Golkar  yang 
selama  ini  banyak  campur  tangan  dalam 


Pada  pcriodc-pcriodc  scbclum  1993,  kepengu- 
rusan  Golkar  selalu  dikctuai  oleh  seorang  jenderal 
purnawirawan. 

Vcrcbutan  ini  terjadi  antara  Akbar  Tandjung 
yang  didukung  oleh  Presiden  Habibie  dengan  Edi 
Sudrajat  yang  didukung  oleh  scbagian  jenderal  pur- 
nawirawan, termasuk  mantan  Waprcs  Try  Sutrisno  dan 
kadcr-kadcr  muda  yang  anti  Habibie. 
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urusan  intern  organisasi  dihapuskan,  keman- 
dirian  organisasi  ditegaskan  kembali  (The 
Asian  Wall  Street  Journal,  13  July  1998), 
sehingga  Golkar  dapat  berkembang  men- 
jadi  lebih  otonom,  lebih  demokratis  dalam 
pengembangan  dirinya,  dan  menjadi  sema- 
cam  rulling  party  yang  memegang  kekua- 
saan  di  tangannya  sendiri  serta  berhak  me- 
ngatur  mekanisme  kenegaraan  dan  peme- 
rintahan,  seperti  halnya  UMNO  di  Malay- 
sia dan  PAP  di  Singapura  (Kompas,  17  Ok- 
tober  1993).  Hal  itulah  yang  memang  di- 
cita-citakannya  sejak  dulu. 

Semangat  baru  itu  rupanya  sedang  tum- 
buh  di  dalam  tubuh  Golkar  dalam  mengha- 
dapi  pemilihan  umum  yang  akan  diadakan 
tahun  depan.  Memang,  Golkar  memiliki  du- 
kungan  material  yang  jauh  lebih  unggul 
daripada  partai-partai  lain,  tetapi  jumlah 
suara  yang  diraih  nampaknya  akan  turun 
drastis  dibandingkan  dengan  pemilu-pemi- 
lu  sebelumnya,  mengingat  kehadiran  kekuat- 
an-kekuatan  sosial  politik  lain  yang  tak  bo- 
leh  diremehkan  pengaruhnya  karena  mem- 
punyai  manajemen  dan  kepemimpinan  yang 
karismatis,  seperti  misalnya  Partai  Demo- 
krasi  Indonesia  (PDI)  di  bawah  pimpinan 
Megawati,  Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB) 

4 

yang  dilahirkan  oleh  Nahdlatul  Ulama  (NU), 
Partai  Bulan  Bintang  (PBB)5  yang  didiri- 
kan  oleh  sejumlah  organisasi  masyarakat 
Islam  dan  Barisan  Nasional  yang  dipelo- 
pori  oleh  tokoh-tokoh  tua  (Media  Indone- 
sia, 5  Agustus  1998).  Dengan  demikian,  Gol- 


Dikctuai  oleh  Matori  Abdul  Djalil. 

5Dikctuai  oleh  Prof.  Dr.  Yusril  Ichza  Mahendra; 
para  pemralcarsanya  adalah  tokoh-tokoh  cks  Ma- 
syumi,  dan  didirikan  oleh  22  ormas  dan  dakwah  Is- 
lam yang  terhimpun  dalam  Badan  Koordinasi  Umat 
Islam  (BKUI). 
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kar  mesti  bisa  membuat  platform  dan  pro- 
gram politik  yang  baru  sama  sekali,  yang 
meninggalkan  kesan  kolot.  Ketua  Umum 
Golkar  harus  lebih  mampu  mengakomoda- 
si  keinginan  rakyat  ke  arah  demokratisasi 
(Editor,  7  Oktober  1993),  mengkoordinasi  per- 
bedaan  pendapat  di  dalam  tubuhnya  sendi- 
ri, sehingga  dapat  bersiap-siap  menghadapi 
tantangan  dari  partai-partai  tersebut. 

Kenyataannya  adalah,  Golkar  sebenar- 
nya  tidak  berhasil  melakukan  reformasi  me- 
lalui  Munaslub  itu,  karena  proses  pemilih- 
an Ketua  Umum  tetap  dicampuri  oleh  fak- 
tor  dukungan  menentukan  dari  militer.  Ak- 
bar  Tandjung  sendiri  yang  merangkap  se- 
bagai  Mensesneg,  tidak  mungkin  tidak  di- 
pengaruhi  oleh  pemerintah  dan  birokrasi. 
Ini  berarti,  Golkar  masih  belum  bisa  memi- 
sahkan  diri  dari  ABRI  dan  birokrasi.6  Apa- 
lagi  dalam  pemilu  mendatang,  Golkar  yang 
sudah  terbiasa  bersandar  pada  mitra  lama- 
nya  akan  tetap  memerlukan  dukungan  me- 
reka  agar  dapat  menang  dalam  kompetisi 
yang  tajam.  Hanya  dengan  dukungan  itu- 
lah, Golkar  mungkin  bisa  mempertahankan 
suara  paling  banyak  30  persen  (Bisnis  Indo- 
nesia, 13  Mi  1998). 

Seperti  dikemukakan  di  atas,  tantangan 
yang  dihadapi  oleh  Golkar  datang  dari  ma- 
raknya  kegiatan-kegiatan  partai/organisasi 
sosial  politik  non-pemerintah.  Kecuali  kedua 
parpol  lama  (PDI  dan  PPP)  yang  sedang  ber- 
usaha  mencari  kebangkitannya  kembali, 
khususnya  PDI  Perjuangan  di  bawah  Mega- 
wati Soekarnoputri,  gejala  yang  paling  me- 
nonjol  adalah  terus  bermunculannya  partai- 
partai  baru  bagaikan  jamur  di  musim  hujan, 


6Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Susanto  Pudjo- 
martono,  Chief  Editor,  The  Jakarta  Post. 
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sehingga  sistem  partai  Indonesia  cenderung 
ke  arah  multi-partai.  Ketiga  partai  yang  sah 
pada  jaman  Orde  Baru  dianggap  tidak  cu- 
kup  lagi  mewakili  suara  hati  dan  keingin- 
an  rakyat.  Hingga  Juli  1998,  tercatat  seki- 
tar  60  partai  politik  (termasuk  Golkar,  PPP 
dan  PDI)  telah  mengklaim  eksistensinya, 
di  mana  42  di  antaranya  sudah  mendaftar- 
kan  diri  di  Departemen  Dalam  Negeri. 

Meskipun  munculnya  banyak  partai  ba- 

7 

ru  dengan  latar  belakang  berbeda-beda  ter- 
sebut  akan  mengurangi  kekuatan  partai- 
partai  politik  lama  baik  PDI,  PPP  maupun 
Golkar,  tetapi  ketiga  partai  yang  disebut- 
kan  terakhir  itu  tetap  akan  sangat  diuntung- 
kan  oleh  peraturan  baru  tentang  kepartai- 
an  di  Indonesia.  Jika  RUU  tentang  partai 
politik  yang  diusulkan  oleh  pemerintah  ke- 
lak  disahkan  oleh  DPR,  hanya  ketiga  partai 
itu  dan  beberapa  partai  lain  yang  berbasis 
kuat  dalam  jumlah  terbatas  saja  yang  dapat 
lolos  ujian  kualifikasi  sebagai  partai  poli- 
tik. Persyaratan  yang  harus  dipenuhi  akan 
mempersulit  partai-partai  untuk  diakui  se- 
bagai parpol  yang  berhak  ikut  dalam  pe- 
milu.  Salah  satu  syarat  yang  memberatkan 
itu,  misalnya,  tentang  keharusan  memiliki 
14  cabang  partai  pada  tingkat  propinsi  dan 
ranting  partai  sebanyak  50  persen  dari  jum- 
lah kabupaten/kotamadya  yang  ada.  De- 
ngan kata  lain,  hari  depan  partai-partai  itu 
adalah  survival  of  the  fittest. 

Cara  yang  paling  mungkin  digunakan 
oleh  partai  baru  yang  rclatif  lemah  dan  ku- 


Misalnya  ada  yang  berlandaskan  politik  idcolo- 
gi  yang  jclas,  ada  yang  berbasis  dukungan  massa  yang 
kuat,  ada  yang  didorong  oleh/karena  sikap  rcaktif 
atas  pcrlakuan  pemerintah  yang  dirasa  diskriminatif, 
ada  juga  yang  bcrdasarkan  kombinasi  ketiga  unsur 
tcrscbut. 


rang  pengalaman  untuk  mengimbangi  atau 
menggantikan  posisi  partai  lama  dalam  pe- 
milu  nanti,  khususnya  Golkar  yang  diang- 
gap tidak  memadai  lagi  pada  era  reforma- 
si,  adalah  melakukan  aliansi  atau  koalisi, 
baik  menurut  agama,  asas  maupun  kesama- 
an-kesamaan  lainnya.  Ini  kiranya  bakal  ter- 
jadi  menjelang  pemilu,  karena  sekarang  tan- 
da-tandanya  sudah  muncul,  misalnya  PKB 
cenderung  bergandengan  tangan  dengan 
PDI  Perjuangan  yang  dipimpin  oleh  Mega- 
wati (Kompas,  24  Juli  1998).  Tetapi  masih 
terlalu  dini  untuk  meramal  partai-partai  itu 
akan  muncul  dengan  wajah  apa  sebenar- 
nya  nanti,  karena  partai-partai  itu  belum  de- 
wasa,  atau  belum  waktunya  menyampaikan 
tujuan  dan  keinginan  mereka  yang  sesung- 
guhnya  demi  kepentingan  politik. 

Dengan  demikian,  Pemilu  1999  nanti  pas- 
ti  akan  ramai  dengan  kejadian-kejadian  di 
luar  dugaan  kalau  partai-partai  baru  yang 
cukup  kuat  pengaruhnya  itu  mulai  berga- 
bung  atau  berpisah  satu  sama  lain.  Jadi  sua- 
tu  aturan  permainan  sangat  diperlukan  un- 
tuk menjamin  sehatnya  suasana  pemilu  nan- 
ti, yaitu  suasana  demokratis  tetapi  tidak 
ekstremis,  ramai  tetapi  tidak  kacau,  penuh 
antusias  tetapi  tidak  emosional.  Perumus- 
an  undang-undang  baru  mengenai  pemilih- 
an  umum  serta  peraturan-peraturan  yang 
bersangkutan  akan  menjadi  tugas  yang  be- 
rat  bagi  pemerintah  pada  saat  ini. 

Masai  ah  Ihvifungsi  ABRI 

Sudah  sekian  lama  dwifungsi  ABRI  men- 
dapat  perhatian  dari  masyarakat  luas.  Sc- 
lama  ini,  sebagai  satu-satunya  organisasi 


Ilasil  wawancara  dengan  Bapak  Susanto  Pudjo- 
martono,  Chief  Editor,  The  Jakarta  Post. 
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militer  di  kawasan  ini  yang  mempimyai  ba- 
sis legal  dan  ideologis  atas  perannya  di  da- 
lam  urusan  sipil,  ABRI  menganggap  diri- 
nya  berbeda  dengan  pasukan-pasukan  ber- 
senjata  yang  lain  di  dunia,  karena  mereka 
bukan  suatu  instrumen  negara,  melainkan 
kekuatan  yang  ikut  serta  dalam  mencipta- 
kan  negara  (Vatikiotis,  1993).  Campur  ta- 
ngan  ABRI  telah  banyak  terulur  ke  dalam 
kehidupan  politik  negara  melalui  sistem 
"kekaryaan". 

Masalah  itu  lebih  menyolok  lagi  setelah 
Indonesia  memasuki  era  reformasi  yang  di- 
tandai  oleh  terbentuknya  Kabinet  Reforma- 
si Pembangunan  pada  akhir  Mei  lalu.  Citra 
ABRI  sempat  merosot  tajam  di  mata  rakyat 
mengingat  beberapa  hal  yang  kurang  me- 
nyenangkan  akhir-akhir  ini,  antara  lain  si- 
kap  ABRI  yang  terlalu  apatis  dan  tidak 
bertanggung  jawab  ketika  terjadi  kerusuh- 
an  dan  penjarahan,  tidak  efektif  dalam  pe- 
nyelidikan  peristiwa  12  Mei  yang  mengaki- 
batkan  empat  mahasiswa  tertembak  hingga 
tewas,  terungkapnya  keterlibatan  ABRI  da- 
lam penculikan  aktivis  demokrasi  dan  tin- 
dakan  yang  melanggar  hak  asasi  manusia 
lainnya.  Jika  tugas  ABRI  untuk  menjamin 
keamanan  dan  stabilitas  negara  pun  belum 
bisa  dijalankan  dengan  baik,  apakah  keha- 
diran  mereka  masih  diperlukan  di  dalam  ba- 
dan  politik  negara? 

Kalau  ditinjau  dari  sejarah,  dwifungsi 
ABRI  yang  pertama-tama  dikenal  sebagai 

9 

konsep  "jalan  tengah"  itu  lahir  pada  ma- 
sa  darurat  di  mana  tentara  diberikan  tugas 
sejarah  untuk-  membantu  membangun  ne- 
gara, dan  diresmikan  secara  tertulis  pada 
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tahun  1982. 10  Kemudian  ABRI  berpegang 
teguh  pada  basisnya  ini  sampai  32  tahun 
lebih  tanpa  pernah  direvisi  dengan  sung- 
guh-sungguh,  sehingga  militer  masuk  ke 
lembaga-lembaga  sosial  politik  dan/atau  ke- 
kuatan sosial  politik  dalam  jumlah  besar. 
Pada  permulaan  1990-an,  justru  Jenderal 
(Purn.)  A.H.  Nasution  sendiri  pernah  me- 
ngeluarkan  peringatan  bahwa  penerapan 
dwifungsi  sudah  melampaui  batas  (Noer, 
1993). 

Dalam  perkembangan  akhir-akhir  ini, 
ABRI  menunjukkan  sikap  untuk  memba- 
ngun suatu  kerangka  baru  dalam  pembagi- 
an  peran  politiknya  di  Indonesia,  dengan  te- 
rns melakukan  readjustment  dan  reposition 
{The  Straits  Times,  22  June  1998),  mengingat 
demokratisasi  yang  menuntut  kemandirian 
sipil.  Pangab  Jenderal  Wiranto  pernah  me- 
ngatakan  beberapa  waktu  lalu,  bahwa  ABRI 
itu  berasal  dari  rakyat  dan  tugasnya  ada- 
lah  mengabdikan  diri  kepada  rakyat.  Jika 
rakyat  tidak  ingin  ABRI  berpolitik  lagi, 
ABRI  bisa  mundur.  Untuk  mengurangi  pe- 
rannya di  bidang  politik,  ABRI  kiranya 
akan  mengikuti  jejak  yang  lazim  ditempuh 
oleh  kekuatan  militer  di  seluruh  Asia  Ti- 
mur,  seperti  Korea  Selatan,  Taiwan,  Filipina 
dan  Thailand,  di  mana  militer  mundur  dari 
panggung  politik  (The  Straits  Times,  22 
June  1998). 

Tetapi  tidak  ada  orang  yang  yakin  be- 
nar  bahwa  ABRI  bakal  menghilang  begitu 
saja  dari  percaturan  politik  Indonesia  dalam 
jangka  waktu  dekat  ini.  Paling  tidak,  Gol- 
kar dan  Presiden  Habibie  masih  memerlu- 
kan  dukungannya  yang  begitu  kuat  di  dae- 
rah,  untuk  memenangkan  Pemilu  menda- 


9Konsep  ini  dilcemukakan  oleh  Jcnderal  A.H. 
Nasution  dalam  pidatonya  pada  11  November  1958. 


10Dengan  diterimanya  RUU  tcntang  "Keten- 
tuan  Pokok  Pertahanan  dan  Keamanan  RT. 
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tang.  Dipertahankannya  kursi  ABRI  di  DPR 
dan  MPR  adalah  buktinya,  meskipun  menu- 
rut  rancangan  undang-undang  mengenai 
struktur  DPR/DPRD  yang  kemungkinan  be- 
sar  disahkan  jumlah  kursi  ABRI  di  DPR  di- 
kurangi  lagi  dari  75  orang  menjadi  50  orang 
(Bisnis  Indonesia,  8  Juli  1998). 

Ekonomi  di  Masa  Transisi 

Resesi  Ekonomi 

Dalam  tiga  dasawarsa  yang  lalu,  ekono- 
mi Indonesia  tercatat  tumbuh  dengan  rata- 
rata  6,9  persen  per  tahun.  Pemerintah  berha- 
sil  melakukan  pergeseran  kebijakan  strate- 
gis  terhadap  produk-produk  ekspornya  dari 
mengutamakan  produk-produk  migas  ke  pro- 
duk-produk non-mi  gas  pada  pertengahan 
1980-an,  sedangkan  basis  usahanya  mulai  di- 
alihkan  secara  bertahap  dari  usaha-usaha 
agraris  ke  usaha  industri  (manufaktur).  Per- 
ekonomian  dalam  negeri  mendapat  perlin- 
dungan  yang  cukup  baik  di  bawah  naungan 
lingkungan  makro  di  kawasan  yang  penuh 
dinamika. 

Ditinjau  secara  komparatif,  pemerintah 
Orde  Baru  telah  mengubah  keadaan  pere- 
konomian  Indonesia  yang  bangkrut  seba- 
gai  peninggalan  Orde  Lama,  dan  menjadi- 
kan  Indonesia  salah  satu  lokomotif  per- 
kembangan  di  kawasan  dengan  tercapai- 
nya  prestasi-prestasi  berikut  ini: 

•  Bcrhasil  mcnckan  laju  inflasi  dari  600 
persen  pada  tahun  1966  menjadi  6,7  per- 
sen pada  1996  {Asia  Week,  30  December 
1996  -  5  January  1997). 

•  Menaikkan  laju  pcrtumbuhan  Produk  Na- 
sional  Bruto  (PNB)  dari  7  persen  pada 
1965-1980  menjadi  7,6  persen  pada  1990- 


1995;  jumlah  PDB  bertambah  dari  5,98 
juta  dolar  AS  pada  1965  menjadi  7,46  ju- 
ta  dolar  AS  pada  1996,  sedangkan  penda- 
patan  per  kapita  yang  tercatat  sebesar 
100  dolar  AS  pada  pertengahan  1960-an 
naik  menjadi  1.088  dolar  AS  pada  1997,11 
yang  memasukkan  Indonesia  ke  dalam 
kategori  lower  middle  economy. 

•  Menurunkan  jumlah  penduduk  yang  hi- 
dup  di  bawah  garis  kemiskinan  yang  ter- 
catat 67,9  juta  jiwa  (58  persen)  pada  awal 
berdirinya  rezim  Orde  Baru  menjadi  22,5 
juta  jiwa  (11,3  persen)  pada  1996. 

Banyak  usaha  telah  dicurahkan  oleh  ma- 
syarakat  maupun  lembaga-lembaga  keuang- 
an  internasional  untuk  mengembangkan  ke- 
giatan  ekonomi  dan  bisnis  di  berbagai  bi- 
dang  di  Indonesia,  tetapi  banyak  masalah 
muncul  dan  membawa  akibat  negatif  pada 
waktu  itu,  antara  lain  karena  kurang  trans- 
parannya  kebijakan  pemerintah,  tersebar 
luasnya  KKN,  dan  lain-lain.  Masalah-masa- 
lah  seperti  itu  nampak  terus  diabaikan  ha- 
nya  karena  sistem  nasional  telah  begitu  la- 
ma dipertahankan  oleh  satu  pemimpin  ne- 
gara  saja,  meskipun  dapat  dimaklumi  bahwa 
tidak  mungkin  suatu  sistem  ekonomi  berja- 
lan  tanpa  masalah. 

Akan  tetapi,  tidak  ada  yang  menduga 
bahwa  pengambangan  mata  uang  Thailand, 
baht,  tanggal  2  Juli  1997,  akan  menimbul- 
kan  komplikasi  sosial  dan  politik  seberat 
yang  dialami  Indonesia,  khususnya  krisis 
ekonomi  yang  berkepanjangan.  Sejak  akhir 
tahun  lalu,  krisis  mata  uang  yang  melanda 
bebcrapa  ncgara  di  kawasan  mulai  mclcm- 
parkan  pukulannya  secara  lebih  parah  lagi 


I.ihat  Pidato  Kcncgaraan  Prcsidcn  Sochnrto, 

1997. 
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pada  ekonomi  Indonesia.  Bahkan  situasi  ber- 
tambah  serius  karena  dipengaruhi  unsur- 
unsur  non-ekonomi  seperti  kerusuhan  dan 
huru-hara  yang  terjadi  di  seluruh  negeri 
yang  klimaksnya  terjadi  pada  12-15  Mei 
1998  yang  mengakibatkan  ribuan  orang  te- 
was  dan  memaksa  pergantian  kekuasaan  pa- 
da tanggal  21  Mei  1998.  Keadaan  diperpa- 
rah  lagi  oleh  lesunya  ekonomi  di  seluruh 
kawasan  Asia  Timur  yang  ditandai  oleh  de- 
valuasi  mata  uang  yen  Jepang  terhadap  do- 
lar  AS,  dan  bencana  alam  yang  merajalela 
di  beberapa  negara  tetangga.  Beban  pereko- 
nomian  nasional  kian  berat.  Prestasi  yang 
pernah  dicapai  pemerintah  Orba  nampak- 
nya  musnah  dalam  waktu  sekejap  saja. 

Menurut  data  BPS,  sejak  bulan  Juli  lalu, 
nilai  mata  uang  rupiah  telah  anjlok  hing- 
ga  lebih  dari  80  persen.  Inflasi  tujuh  bulan 
pertama  di  tahun  ini  mencapai  59,1  persen. 
Inflasi  tahunan  (Agustus  1997  -  Juli  1998) 
sebesar  68,72  persen  (Bisnis  Indonesia,  4 
Agustus  1998),  dan  diperkirakan  akan  me- 
lewati  100  persen  pada  akhir  tahun.  Penda- 
patan  Nasional  Bruto  (PNB)  per  kapita  di- 
perkirakan menjadi  436  dolar  AS  pada  ta- 
hun ini  (Kompas,  8  Juli  1998).  Rakyat  yang 
hidup  di  bawah  garis  kemiskinan  menca- 
pai 79,4  juta  jiwa,  dan  diperkirakan  akan 
meningkat  sampai  95,8  juta  jiwa  pada  akhir 
tahun  ini,  atau  mencapai  48  persen  dari 
220  juta  penduduk  Indonesia  (The  Jakarta 
Post,  3  Juli  1998).  Pertumbuhan  ekonomi  ta- 
hun ini  diperkirakan  minus  13,06  persen. 

Pada  tahun  1985,  Indonesia  berhasil  me- 
wujudkan  swasembada  pangan,  dan  menga- 
lami  masa  panen  yang  relatif  baik  pada  ta- 
hun-tahun  berikutnya.  Tetapi  tahun  1997 
lalu,  produksi  beras  menghadapi  kesulitan 
akibat  kekeringan  yang  melanda  daerah 
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penghasil  padi,  sehingga  telah  mengurangi 
atau  memperlambat  produksi  beras.  Akibat- 
nya,  hams  dilakukan  impor  beras.  Namun 
sebagai  konsekuensi  dari  krisis  moneter, 
kelancaran  impor  beras  terhambat  karena 
menurunnya  kredibilitas  bank-bank  Indo- 
nesia sehingga  L/C  dari  bank-bank  Indone- 
sia tidak  diterima  oleh  pengekspor  asing. 
Ditambah  lagi  dengan  kurang  lancarnya  sa- 
luran  distribusi  sehingga  membuat  cadang- 
an  beras  Bulog  turun  drastis,  dan  harga  be- 
ras pun  naik  menjadi  Rp  3.000,-/kg.  Harga 
minyak  goreng  juga  naik  dari  Rp  4.000,-/kg 
pada  akhir  Juni  menjadi  Rp  7.000,-/kg  pada 
awal  Juli  1998. 

Kian  meningkatnya  jumlah  masyarakat 
rawan  pangan  dapat  menjadi  unsur  insta- 
bilitas  internal  meskipun  kebanyakan  me- 
reka  tidak  mau  melibatkan  diri  ke  dalam 
urusan  politik.  Beberapa  langkah  telah  di- 
ambil  pemerintah  untuk  memecahkan  masa- 
lah  pangan,  antara  lain  berusaha  melancar- 
kan  saluran  distribusi,  melaksanakan  pro- 
gram "pasar  khusus"  yang  menyajikan  be- 
ras sebanyak  10  kg  per  orang  setiap  bu- 
lan dengan  harga  Rp  1.000,-  per  kg  kepada 
keluarga  miskin  di  beberapa  daerah.  Seja- 
lan  dengan  itu,  untuk  menjamin  pengada- 
an  minyak  goreng  di  dalam  negeri,  pajak 
ekspor  CPO  dinaikkan  dari  40  persen  men- 
jadi 60  persen.  Meskipun  demikian,  beban 
di  pundak  rakyat  menengah  ke  bawah  te- 
taplah  terlalu  berat. 

Penyebab  Utama  Krisis  Moneter 

Krisis  yang  menjatuhkan  ekonomi  Indo- 
nesia tidak  terjadi  begitu  saja,  melainkan  me- 
lalui  proses  perubahan  kuantitatif  sampai 
perubahan  substansif.  Di  samping  terpenga- 
ruh  oleh  dampak  buruk  dari  krisis  regional 
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di  Asia,  beberapa  unsur  ekonomi  dalam  ne- 
geri  menjadi  penyebab  utama  keruntuhan 
ekonomi  makro  itu. 

Pertama,  penumpukan  utang  luar  nege- 
ri,  khususnya  utang  swasta  telah  memberi- 
kan  beban  yang  sangat  berat  bagi  pemerin- 
tah.  Sebelum  krisis  ekonomi,  lembaga-lem- 
baga  keuangan  internasional  seperti  Bank 
Dunia,  IMF  dan  investor-investor  asing  mem- 
berikan  penilaian  positif  terhadap  Indone- 
sia, dan  bersedia  memberikan  pinjaman  ke- 
pada  Indonesia.  Jumlah  utang  luar  negeri 
pada  tahun  1996  adalah  74,6  milyar  dolar 
AS,  sementara  cadangan  devisa  RI  19,1  mil- 
yar dolar  AS.  Saat  rupiah  tertimpa  depre- 
siasi,  utang  luar  negeri  mulai  melonjak  jika 
dihitung  dengan  valuta  asing,  yaitu  men- 
jadi 135  milyar  dolar  AS,  sedangkan  cadang- 
an devisa  hanya  tercatat  14  milyar  dolar  AS. 
Pembayaran  utang  luar  negeri  tersebut  me- 
micu  berlarut-larutnya  krisis.  Diperkirakan, 
pada  tahun  1998  saja  devisa  yang  diperlu- 
kan  untuk  membayar  utang-utang  itu  men- 
capai  36-37  milyar  dolar  AS,  terdiri  atas 
utang  perusahaan  swasta  sebesar  27  mil- 
yar dolar  AS,  utang  perbankan  sekitar  7-8 
milyar  dolar  AS,  dan  utang  pemerintah  seki- 
tar 2  milyar  dolar  AS.  Khusus  devisa  untuk 
membayar  utang  pemerintah  bersifat  netto, 
yakni  kewajiban  pembayaran  kurang  lebih 
7  milyar  dikurangi  pemasukan  utang  baru 
kira-kira  5  milyar  dolar  AS  (Kompas,  24  Juli 
1998). 

Dapat  kita  bayangkan  bctapa  bcsar  te- 
kanan  pembayaran  utang  itu  terhadap  ni- 
lai  pasar  dari  dolar  AS.  Pada  awalnya,  peme- 
rintah sempat  mcngambil  sikap  yang  tidak 
peduli  terhadap  utang  swasta  dengan  mcng- 
anggapnya  sebagai  urusan  scktor  swasta 
sendiri.  Baru  setclah  jumlah  perusahaan  yang 


tidak  lagi  sanggup  membayar  utang  luar 
negeri  kian  bertambah,  sehingga  kepercaya- 
an  terhadap  reputasi  dunia  usaha  Indone- 
sia kian  menipis  di  luar  negeri,  pemerintah 
menyadari  betapa  seriusnya  masalah  ini.  Ne- 

12 

gosiasi  pun  mulai  ditempuh.  Pada  akhir 
Mei  1998,  tim  ne gosiasi  utang  luar  negeri 
swasta  berhasil  mencapai  kesepakatan  de- 
ngan pihak  kreditur  perbankan  dengan  sya- 
rat  tertentu  untuk  menjadwal  ulang  utang 
luar  negeri  swasta,  yang  konon  mencapai 
78  milyar  dolar  AS.  Negosiasi  berhasil  men- 
capai apa  yang  disebut  "Kesepakatan  Frank- 
furt". Berdasarkan  kesepakatan  tersebut,  de- 
bitor Indonesia  diberi  keringanan  berupa 
pembebasan  pokok  pinjaman  (principal  pay- 
ment) selama  tiga  tahun,  serta  perpanjang- 
an  pembayaran  cicilan  hingga  lima  tahun 
(Bisnis  Indonesia,  23  Juli  1998).  Sementara 
itu,  Indra  (Indonesian  Debt  Restructuring 
Agency)  yang  berada  di  bawah  pengawas- 
an  Bank  Indonesia  akan  mulai  bekerja  me- 
ngatasi  tekanan  pembelian  dolar  AS  khu- 
sus oleh  dunia  usaha,13  dengan  cara  mem- 
bagi  rata  pembayaran  utang  luar  negeri 
selama  delapan  tahun  (Kompas,  1  Juni  1998 
dan  24  Juli  1998).  Dengan  demikian,  masa- 


t^Jcgosiasi  tentang  pembayaran  utang  luar  ne- 
geri antara  pemerintah  Indonesia  dan  para  kreditur 
diadakan  empat  kali  pada  tahun  ini,  masing-masing 
pada  bulan  Fcbruari  di  Singapura,  tanggal  15-17  April 
di  New  York,  tanggal  8-10  Mei  di  Tokyo  dan  tanggal 
26  Mei  di  Frankfurt. 

Dengan  kata  lain,  Indra  akan  memberikan  pcr- 
lindungan  terhadap  risiko  nilai  tukar  yang  tcrjadi  ka- 
rcna  debitur  dipcrbolchkan  membayar  utangnya  da- 
lam mata  uang  rupiah.  Mckanismc  kcrjanya  adalah 
bahwa  para  debitur  Indonesia  membayar  utangnya 
kepada  pihak  kreditur  bank  asing  dengan  mata  uang 
rupiah  mclalui  Indra.  Sclanjutnya  Indra  mcmbayar- 
kannya  kepada  kreditur  asing  dalam  mata  uang  do- 
lar AS. 
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lah  utang  luar  negeri  diharapkan  dapat  di- 
kendurkan  untuk  sementara. 

Kedua,  ketidaksehatan  bank  dan  kebi- 
jakan  moneter  pemerintah  yang  kurang  je- 
las.  Jauh  sebelum  krisis,  bank-bank  di  Indo- 
nesia sudah  menunjukkan  tanda-tanda  ke- 
bobrokan.  Ekspansi  kredit  ternyata  telah  me- 
nyebabkan  bank-bank  menjadi  tidak  sehat. 
Begitu  diserang  devaluasi,  kredit  menjadi 
macet  dan  akibatnya  perbankan  menjadi 
hampir  lumpuh.  Perbankan  merupakan  ba- 
dan  fundamental  suatu  negara  untuk  men- 
dukung  kegiatan  ekonomi.  Baik  atau  tidak- 
nya  pelaksanaan  fungsinya  berarti  vital  ter- 
hadap  seluruh  ekonomi  nasional  yang  ber- 
jalan.  Oleh  karena  itu,  kesepakatan  menge- 
nai  pembenahan  sektor  perbankan  lebih  di- 
utamakan  dalam  perundingan  pertama  de- 
ngan  IMF  yang  disusul  dengan  likuidasi 
16  bank  yang  tak  sehat,  pembekuan  7  bank 
swasta  dan  take  over  7  bank  lainnya,  dan 
memasukkan  40  bank  ke  dalam  pengawas- 
an  Badan  Penyehatan  Perbankan  Nasional 
(BPPN)  yang  didirikan  pada  Januari  1998 
{Media  Indonesia,  2  Juli  1998). 

Meskipun  demikian,  kebijakan  moneter 
pemerintah  masih  membingungkan  perbank- 
an Indonesia  dan  pengusaha-pengusaha  me- 
nengah  ke  bawah.  Dengan  bantuan  IMF, 
pemerintah  (Bank  Indonesia)  menjabarkan 
kebijakan  moneter  ketat  melalui  instrumen 
yang  sangat  terbatas,  yaitu  meningkatkan 
suku  bunga  SBI  (Sertifikat  Bank  Indonesia), 
demi  menurunkan  inflasi  dan  memantap- 
kan  nilai  tukar  rupiah.  Suku  bunga  SBI  un- 
tuk jangka  waktu  sebulan  dinaikkan  dari 
11  persen  menjadi  30  persen  per  tahun  dan 
dana  BUMN  dari  seluruh  perbankan  nasio- 
nal ditarik  oleh  BI.  Selanjutnya,  peningkat- 
an  suku  bunga  SBI  dilakukan  seperti  bom- 
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bardment.  Maret  1998  saja,  suku  bunga  SBI 
untuk  jangka  waktu  sebulan  sudah  menca- 
pai  45  persen,  dan  bulan  berikutnya  melangit 
hingga  58  persen  per  tahun. 

Keadaan  seperti  itu  hanya  akan  memati- 
kan  sektor  rill,  khususnya  mereka  yang  su- 
dah lama  tidak  memproduksi  lagi  karena 
kredit  menjadi  sangat  mahal,  dan  sejumlah 
perusahaan  terpaksa  gulung  tikar  karena  ti- 
dak ada  dana  {Media  Indonesia,  2  Juli  1998). 
Di  lain  pihak,  suku  bunga  deposito  yang 
meningkat  di  atas  suku  bunga  SBI  menjadi- 
kan  semakin  mahalnya  dana-dana  masyara- 
kat  yang  diperoleh  perbankan.  Ini  mendo- 
rong  melesatnya  bunga  pinjaman  dan  me- 
nyulitkan  perbankan  untuk  memutar  dana- 
nya  selain  membeli  SBI.  Dengan  demikian, 
hampir  seluruh  bank  beroperasi  dengan 
negative  spread  {Indonesian  Capital  Market 
Journal,  1998).  Kondisi  yang  parah  ini  jika 
dibiarkan  terus  akan  membuat  banyak  bank 
memerlukan  dana  likuiditas  BI,  dan  akan 
makin  banyak  lagi  bank  masuk  daftar  hitam 
pengawasan  BPPN  {Media  Indonesia,  1  Juli 
1998).  Untuk  merehabilitasi  sektor  perbank- 
an, BI  harus  menyediakan  uang  yang  cu- 
kup.  Ini  akan  berarti  menambah  jumlah  ma- 
ta  uang  yang  beredar  sehingga  inflasi  akan 
naik  lagi. 

Bantuan  Luar  Negeri 

Demi  mengatasi  krisis  yang  entah  ka- 
pan  selesainya,  salah  satu  langkah  penting 
yang  dapat  diambil  oleh  pemerintah  adalah 
mencari  dukungan/bantuan  luar  negeri  se- 
luas  mungkin.  Selama  lebih  dari  50  tahun 
sejak  berdirinya  Indonesia,  baik  pemerintah 
Orde  Lama  maupun  Orde  Baru  mengang- 
gap  bantuan  luar  negeri  sebagai  wahana 
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penting  untuk  menyediakan  dana  dan  ip- 
tek  yang  diperlukan  dalam  proses  pemba- 
ngunan  bangsa.  Khususnya  pada  masa  Or- 
de  Baru,  bantuan  luar  negeri  merupakan 
sumber  pendapatan  utama  ketiga,  setelah 
pendapatan  produk-produk  migas  dan  non- 
migas  (Wie,  1998).  Jumlah  dana  bantuan  in- 
ternasional  resmi  selama  1967-1992  menca- 
pai  12  sampai  13  persen  dari  pendapatan 
pemerintah  pada  periode  tersebut.  Implika- 
si  politik  dari  keadaan  ini  adalah,  mudah  se- 
kali  bagi  negara/organisasi  intemasional  do- 
nor untuk  mempengaruhi  proses  pengambil 
keputusan  negara  penerima  bantuan  dengan 
cara  menunda  atau  membatalkan  pencairan 
dana  jika  negara  penerima  tidak  memenuhi 
syarat  yang  ditetapkannya,  apalagi  pada 
waktu  negara  penerima  sedang  dalam  masa 
yang  sangat  kekurangan  dana. 

Saat  pengambangan  rupiah  membawa 
konsekuensi  yang  tak  terkendali,  pemerin- 
tah Soeharto  sekali  lagi  meminta  bantuan 
dari  masyarakat  intemasional,  terutama  me- 
lalui  IMF.  Setelah  tiga  kali  melakukan  perun- 
dingan  dengan  IMF  yang  mencapai  serang- 
kaian  kesepakatan  yang  sangat  memberat- 
kan  Soeharto  dan  ternyata  tidak  sepenuh- 
nya  sesuai  dengan  keadaan  dalam  negeri, 
Indonesia  telah  mendapat  pencairan  ban- 
tuan dari  IMF  sebanyak  3  milyar  dolar  AS 
sebagai  bagian  dari  paket  bantuan  sebesar 
43  milyar  dolar  AS.  Tentu  saja,  pencairan 
itu  tidak  datang  bcgitu  saja,  melainkan  sem- 
pat  mcngalami  bebcrapa  kali  pcnundaan  kc- 
tika  sikap  Soeharto  dianggap  tidak  sung- 
guh-sungguh  mclaksanakan  kesepakatan. 

Dibandingkan  dengan  Soeharto,  sikap 
Prcsidcn  Habibie  lebih  luwcs  dan  kompro- 
mis  dalam  mcngundang  pencairan  sclanjut- 
nya  dari  bantuan  masyarakat  intemasional. 


Presiden  Habibie  tidak  hanya  menunjukkan 
kesediaan  untuk  melaksanakan  semua  kese- 
pakatan yang  selalu  didesak  IMF,  tetapi  ju- 
ga  melakukan  beberapa  aksi  nyata  yang  di 
luar  dugaan  demi  memperlihatkan  kebulatan 
tekadnya  dalam  melakukan  reformasi  pada 
umumnya,  dan  memulihkan  kepercayaan  ma- 
syarakat pada  khususnya.  Ternyata  langkah 
ini  disambut  baik  oleh  pihak  luar  negeri, 
dan  dana  bantuan  pun  berdatangan,  meski- 
pun  diselingi  oleh  penundaan  karena  pe- 
nyelenggaraan  Munaslub  Golkar. 

Hingga  akhir  Juli  1998,  Indonesia  telah 
mendapat  bantuan  dari  IMF  bagian  ke-3  se- 
banyak 1  milyar  dolar  AS  (sudah  masuk  ke 
BI)  yang  dilengkapi  dengan  bantuan  tam- 
bahan  sebesar  6,2  milyar  dolar  AS  untuk 
menutup  defisit  anggaran  1998/1999  yang 
disebabkan  oleh  besamya  pengeluaran  un- 
tuk memperkuat  jaring  pengaman  sosial 
{social  safety  net)  {Kompas,  23  Juli  1998). 
Selain  itu,  pertemuan  CGI  {Consultative 
Group  on  Indonesia)  yang  bam  selesai  di 
Paris  telah  menjanjikan  pinjaman  sebesar 
7,894  milyar  dolar  AS  kepada  Indonesia 
yang  berarti  jauh  lebih  banyak  daripada  ta- 
hun  lalu  (5,299  milyar  dolar  AS).  Bantuan 
ini  direncanakan  akan  dicairkan  pada  ta- 
hun  ini  juga,  tidak  seperti  biasanya  di  mana 
pencairan  dilakukan  pada  tahun  berikutnya 
{Media  Indonesia,  31  Juli  1998). 

Tentu  saja  tindakan  menggantungkan  di- 
ri  pada  bantuan/pinjaman  luar  negeri  akan 
mendatangkan  risiko,  misalnya  mcmbuat 
pembayaran  utang  menjadi  lebih  sulit  lagi 
pada  tahun-tahun  mendatang,  di  mana  ne- 
gara akan  terpcrosok  kc  dalam  pcrangkap 
"gali  lubang  tutup  lubang",  dan  menyebab- 
kan  hilangnya  kemandirian  kcdaulatan  dan 
terlukanya  pcrasaan  nasionalismc.  Akan  tc- 
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tapi  bantuan  luar  negeri  terbukti  membawa 
harapan  kepada  ekonomi  Indonesia  yang 
sekarang  memang  kekurangan  daya  untuk 
bangkit  kembali.  Meskipun  harapan  itu  ti- 
pis,  tetapi  tetap  lebih  baik  daripada  tak  ada 
sama  sekali. 


Ekonomi  Dulu  Atau  Politik  Dulu 

Berbeda  dengan  yang  terjadi  di  Uni  So- 
viet dan  Eropa  Timur,  di  mana  negara  men- 
jadi  terpecah-belah  akibat  resesi  ekonomi 
yang  berkepanjangan  dan  shock  therapy 
yang  dijalankan  kurang  manjur  sehingga 
terjadi  reformasi  sistem  politik  dari  sistem 
sosialisme  ke  kapitalisme  dan  ternyata  le- 
bih memperburuk  situasi,  krisis  ekonomi 
dan  perubahan  politik  di  Indonesia  terjadi 
pada  waktu  yang  hampir  sama,  dan  kedua- 
duanya  saling  terkait  erat  sehingga  susah 
untuk  memisahkannya  satu  sama  lain. 

Di  satu  pihak,  stabilitas  politik  Indone- 
sia sangat  dipengaruhi  oleh  perkembang- 
an  ekonomi.  Meskipun  masa  kini  adalah 
masa  reformasi  di  mana  rakyat  mempunyai 
kebebasan  mencari  hak  dan  kepentingan- 
nya  yang  sah,  tetapi  semua  tidak  bisa  ter- 
wujud  kalau  urusan  makan  pun  menjadi 
masalah.  Kalau  pemerintah  tidak  berupaya 
mencegah  kenyataan  terus  anjloknya  per- 
ekonomian,  rakyat  miskin  yang  jumlahnya 
kian  bertambah  bakal  menjadi  unsur  yang 
tidak  mantap  bagi  situasi  politik.  Kemung- 
kinan  terjadi  lagi  kerusuhan  tidak  dapat  di- 
kesampingkan.  Meskipun  sampai  sekarang 
pemerintah  telah  berulang  kali  menegaskan 
bahwa  rencana  reformasi  ekonomi  yang  rin- 
ci  telah  terbentuk,  pelaksanaan  sistematis 
dan  kongkret  toh  belum  juga  keluar.  Ditam- 
bah  dengan  semakin  memburuknya  kondi- 
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si  ekonomi  di  seluruh  kawasan  Asia,  pros- 
pek  ekonomi  Indonesia  menjadi  susah  di- 
ramal,  dan  yang  jelas,  proses  pemulihan  su- 
lit  dimulai  dalam  3-5  tahun. 

Di  pihak  lain,  pemulihan  ekonomi  Indo- 
nesia sangat  tergantung  pada  kepercaya- 
an  terhadap  pemerintah  dan  situasi  politik 
Indonesia,  di  samping  masalah  intern  be- 
rupa  struktur  dan  sistem  ekonomi.  Kegiat- 
an  ekonomi  justru  dihalangi  oleh  faktor- 
faktor  non-ekonomi  {Kompas,  22  Juli  1998). 
Seandainya  situasi  politik  terus  goyah,  ke- 
rusuhan sering  terjadi,  maka  ekonomi  ter- 
paksa  menjadi  "pencuci  piring"  (Kompas, 
3  Juli  1998)  untuk  gerakan-gerakan  politik. 
Beberapa  langkah  yang  diambil  pemerin- 
tah untuk  memantapkan  citra  reformasi  dan 
meraih  kepercayaan  sekurang-kurangnya  te- 
lah mendapat  tanggapan  positif,  bantuan 
dana  pun  mengalir  ke  Indonesia,  dan  ter- 
bukti meredakan  beberapa  masalah  ekono- 
mi untuk  sementara,  misalnya  utang  luar 
negeri  dan  defisit  APBN.  Tetapi  peristiwa- 
peristiwa  penting  yang  akan  terjadi  seperti 
antara  lain  diselenggarakannya  Sidang  Is- 
timewa  MPR  dan  Pemilu  tahun  1999,  yang 
akan  mempengaruhi  struktur  kekuasaan  dan 
menunjukkan  arah  perjalanan  pasca  masa 
transisi,  mungkin  akan  mendatangkan  peru- 
bahan atau  pembaruan  politik  yang  lebih 
serius  dan  mendalam.  Maju  atau  mundur- 
nya  perekonomian  Indonesia  bakal  ditentu- 
kan  oleh  perkembangan  di  bidang  itu. 

Dalam  dilema  seperti  itulah,  kebijakan- 
kebijakan  pemerintah  mengenai  perbaikan 
ekonomi  yang  rinci  dan  bertahap  diharap- 
kan  keluar  secepat  mungkin,  demi  membe- 
rikan  landasan  reformasi  politik  yang  le- 
bih lanjut.  Reformasi  politik  diharapkan 
diadakan  dengan  tertib  dan  teratur  untuk 
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menciptakan  suasana  pemulihan  ekonomi 
yang  sehat.  Semua  ini  akan  sangat  tergan- 
tung  pada  kemampuan  dan  keseriusan  pe- 
merintah dalam  mengelola  dan  mengimple- 
mentasikannya. 

Kesimpulan 

Tiga  dekade  terakhir  ini,  Indonesia  telah 
giat  mengadakan  pembangunan,  dan  men- 
curahkan  segenap  tenaga  sehingga  mendu- 
kung  lahirnya  Asian  Miracle.  Akan  tetapi, 
dampak  buruk  yang  diakibatkan  oleh  sis- 
tem  ekonomi  dan  politik  yang  kurang  me- 
madai  akhirnya  muncul  juga  dengan  dipi- 
cu  oleh  krisis  mata  uang  di  Thailand,  dan 
menyebabkan  serangkaian  reaksi  negatif 
yang  bersarang  sampai  ke  dasar  ekonomi 
Indonesia.  Kebijakan  yang  kurang  stabil 
dan  meyakinkan  dari  pemerintah  serta  ke- 
raguan  masyarakat  baik  intemasional  mau- 
pun  domestik  terhadap  pemerintah  pada 
masa  transisi  ini  mendorong  situasi  ke 
arah  yang  lebih  tak  terkendali.  Maka,  pe- 
mulihan ekonomi  akan  memerlukan  jangka 
waktu  yang  sangat  panjang,  karena  sampai 
sekarang  ujung  krisis  belum  juga  dapat 
kita  lihat.  Yang  patut  kita  sikapi  secara  op- 
timis  adalah,  bahwa  reformasi  ekonomi  di 
Indonesia  tetap  berada  di  dalam  kerangka 
sistem  pasar  bebas  yang  dianut  sejak  du- 
lu,  sehingga  yang  perlu  dibenahi  hanya- 
lah  menjadikannya  lebih  transparan,  ter- 
buka,  bersih  dari  KKN,  lebih  mementing- 
kan  keadaan  dalam  negeri  dan  scbagainya. 
Maka,  proses  reformasi  ekonomi  Indonesia 
akan  jauh  lebih  mudah  jika  dibandingkan 
harus  mengubah  sistem  ekonomi  secara  me- 
nyeluruh. 


Proses  demokratisasi  pun  telah  menga- 
lami  perkembangan  yang  cukup  pesat  di 
masa  transisi  ini,  dan  reformasi  politik  ju- 
ga menunjukkan  dinamikanya.  Tetapi  ha- 
rus dicatat  bahwa  proses  tersebut  masih 
berada  pada  tahap  awal,  segala  sesuatu  be- 
lum terbentuk  sampai  tuntas.  Baik  kekuat- 
an-kekuatan  sosial  politik  maupun  pemerin- 
tah masih  mencari  posisi  yang  paling  co- 
cok  dalam  percaturan  baru  ini.  Dibatasi  pu- 
la  oleh  unsur-unsur  perekonomian,  dalam 
jangka  pendek,  situasi  politik  di  Indonesia 
akan  tetap  ditandai  oleh  ketidakstabilan 
dan  kegiatan  politik  yang  bervariasi.  Pros- 
peknya  susah  diduga,  hal-hal  di  luar  perki- 
raan  bisa  terjadi  kapan  saja. 
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Mendobrak  Otoritarianisme 
Orde  Baru  di  Medan  Mahasiswa* 


Sutoro  Eko  Yunanto 

Kemerdekaan  harus  selalu  disegarkan  dengan 
darah  para  patriot  dan  kepala  para  tiran. 

Thomas  Jefferson 

Gerakan  mahasiswa  merupakan  kekuatan  besar  yang  selama  ini  diabaikan  dalam 
wacana  demokratisasi.  Dari  ketiga  teori  mainstream  tentang  aksi  kolektif  pun,  tidak  ada 
yang  menempatkan  gerakan  mahasiswa  sebagai  kekuatan  sentral.  Ketiga  teori  tersebut  lebih 
menekankan  pada  konflik  elite  sebagai  pemicu  aksi  kolektif.  Padahal,  setiap  aksi  kolektif  pas- 
ti  mempunyai  karakter  ideografis  yang  beragam  sehingga  membedakan  antara  aksi  maha- 
siswa dengan  aksi-aksi  kolektif  lainnya.  Di  samping  itu,  perlu  pula  diperhatikan  adanya 
"struktur  kesempatan "  sebagai  faktor  penentu  dari  strategi  yang  digunakan  dalam  aksi 
kolektif.  Berdasarkan  pengalaman  dari  gerakan  mahasiswa  tahun  1998  yang  berhasil  me- 
runtuhkan  kekuatan  Soeharto,  jelas  bahwa  gerakan  mahasiswa  kini  tidak  lagi  memerlukan 
dukungan  dari  elite  reformis,  militer  pembangkang,  ataupun  ormas-ormas  yang  oportunis. 
Mereka  cukup  membentuk  komite-komite  ad  hoc  yang  bersifat  non-ideologis  serta  memobili- 
sasi  dukungan  dari  civitas  akademika,  media  massa,  dan  masyarakat  luas. 


Pendahuluan 

MUNDURNYA  Soeharto  di  bu- 
lan  Mei  1998  yang  lalu  tam- 
paknya  punya  dua  tingkat  im- 
plikasi  yang  saling  berkaitan.  Pertama,  pa- 
da  tingkat  empiris,  jatuhnya  sang  otokrat 
yang  sangat  kuat  itu  merupakan  preseden 
positif  bagi  transisi  menuju  demokrasi  di 
Indonesia,  karena  sendi-sendi  otoritarianis- 


Penulis  mcngucapkan  tcrima  kasih  kcpada 
Drs.  Rizal  Panggabcan,  MA,  atas  kuliah  dan  diskusi 
kelasnya  yang  mcmbcri  banyak  masukan  hingga 
terselcsaikannya  tulisan  ini.  Dr.  Vincent  Boudrcau 
telah  mcmbuka  mata  penulis  tcrhadap  pomahaman 
mengenai  analisis  struktur  kesempatan  dalam  aksi 
kolektif.  Penulis  juga  bcrtcrima  kasih  kcpada  dua 
kolcga  deklarator  Dcwan  Mahasiswa  UGM,  Aric 


me  yang  dibangun  selama  tiga  dasawarsa 
mulai  runtuh  dan  digantikan  dengan  pe- 
merintahan  baru.1  Berbeda  dengan  rezim 


Sudjito  dan  Archam  Effendi,  atas  pasokan  infor- 
masi  dan  diskusinya  yang  bcrharga.  Tctapi,  sepcrti 
layaknya  scbuah  karya  kcilmuan,  substansi  tulisan 
ini  sepenuhnya  merupakan  tanggung  jawab  pribadi 
penulis. 

'Asumsi  ini  tidak  bcrarti  bahwa  transisi  awal 
yang  discbabkan  olch  turunnya  Soeharto  akan  scrta- 
mcrta  mcnghasilkan  demokrasi  penuh  dalam  jang- 
ka  pendek.  Jalan  menuju  demokrasi  masih  harus 
mclalui  pcriodc  transisi  dan  konsolidasi.  Pada  masa 
transisi  umumnya  tcrjadi  penggantian  rezim  otori- 
tcr  lama  dengan  aturan  main  baru  yang  demokratis. 
Konsolidasi  jauh  lebih  sulit  dan  panjang  kctimbang 
transisi,  di  mana  agenda  utamanya  adalah  mclcmba- 
gakan  aturan  baru  demokrasi  yang  dibentuk  pada 
masa  transisi  scrta  mcmpcrtahankan  rezim  demo- 
kratis agar  tidak  kcmbali  lagi  kc  otoritarianisme.  Te- 
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Soeharto,  pemerintahan  baru  di  bawah  Ha- 
bibie langsung  menjanjikan  kehidupan  ma- 
syarakat  politik  Indonesia  di  masa  depan 
yang  lebih  baik  dan  demokratis  yang  di- 
awali  dengan  liberalisasi  politik. 

Kedua,  pada  tingkat  akademis,  mundur- 
nya  Soeharto  dan  proses  transisi  awal  pasti 
merupakan  tantangan  baru  yang  menggai- 
rahkan  bagi  para  analis  untuk  menggelar 
kembali  perdebatan  tentang  demokratisasi 
di  Indonesia  yang  selama  ini  mengalami 
anomali.  Orang-orang  semacam  Bill  Liddle, 
Harold  Crouch,  Richard  Robison,  dan  seba- 
gainya,  pasti  akan  sibuk  menyusun  penda- 
pat  baru  tentang  demokratisasi,  seraya  me- 
revisi  pendapat  mereka  sebelumnya  yang 
tidak  relevan  lagi  dengan  perkembangan  mu- 
takhir  Indonesia 

Bagaimana  pendapat  yang  berkembang 
selama  ini  sehingga  tidak  relevan  lagi  dan 
harus  dibongkar?  Para  analis  selama  ini  me- 
mandang  skeptis  (pesimis)  terhadap  demo- 
kratisasi di  Indonesia,  karena  elemen-elemen 
yang  kondusif  bagi  demokrasi  tidak  mun- 
cul,  antara  lain:  lemahnya  kelas  menengah 
berhadapan  dengan  negara;  bertahannya 
kultur  paternalistik  yang  mengabadikan  si- 
kap  fatalis  rakyat  Indonesia;  absennya  opo- 
sisi  yang  terorganisir  secara  kuat  untuk 
mendesakkan  tuntutan  demokrasi  terhadap 
rezim. 

Crouch  misalnya,  termasuk  analis  yang 
pesimis  melihat  prospck  transisi  menuju 
demokrasi  di  Indonesia.  Dengan  menolak 
elemen-elemen  sosio-ekonomi,  struktur  ke- 


tapi  pelcmbagaan  demokrasi  bisa  saja  mengalami 
kegagalan  pada  masa  transisi  dan  konsolidasi,  antara 
lain  karena  polarisasi  kepentingan  di  lingkaran  elite 
dan  massa  scrta  karena  kalahnya  pendukung  demo- 
krasi mclawan  pendukung  otoritarianismc. 


las,  budaya,  tekanan  eksternal,  dan  kekuat- 
an  oposisi,  Crouch  menempatkan  variabel 
konflik  elite  yang  tampaknya  merupakan 
pendorong  kuat  bagi  proses  transisi  menu- 
ju demokrasi  di  Indonesia.  Menurut  Crouch 
(1992),  selama  elite  tetap  terbagi  dan  per- 
saingan  mereka  melibatkan  mobilisasi  du- 
kungan  non-elite,  ada  kemungkinan  bahwa 
si  stem  akan  menjadi  lebih  terbuka  dan  li- 
beral. Fenomena  ini  pun  terlihat  dengan 
jelas  bahwa  konflik  elite  membawa  efek  li- 
beralisasi terbatas,  seperti  dalam  bentuk  ke- 
terbukaan  politik  yang  semakin  dinamis. 
Semakin  lama  situasi  ini  berlangsung  re- 
formasi  akan  semakin  menjadi  melembaga 
dan  elite  akan  semakin  terbiasa  dengan  po- 
litik kompetitif. 

Dengan  analisis  strukturalnya,  Robison 
kurang  memperhatikan  elemen  kekuatan 
massa  (termasuk  mahasiswa  dan  buruh),  te- 
tapi  lebih  menaruh  perhatian  pada  kete- 
gangan  elite  dan  kelas  borjuis  sebagai  va- 
riabel (elemen)  yang  bakal  mendorong  de- 
mokratisasi di  Indonesia.  Robison  antara 
lain  menyatakan  bahwa  restrukturisasi  eko- 
nomi  sebagai  respons  atas  jatuhnya  harga 
minyak  serta  persoalan  suksesi  akan  mem- 
beri  gambaran  adanya  liberalisasi  (abertura) 
politik  yang  terus  berlanjut  di  Indonesia.  Si- 
tuasi ini  makin  meningkatkan  ketidakpasti- 
an,  kegelisahan  dan  ketegangan  dalam  ke- 
lompok-kelompok  yang  menjadi  landasan 
sosial  kekuasaan  rezim. 

Kerangka  kerja  Crouch  dan  Robison  itu 
tentu  tak  memadai  lagi  untuk  melihat  peru- 
bahan  politik  mutakhir  di  Indonesia.  Kcdua- 
nya  tidak  membayangkan  kalau  Ordc  Baru 
menghadapi  gclombang  krisis  ckonomi  mau- 
pun  dahsyatnya  tekanan  dari  bawah  (gcrak- 
an  mahasiswa)  yang  akhirnya  mcmaksa  Soe- 
harto untuk  mundur  dari  jabatannya. 
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Sementara,  kajian  yang  terpusat  pada  ke- 
kuatan  massa  akar-mmput  dan  oposisi  me- 
mang  tidak  absen  dalam  studi  demokrati- 
sasi  di  Indonesia,  yang  antara  lain  terlihat 
dalam  karya  Aspinall  (1995)  dan  Tornquist 

2 

(1996).  Tetapi  karya-karya  ini  secara  me- 
todologis  bersifat  ideografis,  yang  meng- 
ilustrasikan  secara  mendalam  tentang  per- 
juangan  kelompok  aliansi  pro  demokrasi 
(elite  reformis,  aktivis  dan  massa)  dalam  me- 
nentang  rezim  sepanjang  dekade  1980-an 
hingga  paro  pertama  dekade  1990-an.  Me- 
reka  sampai  pada  kesimpulan  bahwa  ke- 
kuatan  pro  demokrasi  dari  bawah  merupa- 
kan  tantangan  besar  yang  sewaktu-waktu 
bakal  meledak  dan  menghancurkan  rezim. 
Tetapi  dalam  kondisi  apa  kekuatan  bawah 
berkobar  menjadi  besar  sehingga  Soeharto 
harus  kalah  menghadapinya?  Karya-karya 
ini  tampaknya  tidak  bisa  menjawab  perta- 
nyaan  tersebut  secara  memuaskan. 

Selain  tidak  memprediksikan  perubah- 
an  ekonomi  dan  politik  pada  akhir  dekade 
1990-an  yang  menghasilkan  proses  tran- 
sisi,  karya-karya  yang  disebutkan  terakhir 
itu  masih  tetap  menaruh  perhatian  pada 
elemen  konflik  elite  yang  punya  efek  bola 
salju  berupa  pembentukan  aliansi  dengan 
para  aktivis  dan  massa.  Mereka  tidak  per- 


Artikel  Aspinall  itu  sangat  menarik,  yang  me- 
nganalisis  aliansi  antara  militer  dengan  mahasiswa  di 
era  "keterbukaan  politik".  Kerangka  kerja  Aspinall 
sangat  dipengaruhi  olch  scmangat  kajian  Amcrika 
Latin  dan  kajian  Crouch  sebelumnya,  yang  lebih 
menekankan  pada  konflik  elite  sebagai  pemieu  awal 
yang  mempunyai  "efek  bola  salju"  di  tcngah  ma- 
syarakat,  di  mana  akhirnya  akan  tcrbentuk  aliansi 
elite  reformis,  aktivis  reformis  dan  kekuatan  bawah 
(mahasiswa).  Maka,  kalau  terjadi  pembangkangan 
atau  meledaknya  gerakan  mahasiswa,  menurut  As- 
pinall, hal  itu  hanya  sebagai  efek  bola  salju  dari 
konflik  elite,  bukan  sebagai  kekuatan  yang  bcrdiri 
sendiri. 
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nah  membayangkan  kalau  sekarang  terjadi 
gerakan  pro  reformasi  yang  dimotori  ma- 
hasiswa tanpa  dipicu  oleh  konflik  elite. 
Bahkan  mahasiswa  tak  perhi  beraliansi  de- 
ngan elite  reformis  dari  dalam  sistem  un- 
tuk  membentuk  kekuatan  oposisi.  Keempat 
karya  di  atas  juga  tidak  membayangkan  ter- 
jadinya  gelombang  krisis  ekonomi  di  In- 
donesia, yang  menurut  hemat  penulis,  se- 
bagai "struktur  kesempatan"  baru  yang  me- 
micu  besaran  gerakan  dari  bawah  yang  di- 
motori oleh  mahasiswa. 

Lewat  tulisan  ini,  penulis  menaruh  per- 
hatian pada  kekuatan  gerakan  mahasiswa 
—  sebagai  kekuatan  besar  yang  selama  ini 
diabaikan  dalam  wacana  demokratisasi  — 
sebagai  elemen  utama  yang  mampu  mene- 
kan  mundur  Soeharto  dan  mengantarkan 
republik  ini  ke  transisi  awal  menuju  demo- 
krasi. Tetapi  argumen  awal  itu  toh  masih 
mengandung  sejumlah  teka-teki  yang  per- 
lu  diklarifikasi.  Jika  mundurnya  Soeharto 
karena  prestasi  gerakan  mahasiswa,  menga- 
pa  peristiswa  itu  baru  terjadi  di  penghujung 
dekade  1990-an?  Mengapa  hal  itu  tidak  ter- 
jadi pada  masa-masa  sebelumnya?  Dan  me- 
ngapa gerakan  mahasiswa  yang  didukung 
oleh  aktivis  reformis  dan  masyarakat  luas 
akhir-akhir  ini  tidak  berkembang  menjadi 
kekuatan  aliansi  besar  semacam  people  po- 
wer seperti  yang  pernah  terjadi  di  Filipina 
tahun  1986? 

Pendekatan  Interaktif 

Agenda  utama  riset  tentang  aksi  kolek- 
tif3  atau  sejenisnya  akan  sampai  pada  dua 


3Gurr  (1970)  barangkali  yang  paling  gamblang 
memilah  jenis-jenis  aksi  kolektif.  Dia  tidak  mcma- 
kai  istilah  aksi  kolektif,  tetapi  kckcrasan  politik 
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pertanyaan  besar.  Mengapa  bisa  terjadi  ak- 
si kolektif?  Mengapa  beberapa  aksi  kolek- 
tif  berhasil  mencapai  tujuannya,  sementara 
aksi  lainnya  mengalami  kegagalan?  Men- 
jawab  secara  komprehensif  dan  punya  ke- 
kuatan  komparatif  atas  pertanyaan  itu  bu- 
kanlah  pekerjaan  yang  mudah.  Tetapi  pa- 
ling tidak  ada  tiga  pendekatan  (teori)  main- 
stream yang  telah  lama  mapan  dalam  tra- 
disi  ilmu  sosial  yang  hendak  menjelaskan 
aksi  kolektif;  masing-masing  pendukung- 
nya  mengklaim  teorinya  dibangun  secara 
induktif-deduktif  sehingga  punya  predikat 
nomotetik  dan  komparatif. 

Pertama,  Gurr  (1970)  secara  gamblang 
menguraikan  tentang  teori  "deprivasi  re- 
latif '  yang  didasarkan  pada  teori  agresi-frus- 
trasi.  Dia  menggunakan  teori  deprivasi  re- 
latif  untuk  menggambarkan  kondisi  sosial 


(kolektif).  Secara  tegas,  Gurr  mengidentifikasi  ke- 
kerasan  politik  menjadi  tiga  jenis.  Pertama,  keka- 
cauan  (turmoil),  bersifat  spontan,  sporadis,  partisipasi 
massa  terbuka  dan  tak  terorganisir.  Pemogokan,  ke- 
rusuhan,  perkelahian  politik,  pemberontakan  lokal 
termasuk  dalam  kelompok  ini.  Kedua,  persekongkol- 
an  (conspiracy)  yang  sifatnya  sangat  terorganisir 
dengan  partisipasi  massa  yang  terbatas.  Yang  terma- 
suk jenis  ini  adalah  pembunuhan  politik  yang  te- 
rencana,  tcrorisme  dan  perang  gerilya  berskala  ke- 
cil,  kudeta-kudcta  dan  pemberontakan.  Ketiga,  pe- 
rang internal  (internal  war),  sifatnya  sangat  ter- 
organisir dengan  partisipasi  luas,  dirancang  untuk 
mcnggulingkan  rezim,  menggunakan  kekcrasan  se- 
cara luas.  Termasuk  dalam  jenis  ini  adalah  tcror- 
isme berskala  besar,  perang  saudara  dan  revolusi. 
Sedangkan  istilah  aksi  kolektif  (collective  actions) 
digunakan  olch  Charles  Tilly  dan  kawan-kawan, 
yang  sangat  diilhami  oleh  Manchur  Olson.  Tilly 
sama  sckali  tidak  membcberkan  tipc-tipe  aksi  ko- 
lektif sepcrti  yang  dilakukan  Gurr  kctika  mcmilah 
tipc-tipe  kekcrasan  politik.  Tetapi,  untuk  sckadar 
penggunaan  istilah  (konscp),  penulis  lebih  suka 
mcmakai  aksi  kolektif  dari  Tilly,  yang  cakupannya 
lebih  luas  kctimbang  kcrusuhan,  pemogokan,  dc- 
monstrasi,  unjuk  rasa,  hingga  revolusi  yang  sangat 
besar. 


dan  psikologis  yang  mendorong  timbulnya 
kekerasan  politik.  Deprivasi  relatif  didefi- 
nisikan  oleh  Gurr  sebagai  "persepsi  aktor- 
aktor  atas  ketidaksesuaian  (kesenjangan)  an- 
tara  harapan-harapan  mereka  dengan  kemam- 
puan  mereka  untuk  mencapai  harapan-ha- 
rapan itu".  Deprivasi  relatif,  menurut  Gurr, 
muncul  bila  terjadi  kesenjangan  antara  value 
expectations  (jumlah  rata-rata  barang  berhar- 
ga  atau  tingkat  kondisi  tertentu  yang  diha- 
rapkan  masyarakat  dan  diyakini  sebagai  hak 
mereka  yang  sah)  dengan  value  capabilities 
(jumlah  rata-rata  barang  berharga  atau  ting- 
kat kondisi  tertentu  yang  nyata  dari  sang 
aktor).  Kesenjangan  itu  menimbulkan  keti- 
dakpuasan  yang  semakin  mematangkan  po- 
tensi  kekerasan  kolektif  dan  mendorong  tim- 
bulnya kekerasan  politik  bila  dipolitisasi. 

Argumen  di  atas  sebenarnya  hanya  me- 
rupakan  tesis  dasar  Gurr  yang  bergerak  pa- 
da  tingkat  individual  dan  psikologis.  Sete- 
lah  asumsi  dasar  ini  diuji  pada  tingkat  em- 
piris  dan  agregat,  ternyata  Gurr  melakukan 
retroduksi  atas  variabel-variabel  sosio-kul- 
tural  baru  yang  menyebabkan  terjadinya  ke- 
kerasan politik.  Yang  hendak  dijelaskan  oleh 
Gurr  adalah  besaran  kekerasan  politik  (va- 
riabel  terikat).  Variabel  bebas  primernya  men- 
cakup  potensi  kekerasan  kolektif  (ketidak- 
puasan)  dan  potensi  kekerasan  politik  (po- 
litisasi  ketidakpuasan).  Variabel  primer  per- 
tama (ketidakpuasan)  disebabkan  oleh  dua 
variabel  sekunder:  intensitas  deprivasi  re- 
latif (psikologis)  dan  ruang  lingkup  depri- 
vasi relatif  (sosietal).  Variabel  primer  kedua 
(politisasi  ketidakpuasan)  disebabkan  oleh 
tiga  variabel  sekunder:  ruang  lingkup  pem- 
benaran  atas  kekerasan  politik  (sosietal)  scr- 
ta  intensitas  pembenaran  normatif  atas  ke- 
kerasan politik  dan  intensitas  pembenaran 
yang  bcrmanfaat  atas  kekerasan  politik  (psi- 
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kologis).  Yang  lebih  menarik  lagi,  Gurr  me- 
nempatkan  dua  variabel  sosietal-agregat 
yang  langsung  mempengaruhi  besaran  ke- 
kerasan  politik:  keseimbangan  antara  pem- 
bangkang  dengan  kontrol  koersif  rezim  ser- 
ta  keseimbangan  dukungan  kelembagaan  an- 
tara pembangkang  dengan  rezim  yang  di- 
lawan. 

Kedua,  teori  Tilly  tentang  konflik  poli- 
tik (aksi  kolektif)  yang  merupakan  lawan 
dari  teori  Gurr  tentang  deprivasi  relatif.  Ber- 
beda  dengan  teori  deprivasi  relatif,  teori  ak- 
si kolektif  Tilly  jauh  lebih  sederhana  dan 
mudah  dipahami.  Tilly  (1973;  1975;  1978) 
mengatakan  bahwa  ketidakpuasan  massa, 
bagaimanapun,  tidak  dapat  mudah  terlibat 
dalam  aksi  politik  kecuali  bila  mereka  men- 
jadi  bagian  dari  suatu  kelompok  terorgani- 
sir  yang  mempunyai  sumber  daya.  Lebih 
tegas  lagi  Tilly  mengatakan,  bahwa  revolu- 
si  dan  kekerasan  kolektif  lebih  cenderung 
muncul  secara  langsung  dari  pusat  proses- 
proses  politik  dalam  suatu  masyarakat,  ke- 
timbang  mencerminkan  ketegangan  dan  ke- 
tidakpuasan masyarakat.  Tuntutan  awal  dan 
tuntutan  lanjutan  tertentu  terhadap  peme- 
rintah  yang  dilakukan  oleh  kelompok-kelom- 
pok  penekan  adalah  lebih  penting  diban- 
dingkan  dengan  ketidakpuasan  masyarakat 
secara  umum.  Selain  itu  pertarungan  untuk 
mendapatkan  tempat  dalam  struktur  kekua- 
saan  adalah  sangat  menentukan. 

Berlawanan  dengan  Gurr,  Tilly  menolak 
untuk  menggunakan  kekerasan  sebagai  ob- 
jek  analisisnya.  Menurut  Tilly,  insiden  ke- 
kerasan kolektif  sebenarnya  hanya  merupa- 
kan akibat  dari  proses  normal  dalam  per- 
saingan  kelompok  untuk  memperebutkan 
kekuasaan  dan  tujuan  tertentu.  Oleh  kare- 
na  itu,  objek  analisis  Tilly  adalah  "aksi  ko- 
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lektif',  yakni  aksi  sekelompok  orang  secara 
bersama-sama  untuk  mencapai  kepentingan 
bersama.  Dalam  menganalisis  aksi  kolektif, 
Tilly  memakai  dua  model  umum:  model  ma- 
syarakat politik  dan  model  mobilisasi.  Mo- 
del yang  pertama  melibatkan  pemerintah 
sebagai  unsur  utama  (organisasi  yang  me- 
ngontrol  sarana-sarana  kekerasan  dalam  ma- 
syarakat) dan  kelompok  yang  memperebut- 
kan kekuasaan,  termasuk  anggota  (pesaing 
yang  punya  akses  besar  pada  sumber  daya 
pemerintah),  dan  para  penentang  (semua 
pesaing  lainnya).  Model  kedua  (mobilisasi) 
melibatkan  variabel  yang  dirancang  untuk 
memperjelas  karakter  aksi  kolektif  yang  di- 
gelar  oleh  pesaing  tertentu.  Variabel  ini  me- 
ngacu  pada  kepentingan  kelompok,  tingkat 
pengorganisasian,  besarnya  sumber  daya  di 
bawah  kendali  kolektif,  serta  pada  kesempat- 
an  dan  ancaman  yang  dipakai  oleh  pesaing 
tertentu  dalam  kaitannya  dengan  pemerintah 
dan  kelompok  pesaing  lainnya. 

Ketiga,  teori  Johnson  tentang  konsensus 
sistem  yang  secara  khusus  menganalisis  re- 
volusi  dari  perspektif  teori  sosiologi  makro 
tentang  integrasi  dan  perubahan  masyara- 
kat. Mengikuti  tradisi  aliran  Parson,  Johnson 
menekankan  bahwa  sebuah  masyarakat  nor- 
mal yang  bebas  krisis  harus  digambarkan 
sebagai  suatu  sistem  sosial  yang  terkoor- 
dinasi  melalui  nilai,  yang  secara  fungsional 
beradaptasi  pada  kebutuhan  lingkungannya. 
Sistem  sosial  itu  merupakan  seperangkat 
lembaga  yang  secara  internal  mencerminkan 
dan  merinci  konsistensi  orientasi  nilai  ma- 
syarakat dalam  norma-norma  dan  perannya. 
Orientasi  nilai  juga  telah  diinternalisasikan 
lewat  proses  sosialisasi  dan  menjadi  kerang- 
ka  moral  individu  serta  standar  untuk  me- 
rumuskan  realitas  bagi  mayoritas  anggota 
masyarakat  dewasa  yang  normal. 
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Otoritas  politik,  menurut  Johnson,  harus 
dilegitimasikan  sesuai  dengan  konteks  ni- 
lai-nilai  kemasyarakatan,  sehingga  tidak  me- 
nimbulkan  disfungsi/disharmoni  sosial  yang 
mendorong  terjadinya  revolusi.  Gerakan  re- 
volusioner  tidak  bisa  dihindari  dengan  si- 
kap  keras  kepala  dan  kekerasan  senjata  se- 
andainya  sistem  sosial  mengalami  krisis  atau 
disharmoni.  Revolusi  dengan  cara  kekeras- 
an karenanya  merupakan  upaya  untuk  me- 
lakukan  perubahan  sistemis  atau  menye- 
hatkan  kembali  sistem  dan  nilai-nilai  yang 
rusak.  Johnson  misalnya  menyatakan  bahwa 
kekerasan  dan  perubahan  sosial  merupakan 
bagian/sifat  dari  revolusi.  Menciptakan  re- 
volusi berarti  menerima  kekerasan  untuk 
mengubah  sistem;  revolusi  adalah  implemen- 
tasi  yang  disengaja  dari  suatu  strategi  ke- 
kerasan yang  ditujukan  untuk  mendorong 
perubahan  struktur  sosial. 

Ketiga  teori  mainstream  di  atas  kalau  di- 
bentangkan  justru  akan  menyebabkan  per- 
debatan  yang  tidak  kunjung  selesai.  Setiap 
teori  bisa  digunakan  untuk  membongkar 
kelemahan  teori  lainnya.  Tetapi  penulis  per- 
lu  melontarkan  kritik  awal  bahwa  ketiganya 
tidak  bisa  memberikan  penjelasan  yang  me- 
muaskan  tentang  gerakan  mahasiswa  atau 
aksi  kolektif  lainnya.  Mengapa  demikian? 
Menurut  hemat  penulis,  setiap  aksi  kolek- 
tif tentu  punya  karakter  ideografis  (gambar- 
an  unik)  yang  beragam,  misalnya  menurut 
momentum,  proses  kcjadian,  karakter  aksi, 
aktor,  waktu,  tempat  dan  sebagainya.  Dari 
scgi  aktor  dan  karakter  misalnya,  aksi  ma- 
hasiswa jelas  sangat  berbeda  dengan  aksi 
yang  lain  sepcrti  pemogokan  buruh  mau- 
pun  aksi  rcvolusioncr  dari  kekuatan  partai 
oposisi  berskala  kolosal  dalam  scbuah  nc- 
gara.  Jika  gerakan  buruh  bisa  dibilang  me- 
rupakan aksi  yang  dilandasi  olch  kesadar- 
an  subsistcn,  maka  gerakan  mahasiwa  1c- 


bih  banyak  didasari  oleh  kesadaran  yang 
rasional.  Aksi  mahasiswa  bukan  untuk  diri- 
nya  sendiri  tetapi  untuk  memperbaiki  sis- 
tem yang  rusak  demi  kepentingan  masya- 
rakat  luas.  Berbeda  dengan  gerakan  oposi- 
si yang  terorganisir  dengan  kuat,  aksi  ma- 
hasiswa umumnya  hanya  ingin  mendobrak 
rezim  yang  berkuasa  lewat  gerakan  moral 
tanpa  harus  menjadi  penguasa  baru.  Selain 
itu,  kesamaan  aktor  pun  akan  berbeda  aksi- 
nya  (karakter  dan  sasarannya)  dari  satu  tem- 
pat ke  tempat  lain  atau  dari  waktu  ke  wak- 
tu. Sebagai  contoh,  aksi  mahasiswa  tahun 
1966  dan  tahun-tahun  berikutnya  tentu  jauh 
berbeda  dalam  hal  sasaran  dan  kekuatan 
dibandingkan  aksi  mahasiswa  tahun  1998 
yang  berhasil  menekan  mundur  Soeharto. 
Karena  karakter  ideografis  yang  beragam 
ini,  maka  setiap  aksi  kolektif  tidak  mudah 
dijelaskan  dengan  perangkat  teori  yang  di- 
klaim  oleh  penganutnya  punya  kekuatan 
nomotetik. 

Karakter  ideografis  aksi  kolektif  itulah 
yang  tidak  diperhatikan  oleh  ketiga  teori  di 
atas.  Kelemahan  yang  melekat  itu  muncul 
karena  ketiganya  sama  sekali  tidak  memper- 
hatikan  "struktur  kesempatan"  yang  meling- 
kupi  dan  bahkan  menentukan  aksi  kolek- 
tif (gerakan).  Struktur  kesempatan,  bagaima- 
napun,  bukan  hanya  merupakan  rentetan 
kondisi  yang  memicu  terjadinya  aksi  kolek- 
tif, tetapi  juga  menentukan  strategi  aksi/ge- 
rakan  beserta  isu-isu  strategis  yang  diang- 
kat,  mobilisasi  sumber  daya,  kekuatan  dan 
sckaligus  prestasi  gerakan  dalam  mencapai 
sasaran.  Struktur  kesempatan  pada  umum- 
nya mencakup  dua  elemen  utama:  lingkung- 
an  gerakan  dan  struktur  sosial-politik  inter- 
nal yang  melingkupi  gerakan.4 


Mcngcnai  unalisis  struktur  kesempatan  atas  ge- 
rakan sosial,  lihat  misalnya  Tarrow  (1994);  McAdani 
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Lewat  kritik  sederhana  itu  penulis  ingin 
menekankan  pendekatan  interaktif  di  bawah 
payung  pendekatan  struktur  kesempatan 
yang  tetap  memperhatikan  elemen-elemen 
yang  inheren  dalam  ketiga  teori  mainstream 
di  atas.  Pertama,  penulis  hendak  mengata- 
kan  bahwa  disharmoni  sosial  merupakan 
struktur  kesempatan  paling  besar  bagi  ge- 
rakan  mahasiswa.  Yang  termasuk  dalam  ka- 
tegori  disharmoni  adalah  krisis  ekonomi-po- 
litik,  krisis  legitimasi,  meluasnya  deprivasi 
relatif  dan  sebagainya.  Kedua,  struktur  ke- 
sempatan yang  lebih  besar  sangat  memung- 
kinkan  bagi  aksi  (mahasiswa)  untuk  meru- 
muskan  isu-isu  strategis  maupun  menentu- 
kan  lawan  bersama  seraya  memobilisasi  du- 
kungan  dan  sumber  daya  tanpa  harus  me- 
nyusun  organisasi  tunggal  yang  besar  da- 
lam bentuk  partai  oposisi.  Ketiga,  ketika  mo- 
bilisasi  sumber  daya  semakin  besar,  maka 
kekuatan  gerakan  (aksi)  juga  semakin  ber- 
imbang  di  hadapan  rezim  yang  berkuasa; 
dan  ketika  penguasa  mengalami  krisis  legi- 
timasi maka  ia  tidak  punya  lagi  kekuatan 
koersif  untuk  membasmi  kekuatan  gerakan. 
Dengan  demikian,  penguasa  tidak  punya 
pilihan  lain  kecuali  menyerah  dan  memberi 
toleransi  kepada  para  aktivis,  atau  harus  me- 
nunggu  penghempasan  secara  paksa. 

Itulah  skenario  awal  pendekatan  interak- 
tif yang  dibingkai  dengan  analisis  struktur 
kesempatan  atas  gerakan  (aksi  kolektif)  ma- 
hasiswa. Penulis  akan  menggunakan  pen- 
dekatan interaktif  di  bawah  payung  anali- 
sis struktur  kesempatan  itu  untuk  memeta- 
kan  gerakan  mahasiswa  1998  yang  berbeda 
dengan  gerakan-gerakan  sebelumnya,  baik 


(1995);  McAdam,  McCarthy  and  Zald  (1995);  dan 
Boudreau  (1996). 
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dari  segi  isu,  strategi,  mobilisasi  dukungan 
maupun  prestasinya. 

Aksi  Mahasiswa  Sebelum  1998 

Bicara  soal  gerakan  mahasiswa  tidak  bi- 
sa  lepas  dari  gerakan  1966.  Gerakan  itu  te- 
lah  menjadi  legenda  besar  bagi  republik  ini, 
karena  mahasiswa  beraliansi  ("ditunggangi") 
oleh  kekuatan  militer  dan  dukungan  massa 
yang  berhasil  menumbangkan  Soekarno. 
Keabsahan  aliansi  militer-mahasiswa  kemu- 
dian  mewarnai  pergantian  generasi  gerakan 
mahasiswa  di  akhir  1960  dan  1970.  Aktivis 
mahasiswa  di  awal  1970-an  khususnya  se- 
gan  mencerca  rezim  dalam  istilah  tersembu- 
nyi.  Namun,  penekanan  mereka  adalah  pada 
regularisasi  dan  reformasi  mengenai  isu-isu 
seperti  korupsi,  kebijakan  pembangunan, 
dan  lembaga-lembaga  ekstra-konstitusional 
seperti  Kopkamtib.  Tetapi,  pada  saat  yang 
sama  kekecewaan  kepada  Soeharto  bertam- 
bah  ketika  menyaksikan  lingkaran  jenderal- 
jenderal  korup  mengelinginya.  Elemen-ele- 
men dalam  gerakan  melahirkan  insiden  Ma- 
lari  pada  Januari  1974,  yang  sebagian  dimo- 
tivasi  oleh  kalkulasi  (keliru)  bahwa  Pang- 
lima  Kopkamtib  Jenderal  Soemitro  sedang 
bersiap  mengambil  alih  kekuasaan  Soeharto. 
Menindaklanjuti  kesalahan  membaca  mak- 
sud  Soemitro  ini,  banyak  pimpinan  maha- 
siswa yang  ditangkap  dan  aktivitas  politik 
kampus  dibatasi. 

Aksi  mahasiswa  kembali  muncul  di  ta- 
hun 1977-1978  yang  ditandai  oleh  sikap  ke- 
ras  terhadap  rezim;  hal  ini  tercermin  dalam 
pernyataan  bahwa  Soeharto  tidak  bersedia 
dipilih  kembali.  Sikap  masyarakat  terha- 
dap militer  tetap  bersahabat,  sehingga  tema 
umum  sebagian  besar  demonstrasi  menya- 
takan  "ABRI  kembali  ke  rakyat."  Pada  saat 
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bersamaan,  suatu  aliran  sentimen  anti-mili- 
ter  berkembang  sejak  awal  1970-an;  hal  ini 
tampak  jelas  dari  tindakan-tindakan  pimpin- 
an  mahasiswa  yang  diikuti  oleh  penindak- 
an  di  awal  1978.  Represi  yang  menyertai  ge- 
rakan  mahasiwa  1977-1978  adalah  lebih 
komprehensif  dan  efektif  daripada  sebelum- 
nya.  Kegiatan  Dewan  Mahasiswa  menjadi 
mandek  dan  larangan  permanen  diterapkan 
bagi  aktivitas  politik  kampus.  Birokrasi  kam- 
pus  diberikan  hak  yang  lebih  besar  untuk 
mencampuri  aktivitas  mahasiswa.  Secara  ko- 
lektif,  kebijakan  ini  dikenal  dengan  NKK/ 
BKK,  yang  merupakan  perwujudan  korpora- 
tisasi  (penindasan)  rezim  otoritarian  Orde 
Bam  terhadap  mahasiswa. 

Dampak  NKK/BKK  lebih  jauh  menying- 
kirkan  aktivisme  mahasiswa  dari  mainstream 
kehidupan  politik  Indonesia.  Selama  1980 
mustahil  bagi  mahasiswa  kritis  untuk  ber- 
organisasi  secara  terbuka  di  kampus.  Bebe- 
rapa  aktivis  kemudian  aktif  dalam  komu- 
nitas-komunitas  miskin,  bekerja  untuk  ber- 
bagai  LSM  yang  mulai  mempertanyakan 
paradigma  yang  telah  mendominasi  pemi- 
kiran  pembangunan.  Yang  lainnya  terlibat 
dalam  kelompok-kelompok  studi  yang  se- 
jak awal  1980  menjamur  di  sekitar  kampus- 
kampus  utama.  Meskipun  kelompok-kelom- 
pok ini  sangat  berbeda  dalam  hal  pandang- 
an  politik,  banyak  yang  memimpin  eksisten- 
si  setengah  bawah-tanah,  membatasi  kon- 
tak  luar  dengan  kelompok-kelompok  intelek- 
tual  yang  kurang  kritis  dan  LSM.  Kelom- 
pok-kelompok mahasiswa  ini  meninjau  kem- 
bali  aktivisme  generasi  sebelumnya,  mencari 
strategi-strategi  bam,  dan  mempelajari  se- 
jumlah  besar  teori  kritis,  meliputi  teori  Mar- 
xisme  klasik,  teori  ketergantungan,  teologi 
pembebasan  Amerika  Latin,  teori  kritis 
Mazhab  Frankfurt  dan  sebagainya. 


Kemunculan  gelombang  baru  protes 
yang  diorganisir  mahasiswa  ditandai  oleh 
meledaknya  protes  menentang  NKK/BKK 
dan  tuntutan  "otonomi  kampus"  di  Yogya- 
karta,  Bandung,  dan  Jakarta  di  akhir  1988. 
Dari  awal  1989,  demonstrasi  publik  yang 
dilakukan  oleh  aktivis  mahasiswa  terjadi 
hampir  setiap  hari,  khususnya  di  kota-kota 
di  mana  terdapat  universitas  utama  di  Jawa. 
Sebaran  isu  pun  meningkat,  sebagian  besar 
mengenai  dimensi  hak  asasi  manusia.  Isu 
yang  paling  sering  diangkat  meliputi  pemba- 
tasan  hak  berorganisasi  di  kampus,  penang- 
kapan  aktivis-aktivis  mahasiswa,  dan  kese- 
wenang-wenangan  dalam  penyerobotan  ta- 
nah,  dan  sebagainya  {Tempo,  24  April  1989). 
Beberapa  kampanye  yang  intensif  dilaku- 
kan oleh  aktivis-aktivis  di  Yogyakarta,  Ban- 
dung dan  Jakarta  sejak  1989,  seperti  penye- 
robotan tanah  untuk  waduk  Kedung  Ombo 
di  Jawa  Tengah  tahun  1989-1990  atau  pem- 
breidelan  majalah  Tempo,  Detik,  dan  Editor 
di  pertengahan  1994.  Kendatipun  protes-pro- 
tes  tersebut  mampu  menarik  massa  relatif 
besar,  tetapi  tidak  berhasil  memperoleh  du- 
kungan  secara  riil  dari  masyarakat,  dan  bah- 
kan  gerakan  mereka  selalu  dikecam  oleh 
pimpinan  perguruan  tinggi  serta  hams  ber- 
hadapan  dengan  tangan-tangan  baja  militer 
yang  kejam. 

Berbeda  dengan  gerakan  1960-an  dan 
1970-an  yang  lebih  memusat  di  Jakarta  dan 
Bandung,  gerakan  1980-an  mulai  berkem- 
bang dalam  wilayah  yang  lebih  luas,  dan 
di  tahun-tahun  sejak  1989  organisasi  yang 
bertahan  muncul  di  hampir  semua  kota  di 
mana  terdapat  universitas  penting  di  Jawa: 
Jakarta,  Bandung,  Bogor,  Semarang,  Yogya- 
karta, Solo,  Salatiga,  Surabaya,  Malang,  Jom- 
bang,  dan  Jember.  Gerakan  juga  terjadi  di 
Medan  dan  Manado.  Jika  setiap  isu  bisa 
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menjadi  fokus  gerakan,  maka  gerakan  Fo- 
rum Komunikasi  Mahasiswa  Yogyakarta  di 
awal  1989-1990  memberikan  model  bagi  ge- 
rakan mahasiswa.  Sejak  saat  itu  kelompok- 
kelompok  baru  melibatkan  lebih  banyak  ma- 
hasiswa dari  kampus-kampus  swasta  yang 
lebih  kecil  dan  kurang  prestisius.  Di  Jakarta 
khususnya,  UI  tampak  sepi  dan  mahasiswa 
yang  berasal  dari  kampus-kampus  swasta  se- 
pcrti  Universitas  Nasional,  Universitas  Mus- 
topo,  Universitas  17  Agustus,  dan  lainnya 
memainkan  peran  yang  lebih  dominan.  Pcru- 
bahan  ini  mencerminkan  fakta  bahwa  NKK/ 
BKK  diterapkan  secara  keras  di  univcrsitas- 
universitas  ncgeri,  khususnya  yang  per- 
nah  menjadi  foci  aktivisme.  Tetapi  perubah- 
an  itu  juga  mencerminkan  perubahan  ben- 
tuk  pendidikan  tersier.  Pembangunan  eko- 
nomi  membuat  kebutuhan  akan  keahlian- 
keahlian  baru  dan  tingkat  pendidikan  yang 
lebih  tinggi  dan  terjadi  perkembangan  pa- 
sar  bagi  pendidikan  tersier  untuk  mempro- 
duksi  kelas  menengah  yang  lebih  besar  de- 
ngan  aspirasi  mobilitas  ke  atas.  Akibatnya, 
sejumlah  lembaga  swasta  tersier  pun  men- 
jamur  (Aspinall,  1993). 

Di  tahun  1970  gerakan  protes  mahasis- 
wa secara  luas  diorganisir  oleh  pengurus  sah 
yang  dipilih  oleh  Dewan  Mahasiswa.  Ke- 
sempatan  ini  menjadi  hilang  akibat  diber- 
lakukannya  NKK/BKK.  Pada  akhir  1980-an, 
gerakan  tetap  berbasis  pada  pers  mahasis- 
wa sebagai  arena  penggodokan  pemikiran, 
scraya  mcmbentuk  forum-forum  atau  komi- 
te-komite  aksi  ad  hoc  dalam  satu  lingkup 
kota,  scperti  Forum  Komunikasi  Mahasis- 
wa Yogyakarta  (FKMY),  Badan  Koordinasi 
Mahasiswa  Jakarta  (BKMJ),  Badan  Koordi- 
nasi Mahasiswa  Bandung  (Bakor),  Forum 
Komunikasi  Mahasiswa  Surabaya  (FKMS) 
dan  scbagainya. 
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Bangkitnya  aktivitas  mahasiswa  dipan- 
dang  oleh  pemerintah  sebagai  ancaman  ter- 
hadap  keamanan  dan  ketenangan  politik  ma- 
syarakat.  Keadaan  ini  direspons  oleh  peme- 
rintah dengan  melakukan  tindakan  politik 
yang  bersifat  represif.  Beberapa  aktivis  ke- 
lompok  diskusi  ditangkap,  diinterogasi,  bah- 
kan  dijebloskan  penjara.  Sebagaimana  hal- 
nya  yang  terjadi  pada  tahun  1988  di  Yog- 
yakarta, ketika  para  aktivis  mahasiswa  dan 
karyawan  UGM  yang  tergabung  dalam  ke- 
lompok  studi  Palagan,  seperti  Bonar  Tigor 
Naipospos,  Bambang  Subono,  dan  Bambang 
Isti  Nugroho  diajukan  ke  meja  hijau  un- 
tuk menghadapi  tuduhan  subversi  oleh  pe- 
nguasa. 

Meski  rezim  otoritarian  Orde  Baru  sema- 
kin  kokoh  dan  penindasan  terhadap  maha- 
siswa semakin  brutal,  gerakan  mahasiswa 
awal  dekade  1990-an  tidak  pernah  surut.  Ge- 
rakan pada  masa  ini  justru  jauh  lebih  man- 
tap  ketimbang  sebelumnya,  menyusul  se- 
makin kuatnya  kontrol  rezim  lewat  pemben- 
tukan  Senat  Mahasiswa  Perguruan  Tinggi 
(SMPT).  Kehadiran  SMPT  ternyata  disambut 
dengan  sikap  pro  dan  kontra  di  kalangan 
mahasiswa,  dan  bahkan  menimbulkan  kon- 
flik  yang  melebar  antara  tiga  aliran  gerak- 
an: konservatif-kooperatif;  moral-kultural- 
reaksioner  dan  progresif-radikal. 

Pertama,  kubu  konservatif-kooperatif 
adalah  mahasiswa  yang  tergabung  dalam 
SMPT.  Ideologi  kclompok  ini  didasari  oleh 
realitas  politik  bahwa  situasi  di  luar  kam- 
pus  sangat  represif  yang  tidak  mungkin  di- 
lawan  dengan  aksi  jalanan.  Oleh  karcna  itu 
stratcgi  pcrjuangannya  memilih  jalan  infil- 
trasi  kc  dalam  lembaga-lcmbaga  formal  agar 
dapat  mcngkonsolidasikan  mahasiswa.  Peru- 
bahan dilakukan  "dari  dalam  sistcm"  dan 
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bukan  melalui  perjuangan  struktural.  Mereka 
menganggap  perjuangan  antagonistis  da- 
ri  luar  sistem  tidak  efektif  karena  kekuatan 
mahasiswa  tidak  imbang  dengan  kekuasaan 
negara  yang  begitu  dominan,  sehingga  ma- 
hasiswa kelompok  ini  ingin  mencoba  me- 
nyiasati  SMPT  meski  harus  masuk  ke  dalam 
kubangan  korporatisme  negara. 

Kedua,  kelompok  aktivis  mahasiswa  yang 
beraliran  moral-kultural-reaksioner  sedikit  ba- 
nyak  mempunyai  kesamaan  dengan  aliran 
pertama,  terutama  sikapnya  yang  konservatif. 
Kelompok  kultural-reaksioner  umumnya  me- 
ngangkat  isu-isu  misalnya  SDSB  (sebagai 
isu  moral),  kasus  Arswendo  Atmowiloto 
(majalah  Monitor),  dan  sejenisnya.  Kelom- 
pok ini  memiliki  massa  yang  cukup  besar 
karena  berbasis  pada  organisasi  ekstra-kam- 
pus  yang  berorientasi  agama  seperti  Him- 
punan  Mahasiswa  Islam  (HMI).  Dalam  se- 
tiap  aksi  mimbar  bebas,  kelompok  tersebut 
dikoordinasi  oleh  panitia  atau  komite  aksi 
yang  selalu  berganti  nama  tergantung  ke- 
pada  isu  yang  sedang  diangkat.  Selain 
itu,  mereka  cenderung  mengangkat  isu-isu 
sensitif  keagamaan,  dan  menghindari  isu- 
isu  politik  yang  sensitif,  seperti  misalnya 
kritik  terhadap  kekuasaan  rezim.  Ciri  khas 
gerakan  mereka  adalah:  (a)  mereka  cende- 
rung bersifat  konservatif  dan  reaksioner. 
Aksi-aksinya  masih  dalam  batas  mimbar 
bebas  dan  tidak  sampai  demonstrasi  turun 
ke  jalan,  sehingga  benturan-benturan  po- 
litik dengan  pcmerintah  hampir  tidak  per- 
nah  terjadi;  (b)  cakupan  isu  yang  diangkat 
sangat  luas  dan  lcbih  menampakkan  him- 
bauan  moral.  Mereka  tidak  (berupaya)  mcm- 
perolch  dukungan  masyarakat  luas,  tetapi 
mcnjalin  patronasc  politik  dengan  kelom- 
pok elite;  (c)  mereka  bukan  kelompok  yang 
tcrorganisir  rapi  untuk  mcngadakan  aksi 


atau  gerakan,  tetapi  aksi-aksi  mereka  bersi- 
fat insidental  belaka;  (d)  aksi-aksi  mereka 
masih  bersifat  sektarian  karena  isu  yang  di- 
angkat terutama  yang  merugikan  kelompok 
tersebut  atau  menyinggung  umat  Islam  se- 
cara  keseluruhan. 

Ketiga,  kelompok  aktivis  mahasiswa  pro- 
gresif-radikal  yang  membidani  gerakan  po- 
pulis-kerakyatan  "kekirian"  di  bawah  plat- 
form sosial-demokratik.  Ada  tiga  kategori 
terdapat  pada  kelompok  ini  dan  sekaligus 
menunjukkan  tahapan  pergerakan  di  dalam- 
nya:  (a)  LSM-LSM  yang  sibuk  dengan 
program  pendidikan  hukum,  pembentukan 
koperasi,  melakukan  advokasi  hukum  dan 
kampanye  hak-hak  norma tif  perburuhan. 
Secara  umum  ciri  penting  dari  para  aktivis 
kelompok  tersebut  mengarahkan  perhatian- 
nya  pada  persoalan  buruh,  petard  dan  sek- 
tor  tertindas  lainnya.  Mereka  adalah  para 
aktivis  mahasiswa  yang  dilandasi  pada  per- 
juangan moral  dan  romantisme  borjuis  ke- 
cil  atas  penderitaan  kaum  buruh;  (b)  se- 
langkah  lebih  maju  dari  kelompok  di  atas, 
kelompok  ini  memiliki  kesadaran  politik 
bahwa  buruh  merupakan  kekuatan  pokok 
dalam  gerakan  demokrasi  dan  sebagai  pilar 
utama  dari  gerakan  politik  kerakyatan.  Ba- 
nyak  para  tokoh  LSM  kategori  ini  yang 
sadar  bahwa  mempolitisir  buruh  merupa- 
kan program  yang  efektif  untuk  mencip- 
takan  agen  perjuangan  demokrasi  yang 
tahan  uji,  konsisten  dan  berjangka  pan- 
jang.  Mereka  banyak  diilhami  oleh  perspek- 
tif  Western  Marxism  dan  karya-karya  klasik 
pendahulunya  yang  menjadi  kajian  diskusi 
untuk  mengarahkan  program  kcpada  kaum 
buruh.  Sebagian  besar  aktivis  mahasiswa 
ini  masih  berasal  dari  bcrbagai  kelompok 
sludi,  dan  tidak  pcrnah  ambil  bagian  da- 
lam gerakan  mahasiswa,  scrta  sclalu  di- 
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anggap  sebagai  kelompok  yang  melihat 
aksi-aksi  dan  demonstrasi  mahasiswa  se- 
kadar  dari  segi  "aktivisme"  dan  arogansi 
{snobisme)  belaka;  (c)  kelompok  aktivis  di 
medan  buruh  yang  aktif  dalam  gerakan 
mahasiwa  "parlemen  jalanan".  Mereka  adalah 
aktivis  mahasiswa  yang  berupaya  memba- 
ngun  organisasi  besar  lintas  kota  seperti 
Persatuan  Rakyat  Demokratik  (PRD),  So- 
lidaritas  Mahasiswa  Indonesia  untuk  De- 
mokrasi  (SMID),  Pusat  Perjuangan  Buruh  In- 
donesia (PPBI),  Pusat  Informasi  dan  Jaring- 
an  Aksi  untuk  Reformasi  (PIJAR),  Aliansi 
Demokrasi  Rakyat  (ALDERA),  Jaringan  Ke- 
senian  Rakyat  (JAKER),  Serikat  Tani  Na- 
sional  (STN),  dan  Serikat  Rakyat  Jakarta 
(SRJ),  dan  sebagainya  {Editor,  5  Mei  1994; 
Tempo,  14  Mei  1994;  dan  Kompas,  4  Mei 
1994).  Kelompok  yang  lahir  dari  gerakan  ma- 
hasiswa tahun  1990-an  ini  berusaha  meng- 
gabungkan  teori  dan  praktek.  Mereka  sadar 
bahwa  gerakan  mahasiswa,  bila  dipandu 
oleh  teori  perjuangan  dan  organisasi  yang 
baik,  akan  menjadi  kekuataan  penting  un- 
tuk menstimulir  gerakan  buruh.  Militansi 
mahasiswa,  pengalaman  dalam  aksi-aksi  po- 
litik,  propaganda  dan  agitasi,  dan  kemam- 
puannya  untuk  mengembangkan  teori  dan 
menganalisis  masyarakat  kapitalis  Orde  Ba- 
rn, serta  waktu  luang  yang  mereka  miliki, 
telah  menjadi  syarat-syarat  penting  untuk 
mengarahkan  perjuangan  buruh.  Mulai  da- 
ri aksi  yang  bersifat  spontan-sporadis  men- 
jadi aksi  yang  terorganisir,  dan  dari  aksi 
yang  bersifat  ekonomi  menjadi  aksi  yang 
bersifat  politik. 

Di  tempat  lain,  pada  akhir  1980-an  hing- 
ga  awal  1990-an  sebenarnya  ada  tanda-tan- 
da  terjadinya  aliansi  antara  mahasiswa  de- 
ngan  kubu  militer  "garis  lunak"  (baca:  pem- 
bangkang)  di  bawah  komando  Jenderal 
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Benny  Moerdani  untuk  menggusur  kekua- 
saan  Soeharto.  Aliansi  ini  secara  teoretis  bi- 
sa  menjadi  cikal  bakal  gerakan  oposisi  yang 
terorganisir.  Selain  mendorong  keterbuka- 
an  di  parlemen,  kubu  militer  pembangkang 
juga  mengendurkan  sensor  terhadap  pers, 
membiarkan  pembicaraan  hal-hal  yang  se- 
belumnya  dianggap  tabu  (terutama  bisnis 
keluarga  Soeharto),  serta  membiarkan  dan 
bahkan  menunggangi  aksi  mahasiswa  dan 
pemogokan  buruh.  Akan  tetapi  aliansi  mi- 
liter-mahasiswa  ternyata  tidak  terjadi.  Ada 
dua  faktor  yang  disinyalir  menjadi  penye- 
babnya:  Pertama,  adanya  polarisasi  pan- 
dangan  para  aktivis  mahasiswa  terhadap  mi- 
liter sehingga  tidak  menimbulkan  perjanji- 
an  di  bawah  satu  atap  antara  mahasiswa  de- 
ngan  militer  pembangkang.  Para  aktivis  ma- 
hasiswa yang  konservatif-kooperatif  me- 
mang  hendak  menerima  "ajakan"  kubu 
militer  pembangkang  untuk  menekan  Soe- 
harto, karena  mereka  melihat  bahwa  mili- 
ter adalah  kekuatan  riil  yang  tidak  bisa  di- 
hindari  untuk  membangun  kekuatan  besar 
yang  pro  demokrasi.  Pengalaman  aliansi  ma- 
hasiswa-militer  pada  tahun  1965/1966  juga 
memberi  inspirasi  bagi  kalangan  aktivis  ter- 
sebut.  Tetapi,  pandangan  mereka  ditentang 
habis  oleh  aktivis  yang  berhaluan  progre- 
sif-radikal.  Kelompok  terakhir  ini  menegas- 
kan  bahwa  "musuh  bersama"  rakyat  adalah 
Soeharto  dan  militer.  Dua-duanya  harus  di- 
lawan.  Mereka  juga  tidak  menginginkan  ter- 
jadinya "penunggangan"  militer  pada  ma- 
hasiswa seperti  pengalaman  tahun  1966 
(Aspinall,  1995). 

Kedua,  faktor  kepekaan  Soeharto  dalam 
menangkap  sepak  terjang  kubu  militer  pem- 
bangkang. Di  akhir  tahun  1989,  Soeharto 
menyatakan  hendak  menggebuk  siapa  pun, 
termasuk  jenderal,  jika  akan  mengambil  alih 
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kekuasaannya  secara  inkonstitusional.  De- 
ngan  sangat  lihai,  Soeharto  justru  meman- 
faatkan  arena  keterbukaan  sebagai  alat  pe- 
mukul  awal  terhadap  lawan-lawan  politik- 
nya  (militer)  yang  hendak  membangkang. 
Bahkan  pembentukan  KOMNAS  HAM  ko- 
non  juga  digunakan  oleh  Soeharto  untuk 
membabat  habis  kubu  militer  yang  terbuk- 
ti  menginjak-injak  HAM,  seperti  kasus  pen- 
copotan  Mayor  Jenderal  Sintong  Panjaitan 
(anak  buah  Jenderal  Benny  Moerdani)  sete- 
lah  insiden  Santa  Cruz.  Soeharto  juga  me- 
nyingkirkan  para  anggota  DPR  yang  vokal 
(sebagian  besar  dari  militer)  seperti  Roekmini 
Koesoemastoeti,  Samsuddin,  Sembiring  Me- 
liala,  serta  tokoh-tokoh  sipil  yang  lain.  Sete- 
lah  satu  per  satu  disingkirkan,  maka  mulai 
tahun  1992  kekuatan  kubu  Moerdani  men- 
jadi  lumpuh,  sehingga  mereka  tidak  bisa 
membangun  aliansi  yang  kuat  dengan  ma- 
hasiswa. 

Tanpa  beraliansi  dengan  militer,  para 
aktivis  mahasiswa  seperti  yang  tergabung 
dalam  Front  Aksi  Mahasiswa  Indonesia 
(FAMI),  PIJAR  dan  lainnya,  telah  berani 
menggelar  demonstrasi  anti-Soeharto.  Di  bu- 
lan  Maret  1993,  ketika  Sidang  Umum  MPR 
sedang  berlangsung,  sekelompok  kecil  ma- 
hasiswa menggelar  aksi  di  depan  gedung 
DPR  dengan  menunjukkan  ketidakpercaya- 
annya  kepada  Soeharto  dan  sekaligus  me- 
nolaknya  untuk  dipilih  kembali  menjadi  pre- 
sides Seperti  biasanya,  mereka  harus  ber- 
lawanan  dengan  tangan-tangan  baja  militer 
dan  dijatuhi  tuduhan  subversi.  Tctapi  re- 
presi  itu  tidak  membuat  mahasiswa  menja- 
di jera.  Seruan  anti-Soeharto  tetap  berkobar 
di  mana-mana.  Di  bulan  Dcsember  1993,  se- 
jumlah  21  mahasiswa  menggelar  aksi  di  ge- 
dung DPR  dengan  mcneriakkan  seruan 
"Seret  Prcsiden  kc  Sidang  Istimewa  MPR" 


dan  "Gantung  Soeharto".  Sebulan  sebelum- 
nya,  Nuku  Sulaiman  (PIJAR)  menyebarkan 
stiker  yang  berslogan  SDSB  (Soeharto  Da- 
lang  Segala  Bencana)  dan  UUS  (Ujung- 
ujungnya  Soeharto),  sehingga  membuat  dia 
diganjar  tuduhan  subversi  dan  hukuman 
penjara  selama  lima  tahun. 

Gerakan  anti-Soeharto  sudah  dimulai  pa- 
da  1970-an  dan  disebarkan  kembali  pada 
awal  1990-an.  Tetapi  gerakan  itu  tidak  bisa 
menjadi  kekuatan  besar  yang  mampu  mene- 
kan  mundur  Soeharto  serta  membuka  pintu 
gerbang  transisi  menuju  demokrasi.  Tatanan 
sosial-politik  waktu  itu  tidak  mengalami  dis- 
harmoni  yang  serius  sehingga  tidak  meng- 
goyahkan  legitimasi  rezim  Soeharto.  Soe- 
harto masih  punya  kapasitas  besar  yang  di- 
topang  dengan  sumber  daya  material,  koer- 
sif  dan  persuasif  sehingga  dia  masih  ber- 
diri  kokoh.  Gerakan  demokrasi  atau  anti- 
Soeharto  pun  tidak  populer  dan  tidak  didu- 
kung  oleh  masyarakat  mas,  sehingga  maha- 
siswa mudah  sekali  ditindas  oleh  militer. 

Gerakan  Mahasiswa  1998 

Belajar  dari  pengalaman  sebelumnya, 
terutama  tahun  1966,  sebagian  besar  orang 
memandang  skeptis  terhadap  gerakan  ma- 
hasiswa Indonesia  karena  kekuatan  mereka 
tidak  sebanding  dengan  tangan-tangan  baja 
militer.  Menurut  pandangan  yang  skeptis 
itu,  gerakan  mahasiswa  tidak  mungkin  mam- 
pu mendobrak  kokohnya  otoritarianisme 
Soeharto,  jika  mereka  tidak  beraliansi  (di- 
tunggangi)  oleh  kekuatan  militer  yang  mem- 
bangkang Soeharto.  Tetapi  sejarah  telah 
menggorcs  catatan  lain  yang  mematahkan 
pandangan  skeptis  itu.  Gerakan  mahasiswa 
1998  memang  tidak  butuh  dukungan  dari 
elite  rcformis  atau  militer  pembangkang,  ka- 


390 

rena  yang  terakhir  ini  merupakan  karang  be- 
sar  penghambat  demokratisasi  sehingga  ha- 
ms dijadikan  lawan  bersama  mahasiswa  dan 
rakyat.  Meski  tanpa  dukungan  dan  aliansi 
dengan  militer,  gerakan  mahasiswa  1998  me- 
nemukan  beberapa  momentum  (struktur  ke- 
sempatan)  serta  dukungan  institusional  yang 
lebih  luas  dibandingkan  periode-periode  se- 
belumnya  sehingga  menjadi  sebuah  kekuat- 
an  dahsyat  yang  mampu  meruntuhkan  ke- 
kuasaan  Soeharto. 

Mengapa  peristiwa  besar  itu  bisa  terjadi? 
Ada  beberapa  faktor  yang  dapat  menjelas- 
kannya:  Pertama,  adanya  disharmoni  so- 
sial  masyarakat  Indonesia  yang  kian  kronis 
sebagai  akibat  dari  rapuhnya  pondasi  po- 
litik.  Ini  terutama  ditandai  oleh  merajalela- 
nya  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  (KKN) 
yang  dibangun  oleh  Soeharto  selama  tiga 
dasawarsa  untuk  melanggengkan  kekuasa- 
annya.  Puncak  dari  disharmoni  sosial  ada- 
lah  kronisnya  krisis  ekonomi  yang  secara 
langsung  melumpuhkan  sendi-sendi  kehi- 
dupan  negara  dan  rakyat  banyak.  Akibat 
krisis  ekonomi,  bahaya  kelaparan  mengan- 
cam  jutaan  rakyat,  pengangguran  meraja- 
lela,  orang  miskin  baru  bertambah  besar 
(dari  22  juta  pada  1996  menjadi  80  juta  pada 
1998),  sehingga  mendorong  munculnya  pe- 
nyakit  "deprivasi  relatif '  yang  meluas  di  ka- 
langan  rakyat.  Sebagian  besar  rakyat  yang 
mengidap  penyakit  ini  dengan  sendirinya 
mudah  melakukan  tindak  kejahatan,  keru- 
suhan,  dan  mudah  dihasut  untuk  terlibat 
dalam  aksi  kekerasan  kolektif. 

Krisis  ekonomi  juga  menyebabkan  krisis 
legitimasi  rezim  Soeharto  di  mata  rakyat- 
nya  maupun  dunia  internasional.  Para  pe- 
ngusaha  yang  konon  memperoleh  fasilitas 
dari  Soeharto  ternyata  menjadi  orang-orang 
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yang  pertama  kali  menjadi  pengkhianat 
bangsa.  Mereka  adalah  orang-orang  yang 
paling  tidak  percaya  pada  rupiah  dan  lang- 
sung mengalihkan  aset  kekayaannya  ke 
luar  negeri,  sehingga  semakin  memperparah 
krisis  ekonomi  dan  membuat  Soeharto  se- 
makin tidak  berdaya.  Sementara  di  kalang- 
an  rakyat  banyak  terus  berkembang  keben- 
cian  dan  ketidakpercayaan  kepada  sang  pe- 
mimpin.  Soeharto  dianggap  tidak  pantas  la- 
gi  menjadi  "Bapak  Pembangunan"  karena 
dialah  orang  yang  paling  bertanggung  ja- 
wab  atas  krisis  ekonomi  yang  melanda  In- 
donesia. 

Dunia  internasional  juga  semakin  tidak 
percaya  kepada  Indonesia  terutama  kepada 
Soeharto,  meski  pada  awal  Orde  Baru  sta- 
tus quo  Soeharto  itu  salah  satunya  dito- 
pang  oleh  dukungan  modal  asing  yang  me- 
limpah.  Dulu  lembaga-lembaga  internasional 
seperti  IMF,  Bank  Dunia,  USAID,  Masyara- 
kat Eropa,  IGGI,  ADB,  dan  perusahaan  mul- 
tinasional  lainnya  sangat  menaruh  keper- 
cayaan  kepada  Soeharto  karena  mampu  men- 
jamin  kepastian  politik  bagi  utang  dan  mo- 
dal yang  ditanam  di  Indonesia.  Tetapi  me- 
reka sekarang  tidak  lagi  mendukung  Soe- 
harto dan  bahkan  ikut  mendesak  dia  untuk 
mundur  dari  jabatannya  sebagai  titik  awal 
reformasi  ekonomi.  Lembaga-lembaga  pe- 
nyandang  dana  internasional  tidak  akan 
mengalirkan  bantuan  untuk  mengatasi  kri- 
sis ekonomi  jika  Soeharto  tidak  turun  tahta 
dan  jika  tidak  tercipta  pemerintahan  baru 
yang  legitimate  dan  bisa  menjamin  kepas- 
tian politik. 

Meluasnya  deprivasi  relatif,  krisis  legiti- 
masi, dan  tekanan  internasional  sebagai  bun- 
tut  dari  krisis  ekonomi  merupakan  momen- 
tum (struktur  kesempatan)  baru  yang  be- 
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lum  dijumpai  oleh  kekuatan  pro  demokrasi, 
terutama  mahasiswa.  Momentum  inilah  yang 
dimanfaatkan  dengan  baik  oleh  mahasiswa 
untuk  menggalang  kekuatan  besar  guna 
mendobrak  otoritarianisme  Soeharto  yang 
telah  berkuasa  selama  tiga  dasawarsa. 

Kedua,  meluasnya  dukungan  institusio- 
nal  kepada  gerakan  mahasiswa,  baik  oleh 
tokoh-tokoh  reformis,  civitas  akademika  per- 
guruan  tinggi,  sebagian  besar  rektor,  alum- 
ni perguruan  tinggi,  LSM,  dan  masyarakat 
luas.  Berbeda  dengan  kondisi  sebelumnya, 
di  mana  para,  rektor  merupakan  agen  utama 
birokratisasi  kampus  yang  mengecam  aksi 
mahasiswa,  mereka  sekarang  secara  terbuka 
memberi  dukungan  langsung  kepada  gerak- 
an mahasiswa.  Masyarakat  luas  pun  tidak 
lagi  mengecam  aksi  mahasiswa,  sebaliknya 
malah  antusias  memberi  dukungan  langsung 
kepada  mahasiswa. 

Berkat  dukungan  momentum  dan  insti- 
tusional  tersebut,  mahasiswa  berhasil  meng- 
gelar  aksi  kolektif  yang  spektakuler  dan 
bahkan  terbesar  sepanjang  sejarah.  Aksi  ter- 
sebut dimulai  sejak  Oktober  1997  dan  sema- 
kin  mcmbesar  pada  bulan  Maret  1998  dan 
mencapai  puncaknya  pada  tanggal  20  Mei 
1998.  Gerakan  mahasiswa  sekarang  tidak  la- 
gi berbentuk  komite-komite  ad  hoc  yang 
hanya  mewadahi  para  "aktivis"  berpenga- 
laman  dalam  aksi  kolektif,  tetapi  juga  meli- 
batkan  (memobilisasi)  sebagian  besar  maha- 
siswa yang  bukan  aktivis  dan  belum  pu- 
nya  pengalaman  untuk  terlibat  dalam  aksi 
"parlemen  jalanan".  Sebuah  babak  baru 
yang  menandai  gerakan  mahasiswa  1998 
adalah  tampilnya  Scnat  Mahasiswa  Pergu- 
ruan Tinggi  (SMPT)  -  sebuah  organisasi 
korporatis  yang  konservatif  —  di  tcngah- 
icngah  aksi  parlemen  jalanan.  Scmula,  te- 


patnya  sebelum  Maret  1998,  SMPT  meno- 
lak  aksi  parlemen  jalanan  karena  harus  ber- 
benturan  dengan  kekuatan  senjata  militer 
dan  malah  lebih  menghendaki  "dialog  na- 
sional"  seperti  yang  diagendakan  oleh  or- 
ganisasi mahasiswa  ekstra-kampus.  Tetapi 
mulai  Maret  1998,  SMPT  tidak  punya  pi- 
lihan  lain  kecuali  terlibat  dalam  aksi  kolek- 
tif mahasiswa,  setelah  gelombang  reformasi 
kian  deras,  militansi  mahasiswa  semakin 
memuncak,  serta  adanya  tekanan  dari  ko- 
mite-komite ad  hoc,  dan  dukungan  lang- 
sung dari  civitas  akademika. 

Berbeda  dengan  gerakan  mahasiswa  se- 
belumnya, gerakan  mahasiswa  sekarang  ti- 
dak perlu  lagi  meromantisir  dirinya  dengan 
teori-teori  gerakan  sosial  ala  Marx  yang  di- 
tindaklanjuti  dengan  pembentukan  organi- 
sasi yang  besar  dan  strategi-strategi  yang 
matang.  Gerakan  mahasiswa  sekarang  tam- 
pak  lebih  praktis  dan  riil,  dengan  cara  me- 
manfaatkan  momentum,  memanipulasi  isu- 
isu  sentral,  dan  memobilisasi  sumber  daya 
maupun  dukungan  dari  berbagai  kalangan. 
Kenyataannya,  gerakan  mahasiswa  tidak  la- 
gi dimobilisir  oleh  para  aktivis  yang  sudah 
punya  pengalaman  panjang  di  sejumlah  per- 
guruan tinggi  tertentu,  tetapi  telah  berko- 
bar  di  berbagai  perguruan  tinggi  baik  ne- 
geri  maupun  swasta  di  seluruh  Indonesia. 
Sejumlah  perguruan  tinggi  yang  tidak  per- 
nah  diramaikan  oleh  aksi  parlemen  jalanan 
seperti  IK.IP  (tempat  para  pendidik  yang 
santun)  dan  beberapa  perguruan  tinggi  kc- 
cil  di  Luar  Jawa  juga  mcngobarkan  api  re- 
formasi. Bahkan,  Univcrsitas  Trisakti  Jakarta, 
yang  selama  ini  dikcnal  scbagai  kampus 
milik  para  "sclcbritis"  yang  konservatif  ju- 
ga turut  mcnggclar  aksi  parlemen  jalanan. 

Karena  berbagai  kecenderungan  baru  di 
atas,  gerakan  mahasiswa  1998  tidak  lagi  di- 
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warnai  dengan  pertarungan  aliran  (ideolo- 
gi)  seperti  pernah  terjadi  pada  awal  1990-an. 
Pengelompokan  tiga  aliran  (konservatif-ko- 
operatif,  moral-kultural-reaksioner,  dan  pro- 
gresif-radikal-populis)  kini  telah  dicairkan 
dengan  sikap/pandangan  bersama  dalam 
memandang  musuh  besar  yang  hams  diha- 
dapi  oleh  mahasiswa.  Mahasiswa  sekarang 
telah  menemukan  "musuh  bersama"  yang 
harus  dilawan,  yakni  Soeharto.  Oleh  kare- 
na  itu,  tuntutan  aksi  kolektif  mahasiswa  an- 
tara  Maret  hingga  Mei  1998  tidak  lagi  ber- 
pusat  pada  isu-isu  lokal,  kebijakan  peme- 
rintah,  penurunan  harga,  pemberantasan 
KKN,  tetapi  juga  penurunan  Soeharto  dari 
tahta  kepresidenan.  Soeharto  dinilai  sebagai 
musuh  bersama  dan  paling  utama,  sebab  dia 
orang  yang  dianggap  paling  punya  tang- 
gung  jawab  atas  sistem  KKN  Orde  Baru 
yang  telah  menyebabkan  terjadinya  krisis 
kembar  (ekonomi  dan  politik).  Seperti  hal- 
nya  masyarakat  internasional,  mahasiswa  se- 
karang punya  keyakinan  bulat  bahwa  tu- 
runnya  Soeharto  merupakan  titik  awal  bagi 
reformasi  politik  dan  ekonomi. 

Jika  dulu  Soeharto  dan  tangan-tangan 
bajanya  dengan  mudah  menjatuhkan  tuduh- 
an  subversi,  maka  tuduhan  itu  sekarang  ti- 
dak mempan  lagi.  Soeharto  waktu  itu  bisa 
saja  menggunakan  kekuatan  represi  militer 
untuk  membasmi  kobaran  gerakan  maha- 
siswa. Sebelumnya  kekuatan  represi  militer 
memang  digunakan  untuk  menangkap  para 
aktivis  dan  menggebuk  mahasiswa  sehing- 
ga  menyebabkan  darah  berceceran  dan  te- 
wasnya  empat  mahasiswa  pada  "Tragedi 
Trisakti"  12  Mei  1998.  Tetapi  setelah  peris- 
tiwa  berdarah  itu,  aksi  mahasiswa  justru  se- 
makin  membesar  dan  militan  yang  diikuti 
dengan  berbagai  kerusuhan  di  berbagai  ko- 
ta.  Sementara  itu  tekanan  internasional  ter- 
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hadap  Soeharto  semakin  kuat,  sehingga  mem- 
buat  posisi  Soeharto  dan  militer  semakin 
lemah.  Antara  17-20  Mei  misalnya,  puluhan 
ribu  mahasiswa  berhasil  menduduki  Ge- 
dung  DPR/MPR  yang  mampu  memaksa  Har- 
moko  mengeluarkan  sikap  untuk  menekan 
Soeharto. 

Pada  tanggal  19  Mei  1998,  Soeharto  ~ 
yang  didukung  oleh  para  cendekiawan  Mus- 
lim —  mencoba  menawarkan  kompromi  ke- 
pada  mahasiswa  dengan  berjanji  hendak  me- 
mimpin  langsung  gerakan  reformasi  lewat 
pembentukan  "Komite  Reformasi".  Tetapi 
tawaran  Soeharto  itu  ditolak  mentah-mentah 
oleh  mahasiswa.  Mahasiswa  tetap  sepakat 
menggelar  aksi  bersama  secara  serempak  di 
setiap  kota  pada  20  Mei  1998.  Aksi  20  Mei 
1998  ternyata  berkobar  sangat  dahsyat  yang 
melibatkan  ratusan  ribu  mahasiswa  dan  rak- 
yat  kebanyakan  di  berbagai  kota.  Bahkan  di 
Yogyakarta,  hampir  satu  juta  mahasiswa  dan 
rakyat  menggelar  aksi  parlemen  jalanan  yang 
dipimpin  langsung  oleh  Sri  Sultan  Hameng- 
ku  Buwono  X  dan  Rektor  UGM. 

Sampai  20  Mei  itu  kekuatan  Soeharto  su- 
dah  lumpuh.  Sejumlah  orang  terdekatnya 
yang  duduk  di  Kabinet  Pembangunan  VII 
tampaknya  mulai  "berkhianat"  meninggal- 
kan  dia.  Kekuatan  yang  masih  tersisa  adalah 
militer  yang  mungkin  bisa  disiapkan  untuk 
membasmi  gerakan  mahasiswa.  Tetapi  Soe- 
harto tetap  berhitung  bahwa  biaya  politik 
represi  ternyata  jauh  lebih  mahal  ketimbang 
biaya  toleransi.  Apalagi  dia  tidak  lagi  berda- 
ya  menghadapi  tekanan  internasional  yang 
semakin  memperburuk  krisis  ekonomi  dan 
kedudukannya.  Jika  Soeharto  bersikeras  mem- 
basmi mahasiswa,  maka  tekanan  dari  segala 
penjuru  terhadapnya  akan  semakin  dahsyat 
sehingga  dia  harus  dihempaskan  secara 
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paksa  dan  jauh  lebih  tragis  seperti  yang  di- 
alami  oleh  Ferdinand  Marcos  di  Filipina 
atau  Mobutu  Seseseko  di  Zaire.  Pada  saat 
itu  pula,  perimbangan  kekuatan  mahasiswa 
jauh  lebih  unggul  ketimbang  kekuatan  Soe- 
harto,  sehingga  Soeharto  terpaksa  meletak- 
kan  jabatannya  pada  21  Mei  1998. 

Akan  tetapi  kisah  gerakan  mahasiswa 
yang  berhasil  menekan  Soeharto  untuk  mun- 
dur  dari  jabatannya  sangat  berbeda  dengan 
peristiwa  people  power  yang  pernah  terjadi 
di  Filipina  ketika  menghempaskan  Ferdinand 
Marcos.  Kekuatan  mahasiswa  tentu  tidak 
sepadan  dengan  kekuatan  rakyat  Fipilina 
waktu  itu.  Perbedaan  ini  sangat  ditentukan 
oleh  struktur  kesempatan  yang  berbeda,  di 
samping  isu,  strategi  gerakan,  dan  basis 
dukungannya.  Pertama,  tak  adanya  dukung- 
an  kelompok  elite  "garis  lunak"  maupun 
militer  pembangkang  kepada  gerakan  ma- 
hasiswa. Konflik  di  tubuh  militer  memang 
terjadi,  tetapi  konflik  itu  hanya  merupa- 
kan  pertarungan  kekuasaan  di  pucuk  pim- 
pinan  ABRI  yang  tidak  ada  kaitannya  de- 
ngan gerakan  reformasi.  Jalur  transisi  me- 
nuju  demokrasi  di  Indonesia  ini  memang 
khas  yang  sangat  berbeda  dengan  di  Fili- 
pina maupun  di  kawasan  Amerika  Latin. 

Keclua,  tidak  adanya  aliansi  besar  selu- 
ruh  segmen  masyarakat  Indonesia  yang  lin- 
tas  kelas,  agama,  etnis,  ras,  daerah  dan  se- 
bagainya.  Segmen-segmen  masyarakat  itu 
tetap  terpolarisasi  menjadi  kekuatan  yang 
radikal,  moderat  dan  oportunis.  Pemimpin  be- 
sar umat  Islam,  Abdurrahman  Wahid,  yang 
sebelumnya  dikenal  sebagai  proklamator  Fo- 
rum Demokrasi,  ternyata  malah  mengecam 
gerakan  mahasiswa  sebagai  gerakan  yang 
"ditunggangi".  Amien  Rais  sendiri  tidak 
pernah  membawa  bcndcra  Muhammadiyah 


ketika  dia  tampil  sebagai  tokoh  utama  yang 
menghembuskan  angin  reformasi.  Di  tem- 
pat  lain,  ada  beberapa  organisasi  korporatis 
dan  Islam  yang  berusaha  menentang  aksi 
mahasiswa  seraya  tetap  memberi  dukungan 
kepada  Soeharto. 

Penutup 

Perdebatan  tentang  demokratisasi  Indo- 
nesia selama  ini  tidak  pernah  memperhi- 
tungkan  faktor  kekuatan  mahasiswa.  Penga- 
baian  atas  kekuatan  mahasiswa  memang  di- 
dasari  oleh  beberapa  alasan.  Pertama,  gerak- 
an mahasiswa  selama  ini  lebih  bersifat  spo- 
radis  dan  tidak  pernah  membangun  aliansi 
besar  dengan  seluruh  segmen  masyarakat 
sehingga  menjadi  organisasi  oposisi  yang 
kuat.  Kedua,  berbeda  dengan  gerakan  ma- 
hasiswa 1966,  gerakan  1970-an  hingga  1990- 
an  tak  pernah  didukung  oleh  kekuatan  elite 
yang  punya  sumber  daya  politik  besar,  baik 
elite  "garis  lunak"  maupun  para  militer  pem- 
bangkang yang  punya  senjata.  Ketiga,  ma- 
hasiswa selama  Orde  Baru  telah  dikorpora- 
tisasi  menjadi  kekuatan  marjinal  sehingga 
tidak  mampu  melawan  kekuatan  rezim  Soe- 
harto yang  omnipotent. 

Tetapi  argumen  di  atas  kini  kehilangan 
pengaruh  ketika  gerakan  mahasiswa  1998 
berkembang  menjadi  kekuatan  dahsyat  yang 
berhasil  menekan  mundur  sang  otokrat  Soe- 
harto dan  mengantarkan  republik  ini  mema- 
suki  masa  transisi  menuju  demokrasi.  Peris- 
tiwa ini  sangat  bersejarah  dan  jauh  berbe- 
da dengan  gerakan-gerakan  sebelumnya,  ka- 
rena  struktur  kesempatan  yang  berbeda  di 
seliap  periode.  Perbedaan  struktur  kesempat- 
an pada  gilirannya  menyebabkan  perbeda- 
an isu-isu  strategis  yang  diangkat,  bentuk 
gerakan  atau  strategi  yang  digunakan,  basis 
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POTRET  GERAKAN  MAHASISWA  INDONESIA  1966-1998 


1966 

1970-an 

1980-an 

Awal  1990-an 

1998 

Struktur 

kesem- 

patan 

Disharmoni 
sosial  (krisis 
kembar),  krisis 
legitimasi  rezim, 
deprivasi  relatif 
yang  meluas 

Rezim 

otoritarian  yang 
mulai  kokoh  di 
bawah  Soeharto 

Rezim 
otoritarian 
yang  kokoh 

Otoritarianisme 
Soeharto  yang 
masih  kokoh 

Disharmoni  sosial 
(krisis  ekonomi),  krisis 
lecitimasi  detirivasi 
relatif  yang  terus 
meluas,  tekanan 
eksternal 

Isu 

strategis 

Bubarkan  PKI, 

tumbangkan 

Soekarno 

Kebijakan  peme- 
rintah,  korupsi, 
dan  lain-lain 

Isu-isu  lokal 

Isu-isu  lokal, 
HAM,  demo- 
kratisasi,  dan 
lain-lain 

Demokrasi/reformasi, 
pemberantasan  KKN, 
turunkan  Soeharto 

Bentuk/ 
strategi 

Aksi  lewat 
komite-komite 
ad  hoc, 

mobilisasi  tanpa 

organisasi 

oposisi 

Aksi-aksi  protes 
terbatas  dalam 
organisasi  intra- 
kampus 

Gerakan 
bawah  tanah, 
aksi  protes 

Komite  aksi  ad 
hoc,  organisasi 
populis/kekirian, 
mobilisasi/aliansi 
dengan  buruh 

Komite  aksi  ad  hoc, 
aksi  kolektif  yang 
praktis  non-ideologis, 
mobilisasi  sumber  daya 

Basis  du- 
kungan 

Militer,  ormas 
non-komunis, 
masyarakat, 
ekstemal 

Terbatas  pada 

aktivis 

mahasiswa 

Terbatas  pada 

aktivis 

mahasiswa 

Makin  luas 
(mahasiswa, 
pers,  LSM, 
buruh) 

Sebagian  besar 
mahasiswa,  civitas 
akademika,  tokoh 
reformis,  LSM, 
pers,  masyarakat 
luas,  minus  militer 

Perim- 
bangan 

Menang 

Kalah 

Kalah 

Kalah 

Menang 

Prestasi 

Berhasil  bubar- 
kan PKI  dan 
tumbangkan 
Soekarno 

Perubahan  ke- 
bijakan secara 
karitatif 

Memperluas 

gerakan 

pro  demokrasi 

Soeharto  turun, 
transisi  menuju 
demokrasi 

dukungan  institusional  dan  perimbangan 
kekuatan  antara  mahasiswa  dengan  rezim, 
seperti  dipetakan  secara  sederhana  dalam 
Tabel  1. 

Gerakan  mahasiswa  memang  berkobar  di 
sepanjang  masa,  tetapi  pertama  kali  yang 
harus  dilihat  adalah  struktur  kesempatan 
yang  melingkupi  gerakan  mahasiswa  1998, 
yang  ternyata  jauh  lebih  lebar  dan  kondu- 
sif,  yaitu  disharmoni  sosial  yang  berpuncak 


pada  krisis  ekonomi.  Krisis  ekonomi  pada 
gilirannya  menyebabkan  terjadinya  perluas- 
an  deprivasi  relatif  di  kalangan  rakyat  ba- 
nyak  serta  krisis  legitimasi  rezim  di  mata 
rakyatnya  maupun  dunia  internasional.  Kon- 
disi  itu  sekaligus  merupakan  pertanda  kuat 
bahwa  rezim  Soeharto  sudah  lumpuh,  sua- 
tu  momentum  (struktur  kesempatan)  baru 
yang  harus  dimanfaatkan  dengan  baik  oleh 
para  pejuang  demokrasi,  terutama  mahasis- 
wa. Dengan  kondisi  itu  pula,  mahasiswa  ti- 
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dak  perlu  membangun  organisasi  oposisi 
yang  besar  dengan  didukung  oleh  militer, 
elite  reformis,  dan  ormas-ormas  oportunis. 
Tetapi  mereka  cukup  membentuk  komite- 
komite  ad  hoc  yang  non-ideologis  serta  me- 
mobilisasi  kekuatan  mahasiswa,  yang  ter- 
nyata  memperoleh  dukungan  dari  civitas 
akademika,  tokoh-tokoh  reformis,  LSM,  pers, 
dan  masyarakat  luas.  Pada  titik  itulah  ge- 
rakan  mahasiswa  menjadi  besar  kekuatan- 
nya  ketimbang  kekuatan  rezim,  sehingga 
berhasil  menekan  Soeharto  untuk  mundur 
dari  panggung  kekuasaan  Orde  Baru.  Bah- 
kan  gerakan  mahasiswa  sekarang  dengan 
sendirinya  berhasil  mengubur  dalam-dalam 
mitos  Angkatan  1966  yang  beraliansi  de- 
ngan militer  yang  konon  mampu  menggu- 
lingkan  Soekarno  dan  PKI. 


KEPUSTAKAAN 

Aspinall,  Edward.  1995.  Student  Dissent  in  Indo- 
nesia in  1980s  (Clayton:  Monash  University 
Centre). 

 .  1995.  "Students  and  the  Military:  Re- 
gime Friction  and  Civil  Dissents  in  the 
Late  Soeharto  Period",  Indonesia,  April. 

Boudreau,  Vincent.  1996.  "Northern  Theory, 
Southern  Protest:  Opportunity  Structure  Ana- 
lysis in  Cross-National  Perspective",  Mobil- 
ization, I  (2). 

Crouch,  Harold.  1992.  "Democratic  Prospect  in 
Indonesia",  Makalah  dibawakan  dalam  Con- 
ference on  Indonesia  Democracy  in  the  1950s 
and  1990s,  Monash  University,  Melbourne, 
17-20  Desember. 


Doug  McAdam,  John  McCarthy  and  Mayer  Zald 
(eds.).  1995.  Opportunities,  Mobilizing  Struc- 
tures and  Framing  (New  York:  Cambridge 
University  Press). 

Gurr,  Ted  Robert.  1970.  Why  Men  Rebel  (Prince- 
ton, New  Jersey:  Princeton  University  Press). 

Johnson,  Chalmers.  1966.  Revolutionary  Change 
(Boston:  Little  Brown). 

McAdam,  Doug.  1995.  "Political  Opportunities: 
Conceptual  Origins,  Current  Problems,  Future 
Directions",  dalam  Doug  McAdam,  John 
McCarthy  and  Mayer  Zald  (eds.),  Compar- 
ative Perspectives  on  Social  Movements  (New 
York:  Cambridge  University  Press). 

Robison,  Richard.  1993.  "Indonesia:  Tensions  in 
State  and  Regime",  dalam  Kevin  Hewison, 
Richard  Robison  and  Garry  Rodan  (eds.), 
Southeast  Asia  in  the  1990s:  Authoritarian- 
ism, Democracy  and  Capitalism  (Sydney: 
Allen  and  Unwin). 

Tarrow,  Sydney.  1994.  Power  in  Movement:  So- 
cial Movement,  Collective  Action  and  Politics 
(New  York:  Cambridge  University  Press). 

Tilly,  Charles.  1973.  "Does  Modernization  Breed 
Revolution?",  Comparative  Politics,  5,  April. 

 .  1975.  "Revolutions  and  Collective  Vio- 
lence", dalam  Fred  I.  Greenstein  and  Nelson 
W.  Polsby  (eds.),  Handbook  of  Political 
Science,  Vol.  3:  Macropolitical  Theory  (Read- 
ing, Mass:  Addison-Wesley). 

 .  1978.  From  Mobilization  to  Revolution 

(Reading,  Mass:  Addison-Wesley). 

Tomquist,  Olle.  1996.  Democracy  in  Indonesia? 
Of  Popular  Effort  at  Democratisation  Under 
Authoritarian  Rule  (Uppsala,  Sweden:  Upp- 
sala &  Kungsharnmm). 


Perspektif  Struktur  Kuasi 
Organisasi  Sistem  Agribisnis  Kakao: 
Studi  Kasus  di  Sulawesi  Selatan 

Nizwar  Syafa'at  dan  Pantjar  Simatupang 

Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menganalisis  koordinasi  vertikal  sistem 
agribisnis  kakao  di  Sulawesi  Selatan  dengan  menggunakan  pendekatan  metode  pemikiran 
reflektif  (reflective  thinking).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sistem  agribisnis  kakao 
tidak  membutuhkan  ekonomi  proses  (economic  of  process)  yang  cepat  dan  juga  tidak  membu- 
tuhkan  aset  yang  spesifik.  Biaya  transaksi  hampir  tidak  ada  karena  semua  kegiatan  dalam 
sistem  agribisnis  kakao  bersifat  excludable,  tetapi  sistem  agribisnis  kakao  ini  memiliki  sedi- 
kit  ekonomi  cakupan  usaha  (economic  of  scope).  Dengan  karakteristik  yang  demikian,  maka 
kebutuhan  modus  transaksi  dalam  sistem  agribisnis  kakao  secara  terorganisasi  sangat  ren- 
dah.  Modus  transaksi  melalui  pasar  dinilai  lebih  efisien  dibandingkan  melalui  organisasi 
karena  biaya  transaksinya  lebih  rendah.  Dengan  kata  lain,  modus  transaksi  bebas  merupa- 
kan  pilihan  yang  optimal  bagi  prinsipal  dan  agen.  Selanjutnya  penelitian  ini  merekomenda- 
sikan  bahwa  sosok  struktur  kuasi  organisasi  sistem  agribisnis  kakao  untuk  wilayah  dengan 
sistem  infrastruktur  yang  baik  adalah  petani  menjual  bebas  kepada  kaki  tangan  eksportir 
dan  petani  melakukan  konsolidasi  lahan  untuk  memperoleh  skala  ekonomi  pada  tingkat 
volume  tertentu  dalam  penjualan  kepada  eksportir.  Sementara  itu,  sosok  struktur  kuasi  or- 
ganisasi agribisnis  untuk  wilayah  dengan  infrastruktur  yang  buruk  adalah  mengikuti  pola 
PIR  yang  sudah  dikembangkan  selama  ini. 


Pendahuluan 

SAAT  ini  paradigma  pembangunan 
pertanian  mengalami  perubahan  da- 
ri  pendekatan  produksi  pada  PJPT 
I  menjadi  pendekatan  pendapatan  dalam 
PJPT  II.  Hal  ini  dilatarbelakangi  oleh  ke- 
nyataan  bahwa  peningkatan  produksi  tidak 
selalu  berkorelasi  dengan  peningkatan  pen- 
dapatan (Anonymous,  1995).  Adapun  stra- 
tegi  yang  ditempuh  oleh  pemerintah  da- 
lam pembangunan  pertanian  dengan  pen- 
dekatan pendapatan  adalah  pengembangan 
agribisnis  komoditas  unggulan.  Dengan  stra- 
tegi  tersebut  diharapkan  efisiensi  dan  pro- 
duktivitas  sektor  pertanian  mengalami  pe- 


ningkatan dan  pada  akhirnya  bermuara  pa- 
da peningkatan  pendapatan  (Anonymous, 
1996). 

Kesungguhan  pemerintah  dalam  me- 
ngembangkan  sistem  agribisnis  terlihat  je- 
las  dari  rancangan  Repelita  VI  Departemen 
Pertanian.  Dalam  Repelita  VI  sektor  pertani- 
an terdapat  program  pembangunan,  yaitu: 
(a)  Pembangunan  Pertanian  Rakyat  Terpadu 
(P2RT)  yang  difokuskan  pada  penumbuh- 
an  usaha  tani  rakyat;  (2)  Diversifikasi  Pa- 
ngan  dan  Gizi  (DPG)  yang  difokuskan  pa- 
da peningkatan  ketahanan  pangan  dan  mu- 
tu  gizi  rumah  tangga;  (3)  Pembangunan  Usa- 
ha Pertanian  (PUP)  yang  memfokuskan  pa- 
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Gambar  1 
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da  peningkatan  laju  pertumbuhan  dan  ke- 
terpaduan  jaringan  agribisnis;  dan  (4)  Pe- 
ngembangan  Sumber  Daya,  Sarana  dan  Pra- 
sarana  Pertanian  (PSSP)  yang  memfokuskan 
pada  pembangunan  sumber  daya,  sarana  dan 
prasarana  yang  diperlukan  untuk  memacu 
pengembangan  agribisnis.  Keempat  program 
pembangunan  tersebut  ditujukan  untuk  pe- 
ngembangan sistem  agribisnis  komoditas 
unggulan  sektor  pertanian. 

Walaupun  konsep  keterpaduan  dalam 
program  tersebut  menjadi  prioritas  utama 
namun  kenyataannya  tidaklah  demikian.  Pe- 
ngamatan  di  lapangan  menunjukkan  bah- 
wa  program  tersebut  berjalan  sendiri-sendiri, 
sehingga  pencapaian  sasaran  pembangunan 
dalam  pengembangan  sistem  agribisnis  se- 
makin  jauh.  Salah  satu  penyebabnya  adalah 
karena  pengembangan  agribisnis  saat  ini 
lebih  difokuskan  pada  pengembangan  fisik 
masing-masing  subsistem,  tidak  pada  kese- 


luruhan  sistem  agribisnis  sebagai  suatu  or- 
ganisasi  yang  kompak.  Dalam  program  pem- 
bangunan pertanian  tidak  terlihat  ada  satu 
pun  program  yang  memfokuskan  pada  pe- 
ngembangan agribisnis  secara  utuh  sebagai 
suatu  bentuk  organisasi. 

Tulisan  ini  bertujuan  menjabarkan  se- 
cara ringkas  pengertian  tentang  konsepsi 
dan  strategi  agribisnis.  Dengan  pengertian 
konsepsi  dan  strategi  tersebut,  tulisan  ini 
mencoba  merumuskan  struktur  kuasi  organi- 
sasi sistem  agribisnis  kakao  sebagai  kasus. 
Metode  yang  digunakan  adalah  pemikiran 
reflektif  {reflective  thinking)  yaitu  menarik 
kesimpulan  melalui  proses  iterasi  deduksi- 
observasi-induksi.  Landasan  pemikiran  yang 
digunakan  ialah  teori  ekonomi  kelembaga- 
an  dengan  paradigma  ekonomi  biaya  tran- 
saksi  (Simatupang  et.  al.,  1996).  Adapun  alur 
penarikan  kesimpulan  dengan  mengguna- 
kan  metode  tersebut  disajikan  pada  Gam- 
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Gambar  2 
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bar  L  Analisis  dalam  kajian  ini  difokuskan 
pada  sistem  koordinasi  vertikal. 

Konsepsi  dan  Strategi  Agribisnis 
Serta  Industrialisasi  Pertanian 

Strategi  pengembangan  agribisnis  me- 
rupakan  salah  satu  alternatif  terhadap  pe- 
ngembangan usaha  tani  (farming).  Pengem- 
bangan usaha  tani  memandang  usaha  ta- 
ni bersifat  independen  terhadap  pengaruh 
luar,  sedangkan  pengembangan  agribisnis 
memandang  sebaliknya,  yaitu  bahwa  usa- 
ha tani  merupakan  bagian  yang  tidak  ter- 
pisahkan  dari  suatu  sistem  komoditas  mu- 
lai  dari  produsen  sampai  konsumen. 

Era  globalisasi  telah  meningkatkan  spe- 
sialisasi  di  masing-masing  sektor  kegiatan 
ekonomi  dan  hal  ini  memberikan  implika- 
si  makin  pentingnya  sistem  koordinasi 
antar-kegiatan  dalam  sektor  ekonomi  untuk 
menghasilkan  efisiensi  ekonomi.  Apabila 
kecenderungan  meningkatnya  spesialisasi 
sebagai  akibat  globalisasi  dikaitkan  de- 
ngan  pengembangan  agribisnis  pertanian 
di  mana  dalam  sistem  agribisnis  terdiri  da- 
ri banyak  kegiatan  ekonomi,  maka  pende- 
katan  agribisnis  dalam  pengembangan  per- 
tanian dipandang  sangat  sesuai  dengan 
perubahan  situasi  dan  kondisi  yang  akan 
datang. 

Sistem  agribisnis  dengan  pengertian  di 
atas  dapat  dipandang  sebagai  suatu  sis- 
tem organisasi  yang  mengkoordinasikan 
seluruh  kegiatan  sistem  komoditas  dalam 
alur  vertikal  mulai  dari  produsen  sampai 
konsumen  akhir.  Dalam  pengertian  ini,  ma- 

Sepcrti  dikctahui  industri  agribisnis  terdiri  da- 
ri tiga  komponcn  utama,  yaitu  sistem  komoditas, 
sistem  koordinasi  dan  sistem  infrastruktur. 


ka  pemahaman  strategi  agribisnis  harus  di- 
letakkan  dalam  konteks  koordinasi  verti- 
kal. Inilah  tesis  utama  dari  David  and  Gold- 
berg (1954)  dan  Davis  (1957)  dalam  Simatu- 
pang  et.  al.,  (1996).  Dengan  demikian  pende- 
katan  organisasi  atau  kelembagaan  harus - 
lah  menjadi  pegangan  utama  dalam  pengem- 
bangan program  agribisnis. 

Perspektif  agribisnis  sebagai  suatu  sis- 
tem organisasi  tidak  hanya  merupakan  sis- 
tem komoditas  tetapi  juga  sistem  koordina- 
si dan  infrastruktur.  Sistem  koordinasi  ber- 
fungsi  sebagai  pengatur  pola  hubungan  ber- 
bagai  subsistem  dalam  sistem  komoditas. 
Beberapa  contoh  peralatan  koordinasi  ada- 
lah  pasar  dan  organisasi  (non-pasar)  (Anwar, 
1997).  Sistem  infrastruktur  berfungsi  seba- 
gai penyedia  prasarana  dan  sarana  dalam 
meningkatkan  kinerja  sistem  komoditas.  Per- 
paduan  antara  sistem  komoditas,  koordi- 
nasi dan  infrastruktur  disebut  sebagai  in- 
dustri agribisnis  (Vandeveer  and  Guedry, 
1992  dalam  Simatupang  et.  al,  1996;  Spor- 
leder,  1992),  seperti  yang  ditunjukkan  dalam 
Gambar  2.  Pengertian  industri  agribisnis  se- 
perti itulah  yang  disebut  dengan  industriali- 
sasi pertanian.  Di  Indonesia,  industri  agri- 
bisnis padi  merupakan  salah  satu  contoh 
industrialisasi  pertanian. 

Sistem  Agribisni^  Kakao  Rakyat  di 
Sulawesi  Selatan 

Rantai  Tata  Niaga  Kakao 

Secara  umum  rantai  tata  niaga  pada  sen- 
tra-sentra  produksi  kakao  adalah  sebagai  ma- 
na ditunjukkan  dalam  Gambar  3. 


Ada  dua  kabupatcn  yang  dijadikan  contoh  da- 
lam tulisan  ini,  yaitu  kabupatcn  Polmas  dan  Pinrang. 
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Mula-mula  pedagang  pengumpul  ting- 
kat  desa  membeli  biji  kakao  di  rumah-ru- 
mah  petani.  Kemudian  mereka  menjual  biji 
kakao  itu  kepada  pedagang  kecamatan  atau 
pedagang  kabupaten  ataupun  langsung 
kepada  eksportir.  Meskipun  demikian  pe- 
tani dapat  pula  menjual  biji  kakao  kepada 
pedagang  kecamatan  ataupun  langsung  ke- 
pada pedagang  kabupaten  yang  kemudian 
oleh  pedagang  kecamatan/kabupaten  biji 
kakao  tersebut  dijual  kepada  eksportir.  Fung- 
si  utama  para  pedagang  pengumpul  ada- 
lah  sebagai  perantara  dalam  membeli  biji 
kakao  sesuai  dengan  jumlah  yang  diminta 
baik  oleh  pedagang  yang  tingkatnya  lebih 
tinggi  ataupun  oleh  para  eksportir.  Tidak 
ada  perlakuan  khusus  yang  mereka  laku- 
kan  terhadap  biji  kakao  yang  mereka  beli 
seperti  sortasi,  klasiflkasi  mutu,  pembersih- 
an  dari  benda-benda  asing,  ataupun  penge- 
ringan.  Umumnya  perlakuan  tersebut  diker- 
jakan  oleh  para  eksportir  atas  permintaan 
dari  para  pembeli/importir  di  luar  negeri. 

Pada  umumnya  antara  para  pedagang 
perantara  dengan  pedagang  besar/eksportir 
tersebut  telah  terjalin  hubungan  kerja  sa- 
ma  yang  baik  dan  saling  menguntungkan. 

Kakao  memang  telah  lama  menjadi  sa- 
lah  satu  komoditas  ekspor  Indonesia.  Di- 
perkirakan  85-90  persen  dari  total  produksi 
kakao  diekspor  ke  bcrbagai  negara,  sedang- 
kan  sisanya  yang  15-10  persen  digunakan 
untuk  konsumsi  dalam  negeri.  Sebagian 
besar  produksi  kakao  Indonesia  (73,28  pcr- 


Umumnya  para  petani  juga  tidak  mclakukan 
kegiatan  itu  tcrpaksa  menjual  biji  kakao  itu  dalam 
kcadaan  basah.  Atau,  minimal  mereka  mcnyimpan 
biji  kakao  tersebut  sclama  1-2  hari,  lalu  menjemur- 
nya  selama  1-4  hari  sambil  mcnunggu  datangnya 
para  pedagang  pcngumpul. 
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sen)  didominasi  oleh  perkebunan  rakyat, 
sedangkan  sisanya  merupakan  perkebunan 
besar  swasta  atau  negara. 

Mengingat  banyaknya  petani  yang  ter- 
libat  dalam  usaha  tani  kakao  dan  luasnya 
cakupan  wilayah,  sementara  jumlah  eks- 
portir relatif  sedikit,  maka  sistem  agribis- 
nis  kakao  dari  petani  ke  konsumen  akhir 
(buyer)  di  luar  negeri  tidak  diorganisasi  me- 
lalui  "integrasi"  tetapi  diorganisasi  oleh 
para  pelaku  ekonomi  yaitu  petani,  pedagang 
dan  eksportir  melalui  sistem  koordinasi  yang 
dipandu  oleh  kekuatan  pasar.  Dengan  kata 
lain,  insentif  ekonomi  direfleksikan  dalam 
bentuk  harga  di  tingkat  petani,  pedagang 
dan  eksportir  sebagai  pemandu  koordinasi 
tersebut.  Walaupun  harga  tersebut  dapat 
menjadi  pemandu  koordinasi,  namun  di  da- 
lam harga  tersebut  sesungguhnya  terkan- 
dung  "harga  cadangan"  (reservation  price) 
antara  penjual  dan  pembeli  untuk  memben- 
tuk  suatu  koordinasi  yang  lebih  langgeng. 
Hal  ini  terjadi  karena  mutu  kakao  yang  di- 
perdagangkan  amat  bervariasi  antarpetani 
(antara  lain  kadar  air)  sehingga  harga  yang 
terbentuk,  misalnya  antara  pedagang  de- 
ngan petani,  tidak  selalu  mencerminkan  se- 
luruh  informasi  mengenai  karakteristik  pro- 
duk  tersebut.4  Dalam  kondisi  yang  demi- 
kian harga  sesungguhnya  tidak  menjadi 
"pemandu  murni"  dalam  koordinasi  alir- 
an  produk,  tetapi  harga  yang  terbentuk  me- 
rupakan harga  kescpakatan  antara  petani 
dan  pedagang  yang  mcngarah  kepada  pen- 
ciptaan  pclanggan  (koalisi). 


4Tingkat  variasi  harga  jual  yang  terbentuk  di 
tingkat  petani  umumnya  lebih  besar  bila  dibanding- 
kan  dengan  harga  jual  pada  tingkat  yang  lebih  ting- 
gi, yaitu  kecamatan,  kabupaten.  mnupun  pfOpinsi 
(eksportir). 
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Gambar  4 
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Struktur  kuasi  organisasi  sistem  agri- 
bisnis  kakao  yang  berlaku  saat  ini  bersifat 
multilevel  (lihat  Gambar  4)  yaitu:  (a)  ckspor- 
tir-pedagang  kabupaten;  (b)  pedagang  ka- 
bupaten-pedagang  kecamatan;  (c)  pedagang 


kecamatan-pedagang  desa;  dan  (d)  pedagang 
desa-petani.5 


Sistem  multilevel  terscbut  sccara  jelas  dapat 
dilihat  dari  aliran  produk  kakao  yang  bcrasal  dari 
dacrah  produscn  terpencil  kc  eksportir  di  Sulawesi 
Sclatan;  untuk  dacrah  produscn  yang  dekat  dengan 
kota,  pctani  dapat  menjual  langsung  kc  pedagang 
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Apabila  kita  pandang  bahwa  tingkat 
yang  di  sebelah  atas  dalam  struktur  organi- 
sasi  tersebut  sebagai  prinsipal  sedang  ting- 
kat di  bawahnya  menjadi  agen,  maka  ber- 
dasarkan  struktur  organisasi  di  atas  kita 
dapat  menelaah  hubungan  prinsipal-agen 
pada  masing-masing  tingkatan  organisasi 

Dalam  hal  ini,  karena  para  pelaku  sis- 
tem  agribisnis  kakao  adalah  eksportir,  pe- 
dagang dan  petani  yang  jumlahnya  cukup 
banyak,  pola  hubungan  yang  terbentuk  an- 
tara  prinsipal  dan  agen  bersifat  bersaing. 
Misalnya  prinsipal  (eksportir)  akan  saling 
bersaing  dengan  sesamanya  untuk  memben- 
tuk  hubungan  kerja  sama  perdagangan  ka- 
kao dengan  para  agen  (pedagang). 

Dalam  agribisnis  kakao  yang  terpenting 
bagi  eksportir  saat  ini  adalah  bagaimana  me- 
reka  mendapatkan  produk  dengan  kuanti- 
tas  yang  sesuai  dengan  kebutuhannya.  Hal 
ini  karena  pasar  untuk  semua  jenis  kualitas 
kakao  sudah  tersedia;  dengan  kata  lain,  da- 
lam perdagangan  kakao  terjadi  segmentasi 
pasar.  Sebagai  contoh,  permintaan  dunia  ter- 
hadap  biji  kakao  asalan  dari  Sulawesi  Se- 
latan  cenderung  meningkat,  sebaliknya  per- 
mintaan dari  pembeli  (buyer)  di  luar  negeri 
atas  biji  kakao  fermented  (non-asalan)  cen- 
derung tidak  menentu  walaupun  kualitasnya 
lcbih  baik.  Kondisi  yang  demikian  mendo- 
rong  eksportir  untuk  mcmbeli  biji  kakao  ti- 
dak berdasarkan  kualitas  melainkan  kuanti- 
tas,  dan  oleh  karena  itu  petani  sebagai  pro- 
dusen  juga  cenderung  mcmproduksi  biji  ka- 
kau  asalan.  Harga  pasar  untuk  masing-ma- 
sing kualitas  terintcgrasi  mclalui  pencipta- 
an  harga  kualitas  standar,  prcmi  harga  bagi 
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kualitas  di  atas  standar  dan  pemberlakuan 
potongan  (discount)  bagi  kualitas  di  bawah 
standar. 

Bentuk  hubungan  kerja  sama  antara  eks- 
portir dan  agen  bertujuan  untuk  memper- 
tahankan  pasokan  biji  kakao  dalam  jangka 
menengah  (5  tahun)  meskipun  tidak  difor- 
malkan.  Sebagai  contoh,  eksportir  memberi- 
kan  patokan  harga  tertentu  untuk  biji  ka- 
kao asalan  (misalnya,  Rp  2.700,00  per  kg) 
untuk  pembelian  dengan  volume  tertentu 
(misalnya,  20  ton).  Apabila  pedagang  yang 
diajak  kerja  sama  tersebut  belum  memenuhi 
volume  yang  ditetapkan,  maka  tingkat  har- 
ga untuk  volume  sisanya  adalah  sebesar 
harga  yang  ditetapkan  tersebut.  Kerja  sama 
ini  dapat  terwujud  hanya  apabila  pedagang 
yang  menjadi  agennya  bersikap  netral  ter- 
hadap  risiko  perubahan  harga  (risk  neutral 
to  price).  Apabila  pedagang  yang  menjadi 
agennya  mempunyai  sikap  tidak  berani 
menanggung  risiko  perubahan  harga  di  ma- 
sa  yang  akan  datang  (risk  averse  to  price), 
maka  kerja  sama  seperti  itu  tidak  akan  ter- 
wujud. Fenomena  inilah  yang  menyebab- 
kan  beberapa  pedagang  lebih  suka  menjual 
secara  bebas  kepada  eksportir.  Bukti  kong- 
kret  bahwa  ada  pedagang  yang  bersikap 
berani  menanggung  risiko  adalah  tidak  di- 
terimanya  ikatan  modal  yang  dibcrikan  olch 
eksportir  kepada  pedagang. 

Pemberian  struktur  inscntif6  dalam  ben- 
tuk kontrak  harga  dalam  volume  tertentu 
(rent  contract)  memang  sangat  sesuai  apa- 
bila pedagang  yang  menjadi  agen  bersikap 
netral  terhadap  risiko.  Dalam  kondisi  seper- 
ti itu  agen  tidak  peduli  bcrapa  risiko  yang 


tingkat  kabupatcn  atau  bahkan  kc  pedagang  yang 
mcrupakan  kaki  tangan  eksportir. 


6Landasan  tcori  mengenai  struktur  inscntif  ini 
dapat  diiihat  dalam  Anwar  (1996). 
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harus  ditanggung  akibat  adanya  perubah- 
an  harga  dan  agen  tidak  akan  meminta  kom- 
pensasi  apa  pun  kepada  prinsipal  akibat 
adanya  perubahan  harga.  Struktur  insentif 
yang  demikian  memberikan  manfaat  mak- 
simal  kepada  prinsipal  dan  juga  paling  baik 
bagi  pedagang  yang  menjadi  agennya. 

Struktur  insentif  bagi  agen  yang  mem- 
punyai  sikap  tidak  berani  menanggung  ri- 
siko  adalah  struktur  insentif  yang  diberi- 
kan  secara  proporsional  sesuai  dengan  jum- 
lah  biji  kakao  yang  dijual.  Struktur  insentif 
yang  demikian  tidak  dijumpai  di  Sulawesi 
Selatan,  sehingga  banyak  pedagang  di  dae- 
rah  itu  yang  memilih  menjual  secara  bebas 
kepada  eksportir.  Seperti  halnya  pola  hu- 
bungan  antara  eksportir  dan  pedagang,  pola 
hubungan  antara  pedagang  dan  petani  pun 
ada  yang  bebas  dan  ada  yang  terikat  dalam 
bentuk  langganan. 

Para  pedagang  saling  bersaing  dalam 
membeli  biji  kakao  dari  petani.  Untuk  meme- 
lihara  langganan  yang  sudah  ada,  para  pe- 
dagang tersebut  memberikan  insentif  be- 
rupa: 

(a)  Harga  langganan  yang  lebih  tinggi  di- 
bandingkan  dengan  harga  untuk  bukan 
langganan; 

(b)  Memberikan  pinjaman  uang  kepada  pe- 
tani; 

(c)  Pembelian  dibayar  tunai. 

Namun  demikian,  sebagian  petani  yang 
mempunyai  sikap  tidak  berani  menang- 
gung risiko  perubahan  harga  tidak  mau 
terikat  dengan  insentif  tersebut  dan  lebih 
suka  menjual  secara  bebas  karena  harga  ka- 
kao setiap  hari  mcngalami  perubahan. 


Derajat  Koordinasi  Vertikal  dalam 
Sistem  Agribisnis  Kakao 

Derajat  koordinasi  vertikal  dalam  sistem 
agribisnis  kakao  ditelaah  secara  teoretis  un- 
tuk menjelaskan  koordinasi  vertikal  yang 
terjadi  saat  ini.  Adapun  perubahan  yang 
dijadikan  kriteria  untuk  menentukan  dera- 
jat koordinasi  tersebut  adalah:  (a)  Economic 
of  Scope;  (b)  Economic  of  Process;  (c)  Asset 
Specific;  (d)  Biaya  Transaksi. 

Sebagaimana  diketahui,  ada  empat  sub- 
sistem  dalam  sistem  agribisnis  kakao,  yaitu: 

(a)  subsistem  pemasok  sarana  produksi; 

(b)  subsistem  produksi;  (c)  subsistem  per- 
dagangan;  dan  (d)  subsistem  pengolahan. 
Keempat  subsistem  tersebut  membutuhkan 
aset  tertentu  sehingga  dapat  diusahakan  se- 
cara sendiri-sendiri.  Apabila  keempat  sub- 
sistem tersebut  diusahakan  dalam  satu  ma- 
najemen,  misalnya  dengan  menggunakan 
modal  angkutan  secara  bersama-sama  dalam 
usaha  pemasokan  bahan  baku  produksi  dan 
perdagangan,  efisiensi  akan  meningkat  te- 
tapi  tidak  terlalu  tinggi.  Dengan  demikian, 
dalam  sistem  agribisnis  kakao  terdapat  eco- 
nomic of  scope  meskipun  tidak  terlalu  luas. 

Di  sisi  lain,  permintaan  konsumen  akhir 
{buyer)  di  luar  negeri  pada  saat  ini  adalah 
kakao  dalam  bentuk  biji,  sementara  produk- 
si di  tingkat  petani  juga  kakao  dalam  ben- 
tuk biji  yang  lebih  tinggi  kadar  airnya.  De- 
ngan demikian,  kegiatan  pengolahan  biji 
kakao  untuk  ekspor  hanyalah  berupa  pe- 
ngeringan  guna  menurunkan  kadar  air  dan 
sortasi  untuk  memilah-milah  keseragaman 
ukuran  biji  serta  memisahkan  kotoran/benda 
asing  lainnya.  Waktu  yang  dibutuhkan  un- 
tuk mcnghasilkan  biji  kakao  siap  ekspor 
yang  berasal  dari  biji  kakao  petani  tergan- 
tung  pada  kebutuhan;  arlinya  bisa  cepat  dan 
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bisa  pula  lambat.  Kalau  kebutuhan  untuk 
ekspor  mendesak  maka  proses  pengeringan 
dapat  dilakukan  secara  intensif  dan  sebalik- 
nya  apabila  kebutuhan  ekspor  belum  men- 
desak maka  intensitas  pengeringannya  dapat 
diturunkan. 

Dalam  hal  ini,  petani  tidak  harus  sege- 
ra  menjual  biji  kakaonya  melainkan  dapat 
menjemur  dan  menyimpan  sendiri  atau  men- 
jualnya  sesuai  kebutuhan.  Cara  seperti  ini 
tidak  menyebabkan  biji  kakao  menjadi  ru- 
sak,  justru  menjadi  lebih  baik.  Dengan  de- 
mikian  pengolahan  biji  kakao  tidak  mem- 
butuhkan  waktu  yang  segera.  Dengan  kata 
lain,  economic  of  process  dalam  sistem  agri- 
bisnis  kakao  tidak  ada  sama  sekali. 

Lahan  merupakan  faktor  utama  sekali- 
gus  sebagai  aset  dalam  memproduksi  biji 
kakao.  Lahan  untuk  usaha  tani  kakao  ter- 
nyata  dapat  juga  digunakan  untuk  komodi- 
tas  lainnya,  sehingga  tidak  bersifat  spesi- 
fik.  Teknologi  usaha  tani  kakao  pun  tidak 
mencerminkan  sifat  kekhasan;  semua  pe- 
tani dapat  melakukannya.  Begitu  juga  hal- 
nya  dengan  teknologi  pengolahan  maupun 
sortasi  yang  tidak  membutuhkan  teknologi 
yang  asetnya  spesifik.  Dengan  demikian  di- 
lihat  dari  segi  lahan  dan  teknologi,  sistem 
agribisnis  kakao  tidak  membutuhkan  aset 
yang  spesifik. 

Semua  kegiatan  dalam  sistem  agribis- 
nis kakao  bersifat  excludable.  Hal  ini  ber- 
arti  bahwa  setiap  manfaat  dari  masing-ma- 
sing  kegiatan  dalam  sistem  agribisnis  da- 
pat dinikmati  secara  penuh  oleh  masing- 
masing  pihak  yang  melakukan  kegiatan.  De- 
ngan kata  lain  tidak  ada  dampak  eksternali- 
tas  yang  melahirkan  free  rider  dalam  sis- 
tem agribisnis  kakao.  Dengan  karakteristik 
yang  demikian,  tidak  ada  biaya  transaksi/ 


ANALISIS  CSIS,  Tahun  XXVII/1998,  No.  4 

biaya  pengendalian  dalam  memperoleh  man- 
faat dari  setiap  usaha  yang  diinvestasikan 
ke  dalam  kegiatan  agribisnis  kakao. 

Dengan  karakteristik  seperti  yang  di- 
uraikan  di  atas,  tidak  diperlukan  koordinasi 
vertikal  dalam  membangun  sistem  agribis- 
nis. Harga  pasar  dinilai  cukup  mampu  meng- 
koordinasikan  sistem  agribisnis  kakao.  Hal 
ini  terbukti  bahwa  pola  hubungan  antara 
prinsipal-agen  dalam  sistem  agribisnis  kakao 
saat  ini  sebagian  besar  bersifat  bebas  dalam 
arti  bahwa  pola  hubungan  tersebut  diserah- 
kan  kepada  mekanisme  pasar. 

Perspektif  Struktur  Kuasi  Organi- 
sasi  Sistem  Agribisnis  Kakao  di 
Masa  Depan 

Di  masa  depan,  peningkatan  kontribu- 
si  ekspor  kakao  terhadap  devisa  negara  sa- 
ngat  diharapkan  guna  mempertahankan  sta- 
bilitas  ekonomi  nasional  melalui  perbaikan 
neraca  pembayaran.  Salah  satu  peluang  yang 
terbuka  untuk  meningkatkan  penerimaan  de- 
visa  negara  adalah  melalui  perbaikan  mutu 
biji  kakao.  Saat  ini  harga  ekspor  kakao  In- 
donesia terkena  diskon  sebesar  100  pound- 
sterling  per  ton.  Diskon  tersebut  dikenakan 
karena  mutu  biji  kakao  Indonesia  masih 
di  bawah  standar.  Apabila  Indonesia  mam- 
pu memperbaiki  mutu  kakao  saat  ini  sesuai 
standar  internasional,  diperkirakan  dapat  di- 
peroleh  tambahan  devisa  dalam  jumlah  juta- 
an  dolar  AS.  Perbaikan  mutu  tersebut  mem- 
butuhkan koordinasi  yang  cfisien  dalam 
hal  alur  informasi  dan  produk  dari  konsu- 
men  akhir  ke  petani  dan  sebaliknya. 

Selama  ini,  petani  mcmang  hanya  mem- 
produksi biji  kakao  asalan  {non-fermented). 
Walaupun  teknologi  fermented  untuk  mem- 
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peroleh  mutu  kakao  yang  beraroma  Tchas 
sudah  tersedia  dan  mudah  dilakukan,  na- 
mun  petani  enggan  melakukannya  karena 
insentif  harga  kakao  fermented  tidak  mema- 
dai  dibandingkan  dengan  biaya  yang  dike- 
luarkan.  Saat  ini  perbedaan  antara  harga  ka- 
kao fermented  dengan  kakao  non-fermented 
terlalu  kecil  karena  permintaan  biji  kakao 
fermented  jauh  lebih  rendah  dibandingkan 
dengan  permintaan  kakao  non-fermented 
dan  hingga  kini  pembeli  dari  luar  negeri  be- 
lum  memberikan  jaminan  terhadap  permin- 
taan biji  kakao  fermented. 

Di  masa  depan  diperkirakan  bahwa  per- 
mintaan terhadap  biji  kakao  dengan  mutu 
yang  baik  akan  memngkat  pesat.  Peningkat- 
an  tersebut  akan  memicu  pedagang  untuk 
memperoleh  biji  kakao  yang  baik  sekaligus 
mendorong  petani  untuk  menghasilkan  biji 
kakao  yang  baik  pula.  Dengan  demikian,  di 
masa  depan,  standardisasi  mutu  akan  men- 
jadi  kebutuhan  bagi  petani  maupun  peda- 
gang dan  tidak  akan  terjadi  lagi  eksploitasi 
petani  oleh  pedagang  karena  keduanya  da- 
pat  menggunakan  harga  pasar  untuk  biji  ka- 
kao dengan  mutu  standar  sebagai  patokan. 

Apabila  harga  pasar  yang  terbentuk  ber- 
dasarkan  mutu  standar  dikaitkan  dengan 
karakteristik  agribisnis  kakao  di  mana  ko- 
ordinasi  vertikal  melalui  organisasi  non- 
pasar  tidak  diperlukan,  koordinasi  melalui 
sistem  pasar  diperkirakan  akan  bertahan  la- 
ma. Hal  ini  karena  para  pelaku  ekonomi  men- 
dapatkan  seluruh  informasi  yang  transpa- 
ran  yang  dicerminkan  oleh  harga  tersebut. 

Berpijak  pada  pemikiran  di  atas  dan  de- 
ngan mempertimbangkan  bahwa  para  pro- 
dusen  kakao  bersikap  tidak  berani  mengha- 
dapi  risiko  dan  pedagang  maupun  eksporiir 
bersikap  netral  terhadap  risiko,  maka  hu- 


bungan  prinsipal  (pedagang)  ~  agen  (pe- 
tani) dalam  sitem  agribisnis  kakao  di  masa 
mendatang  haruslah  bersifat  bebas.  Dengan 
kata  lain,  mekanisme  pasar  (harga)-lah  yang 
akan  melanggengkan  hubungan  prinsipal 
(pedagang)-agen  (petani)  dan  bukan  hu- 
bungan pribadi.  Hubungan  pribadi  tidak 
lagi  diperlukan  karena  harga  yang  terben- 
tur  di  pasar  telah  mencerminkan  seluruh  in- 
formasi yang  dibutuhkan  oleh  para  pelaku 
pasar. 

Persoalannya  sekarang  adalah  apakah 
sistem  agribisnis  kakao  kini  sudah  efisien 
(Gambar  4),  ataukah  masih  ada  ruang  un- 
tuk meningkatkan  efisiensinya.  Dalam  hal 
ini  apakah  petani  dimungkinkan  untuk  men- 
jual  langsung  ke  pihak  eksportir?  Atau  ka- 
lau  tidak,  apakah  eksportir  dimungkinkan 
membentuk  semacam  perwakilan  di  sentra 
produksi  dan  bertindak  sebagai  pedagang 
pengumpul?  Menurut  penulis  efisiensi  ko- 
ordinasi dapat  ditingkatkan  apabila  pe- 
tani dapat  menjual  langsung  biji  kakao  ke- 
pada  eksportir  melalui  kaki  tangan  ekspor- 
tir tersebut.  Dengan  cara  demikian,  diha- 
rapkan  harga  yang  diterima  petani  men- 
jadi  lebih  tinggi  relatif  terhadap  harga 
ekspor.  Cara  tersebut  dapat  terlaksana  jika 
petani  melakukan  konsolidasi  atau  mem- 
bentuk semacam  kelompok  kerja  sama  da- 
lam kegiatan  panen.  Melalui  panen  bersa- 
ma  akan  diperoleh  economices  of  scale 
dalam  volume  pembelian  oleh  kaki  tangan 
eksportir. 

Gambar  5  menampilkan  sistem  agribis- 
nis kakao  untuk  masa  yang  akan  datang, 
di  mana  dalam  rancangan  tersebut  petani 
menjual  hasil  produksi  melalui  mekanisme 
pasar  (bebas)  kepada  pedagang  yang  menja- 
di  kaki  tangan  eksportir  dan  petani  harus 
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Gambar  5 

STRUKTUR  KUASI  ORGANISASI  SISTEM 
AGRIBISNIS  KAKAO  DI  MASA  MASA  DEPAN 


EKSPORTIR 


KAKI  TANGAN/AGEN 


PETANI/KELOMPOK  PETANI 


melakukan  konsolidasi  agar  diperoleh  ska- 
la  usaha  volume  tertentu  bagi  pedagang  un- 
tuk  mendatangi  wilayah  yang  bersangkut- 
an.  Sosok  sistem  agribisnis  semacam  ini 
dapat  dikembangkan  pada  wilayah  dengan 
jaringan  infrastruktur  yang  baik.  Bagi  wi- 
layah dengan  jaringan  infrastruktur  yang 
buruk  seperti  daerah  terpencil,  sistem  PIR 
(perkebunan  inti  rakyat)  merupakan  alterna- 
tif  yang  paling  baik. 

Kesimpulan  dan  Implikasi  Kebijakan 

Terdapat  dua  pola  hubungan  dalam  ko- 
ordinasi  vertikal  sistem  agribisnis  kakao 
di  masing-masing  tingkatan  struktur  kua- 
si  organisasi,  yaitu  pola  hubungan  pribadi 
(ikatan)  dan  mekanisme  pasar  (bebas).  Pe- 
mandu  pola  hubungan  prinsipal-agen  yang 
bersifat  pribadi  adalah  struktur  insentif. 


Struktur  insentif  yang  diberikan  oleh  prin- 
sipal  kepada  agen  (eksportir-pedagang;  pe- 
dagang-petani)  menggunakan  sistem  kon- 
trak  rente,  di  mana  agen  diberi  harga  terten- 
tu sampai  mencapai  volume  tertentu  de- 
ngan waktu  yang  tidak  terbatas.  Pola  hu- 
bungan pribadi  tersebut  terjadi  pada  agen 
yang  bersifat  netral  terhadap  risiko  peru- 
bahan  harga.  Sedangkan  pemandu  pola  hu- 
bungan pasar  bebas  adalah  harga  pasar. 
Pola  pasar  bebas  ini  terjadi  pada  agen  yang 
bersikap  tidak  menyukai  risiko. 

Sistem  agribisnis  kakao  tidak  membutuh- 
kan  ekonomi  proses  (economic  of  process) 
yang  cepat  dan  juga  tidak  membutuhkan 
aset  yang  spesifik.  Biaya  transaksi  hampir 
tidak  ada  karena  semua  kegiatan  dalam  sis- 
tem agribisnis  kakao  bersifat  excludable,  te- 
tapi  sistem  agribisnis  kakao  memiliki  sedi- 
kit  ekonomi  cakupan  usaha  (economic  of 
scope).  Dengan  karakteristik  yang  demi- 
kian,  maka  kebutuhan  modus  transaksi  da- 
lam sistem  agribisnis  kakao  secara  teorgani- 
sasi  sangat  rendah.  Modus  transaksi  mela- 
lui  pasar  dinilai  lebih  efisien  dibanding- 
kan  dengan  melalui  organisasi  karena  biaya 
transaksinya  lebih  rendah.  Dengan  kata  lain, 
modus  transaksi  melalui  koordinasi  vertikal 
dalam  sistem  agribisnis  kakao  tidak  diper- 
lukan.  Implikasinya  adalah  bahwa  modus 
transaksi  bebas  merupakan  pilihan  yang 
optimal  bagi  prinsipal  dan  agen. 

Selama  ini,  mutu  kakao  yang  diperda- 
gangkan  bervariasi  antar  tempat  dan  wak- 
tu. Dalam  pada  itu,  prinsipal  bertindak  se- 
bagai  penentu  mutu,  sementara  petani  se- 
bagai  penerima.  Dalam  kondisi  seperti  itu 
maka  harga  yang  terbentuk,  walaupun  an- 
tara  prinsipal  dan  agen  tidak  ada  hubung- 
an langganan,  masih  tetap  bersifat  pribadi. 
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Dikhawatirkan  bahwa  apabila  hal  tersebut 
berlangsung  terus-menerus  dalam  jangka 
panjang  akan  terjadi  eksploitasi  petani  oleh 
pedagang. 

Di  masa  mendatang  standardisasi  mu- 
tu  diperkirakan  akan  menjadi  kebutuhan  ba- 
gi  prinsipal  (pedagang)  dan  agen  (petani). 
Dengan  adanya  standardisasi  mutu,  maka 
harga  yang  terbentuk  di  pasar  benar-benar 
mencerminkan  seluruh  informasi  yang  di- 
butuhkan  oleh  para  pelaku  transaksi,  yaitu 
prinsipal  dan  agen.  Dalam  kondisi  seperti 
itu  tidak  ada  peluang  eksploitasi  antar- 
mereka  karena  informasi  bersifat  simetris  dan 
penuh.  Berdasarkan  pemikiran  tersebut,  maka 
hubungan  antara  prinsipal  dan  agen  dengan 
biaya  transaksi  rendah  (optimal)  adalah  ber- 
sifat bebas,  dalam  arti  menggunakan  harga 
pasar  sebagai  pemandu  koordinasi. 

Sosok  struktur  kuasi  organisasi  sistem 
agribisnis  kakao  di  masa  depan  didasarkan 
pada  asumsi  bahwa  harga  pasar  dapat  men- 
jadi pemandu  koordinasi,  biaya  transaksi 
yang  murah,  dan  wilayah  di  mana  sistem  ter- 
sebut akan  dikembangkan  mempunyai  ja- 
ringan  infrastruktur  yang  baik,  adalah  pe- 
tani menjual  bebas  kepada  kaki  tangan  eks- 
portir  dan  petani  melakukan  konsolidasi  un- 
tuk  memperoleh  skala  ekonomi  pada  tingkat 
volume  tertentu  dalam  penjualan  kepada 
eksportir.  Sebaliknya,  untuk  wilayah  dengan 
infrastruktur  yang  buruk  yang  menyebab- 
kan  biaya  mahal  apabila  modus  transaksi  di- 
serahkan  kepada  mekanisme  pasar  adalah 
mengikuti  pola  PIR  yang  sudah  dikembang- 
kan selama  ini. 

Implikasi  kebijakan  yang  dapat  ditarik 
dari  kasus  sistem  agribisnis  kakao  adalah 


bahwa  untuk  mengembangkan  sistem  agri- 
bisnis suatu  komoditas,  hal  utama  yang 
diperlukan  adalah  bagaimana  agar  infor- 
masi dapat  menyebar  secara  simetris  antar- 
pelaku  bisnis  dan  hal  itu  hanya  mungkin 
dilakukan  melalui  perbaikan  jaringan  infra- 
struktur. Apabila  informasi  telah  menyebar 
simetris  antarpelaku  bisnis,  maka  harga  yang 
terbentuk  di  pasar  benar-benar  mencermin- 
kan kelangkaan  yang  sesungguhnya,  se- 
hingga  tidak  ada  lagi  eksploitasi  antar- 
pelaku bisnis.  Mengingat  bahwa  pelaku  pro- 
duksi  pertanian  di  Indonesia  adalah  petani 
kecil  maka  strategi  koordinasi  vertikal  de- 
ngan informasi  yang  simetris  dalam  pe- 
ngembangan  sistem  agribisnis  dinilai  sa- 
ngat  sesuai,  sehingga  petani  mempunyai  po- 
sisi  tawar  (bargaining  power)  yang  kuat  se- 
hingga tidak  lagi  dapat  dieksploitasi  oleh 
pelaku  bisnis  lainnya. 
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Analisis  Peristiwa 


Tiga  Bulan  Pemerintahan  Habibie 

(Perkembangan  Politik  Juni-Agustus  1998) 

NT.  Budi  Harjanto 


SEMENJAK  menggantikan  posisi  Soe- 
harto  tanggal  21  Mei  1998  yang 
lalu,  Presiden  Habibie  menghadapi 
sejumlah  tantangan  berat.  Di  samping  ha- 
ms mengatasi  krisis  ekonomi  yang  tidak 
kunjung  berakhir,  pemerintahan  Habibie 
dihadapkan  pada  masalah-masalah  sosial- 
politik  dan  hukum  yang  merupakan  efek 
lanjutan  dari  transisi  kepemimpinan  nasio- 
nal  yang  tidak  normal.  Legitimasi  politik 
pemerintahan  Habibie  tampak  masih  lemah, 
yang  tercermin  dari  fenomena  ketidakpa- 
tuhan  masyarakat  maupun  rangkaian  anar- 
ki  sosial,  serta  munculnya  berbagai  bentuk 
gerakan  oposisi  terhadap  pemerintahan  Ha- 
bibie. Masalah  yang  terjadi  di  tubuh  ABRI 
sendiri  juga  tidak  kalah  seriusnya,  yang 
secara  langsung  maupun  tidak  langsung 
mempengaruhi  pemerintahan  Habibie.  Se- 
mentara  itu  sejumlah  kemajuan,  meskipun 
bersifat  parsial  dan  problematis,  telah  dila- 
kukan  oleh  pemerintahan  Habibie.  Berbagai 
hal  tersebut  merupakan  serangkaian  per- 
kembangan politik  tiga  bulan  pemerintahan 
Habibie  sampai  Agustus  1998. 


Sejumlah  Kemajuan:  Parsial  dan 
Problematis 

Dalam  literatur  mengenai  transisi  me- 
nuju  demokrasi,  krisis  ekonomi  merupakan 
salah  satu  kondisi  objektif  yang  dapat 
mempercepat  ambruknya  suatu  rezim  oto- 
ritarian.  Hal  ini  dapat  dipahami  karena  me- 
rosotnya  kinerja/prestasi  ekonomi  akan  me- 
nyebabkan  berkurangnya  bargaining  po- 
wer dari  penguasa  otoriter  serta  di  sisi  lain 
akan  meningkatkan  kekuatan  dari  kelompok- 
kelompok  oposisi  (Haggard  and  Kaufman, 
1997).  Pada  kondisi  krisis  ekonomi  juga,  po- 
litik pasca  transisi  kepemimpinan  biasanya 
memiliki  dua  karakteristik  menonjol,  yaitu 
rendahnya  hambatan-hambatan  politis  un- 
tuk  berpartisipasi,  dan  adanya  tendensi  frag- 
mentasi  politik.  Hal  ini  terjadi  karena  pe- 
nguasa pengganti  yang  baru  biasanya  ber- 
sifat transisional,  kurang  memiliki  sufficient 
power  untuk  memaksakan  praktek-praktek 
kekuasaan  yang  sentralistis-dominatif  Se- 
mentara  itu,  kekuatan  antarkelompok  yang 
ada  relatif  seimbang.  Dalam  keadaan  seper- 
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ti  itu,  proses  politik  lebih  terbuka  terhadap 
partisipasi  masyarakat  luas  sehingga  kecen- 
derungan  fragmentasi  sulit  untuk  dihindari. 

Kondisi  politik  seperti  itu  dalam  ting- 
katan  tertentu  dapat  mendorong  berlang- 
sungnya  proses  reformasi  menuju  tatanan 
politik  yang  demokratis.  Dengan  suatu  pe- 
merintahan  yang  relatif  lemah,  tuntutan  re- 
formasi akan  lebih  mudah  diperjuangkan 
oleh  kelompok-kelompok  reformis.  Masalah 
yang  seringkali  muncul  kemudian  adalah 
adanya  perbedaan  preferensi  mengenai 
agenda  maupun  prioritas  reformasi  itu  an- 
tara  rezim  baru  dan  kekuatan-kekuatan  re- 
formis pada  umumnya.  Keadaan  ini  dapat 
dengan  mudah  menggeser  proses  reformasi 
menjadi  sebatas  proses  negoisasi  kepenting- 
an  antara  penguasa  dan  kekuatan  reformis. 
Dalam  hal  inilah  tidak  tertutup  kemungkin- 
an  penguasa  hanya  akan  menjalankan  re- 
formasi secara  parsial,  menurut  kepenting- 
annya.  Reformasi  parsial  seperti  itu  tentu 
akan  melahirkan  sejumlah  problematika  ba- 
ru, sebagai  akibat  tidak  dijalankannya  pro- 
ses perbaikan  secara  substansial  dan  sis- 
temik  sebagaimana  yang  dituntut  oleh  ke- 
kuatan-kekuatan reformis.  Di  sisi  lain,  ke- 
kuatan reformis  mendapatkan  sejumlah  "kon- 
sesi  politik"  baik  berupa  pergantian  sejum- 
lah elite  pemerintahan  maupun  terakomo- 
dasinya  beberapa  tuntutan  seperti  lebih  ter- 
bukanya  proses  politik,  lebih  transparan- 
nya  proses  pemerintahan  dan  proses  policy 
making,  serta  terbentuknya  sejumlah  pera- 
turan  yang  mendukung  proses  demokratisa- 
si  dan  penegakan  hukum. 

Kondisi  reformasi  selama  tiga  bulan  pe- 
merintahan Habibie  nampak  tidak  jauh  bcr- 
beda  dari  kcrangka  pemikiran  di  atas.  Kcma- 
juan  yang  dihasilkan  dari  sejumlah  kebijak- 


an  politik  penting  pemerintahan  Habibie  da- 
lam kuartal  pertama  kelihatan  masih  parsial 
dan  problematis.  Dalam  merespons  tuntut- 
an untuk  membebaskan  seluruh  narapidana 
maupun  tahanan  politik  misalnya,  pemerin- 
tahan Habibie  terkesan  kurang  konsisten  de- 
ngan komitmennya  untuk  mengadakan  pem- 
baruan  politik.  Sejauh  ini  belum  semua  na- 
pol/tapol  dibebaskan,  dan  hal  ini  tentu  da- 
lam tingkatan  tertentu  wajar  kalau  dipan- 
dang  merupakan  kebijakan  yang  diskrimi- 
natif,  tidak  konsisten,  dan  tidak  transparan.1 
Akibatnya  tuntutan  pembebasan  seluruh  na- 
pol/tapol  tanpa  syarat  masih  terus  bergaung 
kuat. 

Sementara  itu  kebijakan  Habibie  untuk 
tidak  melarang  pendirian  partai  politik  baru 
dan  membuka  peluang  kebebasan  pers  de- 
ngan mencabut  Permenpen  No.  1/1984  ten- 
tang  Pembatalan  SIUPP  serta  menyederha- 
nakan  pengurusan  SIUPP  merupakan  suatu 
kemajuan  yang  cukup  berarti.  Dengan  kebi- 


Para  tapol/napol  yang  sudah  dibebaskan  di  an- 
taranya  adalah  Sri  Bintang  Pamungkas  dan  Much- 
tar  Pakpahan  (25/5/1998),  18  napol  kasus  demon- 
strasi  di  Timtim  dan  penghinaan  terhadap  Soeharto 
(10/6/1998),  50  topol  pada  tanggal  24/7/1998,  ser- 
ta membebaskan  sejumlah  tapol  G30S/PKI,  mem- 
berikan  abolisi  maupun  rehabilitasi  terhadap  bebe- 
rapa napol/tapol  seperti  (aim.)  H.R.  Dharsono,  Abdul 
Qadir  Djaclani,  A.M.  Fatwa  serta  membcrikan  rcmisi 
dalam  rangka  memperingati  kemcrdekaan  Rcpublik 
Indonesia  kc-53  tanggal  17  Agustus  1998.  Sementara 
itu  masih  banyak  lagi  tapol/napol  yang  belum  dibe- 
baskan seperti  yang  dituduh  tcrlibat  dalam  Pcristiwa 
Lampung,  Tanjung  Priok,  Timor  Timur.  Meskipun 
banyak  di  antara  mcrcka  yang  belum  dibebaskan  di- 
dakwa  atas  tindak  pidana  seperti  Xanana  Gusmao, 
Budiman  Sudjatmiko,  dan  lain-lain,  tctapi  dakwa- 
an  terscbut  tidak  lepas  dari  pcrmasalahan  politik.  De- 
mi kian  pula  dengan  beberapa  tapol/napol  yang  tcr- 
kait  Pcristiwa  Tanjung  Priok  yang  belum  dibebas- 
kan scluruhnya,  sehingga  akibatnya  tuntutan-tuntut- 
an  yang  muncul  cendcrung  dipolitisir  dan  mclcbar 
kc  pcrmasalahan-pcrmasalahan  lain. 


410 

jakan  ini,  berdirilah  puluhan  partai  politik 
bam  serta  terbit  sejumlah  media  massa  baru 
yang  memberi  akses  lebih  banyak  bagi  ma- 
syarakat  luas  terhadap  informasi  dan  sarana 
untuk  menyampaikan  aspirasi/opini.  Kebijak- 
an  ini  tentu  saja  mempunyai  am'  yang  stra- 
tegis  dalam  mempersiapkan  masyarakat  me- 
nuju  kehidupan  politik  multipartai  yang  de- 
mokratis,  di  mana  terdapat  kompetisi  dan 
kontestasi  yang  tinggi  antarberbagai  ke- 
kuatan,  dengan  menyediakan  akses  informa- 
si yang  lebih  luas  melalui  kemudahan  pe- 
nerbitan  media  massa. 

Kebijakan  penting  lainnya  adalah  mela- 
kukan  ratifikasi  perjanjian  intemasional  yang 
berhubungan  dengan  masalah  perburuhan 
pada  tanggal  2  Juni  1998  serta  yang  berkait- 
an  dengan  HAM  pada  tanggal  25  Juni  1998. 
Selain  itu  berkaitan  dengan  kasus  kerusuh- 
an  Mei,  pemerintah  membentuk  Tim  Inter- 
departemen  yang  terdiri  dari  Jaksa  Agung, 
Menhankam/Pangab,  Menlu,  Mendagri  dan 
Menkeh  pada  tanggal  13  Juli  1998.  Kemu- 
dian  pada  tanggal  23  Juli  dibentuklah  Tim 
Gabungan  Pencari  Fakta  (TGPF)  yang  meru- 
pakan  gabungan  antara  unsur  pemerintah  dan 
tokoh-tokoh  LSM  seperti  Sandyawan  Soe- 
mardi,  Noersyahbani  Katjasungkana,  Rosita 
Noer,  dan  lain-lain.  Sementara  itu  menyang- 
kut  pelanggaran  HAM  akibat  pemberlaku- 
an  Daerah  Operasi  Militer  (DOM),  Presiden 
Habibie  telah  mengakui  terjadinya  pelang- 
garan HAM  dan  meminta  maaf  kepada  para 
keluarga  korban.  Sebelumnya,  Menhankam/ 
Pangab  Jenderal  Wiranto  telah  mencabut 
status  Aceh  sebagai  DOM  serta  menarik  pa- 
sukan  non-organik  dari  Aceh  serta  Timor 
Timur.  Dalam  kasus  Timor  Timur,  pemerin- 
tahan  Habibie  telah  menyetujui  pemberian 
otonomi  yang  luas  sebagai  upaya  penyele- 
saian  paling  realistis. 
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Namun  berbagai  kebijakan  penting  da- 
lam bidang  politik  yang  telah  diambil  ter- 
sebut  tampaknya  belum  banyak  memberi- 
kan  keuntungan  "politis"  bagi  pemerintah- 
an  Habibie.  Selain  karena  kebijakan  terse- 
but  masih  kuat  mencerminkan  sikap  reaktif 
terhadap  tuntutan  masyarakat,  dalam  bebe- 
rapa  hal  kebijakan  yang  diambilnya  sudah 
agak  terlambat  dan  tidak  tepat  momentum- 

2 

nya.  Bahkan  banyak  pihak  memandang 
berbagai  kebijakan  politik  tersebut  diambil 
hanya  sekadar  memuaskan  tuntutan  yang 
muncul  dari  masyarakat  serta  tidak  ditin- 
daklanjuti  secara  serius.  Dalam  masalah  pe- 
langgaran HAM  maupun  pengungkapan  ber- 
bagai kasus  kekerasan  politik,  pemerintah- 
an  Habibie  tidak  sampai  pada  aspek  pene- 
gakan  hukumnya  (law  enforcement).  Demi- 
kian  pula  dalam  menyelesaikan  berbagai  ka- 
sus kekerasan  (Trikasus  politik)  mulai  dari 
penculikan,  penembakan  mahasiswa  Trisak- 
ti,  sampai  kemsuhan  Mei,  pemerintahan  Ha- 
bibie dianggap  tidak  serius  menanganinya, 
dan  justm  memandang  berbagai  kasus  ter- 
sebut sebagai  kasus-kasus  yang  terpisah  se- 
hingga  prioritas  penyelesaiannya  tergantung 
dari  kemauan  pemerintah. 

Berbagai  kebijakan  politik  yang  bersifat 
parsial  ini  memperlihatkan  kurang  mampu- 
nya  pemerintahan  Habibie  membuat  kebi- 
jakan politik  yang  secara  sistematis  dan  te- 
rencana  memang  diarahkan  pada  perbaikan 
tatanan  politik.  Hal  ini  tampak  misalnya  dari 
tanggapan  tokoh  masyarakat  seperti  Mega- 
wati Soekarnoputri  yang  menyatakan  bah- 


2Hal  ini  tampak  sekali  dari  kebijakannya  mem- 
bentuk tim  interdepartemen  maupun  tim  gabungan 
pencari  fakta  terhadap  kasus  kerusuhan  Mei  yang 
baru  terealisir  pada  bulan  Juli  dan  Agustus  1998,  itu 
pun  setelah  tekanan  dari  dalam  negeri  dan  terlebih 
dunia  intemasional  sangat  kuat. 
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wa  reformasi  yang  berlangsung  saat  ini  ma- 
sih  sebatas  pada  kulitnya  saja.  Penilaian  se- 
perti  itu  bisa  dipahami,  sebab  dalam  keada- 
an  legitimasi  politik  yang  lemah,  pemerin- 
tahan  Habibie  perlu  memuaskan  tuntutan 
populer  untuk  mengkonsolidasi  dukungan 
dan  kepercayaan  publik. 

Legitimasi  Politik  Pemerintahan 
Habibie 

3 

Legitimasi  politik  sebagai  "hak  untuk 
memerintah"  (the  right  to  rule)  menjadi  per- 
syaratan  mutlak  setiap  pemerintahan  di 
mana  pun  supaya  dapat  mempergunakan 
kewenangan  (authority)  dan  kekuasaannya 
(power)  secara  optimal.  Oleh  karena  itu  le- 
gitimasi politik  ini  akan  sulit  diperoleh  se- 
orang  penguasa  apabila  hanya  didasarkan 
pada  aspek  legalitas  semata  yang  tidak  le- 
bih  merupakan  legitimasi  prosedural.  Jus- 
tifikasi  atas  hak  untuk  berkuasa  dalam  sis- 
tem  politik  yang  demokratis  hanya  mung- 
kin  diperoleh  dari  bawah  ke  atas  melalui 
mekanisme  perwakilan  rakyat  yang  demo- 
kratis pula.  Dalam  hal  ini  legitimasi  politik 
sangat  berkaitan  dengan  dukungan  nil  ma- 
syarakat  terhadap  pemimpin,  baik  untuk  me- 
merintah, berkuasa,  maupun  menggunakan 
kewenangannya. 

Dukungan  riil  masyarakat  terhadap  sua- 
tu  pemerintahan  yang  baru  pada  kenyata- 
annya  jauh  lebih  efektif  dibanding  legiti- 
masi prosedural  semata.  Hal  ini  lebih-lebih 


Legitimasi  politik  scndiri  dapat  didcfinisikan 
sebagai  "the  belief  in  the  rightfulness  of  a  state,  in 
its  authority  to  issue  commands,  so  that  the  com- 
mands are  obeyed  not  simply  out  of  fear  or  self- 
interest,  but  because  they  are  believe  to  have  moral 
authority,  because  subjects  believe  that  they  ought 
to  be"  (Borker,  1990:  11). 


berlaku  pada  pemerintahan  yang  terbentuk 
atas  dasar  prosedur  yang  masih  mengan- 
dung  kontroversi,  di  mana  terdapat  banyak 
perbedaan  interpretasi  mengenai  keabsah- 
an  aspek  legalitasnya.  Keadaan  ini  berlaku 
bagi  pemerintahan  Habibie.  Kontroversi  me- 
ngenai keabsahan  Habibie  menjadi  presiden 
menggantikan  Soeharto  tidak  berhenti  sam- 
pai  saat  ini.  Banyak  kalangan  masyarakat 
masih  meragukan  aspek  legalitas  proses  tran- 
sisi  kepemimpinan  nasional  tersebut,  se- 
hingga  legitimasi  pemerintahan  Habibie  juga 
dipertanyakan. 

Polemik  mengenai  legalitas  ini  setidak- 
nya  menghasilkan  dua  kelompok  besar  di 
masyarakat  yang  juga  mencerminkan  pene- 
rimaan  masyarakat  terhadap  pemerintahan 
Habibie.  Pertama,  kelompok  yang  meman- 
dang  proses  peralihan  kekuasaan  itu  tidak 
sah  dan  inkonstitusional  karena  prosedur 
dan  dasar  hukum  yang  dipakainya  cacat 

4 

dan  lemah.  Menurut  kelompok  ini  proses 
pergantian  kepemimpinan  tidak  bisa  secara 
sepihak  dan  kemudian  pengukuhannya  ha- 
ms dilakukan  oleh  lembaga  yang  berwe- 
nang,  dalam  hal  ini  MPR.  Demikian  pula 
alasan  yang  disampaikan  dalam  proses  tran- 
sisi  tersebut  seperti  keadaan  yang  tidak  me- 
mungkinkan  mengucapkan  sumpah  di  de- 


Penolakan  terhadap  pemerintahan  Habibie  se- 
cara terbuka  dilakukan  misalnya  oleh  kelompok  Ba- 
risan  Nasional  di  bawah  Prof.  Dr.  Subroto  dan  Let- 
jen  (Purn.)  Kemal  Idris.  Sementara  itu,  sebanyak  167 
LSM  dan  sekitar  300  individu  anggota  komponen 
pro-rcformasi  yang  tergabung  dalam  Kelompok 
Kerja  Demokrasi  dalam  deklarasinya  di  Tugu  Prok- 
lamasi  pada  tanggal  17  Agustus  1998  yang  dinama- 
kan  "Manifesto  Demokrasi"  mcnolak  pemerintah- 
an Habibie  yang  dinilai  tidak  sah  dan  tidak  mempu- 
nyai  dasar  lcgitimasi  apa  pun.  Penolakan  scrupa  ju- 
ga dilancarkan  oleh  banyak  mahasiswa  di  berbagai 
pcrguruan  tinggi  maupun  kalangan  intclcktual  pada 
umumnya  (Suara  Pembaruan,  18  Agustus  1998). 
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pan  MPR  tidak  dapat  diterima  dari  sisi  hu- 
kum.  Oleh  karenanya  mereka  mendesak  su- 
paya  segera  diadakan  Sidang  Istimewa  MPR 
yang  didahului  dengan  pembersihan  MPR 
dari  unsur-unsur  KKN  Orde  Bam.  Kedua,  ke- 
lompok  yang  menganggap  proses  itu  seba- 
gai  fakta  konstitusional,  sehingga  tidak  per- 
lu  diragukan  legalitasnya.  Meskipun  mene- 
rima  Habibie,  kelompok  ini  tidak  serta-merta 
memberikan  dukungannya  tanpa  reserve  apa 
pun.  Bagi  mereka  pemerintahan  Habibie  ti- 
dak boleh  mendapat  mandat  kosong  {carte 
blance)  seperti  pemerintahan  sebelumnya, 
supaya  proses  reformasi  dapat  berjalan  se- 
cara  lebih  teratur.5 

Di  samping  kontroversi  atas  reputasi 
dan  kredibilitas  Habibie,  perbedaan  pene- 


Republika,  25  Mei  1998  menulis  bahwa  tang- 
gapan  para  tokoh  masyarakat  terhadap  kepemim- 
pinan  Habibie  masih  beragam.  "Faksi"  Islam  memi- 
liki  pendapat  yang  seragam:  mereka  bisa  menerima 
naiknya  Habibie  sebagai  presiden.  Hal  ini  misalnya 
dikemukakan  oleh  Emil  Salim,  Nurcholish  Madjid, 
Abdurrahman  Wahid  maupun  Ahmad  Sumargono 
(KISDI).  Dukungan  bersyarat  serupa  juga  datang 
dari  tokoh  pemuda  Islam  seperti  Anas  Urbaning- 
rum  (HMI),  Hajriyanto  Thohari  (Pemuda  Muham- 
madiyah)  dan  Hakam  Naja  (PII).  Para  anggota  DPR 
dan  pimpinan  ABRI  memiliki  pendapat  yang  sama. 
Sementara  itu  "faksi"  nasionalisme  sekuler  maupun 
sosialisme  sekuler  menilai  naiknya  Habibie  sebagai 
inkonstitusional.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh  Dimyati 
Hartono,  Siswono  Yudhohusodo,  Ali  Sadikin,  Soe- 
broto  maupun  Hariadi  Dharmawan.  Sedangkan  pa- 
kar  hukum  seperti  Yusril  Ihza  Mahendra  maupun 
Harun  Al  Rasyid  menilai  sah  naiknya  Habibie,  na- 
mun  pengamat  politik  seperti  Arbi  Sanit  berpen- 
dapat  sebaliknya.  Nurcholish  Madjid  sendiri  sebe- 
lumnya malahan  secara  tegas  menuntut  supaya  ka- 
binet  yang  dipimpin  Habibie  ini  bekerja  dalam  ke- 
rangka  pemerintahan  transisional  dan  hanya  ber- 
tahan  maksimal  selama  tujuh  bulan  (Merdeka,  22 
Mei  1998). 

6Tidaklah  dapat  dipungkiri  bahwa  reputasi  dan 
kredibilitas  Habibie  selama  dalam  pemerintahan  Soe- 
harto  adalah  negatif  dan  kontrovcrsial.  Dalam  dia- 


rimaan  terhadap  legalitas  pemerintahan  Ha- 
bibie tersebut  diperparah  oleh  adanya  se- 
jumlah  indikasi  yang  menunjukkan  lemah- 
nya  sense  of  crisis  serta  komitmen  Habibie 
terhadap  reformasi.  Akibatnya,  pemerintah- 
an Habibie  pun  sulit  untuk  memperoleh  ke- 
percayaan  dan  legitimasi  dari  masyarakat 
luas.  Lemahnya  sense  of  crisis  tampak  mi- 
salnya dari  penyusunan  kabinet  reformasi 
pembangunan  yang  masih  memakai  pola- 
pola  jaman  Soeharto,  kurang  menunjukkan 
adanya  kesungguhan  untuk  mengatasi  kri- 
sis.  Banyak  kalangan  berpendapat  dalam  si- 
tuasi  krisis  yang  semakin  berat,  sebaiknya 
kabinet  dapat  lebih  dirampingkan.  Selain 
untuk  alasan  efisiensi  anggaran,  peramping- 
an  kabinet  juga  dapat  memperpendek  jalur 
birokrasi  yang  selama  ini  menjadi  salah 
satu  penyebab  lambatnya  kinerja  pemerin- 
tahan dalam  menyikapi  perkembangan  di 
masyarakat.  Demikian  pula  beberapa  figur 
kontroversial  masih  masuk  dalam  kabinet 
dan  bahkan  tokoh  seperti  Gus  Dur  sampai 
menyatakan  ada  beberapa  menteri  sebenar- 
nya  tidak  pantas  duduk  di  posisinya  ka- 
rena  sentimen  primordial  mereka. 


log  antara  Komisi  VII  DPR  dengan  pakar  ekonomi 
UGM  tanggal  9  Juni  1998  misalnya  disebutkan  bah- 
wa sosok  BJ  Habibie  dan  pemerintahannya  belum 
memberikan  kepercayaan  kepada  pasar  luar  negeri. 
Reputasi  Habibie  di  pasar  luar  negeri  negatif  karena 
dia  terkenal  sebagai  tokoh  yang  off-budgetter  dan 
over  spender  untuk  proyek-proyek  yang  manfaat 
ekonominya  diragukan  {Merdeka,  10  Juni  1998). 

7Beberapa  figur  yang  kemudian  memancing 
kontroversi  di  masyarakat  di  antaranya  adalah  Men- 
ko  Polkam  Feisal  Tandjung  dan  Mendagri  Syarwan 
Hamid  yang  oleh  banyak  pihak  dianggap  terlibat  da- 
lam beberapa  kasus  kekerasan  politik.  Selain  itu,  fi- 
gur seperti  Meneg  LH  Panangian  Siregar  dari  kubu 
PDI  Soerjadi  maupun  Meneg  Agraria/Kcpala  BPN 
Hasan  Basri  Durin  yang  sempat  disandera  oleh  ma- 
hasiswa  di  Padang,  juga  menjadi  sorotan  masyarakat 
luas  atas  sepak  terjangnya  selama  ini.  Sementara  itu 
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Kebijakan  politik  lain  yang  memperle- 
mah  kepercayaan  masyarakat  terhadap  ke- 
sungguhan  pemerintahan  Habibie  dalam  me- 
laksanakan  reformasi  adalah  masalah  pengi- 
sian  jabatan  lembaga  tinggi  negara  serta 
pengisian  anggota  MPR.  Dalam  mengisi 
keanggotaan  DPA  maupun  MPR  misalnya, 
Habibie  memilih  beberapa  figur  yang  juga 
memancing  kontroversi  di  masyarakat,  baik 
karena  faktor  figurnya  maupun  kedekatan 
pribadinya  sehingga  kesan  koncoisme  ti- 

g 

dak  dapat  dihindari.  Oleh  karenanya  ti- 
dak  mengherankan  apabila  pengamat  se- 

9 

perti  Hikam  menyatakan  bahwa  legitimasi 


sinyalemen  Gus  Dur  mengenai  hal  ini  hanya  menye- 
butkan  adanya  tiga  menteri  di  kabinet  saat  ini  yang 
memiliki  sentimen  anti-Cina. 

o  

Dalam  pengangkatan  anggota  DPA,  beberapa 
nama  telah  memancing  kontroversi  di  masyarakat 
seperti  Soerjadi  dan  Soedaryanto  (PDI),  Yogie  S.  Me- 
met  (mantan  Mendagri),  dan  beberapa  tokoh  ICMI 
seperti  Achmad  Tirtosudiro,  Syafii  Ma'arif,  A.A.  Ba- 
ramuli  yang  menunjukkan  kuatnya  koncoisme  Pre- 
siden  Habibie.  Sementara  itu  dalam  pemilihan  peng- 
ganti  anggota-anggota  MPR  yang  mengundurkan 
diri  maupun  yang  diganti  karena  indikasi  KKN  mun- 
cul  nama-nama  seperti  Adi  Sasono,  Dewi  Fortuna 
Anwar,  Sayidiman  Suryohadiprojo,  dan  lain-lain 
yang  semakin  mengentalkan  koncoisme  Habibie  ter- 
sebut.  Bahkan  mantan  Pangdam  Jaya  Mayjen  Syafrie 
Syamsoeddin  yang  menurut  masyarakat  luas  "patut 
diduga"  terlibat  atau  seharusnya  bertanggung  jawab 
atas  kerusuhan  Mei,  penculikan  maupun  kasus-ka- 
sus  kekerasan  politik  lainnya  malah  ikut  diangkat 
oleh  Habibie  scbagai  anggota  MPR,  suatu  keputus- 
an  politik  yang  sangat  tidak  populer  dan  mcnya- 
kitkan  masyarakat  luas  pada  umumnya. 
9 

Menurut  Hik  am  (1998),  Kabinet  Reformasi 
Pcmbangunan  misalnya,  bukan  saja  lcmah  dari  scgi 
profesionalisme  dan  cfisiensi,  tctapi  juga  sarat  dc- 
ngan  KKN.  Fakta  bahwa  Presidcn  Habibie  mcmpcr- 
tahankan  muka-muka  lama  dalam  rezim  Socharto, 
serta  di  dalamnya  tcrdapat  sekitar  33  pcrscn  anggo- 
ta ICMI,  menunjukkan  masih  kuatnya  ncpotismc 
kclompok.  Dcmikian  pula  dengan  mcmbcri  "man- 
dat"  kepada  Kelompok  Enam  untuk  menjadi  tim 
penasihat  reformasi,  Prcsiden  Habibie  secara  scnga- 
ja  telah  bcrsikap  diskriminatif  dan  tidak  sensitif 


politik  pemerintahan  Habibie  masih  berma- 
salah  dan  lcmah,  karena  masih  kuatnya  ciri- 
ciri  rezim  sebelumnya,  baik  dari  segi  aktor 
maupun  strukturnya.  Secara  struktural  pula 
pemerintahan  Habibie  belum  menunjukkan 
diskontinuitas  terhadap  rezim  lama  sehing- 
ga cacat-cacat  lama  yang  telah  mengakibat- 
kan  terdistorsinya  proses  demokratisasi  ma- 
sih bercokol. 

Sementara  itu  kepercayaan  dari  dunia 
internasional  juga  masih  sebatas  pada  as- 
pek  formalitas  serta  terbatas  dari  negara-ne- 
gara  yang  memiliki  hubungan  khusus  ter- 
tentu.  Jerman  sebagai  investor  terbesar  ke- 
tiga  di  Indonesia  misalnya,  merupakan  ne- 
gara pertama  yang  menyampaikan  ucapan 
selamat  kepada  Habibie.10  Ucapan  selamat 
juga  datang  dari  PM  Malaysia  Dr.  Mahathir 
Mohammad  (22/5/1998),  PM  Jepang  Ryutaro 
Hashimoto  (22/5/1998),  PM  Australia  John 
Howard  (22/5/1998),  Presiden  Amerika  Se- 
rikat  Bill  Clinton11  (24/5/1998)  dan  PM  Si- 


terhadap  pluralitas  bangsa.  Selain  itu  basis  dukung- 
an  yang  diambilnya  dari  kelompok  Islam  politis 
pada  gilirannya  telah  memancing  kecurigaan  da- 
lam masyarakat  bahwa  pemerintah  baru  itu  hanya 
merepresentasikan  kepentingan  politik  kelompok 
tertentu,  sebagaimana  yang  pernah  dilakukan  oleh 
Soeharto. 

10Sebuah  koran  bisnis  yang  sangat  berpengaruh 
di  Jerman,  Handelsblatt  bahkan  menulis  berita  de- 
ngan judul  besar  Seorang  "Jerman"  Mcmimpin  In- 
donesia untuk  menyambut  diangkatnya  Presiden  Ha- 
bibie mcnggantikan  Soeharto.  Menurut  harian  tcr- 
sebut,  "dengan  mcnghabiskan  19  dari  61  tahun  usia- 
nya  di  Jerman,  Dr.  Habibie  telah  bcrhasil  menjalin 
jaringan  bisnis  dan  kontak  politik  yang  luas  di  ne- 
gara dengan  ckonomi  nomor  tiga  terbesar  di  du- 
nia" (Kompas,  31  Mei  1998). 

"Ucapan  selamat  dari  Bill  Clinton  ini  di  luar 
proscdur  rcsmi  seperti  biasanya  karena  hanya  di- 
sampaikan  mclalui  Dcputi  Mcnlu  Stanley  Roth  dan 
itu  pun  bcrsclang  dua  hari  sctclah  Habibie  menja- 
di presiden.  Mcskipun  dcmikian,  bagi  pendukung 
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ngapura  Goh  Chok  Tong  (25/5/1998).  Meski- 
pun  telah  menyampaikan  ucapan  selamat, 
pemimpin  seperti  Bill  Clinton  masih  perlu 
menegaskan  akan  terus  mengikuti  perkem- 
bangan  politik  terakhir  (Suara  Karya,  28 
Mei  1998),  yang  bisa  berarti  bahwa  peneri- 
maan  terhadap  pemerintahan  Habibie  sifat- 
nya  sementara. 

Ketidakpatuhan  dan  Anarki  Sosial 

Lemahnya  legitimasi  politik  pemerintah- 
an Habibie,  bersamaan  dengan  krisis  eko- 
nomi  yang  berlarut-larut  yang  makin  me- 


Habibie  seperti  Sayidiman  Suryohadiprojo,  ucapan 
tersebut  mempunyai  nilai  plus  bagi  pemerintahan 
Habibie  karena  kepercayaan  negara  adi  daya  terse- 
but akan  berpengaruh  luas  bagi  negara-negara  lain, 
sesuatu  yang  kurang  terbukti  selama  tiga  bulan  pe- 
merintahan Habibie. 

12  .  .... 

Dalam  salah  satu  literatur  politik  klasik  mi- 
salnya  ditekankan  bahwa  tidak  ada  pemerintahan 
yang  begitu  lahir  langsung  sah  {legitimate),  sejumlah 
pemerintahan  menjadi  sah  setelah  diakui,  dan  un- 
tuk  ini  dibutuhkan  waktu.  Untuk  memperoleh  wak- 
tu  yang  diperlukan  agar  rakyat  menerima  prinsip- 
prinsip  legitimasi  yang  baru  tersebut,  para  pemim- 
pin dapat  menggunakan  dua  sarana  utama  yaitu  sim- 
bol-simbol  ekspresif  dan  manfaat-manfaat  kongkret. 
Para  pemimpin  revolusioner  yang  hendak  mengu- 
bah  keyaki nan-key aki nan  masyarakat  tentang  siapa 
yang  mempunyai  hak  berkuasa  misalnya,  sering  me- 
nyatakan  suatu  ideologi  baru  atau  suatu  "agama" 
politik  tertentu  di  mana  simbol-simbol  ekspresif 
menjadi  suatu  landasan  untuk  melegitimasikan  re- 
zim  tersebut.  Melalui  cara  inilah  golongan  Bolshe- 
vik sebagai  contoh,  mengklaim  melaksanakan  hu- 
kum-hukum  dialektika  sejarah,  mereka  juga  berda- 
lih  melambangkan  satu  kelas  yang  secara  historis 
tergolong  progresif,  yaitu  golongan  proletariat.  Mes- 
kipun  demikian,  orang  tcntu  tidak  dapat  hidup  de- 
ngan simbol-simbol  belaka.  Tersedianya  barang-ba- 
rang  dan  pelayanan  yang  kongkret  seperti  kesejah- 
teraan,  keamanan/ketertiban  internal,  pcndidikan, 
kesehatan,  dan  lain-lain  juga  membantu  memasti- 
kan  legitimasi  rezim  baru.  Dalam  hal  ini  individu 
melihat  sistem/rezim  tersebut  sebagai  hal  yang  le- 


nambah  berat  beban  masyarakat,  mendorong 
meluasnya  fenomena  sosial  yang  mencer- 
minkan  ketidakpatuhan  (disobedience)™ 
kolektif  dari  masyarakat  dalam  bentuk  radi- 
kalisme  massa  dan  anarki  sosial.  Fenomena 
sosial  ini  menunjukkan  pula  gejala  terputus- 
nya  mata  rantai  kekuasaan  formal  antara  ne- 
gara dan  masyarakat.  Posisi  negara  yang  se- 
belumnya  sangat  kuat  dan  hegemonis,  kini 
di  bawah  pemerintahan  Habibie  menjadi  ter- 
balik,  dan  bahkan  dalam  beberapa  segi  ke- 
hilangan  daya  penetrasi  maupun  persuasi- 

14 

nya  terhadap  masyarakat.  Keadaan  ini  ju- 
ga mencerminkan  suatu  dilema  perubahan 
sosial,  yaitu  ketika  nilai-nilai15  lama  sudah  ti- 
dak diakui  lagi  oleh  masyarakat  sementara 


gitimate  karena  mampu  memberikan  manfaat-man- 
faat kongkret  dari  suatu  pemerintahan  yang  efektif 
(Andrain,  1992:  206-7). 

13Arendt  (1972:  76-7)  menjelaskan  bahwa  feno- 
mena civil  disobedience  menunjukkan  indikasi  mu- 
lai  lunturnya  otoritas  hukum  secara  signifikan.  Crv/7 
disobedience  dapat  muncul  ketika  sejumlah  warga 
negara  menjadi  sadar  bahwa  saluran-saluran  yang 
biasanya  ada  untuk  suatu  perubahan  menjadi  tidak 
berfungsi  lagi.  Fenomena  ini  sendiri  pada  dasarnya 
dilakukan  oleh  dan  atas  kepentingan  sekelompok  ma- 
syarakat tertentu  serta  bersifat  non-violence  (tanpa 
kekerasan). 

14Pada  peristiwa  penjarahan  tambak  udang  di 
daerah  Tangerang,  ketika  petugas  keamanan  menco- 
ba  membubarkan  massa  penjarah  dengan  melepas- 
kan  tembakan  peringatan,  ternyata  malah  disambut 
dengan  tertawa  dan  berjoget-joget,  suatu  indikasi 
nyata  semakin  lunturnya  daya  represi  aparat  ke- 
amanan negara  dan  di  sisi  lain  menunjukkan  sema- 
kin beraninya  massa  terhadap  keberadaan  perang- 
kat  represif  negara. 

15Dalam  terminologi  politik,  nilai  merupakan 
sesuatu  hal  yang  mempunyai  harga  yang  tinggi  di 
mata  masyarakat.  Lasswell  (1958)  menyebut  ada  de- 
lapan  nilai  yang  terdapat  dan  dibutuhkan  oleh  ma- 
syarakat: power,  enlightenment,  wealth,  well-being, 
skill,  affection,  rectitude  (meliputi  righteousness  dan 
justice),  dan  deference  (atau  respect).  Deutsch  (1970: 
12-3)  menambahkan  lagi  dengan  security  dan  liberty. 
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nilai-nilai  baru  belum  sepenuhnya  terben- 
tuk.  Hal  ini  merupakan  konsekuensi  logis  da- 
ri  suatu  perubahan  sosial  dalam  skala  na- 
sional  yang  akan  mendorong  laju  destruk- 
si  nilai-nilai  lama  lebih  cepat  daripada  laju 
pembentukan  nilai-nilai  baru.  Dalam  keadaan 
vacuum  nilai  inilah,  kejadian  seperti  amuk 
massa,  penjarahan,  maupun  aksi-aksi  kolektif 
menentang  pejabat-pejabat  pemerintahan  lo- 
kal  maupun  nasional  terjadi  secara  massif 
dan  intensif. 

Fenomena  radikalisme  massa  yang  cu- 
kup  mencolok  dan  menjadi  semacam  trend 
adalah  penjarahan.  Aksi  penjarahan  dalam 
manifestasinya  kini  tidak  terbatas  pada  pe- 
ngambilan  barang-barang  di  toko-toko  atau 
gudang-gudang  penyimpanan  seperti  biasa 
terjadi  dalam  suatu  kerusuhan.  Aksi  ini  te- 
lah  meluas  dalam  hal  sasarannya,  sehingga 
mulai  dari  truk  peti  kemas,  tambak  udang,  ke- 
bun  bawang  merah/putih,  coklat,  kopi,  ceng- 
keh,  padi,  sampai  lahan  kosong  menjadi  sa- 
saran  massa.  Mencermati  perkembangan  se- 
perti itu,  pengamat  sosial  Hotman  Siahaan 
menilai  bahwa  aksi-aksi  penjarahan  tersebut 
telah  mengarah  pada  gejala  perbanditan  so- 
sial {social  banditry),  di  mana  nilai-nilai  se- 
perti etika  dan  hukum  telah  terkikis  oleh  ke- 
brutalan  dan  peradilan  massa  {Kompas,  17 
Juli  1998) 

Sementara  itu  radikalisme  massa  lain 
yang  sering  muncul  adalah  dalam  bentuk 
amuk  massa.  Kerusuhan  dcmi  kerusuhan  aki- 
bat  amuk  massa  terjadi  di  berbagai  tcmpat 
dengan  pemicu  yang  berbeda-beda,  mulai  da- 
ri kelangkaan  sembako  (sembilan  bahan  po- 
kok),  protes  terhadap  tempat-tcmpat  hiburan, 
sampai  kepada  ketidakpuasan  terhadap  apa- 
rat  pcmerintah  daerah.  Fenomena  ini  tidak 
saja  mcmbawa  kerugian  fisik-material  mau- 


pun korban  jiwa,  tetapi  yang  lebih  parah  la- 
gi  adalah  rusaknya  "harmoni  sosial"  sehing- 
ga isu-isu  pun  mendapat  tanggapan  yang 
sangat  serius  seperti  isu  kerusuhan  sekitar 
17  Agustus  1998. 

Fenomena  penjarahan  serta  amuk  massa 
yang  masih  terus  terjadi  di  berbagai  tempat 
juga  mencerminkan  keadaan  vacuum  nilai 
dalam  bentuk  kekacauan  sosial  (social  dis- 
order). Dalam  keadaan  seperti  ini  tampak  bah- 
wa negara  sudah  tidak  berdaya  lagi  mengon- 
trol  masyarakat,  menegakkan  tertib  sosial, 
menjamin  keamanan,  menyediakan  kebutuhan 
masyarakat,  serta  pada  akhirnya  tidak  mam- 
pu  membangun  image  yang  baik  kepada  du- 
nia  internasional. 


Reformasi  Kemapanan  dan  Re- 
formasi  Terkendali 

Perkembangan  politik  lain  yang  mena- 
rik  adalah  adanya  beberapa  peristiwa  politik 
yang  mengindikasikan  dan  atau  menum- 
buhkan  persepsi  publik  bahwa  pemerintahan 
Habibie  sedang  memperkuat  basis  dukungan 
serta  mengeliminir  kekuatan-kekuatan  penen- 
tang.  Persepsi  publik  ini  terbentuk  karena  da- 
lam rangka  mengkonsolidasikan  dukungan 
dan  basis  kekuatan  politik  tidak  jarang  pe- 
merintahan Habibie  dianggap  masih  meng- 
gunakan  cara-cara  lama,  yang  terkadang  me- 
lebihi  dari  praktek-praktek  politik  kotor  yang 
telah  diterapkan  oleh  rezim  Orde  Baru.  Bah- 
kan  manuver  politik  pemerintahan  Habibie 
ini  lebih  jauh  lagi  dapat  dipandang  sebagai 
suatu  upaya  untuk  membangun  kembali  (re- 
formasi) kemapanan.  Hal  inilah  yang  sema- 
kin  mcmpcrtcgas  persepsi  scbagian  besar 
masyarakat  kritis  bahwa  pemerintahan  Ha- 
bibie tidak  lain  adalah  kelanjutan  dari  rezim 
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Soeharto  yang  bahkan  lebih  par  ah  lagi  da- 
lam  mengelola  kekuasaan. 

Dalam  tiga  bulan  pemerintahan  Habibie 
tercatat  sejumlah  manuver  yang  mengindi- 
kasikan  kuatnya  upaya  untuk  membangun 
suatu  kemapanan  baru.  Manuver  pertama 
untuk  meneguhkan  kembali  kemapanan  ke- 
kuasaan tampak  dari  digantinya  Jaksa  Agung 
Soedjono  Chanafiah  Atmonegoro  secara 
mendadak  oleh  Kababinkum  ABRI  Letjen 
TNI  A.  Ghalib  pada  tanggal  16  Juni  1998 
tanpa  ada  penjelasan  yang  kuat,  ketika  Soe- 
djono mulai  gencar  melakukan  penyidikan 
terhadap  praktek-praktek  KKN  para  mantan 
pejabat  Orde  Baru  khususnya  yang  terkait 
dengan  mantan  Presiden  Soeharto  dan  ke- 
luarganya.  Pergantian  ini  mengesankan  ku- 
rangnya  kesungguhan  pemerintahan  Habi- 
bie memberantas  KKN,  karena  ketidakjelas- 
an  reputasi  Jaksa  Agung  baru  dalam  masa- 
lah  tersebut.  Kemudian  Habibie  mulai  me- 
masukkan  banyak  orang  di  kelompoknya 
ke  dalam  berbagai  institusi  penting  seperti 
MPR,  DPA,  maupun  staf/asisten  di  sejum- 
lah departemen  serta  mengangkat  sejumlah 
temannya  (dan  adiknya)  menjadi  duta  besar 
di  negara-negara  yang  penting  bagi  Indo- 
nesia. Hal  ini  juga  makin  mempertegas  per- 
sepsi  publik  bahwa  nepotisme  dan  konco- 
isme  masih  dilakukan  oleh  pemerintahan 
Habibie. 

Keterlibatan  birokrasi  sipil  maupun  mi- 
liter  di  bawah  pemerintahan  Habibie  yang 
jelas-jelas  menunjukkan  suatu  manuver  po- 


Jaksa  Agung  Soedjono  pada  waktu  itu  sedang 
gencar  mengusut  dugaan  berbagai  skandal  korupsi 
seperti  korupsi  dana  Jamsostek,  korupsi  Rp  1,5  tril- 
yun  di  BI,  korupsi  proyek  kondominium  Kema- 
yoran,  korupsi  dalam  kilang  minyak  Balongan,  dan 
tentunya  melacak  harta  kekayaan  Soeharto. 


litik  lainnya  yang  cukup  berarti  adalah  da- 
lam kasus  Munas  Luar  Biasa  Golkar.  Seba- 
gai  tindak  lanjut  dari  Rapat  Pimpinan  Gol- 
kar pada  tanggal  4  Juni  1998,  Golkar  me- 
nyelenggarakan  Munaslub  pada  tanggal 
9-11  Juli  1998  dengan  salah  satu  agenda  pe- 
nyusunan  kepengurusan  baru.  Kandidat 
yang  menonjol  untuk  menduduki  kursi  ke- 
tua  umum  Golkar  adalah  Akbar  Tandjung 
dari  "kubu  Habibie"  dan  Edi  Sudradjat  dari 
"kubu  Pepabri".  Pada  awalnya  tampak  op- 
timisme  dari  kubu  Edi  Sudradjat  karena  ma- 
yoritas  ketua  DPD  Golkar  yang  mempunyai 
hak  pilih  merupakan  para  anggota  Pepabri. 
Di  atas  kertas  kubu  Edi  Sudradjat  dapat  di- 
pastikan  akan  memperoleh  suara  terbanyak 
dalam  pemilihan  ketua  umum  Golkar. 

Namun  pemilihan  tersebut  akhirnya  di- 
menangkan  oleh  Akbar  Tandjung  yang  di- 
dukung  penuh  oleh  kubu  Habibie.  Hal  ini 
terjadi  karena  adanya  sejumlah  faktor  serta 
upaya-upaya  yang  sangat  tidak  etis  dalam 
rangka  pemenangan  pemilihan  tersebut.  Fak- 
tor yang  sangat  menentukan  adalah  (du- 
gaan) adanya  intervensi  ABRI  dalam  proses 
tersebut  (The  Jakarta  Post,  12  Juli  1998). 
Meskipun  sebelumnya  ABRI  melalui  Pangab 
Jenderal  TNI  Wiranto  sudah  menegaskan  si- 
kapnya  untuk  tidak  akan  melakukan  inter- 
vensi, ternyata  hal  tersebut  dilanggar  sen- 
diri  oleh  pimpinan  ABRI.  Pagi  hari  sebe- 
lum  acara  pemilihan  dilakukan,  para  ketua 
DPD  dari  kalangan  Pepabri  diberi  briefing 
oleh  pimpinan  ABRI  yang  intinya  dapat 
diterjemahkan  sebagai  perintah  pimpinan 
ABRI  supaya  para  anggota  Pepabri  tersebut 
(yang  merupakan  bagian  dari  Keluarga  Be- 
sar ABRI)  memilih  kandidat  ketua  yang  di- 
inginkan  pemerintah,  yaitu  Akbar  Tandjung. 
Langkah  pimpinan  ABRI  ini  tampaknya  ter- 
paksa  harus  diambil  untuk  mengamankan 
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proses  konsolidasi  internal  ABRI  sendiri, 
khususnya  untuk  menjamin  supaya  peme- 
rintahan  Habibie  tidak  melakukan  perganti- 
an  kepemimpinan  di  ABRI  yang  dapat  mem- 
perburuk  keadaan  internal  ABRI. 

Faktor  lain  yang  tidak  kalah  menentu- 
kan  adalah  adanya  upaya  secara  sengaja 
untuk  melakukan  "pembunuhan  karakter" 
terhadap  kandidat  lawan,  yaitu  Edi  Sudra- 
djat  oleh  orang-orang  di  kubu  Habibie.  Hal 
ini  misalnya  tampak  dari  dikembangkannya 
isu  bahwa  kelompok  Pepabri  merupakan 

17 

kelompok  Soehartois  serta  adanya  praktek 
disinformasi  dari  beberapa  anggota  DPR 
yang  menyatakan  bahwa  IMF  mengingin- 
kan  ketua  umum  Golkar  adalah  figur  yang 
sejalan  dengan  pemerintahan  Habibie.  Si- 
nyalemen  mengenai  adanya  kecenderungan 
bangkitnya  kekuatan  lama  (Soehartois)  se- 
cara tegas  dinyatakan  oleh  Menko  Polkam 


Karena  adanya  dukungan  penuh  dari  Pepabri 
dengan  Icetuanya  Try  Sutrisno  yang  juga  merupakan 
Wakil  Ketua  Dewan  Pembina  Golkar,  Edi  Sudradjat 
dituduh  sebagai  alat  bagi  Soeharto  untuk  kembali  ber- 
kuasa  dengan  menguasai  Golkar  dan  kemudian  da- 
pat  memuluskan  jalan  bagi  Try  Sutrisno  menjadi  pre- 
siden,  suatu  paket  Soeharto  untuk  strike  back.  Perik- 
sa  komentar/reportase  tendensius  dan  insinuatif  dari 
berbagai  pihak  maupun  media  massa  menjelang  Mu- 
naslub  Golkar,  seperti  Majalah  Ummat  edisi  No.  48 
Thn.  111/22  Juni  1998  yang  menampilkan  tulisan 
"Bangkitnya  Kekuatan  Soehartois"  dengan  menam- 
pilkan gambar  Bambang  Trihatmodjo,  Edi  Sudradjat, 
Sudharmono,  dan  Try  Sutrisno  di  sampul  majalah- 
nya.  Sementara  itu  orang  yang  pcrtama  kali  meng- 
ingatlcan  bangkitnya  kekuatan  Sochartoisme  adalah 
Amien  Rais,  yang  mcngingatlcan  bahaya  bangkitnya 
"kekuatan  lama"  pro-Soeharto  yang  akan  come 
back  kc  panggung  politik,  seperti  Sudharmono,  Try 
Sutrisno,  dan  Edi  Sudradjat  {Ummat,  No.  49,  Thn. 
Ill,  29  Juni  1998).  Amicn  Rais  sendiri  tampalcnya 
lupa  bahwa  baik  Habibie  maupun  sejumlah  mcntcri 
di  kabinctnya  masuk  dalam  katcgori  kekuatan  lama 
ini  karena  mcrcka  (tcrmasuk  Habibie  sendiri)  adalah 
Soehartois  juga  pada  masanya. 


Feisal  Tandjung.  Menurutnya,  saat  ini  su- 
dah  tampak  gejala  sekelompok  masyarakat 
telah  melakukan  manuver-manuver  politik 
yang  mengarah  pada  upaya  konstitusional 
untuk  mengembalikan  suasana  kepada  pola 
pikir  atau  paradigma  lama.  "Bahkan  kepa- 
da upaya  mengembalikan  pemerintahan  atau 
kekuasaan  lama  bernuansa  anti-reformasi" 
{Ummat,  No.  49,  Thn.  Ill,  29  Juni  1998).  Se- 
mentara itu  isu  mengenai  "iming-iming"  ja- 
batan  maupun  uang  bagi  sejumlah  ketua 
DPD  yang  memilih  Akbar  Tandjung  juga 
santer  terdengar.  Berbagai  faktor  tersebut 
tampaknya  3'ang  menjadikan  proses  pemi- 
lihan  ketua  umum  Golkar  berbuntut  dengan 
sejumlah  masalah  baru,  di  antaranya  mun- 
durnya  sejumlah  fungsionaris  dari  kepe- 
ngurusan  baru  Golkar  maupun  reaksi  nega- 
tif  dari  sejumlah  tokoh  yang  merasa  priha- 
tin  terhadap  masih  dipakainya  cara-cara  la- 
ma untuk  mendapatkan  kekuasaan.  Proses 
pemilihan  ketua  Golkar  sendiri  relatif  lebih 
demokratis  dibandingkan  sebelumnya,  yaitu 
tidak  ada  calon  tunggal  dan  dipilih  melalui 
pemungutan  suara  secara  tertutup. 

Dari  kasus  Munaslub  Golkar  tampak  se- 
kali  bahwa  Habibie  ingin  menggunakan  Gol- 
kar yang  kuat  jaringan  strukturnya  di  dae- 
rah  sebagai  instrumen  politik  untuk  kepen- 
tingan  kekuasaannya.  Golkar  merupakan  in- 
strumen strategis  untuk  maksud  itu,  karena 
setidaknya  untuk  dua  agenda  politik  pen- 
ting  jangka  pendek  ke  depan  yang  sangat 
strategis  yaitu  Sidang  Istimewa  dan  Pemi- 
lu,  Golkar  masih  masih  akan  mempunyai  pe- 
ran  yang  penting.  Dalam  menghadapi  SI 
MPR,  Golkar  sebagai  fraksi  mayoritas  tentu 
akan  mampu  mendominasi  jalannya  SI  MPR 
tersebut,  baik  dari  scgi  agenda  maupun  kc- 
putusan.  Dcmikian  pula  dengan  menjadi 
fraksi  mayoritas  di  DPR,  Golkar  akan  mampu 
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mendominasi  pula  proses-proses  pembahas- 
an  RUU  politik,  sehingga  hasilnya  akan 
menguntungkan  Golkar.  Sedangkan  dalam 
menghadapi  Pemilu,  dengan  jaringan  infra- 
struktur  yang  solid  di  semua  daerah,  dana 
yang  cukup,  serta  dukungan  birokrasi,  maka 
Golkar  masih  dapat  diharapkan  memperoleh 
suara  dalam  jumlah  yang  eukup  signifikan. 

Sementara  itu  di  sisi  lain  dalam  rangka 
membangun  basis  dukungan  dari  bawah, 
pemerintahan  Habibie  tampak  sekali  ingin 
menggunakan  jalur  koperasi  dan  pengusa- 
ha  kecil  sebagai  instrumennya  serta  kebijak- 
an  ekonomi  yang  populis  sebagai  umpan 
penarik  massa.  Melalui  retorika  ekonomi  ke- 
rakyatannya,  pemerintahan  Habibie  bermak- 
sud  mulai  memobilisasi  dukungan  rakyat 
pada  umumnya  yang  saat  ini  memang  sa- 
ngat  merasakan  beratnya  beban  krisis  eko- 
nomi. Upaya  ini  merupakan  cara  lain  mem- 
beli  waktu  dari  rakyat,  dengan  memberikan 
manfaat-manfaat  kongkret  dalam  program  ja- 
ring  pengaman  sosial  {social  safety  net),  se- 
hingga dari  sini  diharapkan  pemerintahan 
Habibie  akan  semakin  memperoleh  legitimasi 
lebih  kuat  lagi. 

Sedangkan  untuk  mengeliminir  kekuatan 
penentang  maupun  rival  politiknya,  peme- 
rintahan Habibie  tidak  segan-segan  memak- 
sakan  pengendalian  secara  berlebihan  dalam 
proses  reformasi.  Hal  ini  dilakukan  baik  me- 
lalui retorika  yang  lebih  bernada  insinuasi 
dan  intimidasi,  maupun  dengan  perangkat 
hukum.  Pengendalian  reformasi  secara  sepi- 
hak  ini  tampak  sekali  dari  jadwal  dan  agen- 
da reformasi  politik  yang  telah  disepakati 
oleh  pemerintahan  Habibie  dengan  pimpin- 
an  DPR  serta  khususnya  dimanifestasikan 
dengan  keluarnya  Perpu  No.  2/1998  tentang 
kemerdekaan  menyampaikan  pendapat  di 


muka  umum  pada  tanggal  24  Juli  1998, 18 
tiga  hari  sebelum  diadakannya  upacara  pe- 
ringatan  Tragedi  Sabtu  Kelabu  27  Juli  1996. 
Perpu  yang  isinya  menurut  kalangan  ak- 
tivis  sangat  tidak  demokratis  bahkan  anti- 
demokrasi  karena  ketatnya  pembatasan  ter- 
sebut  menjadi  instrumen  hukum  bagi  peme- 
rintah  untuk  mengendalikan  sejumlah  ge- 
rakan  protes  yang  dapat  dianggap  mengan- 
cam  kemapanan  pemerintahan  Habibie.  Pro- 
tes, kecaman,  bahkan  ancaman  dari  segenap 
aktivis  dan  tokoh  pun  bermunculan,  yang 
mempersoalkan  mulai  dari  kontroversi  me- 
ngenai  alasan  keluarnya  Perpu,  muatannya, 
sampai  pada  implikasinya  bagi  gerakan  re- 
formasi. Menurut  Hendardi  misalnya,  keluar- 
nya Perpu  tersebut  menunjukkan  komitmen 
pemerintah  Habibie  terhadap  demokrasi  kian 
minimal  (Kompas,  25  Juli  1998). 

Meskipun  dibenarkan  dalam  konstitusi, 
produk  hukum  yang  pada  dasarnya  dilahir- 
kan  secara  sepihak  tentu  tidak  akan  demo- 
kratis. Pemerintah  seharusnya  dapat  menga- 
komodasi  seoptimal  mungkin  aspirasi  ma- 
syarakat  dalam  pembuatan  produk  hukum 
yang  mengikat  sehingga  sesuai  dengan  arus 
reformasi  dan  keterbukaan.  Demikian  pula 
dengan  alasan  yang  kelihatan  dicari-cari  oleh 
pemerintah  untuk  membenarkan  interpreta- 
si  "keadaan  darurat"  yang  merupakan  pra- 
syarat  lahirnya  suatu  Perpu,  maka  semakin 


Di  dalam  Perpu  No.  2/1998  di  antaranya  dise- 
butlcan  bahwa  unjuk  rasa,  demonstrasi,  ataupun  rapat 
umum  dengan  pescrta  50  orang  lebih  harus  mcnda- 
pat  izin  tertulis  dari  kepolisian.  Sedangkan  dengan 
pescrta  kurang  dari  50  orang,  cukup  dengan  pembc- 
ritahuan.  Kcgiatan  tersebut  juga  tidak  bolch  dila- 
kukan di  sejumlah  tempat  scperti  istana  negara,  in- 
stansi  militer,  stasiun  kereta  api,  terminal,  pcla- 
buhan  udara,  dan  lain-lain.  Perpu  No.  2/1998  ini 
akhirnya  dicabut  kcmbali  sctelah  scluruh  fraksi  da- 
lam DPR  menolaknya. 
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memperkuat  kesan  pemerintah  ingin  mela- 
kukan  kendali  atas  proses  refor'masi  secara 
sepihak  dan  untuk  kepentingan  kekuasaan- 
nya  semata. 

Masalah  ABRI  dan  Implikasi  Po- 
litiknya 

Permasalahan  yang  ada  di  dalam  tubuh 
ABRI  karena  keterlibatannya  secara  berle- 
bihan  dalam  politik  selama  ini  ternyata  ti- 
dak  kalah  serius  dibandingkan  dengan  per- 
masalahan yang  ada  dalam  pemerintahan 
Habibie  sendiri.  Krisis  kepercayaan  masya- 
rakat  juga  dirasakan  oleh  ABRI,  sehingga 
akseptabilitas  sosial  dari  ABRI  menjadi  ber- 
ada  di  titik  nadirnya.  Selain  karena  kebijak- 
an  institusional  maupun  ambisi  sejumlah  ok- 
num  perwira  tingginya,  ABRI  menghadapi 
masalah  internal  serius  karena  indikasi  ru- 
saknya  sistem  dan  nilai  di  dalam  tubuh 
ABRI.  Oleh  karenanya  masyarakat  meman- 
dang,  pada  era  reformasi  ini  ABRI  tidak  pu- 
nya  pilihan  selain  melakukan  reformasi  in- 
ternal secara  menyeluruh  baik  dari  segi  dok- 
trin,  pendekatan,  maupun  peran  non-hankam- 
nya.  Di  samping  itu  ABRI  nampaknya  juga 
sulit  menghindarkan  diri  dari  desakan  un- 
tuk mempertanggungjawabkan  pengguna- 
an  kewenangan  kekerasannya  dalam  berba- 
gai  kasus  yang  mengakibatkan  pelanggaran 
HAM  serius. 

Hancurnya  akseptabilitas  sosial  ABRI 
tidak  dapat  dilepaskan  dari  sejumlah  kcja- 
dian  akhir-akhir  ini  yang  nyata-nyata  me- 
nunjukkan  lcmahnya  kcmampuan  ABRI  da- 
lam mengemban  tugas  utamanya,  yaitu  mcm- 
bcrikan  jaminan  keamanan.  Pcnculikan  ak- 
tivis,  Peristiwa  Trisakti,  scrta  Kerusuhan  Mci 
menjadi  faktor  utama  hilangnya  kepercayaan 
sebagian  besar  masyarakat  tcrhadap  ABRI, 


khususnya  terhadap  peran  sosial-politik- 
nya.  Kepercayaan  masyarakat  luas  semakin 
meluntur  karena  lambannya  ABRI  dalam  me- 
nyelesaikan  berbagai  permasalahan  tersebut, 
khususnya  pengusutan  pelaku  penembakan 
terhadap  empat  mahasiswa  Trisakti,  pengge- 
rak  kerusuhan,  serta  misteri  keberadaan  para 
aktivis  korban  penculikan  yang  belum  kem- 
bali  ke  masyarakat.  Kelambanan  ini  telah 
mengesankan  ABRI  ingin  sekadar  mengu- 
lur-ulur  waktu  dengan  harapan  berbagai 
kasus  tersebut  akan  hilang  dari  perhatian 
masyarakat  seperti  selama  ini  terjadi.  Dari 
berbagai  perkembangan  tersebut,  kebijakan 
yang  diambil  pimpinan  ABRI  kelihatan  raa- 
sih  parsial  dan  setengah-setengah. 

Dalam  penyelesaian  kasus  penculikan 
misalnya,  ABRI  yang  kemudian  membentuk 
Dewan  Kehormatan  Perwira  untuk  meme- 
riksa  Letjen  TNI  Prabowo  Subianto,  Mayjen 
TNI  Muchdi  Pr,  serta  Kolonel  TNI  Chaira- 
wan,  hasil  akhirnya  masih  sebatas  pember- 
hentian  dengan  hormat  Letjen  TNI  Prabowo 
Subianto  pada  tanggal  24  Agustus  1998 
serta  membebaskan  dua  perwira  lainnya  da- 
ri seluruh  jabatan  struktural  di  lingkungan 
ABRI  sampai  pensiun.  Padahal  keinginan 
masyarakat  luas  adalah  mengajukan  kasus 
tersebut  ke  pengadilan  militer  agar  dapat 
segera  diperoleh  kejelasan  atas  segala  per- 
buatan  dan  kesalahan  mereka.  Letjen  TNI 
Prabowo  sendiri  sebagaimana  dinyatakan 
oleh  Ketua  DKP  Jenderal  Soebagyo  H.S.  te- 
lah mengakui  melakukan  pcnculikan  atas 
sembilan  orang  aktivis.  Demikian  pula  tun- 
tutan  supaya  pengusutan  tidak  sebatas  pa- 
da kctiga  perwira  tersebut  bclum  ditindak- 
lanjuti  dan  bagaimana  atau  sejauhmana  kc- 
tcrlibatan  institusi-institusi  militer  selain  Ko- 
passus masih  mcrupakan  misteri  yang  harus 
diungkap. 
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Kesungguhan  ABRI  dalam  menyelesai- 
kan  persoalan  kerusuhan  serta  pemerkosa- 
an  massal  juga  kurang  memperlihatkan  te- 
kad  yang  sungguh-sungguh.  Tidak  kurang 
Presiden  Habibie  sendiri  harus  memberikan 
perintah  langsung  kepada  Menhankam/Pa- 
ngab  supaya  melakukan  pengusutan  atas  ke- 
jadian  tersebut,  sesuatu  yang  menunjukkan 
bahwa  ABRI  kurang  cepat  dan  responsif  da- 
lam menangani  permasalahan  tersebut.  Se- 
mentara  itu  beberapa  pernyataan  petinggi 
ABRI  maupun  institusi  lain  seperti  Bakin 
sendiri  juga  terkadang  semakin  membuat 
kepercayaan  masyarakat  menurun,  seperti  pe- 
nolakannya  terhadap  adanya  kasus  pemer- 
kosaan  karena  tidak  adanya  saksi  maupun 

19 

bukti  yang  kuat,  demikian  pula  dengan  per- 
nyataan bahwa  kerusuhan  Mei  digerakkan 
oleh  kelompok  tertentu,  tetapi  kemudian  di- 
ralat  bahwa  kerusuhan  tersebut  sifatnya  ha- 
nya  lokal  dan  berlangsung  secara  spontan. 

Sementara  itu  akibat  kebijakan  operasi  mi- 
liternya  di  Aceh,  Timor  Timur,  serta  Irian  Ja- 
ya,  ABRI  juga  menuai  sejumlah  persoalan 
serius  berkaitan  dengan  keberadaannya  ser- 
ta ekses  negatifnya  yang  melahirkan  pelang- 
garan  HAM.  Berbagai  desakan  dan  tekanan 
dari  dalam  negeri  maupun  dunia  internasio- 
nal  membuat  ABRI  harus  merevisi  berba- 
gai kebijakannya,  seperti  kemudian  menca- 


Kabakin  Letjen  TNI  (Purn.)  Moetojib  misal- 
nya  mempertanyakan  kebenaran  adanya  tindak  per- 
kosaan  pada  kerusuhan  Mei  yang  lalu,  dan  bahkan 
menyatakan  pembcritaan  terhadap  kasus  tersebut 
mempunyai  kepentingan  politis  tertentu  dan  untuk 
merongrong  pcmcrintahan.  Pihaknya  (Bakin)  tidak 
mcnemukan  adanya  indikasi  maupun  terlebih  bukti/ 
saksi  yang  mendukung  kebenaran  pcrkosaan  massal 
tersebut.  Sebclumnya  Kapolri  Letjen  Rocsmanhadi 
bahkan  mengancam  akan  menuntut  aktivis  yang 
membesar-besarkan  kasus  perkosaan  tersebut  apabila 
tidak  dapat  memberikan  bukti-bukti  yang  kongkret 
(The  Jakarta  Post,  25  August  1998). 
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but  status  DOM  di  Aceh,  penarikan  pasuk- 
an  non-organik  di  bekas  daerah  DOM,  me- 
minta  maaf  atas  pelanggaran  HAM  yang  di- 
lakukan  personilnya  selama  DOM  dijalan- 
kan,  serta  mengubah  doktrin  operasinya  da- 
ri operasi  tempur  ke  operasi  teritorial.  Tetapi 
kebijakan  tersebut  tampak  kurang  efektif,  ka- 
rena tidak  diikuti  dengan  law  enforcement 
maupun  pertanggungjawaban  hukum  oleh 
aparat  yang  melakukan  pelanggaran  hukum 
maupun  HAM. 

Berbagai  kasus  kekerasan  serta  lambat- 
nya  penyelesaian  oleh  ABRI  membuat  ba- 
nyak  kalangan  masyarakat  kritis  menilai  bah- 
wa ABRI  perlu  dikembalikan  pada  fungsi 
utamanya  yaitu  fungsi  hankam.  Fungsi  sos- 
pol  selama  ini  ternyata  banyak  mengalami 
distorsi  serta  memperlemah  kemampuan  han- 
kam ABRI,  dan  karena  itu  idealnya  harus 
dihilangkan,  atau  setidaknya  diminimalisir. 
Pengamat  seperti  Indria  Samego  misalnya, 
menyatakan  bahwa  peran  sosial-politik  ABRI 
perlu  dihilangkan  sama  sekali  karena  dalam 
pelaksanaannya  telah  menimbulkan  berbagai 
dampak  negatif,  seperti  pelanggaran  HAM 
dan  menghambat  upaya  demokratisasi  (Me- 
dia Indonesia,  21  Agustus  1998).  Sementara 
pandangan  yang  lebih  moderat  disampai- 
kan  misalnya  oleh  Sri  Sultan  Hamengku  Bu- 
wono  X  yang  menginginkan  supaya  peran 
sosial-politik  ABRI  dibatasi  karena  kekeras- 
an yang  merajalela  di  Indonesia  merupakan 
akibat  dari  budaya  militeristik  yang  merasuk 
ke  hampir  semua  sendi  kehidupan  bangsa 
(Bisnis  Indonesia,  31  Agustus  1998). 

Menanggapi  berbagai  gugatan  tersebut, 
Menhankam/Pangab  Jenderal  Wiranto  mau- 
pun Kassospol  ABRI  menegaskan  bahwa 
ABRI  akan  melakukan  rcdefinisi  dan  rcak- 
tualisasi  peran  Sospol  ABRI  sejalan  dengan 
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konsep  paradigma  dan  format  politik  baru  se- 
suai  era  reformasi.  Wujud  kongkretnya  ada- 
lah  ABRI  akan  mengubah  posisi  dan  meto- 
de  tidak  selalu  tampil  di  depan,  kemudian 
dari  menduduki  menjadi  mempengaruhi,  da- 
ri  mempengaruhi  langsung  menjadi  tidak 
langsung,  serta  keinginan  untuk  melakukan 
political  and  role  sharing  dengan  mitra 
non-militer  (Bisnis  Indonesia,  22  Agustus 
1998).  Demikian  pula  ditegaskan,  ABRI  akan 
melakukan  konsolidasi  internal  untuk  me- 
nyesuaikan  doktrin,  struktur  dan  implemen- 
tasi  paradigma  baru  tersebut.  Dalam  hal  ini 
tampak  misalnya  dari  dimasukkannya  ma- 
ted mengenai  HAM  dalam  bahan  pengajar- 
an  di  berbagai  lembaga  pendidikan  di  ABRI, 
kemudian  perubahan  doktrin  pasukan  ko- 
mando  di  Kopassus  yang  lebih  menekankan 
pada  kemampuan  kerja  sama  untuk  meng- 
hindarkan  ekses-ekses  negatif  seperti  sikap 
arogan  prajuritnya,  maupun  dibukanya  lebih 
lebar  lagi  kemungkinan  pemisahan  polisi 
dari  struktur  ABRI. 

Namun  upaya  untuk  mewujudkan  ko- 
mitmen  tersebut  masihlah  belum  jelas  benar. 
Struktur  ABRI  maupun  doktrinnya  belum 
banyak  mengalami  penyesuaian.  Dugaan 
intervensi  ABRI  dalam  Munaslub  Golkar 
maupun  keengganannya  untuk  melepaskan 
keterkaitan  struktural  dengan  Golkar  meru- 


Oalam  pcngarahannya  di  depan  Rapim  ABRI 
21  Agustus  1998,  pada  teles  pokok-pokok  sambutan- 
nya,  Kassospol  ABRI  Letjen  TNI  Susilo  Bambang 
Yudhoyono  misalnya  masih  mcminta  perhatian 
khusus  dari  jajaran  ABRI  di  antaranya  supaya  KBA 
tetap  menyalurkan  aspirasinya  ke  Golkar,  penam- 
pakan  nyata  dan  terbuka  mekanisme  tiga  jalur  hams 
dihentikan,  maupun  supaya  intervensi  dan  pclibatan 
ABRI  dalam  kegiatan  ormas  dan  orpol  yang  tidak 
ada  urgensinya  harus  dihentikan.  Dari  apa  yang  di- 
sampaikan  tersebut,  jelas  mengindikasikan  masih  be- 
lum bcrubahnya  sccara  substansial  pendekatan  mau- 
pun pcran  sosial-politik  ABRI. 


pakan  beberapa  fakta  yang  tampak.  Demi- 
kian pula  fungsi  kekaryaan  yang  selama  ini 
menjadi  salah  satu  penyebab  rusaknya  dwi- 
fungsi  ABRI  belum  mengalami  perubahan 
yang  berarti.  Dalam  era  reformasi  ini,  ter- 
nyata  masih  banyak  perwira  ABRI  yang 
menduduki  jabatan-jabatan  sipil  di  daerah, 
seperti  Gubernur  Jawa  Tengah  Mayjen  TNI 
Mardiyanto,  Gubernur  Jawa  Timur  Mayjen 
TNI  Imam  Utomo,  Gubernur  Sumatera  Se- 
latan  Laksma  Rosihan  Arsyad,  Wagub  Sum- 
sel  Brigjen  TNI  Thobroni,  Wagub  Maluku 
Brigjen  (Pol.)  Paula  Bataona,  dan  lain-lain. 
Meskipun  mereka  diusulkan  dan  dipilih  me- 
lalui  prosedur  resmi,  namun  seandainya 
ABRI  memiliki  komitmen  besar  untuk  mem- 
perbaiki  pelaksanaan  dwifungsi  khususnya 
kekaryaan  ABRI,  maka  pimpinan  ABRI  bisa 
saja  untuk  sementara  waktu  tidak  mengizin- 
kan  anggotanya  menjabat  posisi  sipil  di 
daerah,  dengan  alasan  misalnya  negara  se- 
dang  dalam  keadaan  krisis  sehingga  per- 
sonil  ABRI  dituntut  lebih  mengutamakan 
fungsi  hankamnya.  Demikian  pula  dapat  de- 
ngan alasan  mempertimbangkan  perkem- 
bangan  pada  periode  tiga  bulan  ini,  di  ma- 
na  tidak  sedikit  perwira  ABRI  yang  dikar- 
yakan  sebagai  kepala  daerah  dipersoalkan 
masyarakat,  seperti  mulai  dari  kasus  Bupa- 
ti  Bantul  Kol.  Sri  Roso  Sudarmo,  Walikota 
Tegal  Kol.  M.  Zakir,  Bupati  Klaten  Kol. 
Kasdi,  sampai  kasus  KKN  yang  menimpa 
mantan  Gubernur  Sumatera  Selatan  Letjen 
TNI  (Purn.)  Hasan  Basri  Durin  yang  seka- 
rang  menjadi  Menteri  Agraria/Ka  BPN. 

Pada  periode  ini  sendiri,  pimpinan  ABRI 
tampak  lebih  gencar  melakukan  konsolida- 
si internal  dengan  mengadakan  sejumlah 
pcrgantian  pejabat  teras  militcr.  Pcrgantian 
yang  dilakukan  ini  juga  tidak  dapat  dilepas- 
kan  dari  adanya  perwira  tinggi  ABRI  yang 
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terlibat  kasus  kekerasan  (politik)  maupun  di- 
anggap  gagal  dalam  menjalankan  tugas- 
nya.  Selain  itu  ada  pula  pergantian  yang 
me  man  g  sudah  waktunya,  seperti  perganti- 
an KSAL,  KSAU  dan  Kapolri.  Meskipun  se- 
jumlah  alasan  telah  dikemukakan  oleh  pim- 
pinan  ABRI  berkaitan  dengan  pergantian  ja- 
batan  tersebut,  namun  munculnya  persep- 
si  publik  bahwa  pergantian  itu  berkaitan  de- 
ngan "pembersihan"  perwira  yang  diang- 
gap  masuk  "klik"  tertentu  di  lingkungan 
ABRI  tidak  dapat  dihindari.  Persepsi  ini 
muncul  tampaknya  karena  adanya  semacam 
preseden  buruk  di  masa  lalu  di  mana  per- 
gantian pimpinan  ABRI  akan  diikuti  dengan 
mutasi  besar-besaran  sehingga  memuncul- 
kan  kesan  pembersihan. 

Sejumlah  Masalah  Baru 

Berbagai  kemajuan  yang  telah  dilaku- 
kan  oleh  pemerintahan  Habibie  tampaknya 
belum  cukup  untuk  menutup  sejumlah  kon- 
troversi  maupun  permasalahan  baru.  Perma- 
salahan  mendasar  yang  sangat  merisaukan 
masyarakat  luas  adalah  inkonsistensi  Habi- 
bie. Pada  tanggal  11/6/1998  di  dalam  perte- 
muannya  dengan  Pengurus  Kadin  di  Bina 
Graha,  Habibie  menegaskan  bahwa  dirinya 
tidak  berniat  menjadi  kepala  pemerintah- 
an lagi  sebagai  hasil  SU  MPR  1999  (Suara 
Karya,  12  Juni  1998).  Namun  kemudian  pa- 
da  bulan  Agustus,  dalam  berbagai  kesem- 
patan  wawancara  dengan  sejumlah  media 
massa  asing  maupun  dalam  negeri  dia  me- 
negaskan siap  dipilih  kembali  apabila  diper- 
caya  rakyat,  menolak  dinilai  sebagai  presi- 
den  yang  lemah  serta  menolak  pemerintahan- 
nya  dinyatakan  sebagai  pemerintahan  tran- 
sisional  {Forum  Keadilan,  No.  11  Thn  VII, 
7  September  1998). 
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Inkonsistensi  ini  membawa  dampak,  di 
antaranya  adalah  munculnya  sinisme  masya- 
rakat atas  kebijakan-kebijakan  populer  peme- 
rintahan Habibie.  Kebijakan-kebijakan  terse- 
but dipandang  sekadar  upaya  mencari  mau- 
pun membeli  dukungan  serta  hanya  sebagai 
manuver  politik  untuk  melanggengkan  kekua- 
saannya.  Demikian  pula  berkembang  keragu- 
an  atas  komitmen  Habibie  terhadap  reforma- 
si  total.  Keraguan  masyarakat  semakin  me- 
luas,  ketika  Habibie  secara  demonstratif  mi- 
salnya  menganugerahkan  bintang  jasa  ke- 
pada  istri,  adik,  dan  teman-teman  dekatnya, 
sesuatu  yang  seharusnya  dihilangkan  dalam 
era  reformasi.  Sedangkan  dalam  menyikapi 
perkembangan  politik  kepartaian,  pemerintah- 
an Habibie  juga  masih  menggunakan  pola- 
pola  lama.  Kasus  perpecahan  di  tubuh  PDI 
ternyata  tidak  disikapi  dengan  semangat  re- 
formasi, dan  Habibie  justru  merangkul  serta 
mempertegas  dukungan  terhadap  PDI  di  ba- 
wah  kepemimpinan  Surjadi  yang  menyeleng- 
garakan  Kongres  di  Palu  dan  akhirnya  me- 
milih  Budi  Hardjono  sebagai  ketua  umum 
baru.  Penyikapan  ini  jelas  sekah  berlawanan 
arus  dengan  aspirasi  sebagian  besar  masya- 
rakat dan  khususnya  simpatisan  PDI  yang 
memandang  Megawati  Soekarnoputri  lebih 
memiliki  dukungan  riil  dan  massa  yang  besar. 

Presiden  Habibie  maupun  sejumlah  men- 
teri  juga  sering  membuat  pernyataan  yang 
mengundang  kontroversi  di  masyarakat.  Pa- 
da  tanggal  5  Juni  1998  misalnya,  Presiden 
Habibie  mengemukakan  bahwa  kritik  dan  ca- 
ra  pandang  masyarakat  terhadap  KKN  tidak 
lagi  proporsional.  Melalui  salah  seorang  pe- 
ngacara,  Presiden  Habibie  minta  tuduhan 
KKN  terhadap  dirinya  supaya  dibuktikan.  Se- 
mentara  itu  muncul  pula  pernyataan-pernya- 
taan  kontroversial  dari  sejumlah  menteri  mi- 
salnya mulai  dari  keinginan  mengganti  jalur 
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PERGANTIAN  SEJUMLAH  PEJABAT  PENTING  DI  ABRI  PERIODE  JUNI-AGUSTUS  1998 


Waktu 

Posisi 

Pejabat  Lama 

Pejabat  Baru 

Keterangan 

Pergantian 

1  Juni  1998 

Aspam  KSAD 

x  1           »  m        '          '  1  'V  TT 

Aim.  Mayjen  TNI 

Mayjen  TNI 

sebelumnya  Kapusintelad. 

i  uuomo  oriJJ 

M.  Noor  Aman 

AVX/flT  1QT1 

2  Juni  1998 

Danjen 

Letjen  TNI 

Laksdy a  TNI 

sebelumnya  Wadanjen 

AKABK1 

1  amlicha  All 

A   1                I  f*1     »  *  *  A 

Achmad  butjipto 

AVADT1T     A  AT     1  fl^O 

AKABR1.  AAL  1968. 

16  Juni 1998 

Pangdam  IX 

Aim.  Mayjen  TNI 

Mayjen  TNI 

sebelumnya  Pangdivif  I 

T  THavfinn 
\J  \J&  yal  la 

I  UUUII1VJ  lJI  1JL7 

Annm  1?  TjQtnin 
/AUalll  IV.  Lsaliill  1 

Krxrtrnrl  AK"MIT  1Q7? 

18  Juni 1998 

Kapuspen 

Brigjen  TNI 

Mayjen  TNI 

sebelumnya  Kasdam  V 

Hankam/ABRI 

A.W.  Mokodongan 

Syamsul  Ma'arif 

Brawijaya,  AKMIL  1973. 

23  Juni 1998 

Pangdivif  I 

Mayjen  TNI 

Mayjen  TNI 

sebelumnya  Wadan 

Kostrad 

Adam  R.  Damiri 

I  Gede  Purnawa 

Seskoad,  AKMIL  1972. 

2Juli  1998 

KSAL 

Laksamana  TNI 

Laksamana 

sebelumnya  WaKSAL, 

Arief  Kushariadi 

Madya  TNI  Widodo 

AAL  1968,  lahirdi 

Boyolali,  1  Agustus  1944. 

3  Juli  1998 

Kapolri 

Jenderal  Pol. 

Letjen  Pol. 

Staf  ahli  Pangab  bidang 

Dibyo  Widodo 

Roesmanhadi 

Kamtibmas.  AKPOL  1967, 
lahir  di  Madura, 
5  Maret  1946. 

7  Juli  1998 

KSAU 

Marsekal  TNI 

Marsekal  Madya  TNI 

sebelumnya  Aslog  KSAU, 

Sutria  Tubagus 

Hanafi  Asnan 

AAU  1969,  lahirdi 
Bangkalan,  Madura, 
7  November  1945. 

7  Juli  1998 

Gubernur 

Mayjen  TNI 

Mayjen  TNI 

sebelumnya  Wagub 

AKMIL 

Djoko  Subroto 

Irvan  T.  Eddyson 

AKMIL.  AKMIL  1970. 

Lahir  di  Wajabala,  Morotai, 

13  Agustus  1946. 

9  Juli  1998 

Pangdam  V 

Meyjen  TNI 

Mayjen  TNI 

sebelumnya  Gubernur 

Brawijaya 

Djaja  Suparman 

Djoko  Subroto 

AKMIL.  AKMIL  1970. 
Lahir  di  Kediri,  1947. 

9  Juli  1998 

Kaslcostrad 

Mayjen  TNI 

Mayjen  TNI 

sebelumnya  Pangdivif  II 

Kivlan  Zen 

Ryamizard  Raicudu 

Kostrad.  AKMIL  1974. 

13  Juli  1998 

Pangdam  Jaya 

Mayjen  TNI 

Mayjen  TNI 

sebelumnya  Pangdam  V 

Sjafrie  Sjamsoeddin 

T~\  *  CI 

Djaja  Suparman 

Brawijaya.  AKMIL  1972. 
Lahir  di  Sukabumi, 

11   J-/GaCIIlUvl  1747. 

Juli  1998 

Pangdivif  II 

Mayjen  TNI 

Mayjen  TNI 

scuviuimiyu  KaoUalu  LA. 

Kostrad 

Ryamizard  Raicudu 

William  T.  da  Costa 

Udayana.  AKMIL  1971. 

28  Juli  1998 

Kapusintclad 

Mayjen  TNI 

Brigjen  TNI 

AKMIL  1974,  sebelumnya 

M.  Noor  Aman 

Amirul  Isnacni 

Danrem  071  Wijayakusuma. 

Agustus 

Dan  Grup  IV 

Kol.  Inf.  Chairawan 

Kol.  Inf.  Poniman 

1998 

Kopassus 

Agustus 

Danscsko  ABRI 

Letjen  TNI 

Mayjen  TNI  Mar. 

pejabat  scmcntara, 

1998 

Prabowo  Subianto 

Benjamin  Balukh 

sebelumnya  Wadan  Scsko 

ABRI. 
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distribusi  swasta  dengan  koperasi  distribusi, 
redistribusi  aset,  sampai  penjarahan  di  bawah 
lima  persen  diperbolehkan  (meskipun  kemu- 
dian  diluruskan).^  Demikian  juga  dalam  me- 
nanggapi  masalah  Gubernur  DIY  yang  me- 
nimbulkan  polemik  terbuka  dan  memancing 
reaksi  penentangan  dari  masyarakat  serta 
masalah  pemberian  uang  puluhan  milyar  ba- 
gi  mantan  presiden  Soeharto  dalam  bentuk 
rumah  di  TMII.  Sementara  itu  praktek  dis- 
informasi  mengenai  pemyataan  LSM  Taiwan 
yang  menurut  Menpen  menyatakan  tidak 
terjadi  pemerkosaan  tetapi  hal  tersebut  ke- 
mudian  dibantah  oleh  LSM  Taiwan  sendiri 
semakin  memperjelas  bahwa  pemerintahan 
Habibie  tidak  jauh  berbeda  dengan  rezim  ter- 
dahulu. 

Sementara  itu  dalam  pidato  kenegaraan- 
nya  di  depan  Sidang  Paripurna  DPR  15 
Agustus  1998,  Habibie  menegaskan  berbagai 
visi,  kebijakan,  dan  orientasi  pemerintahan- 
nya.  Disebutkan  ahtara  lain  keinginannya 
untuk  menciptakan  pemerintahan  yang  ber- 
sih  dan  berwibawa,  bebas  dari  praktek-prak- 
tek  KKN,  mengembangkan  paradigma  baru 
yang  lebih  menekankan  pada  pendekatan 
demokratis  dan  kesejahteraan,  menghormati 
dan  menegakkan  HAM  yang  universal,  sam- 
pai kepada  program-program  perbaikan  eko- 
nomi.  Habibie  juga  menyampaikan  penyesal- 
an  atas  terjadinya  pelanggaran  HAM  di  be- 
berapa  daerah  yang  dilakukan  oleh  oknum 
aparat  dalam  operasi  menghadapi  gerakan 
separatis.  Pidato  Habibie  tersebut  mendapat 
banyak  pujian  karena  dianggap  cukup  kom- 
prehensif  dan  menyiratkan  keinginan  besar 
untuk  membangun  negara  ini,  namun  ke- 
sungguhan  untuk  merealisasikannya  disang- 

21 

sikan  oleh  scjumlah  kalangan. 

21 

Komentar  tajam  atas  pidato  Habibie  tersebut 
misalnya  kcluar  dari  Rizal  Ramli  yang  mcnilai  Habi- 


Berbagai  kontroversi,  ketidakpekaan  ser- 
ta inkonsistensi  pemerintahan  Habibie  sema- 
kin menyulut  penolakan  serta  sikap  kritis  da- 
ri berbagai  kalangan.  Hal  ini  tampak  dari  se- 
makin banyaknya  bermunculan  gerakan-ge- 
rakan  moral  untuk  mengoreksi  kepemimpin- 
an  Habibie  seperti  Barisan  Nasional  yang  di- 
motori  oleh  sejumlah  intelektual,  politisi  dan 
purnawirawan  seperti  Prof.  Soebroto,  Letjen 
TNI  (Purn.)  Kemal  Idris,  dan  Rachmat  Wi- 
toelar,  maupun  Gerakan  Keadilan  dan  Persa- 
tuan  Bangsa  yang  dimotori  oleh  sejumlah 
mantan  pejabat  tinggi  dan  tokoh  masyara- 
kat lainnya  seperti  Siswono  Yudhohusodo, 
Sarwono  Kusumaatmadja,  Djoko  Sudjatmiko, 
K.H.  Said  Aqil  Siradj,  dan  lain-lain.  Semen- 
tara itu  Amien  Rais  yang  mendeklarasikan 
berdirinya  Partai  Amanat  Nasional  pada 
tanggal  23  Agustus  1998  bersama  sejumlah 
intelektual  dan  tokoh  lainnya  juga  tidak  ka- 
lah  kritis  mengamati  pemerintahan  Habibie 
yang  masih  belum  menunjukkan  kesungguh- 
an  untuk  melakukan  reformasi.  Berbagai  ke- 
lompok  masyarakat  lainnya  baik  organisasi 
massa  maupun  kalangan  kampus  juga  mem- 
berikan  penilaian  serupa  yang  pada  intinya 
tidak  mempercayai  bahwa  pemerintahan  Ha- 
bibie akan  melakukan  reformasi  total,  dan 
menganggap  pemerintah  gagal  dalam  mem- 
perbaiki  perekonomian  khususnya  karena  me- 
lonjaknya  harga-harga  sembako. 


bic  itu  seperti  Soeharto  kecil,  karena  masih  mcng- 
gunakan  gaya-gaya  Soeharto  dalam  kepemimpinan- 
nya.  Rizal  Ramli  mcngambil  contoh  tckad  Habibie 
untuk  menciptakan  pemerintahan  yang  bebas  KKN, 
tetapi  schari  scbclumnya  (tanggal  14/8/1998)  Habi- 
bie mcnganugcrahkan  bintang  mahaputcra  kepada 
istri,  adik,  dan  konco-konconya  (Merdeka,  18  Agus- 
tus 1998).  Demikian  pula  Kwik  {Kompas,  18  Agustus 
1998)  menginventarisasi  bebcrapa  inkonsistensi  dan 
perbedaan  antara  rctorika  dengan  rcalita  dalam  pe- 
merintahan Habibie. 
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Penutup 

Perkembangan  sosial-politik  selama  tiga 
bulan  pemerintahan  Habibie  tampaknya  se- 
makin  tidak  menentu  dan  dalam  taraf  ter- 
tentu  justru  semakin  mengkhawatirkan  ka- 
rena  krisis  ekonomi  yang  tidak  membaik. 
Berbagai  tuntutan  dan  desakan  supaya  Ha- 
bibie mundur  dari  jabatannya  juga  semakin 
meluas  seiring  kegagalannya  dalam  meme- 
nuhi  kebutuhan  masyarakat  serta  ketidak- 
seriusannya  dalam  melakukan  reformasi.  Dari 
berbagai  penilaian  masyarakat  mengenai  pe- 
merintahan Habibie  ini,  tampak  bahwa  ke- 
tidakpuasan  dan  ketidakpercayaan  masyara- 
kat atas  pemerintahan  Habibie  semakin  me- 
luas. 

Dengan  kondisi  seperti  ini,  wajar  apabila 
perkembangan  politik  ke  depan  cenderung 
akan  didominasi  oleh  aksi-aksi  massa  lagi 
yang  menginginkan  adanya  perubahan  me- 
nuju  ke  arah  perbaikan  yang  lebih  substan- 
sial,  berarti,  dan  nyata.  Masyarakat  yang  se- 
makin sadar  politik,  dan  semakin  merasakan 
beratnya  beban  krisis  ekonomi  nampaknya 
hanya  akan  percaya  pada  pemerintah  kalau 
keadaan  memang  nyata-nyata  ada  perbaikan. 


Sayang  harapan  itu  belum  terwujud  selama 
tiga  bulan  pemerintahan  Habibie.  Selama  ti- 
ga bulan  itu  tampaknya  Habibie  lebih  asyik 
untuk  membentuk  (meminjam  istilah  Hun- 
tington [1991:  21])  kaum  standpatters,  yaitu 
pendukung  status-quo. 
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